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ABSTRAK

Disertasi ini ditulis dengan tujuan untuk menemukan konsep
ekonomi politik negara khususnya politik anggaran dalam rangka
mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara menurut Ibn
Khaldun dan reaktualisasi pemikiran Ibn Khaldun dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Disertasi ini menjelaskan strategi-strategi kebijakan anggaran
negara menurut Ibn Khaldun yang harus ditempuh penguasa untuk
menciptakan tatanan ekonomi yang adil demi tercapainya
kesejahteraan seluruh rakyat. Kemudian teori tersebut didialogkan
dengan konsep kebijakan ekonomi dalam UUD 1945 Republik
Indonesia, khususnya pasal 23, pasal 27, 8, Pasal 33 dan pasal
34.

Fokus kajian disertasi ini adélah

benang merah
antara teori tentang politik anggara u

menciptakan kesejahteraan s emokrasi
ekonomi religius yang ditetapkan

Disertasi ini merupak mengungkap
data-data secara des i pberupa teks buku
Mugaddimah karya nder lainnya. Sumber
primer dalam penul S . asal dari buku Mugaddimah
karya Ibn 2 UT Republik Indonesia. Data-data
tersebut dibaca denga el eori hermeneutik dari Paul

i\\politik s tentang pemotongan pajak untuk
meningkat N&xdaj menstimulus ekonomi agar bergerak
normal. Di ni juga menggunakan teori demokrasi ekonomi
i i kakan oleh Sri Edi Swasono yang menyatakan
bahwa konsep ‘ekonomi Republik Indonesia sejalan dengan nilai-nilai
Islam yang meliputi kebersamaan dan ekonomi yang menggerakkan
partisipasi dan kepedulian rakyat kecil.

Disertasi ini menemukan bahwa negara yang sejahtera adalah
negara yang memiliki keberdaulatan ekonomi rakyat yang kuat dan
ditandai adanya aktifitas ekonomi yang semarak dan tarif pajak rendah
bagi rakyat. Teori ini memiliki benang merah dengan teori pajak
ekonomi modern. Dalam konteks Indonesia pemikiran ekonomi Ibn
Khaldun terwujud dan sejalan dengan konsep demokrasi religius yang
tersurat dalam UUD 1945 sebagaimana yang digagas oleh Sri Edi
Swasono, yaitu nasionalisme ekonomi dan pembangunan manusia
(‘asabiyah dan ‘umran bashari).
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ABSTRACT

This dissertation was written with the aim of finding a state
political economic concept, especially budget politic in order to set the
revenue and expenditure budget, according to Ibn Khaldun and
reactualization of his thought in the Republic of Indonesia.

This dissertation describes the strategies of the state budget
policies, according to Ibn Khaldun that a ruler should take to create a
just economic order to achieve the welfare of all people. The theory
was, then, discussed based on the concept of economic policy exists in
the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in particular article
23, article 27, article 28, article 33 and article 34

The focus of this study is to find a co read between the
Ibn Khaldun’s theory of the budget politic welfare for all
people and the concept of religio acy set in
Indonesia. )

This dissertation is a qualitative study revealing descriptive
data of the studied sources ~ u» aldun’s
Mugaddimah and other secon S i 0 s for writing
this dissertation were from d } and the 1945

ertation was Keynes’ theory of
st-and stimulate the economy
aggregate. in . This dissertation also used
democ%% ” o economy propounded by Sri Edi
Swasono: stati economic concept of the Republic of
Indonesia is_in-line @a{l the values of Islam includes covering
community inv\a t 'and economy that drives participation and
concern for the%er\ ple.

This dissertation found that utopia is a sovereign country that
has a strong economy and the people who marked their vibrant
economic activity and lower tax rates for the people. This theory has a
common thread with the modern economic theory of tax. In the
Indonesian context, economic thought of Ibn Khaldun was
implemented and in line with the concept of religious democracy laid
down in the 1945 Constitution as stated Sri Edi Swasono.

, isS
political economy on te. boo
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam
karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

b = <
t = é
th = g
j = J
h = ¢
kh = K
d = 2
dh 9
r = ¢ y = ¢
O\
N

1. Vokal Tunggal

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah A A
Kasrah I I
Dammah U U
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2. Vokal Rangkap

Tanda Nama Gabungan Huruf Nama
& Fathah dan ya Ai adani
5. Fathah dan Au adan w

wau

Contoh: \
et : Husain J»  ;ha %
C. Maddah

Tanda WLE&& Nama

Nama
C Fatb@Wif %a Wan garis di atas

- /@@3\\51%&&}\ \_{ i dan garis di atas

ga ﬁaﬁx})ﬁz‘z\\\d\w u u dan garis di atas

D. Ta
Transl rbutah ditulis dengan “h” baik dirangkai
dengan kata ya—~maupun tidak contoh mar’ah (3l)

madrasah (3%
Contoh:

seliagll al-Madinat al-Munawwarah
E . Shaddah
Shaddah/ tashdid pada transliterasi ini dilambangkan dengan
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang bershaddah itu.

Contoh:
Jp : nazzala
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F. Kata Sandang

Kata sandang “J” dilambangkan berdasarkan huruf yang
mengikutinya, jika diikuti huruf shamsiyah maka ditulis sesuai
huruf yang bersangkutan, dan ditulis “al” jika diikuti dengan huruf
gamariyah. Selanjutnya J ) ditulis lengkap baik menghadapi al-
Qamariyah, contoh kata al/-Qamar (') maupun al-Shamsiyah
seperti kata al-Rajulu (Jd>_)

Contoh:
o2y 1 al-Shams

G. Pengecualian Transliterasi

alam konteks aslinya
enulisan.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibn Khaldiin adalah tokoh penting yang menjadi kajian di berbagai
bidang keilmuan. Pemikirannya dapat memberikan kontribusi bagi
masyarakat dan ilmuan baik bagi kalangan Islam atau pemikir di luar
Islam. Pemikiran Ibn Khaldin, terutama yang ditulis dalam kitab
Muqgaddimah dianggap sebagai puncak karya pemikiran dalam
kebudayaan Arab Islam pada masanya. Hal ini dapat dilihat dari segi
kejeniusan pola pikirnya, kejelasan uraiannya; dan ketelitian hukum-
hukumnya. Konsep yang ditulis dalan b. tersebut memuat

mengenai ilmu-ilmu sosial, politik, e < an agama yang
mengandung asas-asas teoretis inoye lasarkan aspek ilmiah
dan doktrin agama.'

Pemikiran Ibn Khaldiin dalan berbagai
topik seperti teori nilaj ermintaan dan

dan  konsumsi

kekayaan, uang, pembe pertumbuhan, perdagangan

asi : : ublik, perpajakan dan
\w ajuan pertanian, industri
dan perdaganga rdag bijakan dan tanggung jawab

ekono enguasa.< “Dia juga. mengisyaratkan beberapa hubungan
malgogc);% o o-ditekankan oleh Keynes,3 dan teori

. ‘Al%&bd\ _hikd\w/aﬁ, ‘Abd al-Rahman Ibn Khaldun (Fajalah: Maktabah
g

Mishr, tt), hlm. 90¢

? Secara is besar pemikiran ekonomi Ibn Khaldun yang ada dalam
Muqaddimah terdapat dalam 1) bab pertama Muqaddimah 1, 2, 4 dan 5; 2) bab kedua
pasal 1,2,3,6, 18,19, 20-24, 26 dan 29; 3) bab ketiga pasal 8, 11-13,15-17, 22, 31, 34, 36,
38-43 dan pasal 50; 3) bab keempat ada dalam pasal 1,3,4, 11-15, 17,18,20; 4) Bab
kelima ada dalam semua pasal yaitu pasal 1- 23; sedangkan dalam bab keenam pada ada
pasal 1-4, dan pasal 26. Semua pasal-pasal tersebut membahas mengenai teori ekonomi
secara umum dan dapat dijadikan kajian dalam bidang ekonomi. Ibn Khaldun,
Mugaddimah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993).

3 Joseph J Spengler, “Economic Thought of Islam: Ibn Khaldun,” Comparative
Studies in Society and History (The Hague, (1964), vol. VI, 304. Sementara itu, John
Maynard Keynes (1883-1946) adalah seorang tokoh ekonomi yang salah satu
pandangannya telah menjungkir balikkan pandangan Adam Smith. Tesisnya berupa,
permintaan afektif agregrat dapat diterapkan pada masa kelangkaan lapangan kerja dan
sumber daya yang dapat berlangsung tanpa batas. Mark Skousen, Sang Maestro Teori-
Teori Ekonomi Modern (Jakarta: Prenada, 2005), him. 414.
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siklus peradaban yang kemudian menjadi rujukan JR Hicks.* Ibn
Khaldin juga menemukan sejumlah besar gagasan ekonomi yang
fundamental beberapa abad sebelum tokoh ekonomi Barat muncul.

Ibn Khaldun mengemukakan keharusan pembagian kerja sebelum
muncul teori Adam Smith’ dan prinsip nilai tenaga kerja sebelum
David Ricardo.® Bahkan, Ibn Khaldun juga menjelaskan teori populasi
sebelum munculnya teori Malthus’ dan peran negara terhadap
perekonomian sebelum Keynes.® Kerangka ini juga diakui oleh Zaki
Mahmud Shabanah,’ yang menyatakan bahwa kitab Mugaddimah yang
muncul pada tahun 1378 M kerangka berfikirnya sepadan dengan 7he
Wealth of Nation karya Adam Smith yang terbit pada tahun 1776 M.
Meski Ibn Khaldun telah lebih dahulu 4 abad (antara abad ke-13 dan

PT Raja Grafindo Pe

® David Rica i London pada tahun 1772, yang merupakan keturunan
Yahudi Ortodox. Ia adalah s scorang broker saham, dan setelah memperoleh keuntungan
besar dalam waktu singkat, ia menjadi tuan tanah dan anggota parlemen. Karyanya yang
paling penting adalah 7he Principles of Political Economy and Taxation yang
dipublikasikan pertama kali pada tahun 1817. Selain itu ia juga menulis essay 7The High
Price of Bullion (1810). Biografi singkat mengenai Ricardo dapat di lihat dalam F.W.
Kolthammer, yang ada dalam David Ricardo, 7he Principles of Political Economy and
Taxation (New York: Dover Publication, Inc., 2004), hlm. vii-xiii.

7 Thomas Robert Malthus lahir pada tahun 1776 di kota Wotton, Surrey. Ia
terkenal terutama karena doktrin populasinya yang kini nama doktrin itu dihubungkan
dengan nama Malthus. Pressman Steven, Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 83-90.

¥ Jean David Boulakia, /bn Khaldin: A Fourteenth Centery Economist (Journal
of Political Economy, vol 79, no 5 sept/oct. 1971, him. 1105-1118.

? Zaki Mahmud Syabanah, dalam Kuliah Umum yang tidak diterbitkan dengan
judul “An-Nuzhum Al-Igtishadiyyah” (Kairo: Jami’at Al-Qahirah, 1989), hlm. 55.

2



Pengakuan pakar ekonomi Perancis, Lois Boudin, tentang
kehebatan Ibn Khaldun dalam hal pandangannya terhadap fenomena
ekonomi yang disimpulkan dari gejala di masyarakat. Dia sangat
mengagumi dan memuji Ibn Khaldun. Dia juga menyatakan bahwa Ibn
Khaldun adalah bapak ekonom sebelum Adam Smith.'” Sir Closio,
pakar ekonomi internasional, juga mempertegas pernyataan Lois
Boudin. Dia juga sangat mengagumi pemikiran ekonomi Ibn
Khaldun."" Ibn Khaldun telah diakui oleh para ekonom modern dalam
hal kontribusi pemikirannya tentang teori-teori ekonomi modern,
terutama dalam bidang politik ekonomi.'?

M. Umar Chapra sangat menganggumi Ibn Khaldun. Ibn Khaldiin
mempunyai simbol-simbol yang dianggap . sebagai bagian dari
pemikiran yang sangat fenomenal dan dijadikan ungkapan

penguasa tidak
tasi.shari‘ah dan

dapat diwujudkan kecuali dengan
shari‘ah tidak dapat dilaksanakar

ol ang dari
kecuali oleh
kecuali dari

belum Adam Smith yang dijuluki sebagai “Bapak
’l‘\ un lebih dahulu daripada Adam Smith dalam menjelaskan
berbagai fenomena-ya sg‘ berkaitan dengan pembagian tugas, profesionalisme, moneter,
teori harga dan m apkan banyak permasalahan yang berkaitan dengan demografi.
Oleh karena itu tidak berlebihan jika kita menyebutnya sebagai tokoh ekonomi awal
yang paling berpengaruh”. Lihat: Sa“id al-Najjar, al-Iqtisad As-Siyasi (Beirut: Dar al-
Nahdlah al-Arabi 2010), him. 8.

'S Closio mengatakan: "Apabila Ibn Khaldin menciptakan teori yang
berkaitan dengan kehidupan masyarakat telah menjadikannya sebagai seorang filosof
sejarah ternama, maka dalam sisi perekonomian khususnya ide-idenya yang berkaitan
dengan manajemen, hak milik dan pengupahan menempati posisi yang terdepan dalam
pembahasan para ekonom modern". S. Closio, Contribution a Istude dlbnu Khaldoun,
reveu du monde musulman, XXVL, 1904. Muhammad ‘Ali Nasyat, Ra’id al-Iqtishad:
Ibn Khaldun (Beirut: Dar al-Kutub, 2011), hlm. 18.

12 Adil H. Mouhammed, “On Ibn Khaldun’s Contribution to Keterodox
Political Economy”. History of Economics Riview, No. 46, Summer 2007: hlm. 89-105.
Lihat juga di
http://search.infoemit.com.au/documentsummary;dn=200802459;res=IELAPAISSN:103
7-0196.



oleh Allah swt. pada umat-Nya. Sementara itu, penguasa dibebankan
dengan adanya tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan."

Pemikiran Ibn Khaldiin dalam bidang ekonomi ini sangat menarik
untuk dijadikan kajian dalam rangka menemukan formula yang dapat
memberikan kontribusi dalam menyelesaikan problema ekonomi
negara yang ada saat ini. Salah satu pemikiran yang dapat digali dalam
tulisan Mugaddimah adalah mengenai politik ekonomi terutama
kebijakan fiskal suatu negara. Kebijakan fiskal adalah sebuah fungsi
dalam tataran perekonomian yang sangat identik dengan kemampuan
pemerintah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi
kebutuhannya. Pengalokasian anggaran  belanja  negara dan
pendistribusiannya ditujukan untuk mencapai M
Instrumen fiskal yang biasa digunakan ada
publik.”

Kebijakan fiskal ini dalam sejara
ada. Pada zaman Rasulullah saw. per

kebijakan fiskal adalah berbeda. Hal
3 2 ‘in ‘Afar, al-Siyasah al-Iqtisadiyah fi al-
al-Hadithiyah,)1980), him. 105-106.
@L ic finance) merupakan upaya rasionalisasi peran
i_atas dasar kegagalan pasar dan kebutuhan untuk
memodifikasi distribusi dapatan yang dihasilkan dari proses mekanisme pasar sesuai
dengan norma-norma umum dan distributif keadilan. Untuk keterangan lebih lanjut ada
pada Harvey S. Rosen &Ted Gayer, Public Finance (New York: McGrawHill, 2008),
him. 2.

' Peristiwa yang terjadi adalah ketika akan melakukan ekspansi, salah satu
pasukannya adalah Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah. Pada saat itu, mereka membawa bekal
berupa kurma (zamr), akan tetapi sebelum ekspansi selesai, bekal mereka sudah habis.
Strategi yang dilakukan untuk menghemat persediaan adalah dengan membagi bekal
mereka secara rata dan tidak ada satupun diantara mereka yang diuntungkan atau
dirugikan. Bahkan ketika ada yang tidak memperoleh bekal, maka salah satunya
membagi bekal tersebut kepada yang lainnya. ‘Abd al-Malik Ibn Hisham, a/-Sirah al-
Nabawiyah (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, tt), juz 4, hlm. 632. Kejadian yang lain
adalah mengenai habisnya anggaran dari kelompok Muhajirin dan Ansar untuk
melakukan ekspansi dan mempertahankan diri dari serangan musuh. Tindakan yang
mereka ambil adalah membagi harta dan mendistribusikan serta mengadakan subsidi
silang antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Abu Ma‘ali ‘Abd al-Malik ibn
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kebijakan fiskal ada pada masa awal Islam adalah pada tahun 68 H.
Pada saat itu sedang terjadi paceklik luar biasa di daerah Sham
sehingga anggaran perang menjadi tidak ada."’

Khalifah Umar ibn al-Khattab merupakan kepala negara yang
memulai adanya sistem ekonomi nasional dengan mendirikan
departemen-depertemen yang salah satunya adalah departemen
keuangan.'® Umar ibn al-Khattab sudah menentukan kebijakan fiskal
dengan memberikan atau membagikan anggaran negara. Anggaran
negara yang dibagikan tersebut telah diperhitungkan dengan matang
dan tidak mengalami defisit sama sekali. Pembagian anggaran yang
diatur oleh Umar ibn al-Khattab adalah memberikan anggaran kepada
veteran perang Badar dari kaum Muhajirin dan Ansar dengan jumlah
yang tidak sama. Pembagian anggaran \j diberikan kepada
masyarakat sesuai dengan kedudukannya; a.penghafal Quran
dan orang yang berjihad. Dana diberi ‘

Yaman, Sham, Irak dan lain sebagai \

menentukan dan membagikan hartawne ada g berhak. Umar
ibn al-Khattab menentuk' i

nya. Sistem pembagian ini
'agama Islam.”’

adalah sistem yang
O m

Abdullah m aini, &M@Tl‘, I@\Mqaéz 1i al-Tiyath al-Zulm (Kairo: Maktabah Imam
Haramain, 1401
7 Abu Ja

2fal hammad bin Jarir Al-Tabari, Tarikh al-Umam wa al-Mulk
(Beirut: Dar al-Fi {\9 z 7, hlm. 176.

'8 Istilah yang digunakan untuk departemen ini oleh al-Mawardi dengan istilah
al-Diwan. Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 199, Abu
Yusuf Ya’qub Ibn Ibrahim, Kitab al-Kharraj (Beirut: Dar al-Ma’rifat, 1979), hlm. 43-
44.

!9 Adapun perincian dari harta yang dibagikan pertahunnya dapat dilihat pada
al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah, hlm. 202, dapat pula dilihat pada Ibn Atsir, al-
Kamil fi al-Tarikh, jilid 2, hlm. 290.

20 zakat, fay’ dan ghanimah adalah sistem yang diatur oleh Quran dan
dijelaskan dalam hadits Nabi saw. Akan tetapi setelah Rasulullah saw. wafat terjadi
perdebatan mengenai keberadaan sistem tersebut. Perdebatan ini misalnya ketika masa
Abu Bakar mulai banyak orang yang tidak mau membayar zakat. Umar ibn al-Khattab
tidak menyetujui untuk memberikan harta fay’ kepada Fatimah ra. karena menurut
Umar ibn al-Khattab, Rasulullah saw. tidak meninggalkan harta warisan dan lain
sebagainya. Kasus ini dapat dilihat pada, Muhammad ibn Ali ibn Taba’tabai, a/-Fakhr
al-Adab al-Sultaniyah wa al-Islamiyah (Beirut: Bait al-Shadir, tt), hlm. 23.
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Masalah anggaran negara sebenarnya sudah dipikirkan sejak awal
oleh para negarawan muslim yaitu dibuktikan dengan adanya
perhitungan akhir (al-hisab al-khitami) tentang zakat yang diambil
dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin.
Perhitungan ini sudah dilakukan secara teliti dan benar.”' Informasi
yang lain menyebutkan bahwa pada awal abad ke 8 hijriyah telah
dibicarakan secara utuh mengenai anggaran negara, hanya saja dalam
anggaran tersebut semua anggaran tersebut habis dalam satu tahun
tanpa ada kekurangan dan tanpa ada kelebihan anggaran.22

Data yang membuktikan adanya sistem keuangan negara,
khususnya fiskal adalah adanya pajak yang diberikan kepada
pemerintah pusat, misalnya pemerintah yang ada di Palestina
membayar pajak 100 dinar pertahun, Bandar” Ayfah di teluk Aqabah
membayar 300 dinar, daerah Najran di >
potong pakaian yang mana satu potong
emas.

Sistem yang sudah berkembang.
ini terjadi beberapa gelomb
kebijakan fiskal. Secara um

‘ l\ sistenppenerapan
3 \0 bahwa sistem

mencari pos pemasukan
entasi’ pertumbuhan, sebab pada
umbuhan ekonomi dalam arti

tokoh pemikir ekonomi Islam. Ashraf
, dalam bukunya Dirasat fi al-Iqtisad al-Islami

Eﬂ@\ mi_terutama kebijakan anggaran negara
. ao

Muhammad Da@

2! Munzir Qaf, al- rﬁ)dz?t al-‘Ammah Ii al-Dawlah al-Islamiyyah fi Sadri al-Islam
wa Tatbiqatiha al-Mu ‘asirah (Jordan: Universitas Yarmuk, 1407 H), hlm. 9.

2 Al-Nawiri, Nihayat al-‘Irb fi Funun al-Adab (Kairo: Dar al-Misriyah, 1350
H), jilid 8, hlm. 297. Sedangkan al-Magrizi yang menjadi murid dari Ibn Khaldun
menjelaskan bahwa perdana Menteri dari Khalifah al-Muntasir billah ibn Zahir yang
bernama Abul Hasan Abdurrahman al-Yazuri untuk membuat anggaran negara sesuai
dengan kebutuhan anggaran dan pengeluaran negara. Ahmad ibn ‘Ali Al-Maqrizi, al-
Khitat al-Magriziyah (Beirut: Maktabah Ihya’ al- ‘Ulum, tt.), juz 2, hlm. 177-178.

» Semua kejadian terjadi pada masa Rasulullah saw., sementara pada masa
setelahnya data-datanya lebih konkrit. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada al-
Magqrizi, al-Khitat, jilid 1, hlm. 490.

* ML.A. Mannan, Islamic Economics: Theory and Practice (Lahore: Shah
Muhammad Ashraf Publisher, 1991), hlm. 235. Lihat pula pada Ibn Khaldun,
Muqgaddimah, him. 224.



yang memberikan solusi bahwa sumber utama pendapatan negara
adalah mengoptimalkan pemberdayaan wakaf, dengan
mengesampingkan pajak.”> Selain itu, Husain Ratib Yusuf Rayyan
dalam bukunya ‘Ajzu al-Muwazanah wa ‘llajuhu fi al-Figh al-Islami
menyatakan bahwa pendapatan utama negara adalah dengan jalan
mengoptimalkan fungsi Baitul Mal sebagaimana yang ada pada masa
awal Islam dengan menekankan aspek zakat, infaq dan sedekah.”® Dia
mengesampingkan pendapatan negara dari unsur pajak. Abdul Aziz
Abdullah bin Baz dalam Majmu’at al-Fatawa 208/8 menyatakan
bahwa pajak itu adalah sesuatu yang mungkar.”’ Muhammad ibn Salih
al-‘Uthaimin juga mengemukakan pendapat yang sama. Dia

menyatakan bahwa pajak termasuk mengambil harta secara tidak
28

halal. Beliau menyatakan bahwa huku adalah haram.
Surtahman Kastin Hasan®’ dan Sanep egaskan bahwa
zakat merupakan unsur yang palingpe enuhi angaran
negara menurut teori ekonomi Is

Tokoh-tokoh ekonomi at pertama
Misalnya, M. Umar Chap fiskal yang

¢ an pajak dan
meningkatkan produkti S jal sih” menjadi sumber
pendapatan negata AL ary : lemikian rupa demi

dari zakat, infaq,. sede | caf perlu juga dioptimalkan.

Pendapat. serupa- jug Y oleh Keynes” dalam hal
pun;;v%@n%\@ paje ingkatkan kegiatan ekonomi dan
25 = ) S— :) Jp— . - - . -
Alﬁra?f' mm@ﬁewwabah, Dirasat fi al-Iqtisad al-Islami (Kairo: Dar al-
Salam, 2010), hlm- )
2% Husai % usuf Rayyan, ‘Ajzu al-Muwazanah wa ‘llajuhu fi al-Figh
al-Islami (Jordan: Dar.al-Nafais, 1999), him. 88.
2" Abd al-‘Aziz’ Abdullah bin Baz, Majmu’ah al-Fatawa (Riyad: Dar al-
‘Asimah, 1413 H), jilid 8, hlm. 208.
% Muhammad bin Salih al-Uthaimin, Liga al-Bab al-Mafiuh (Riyad: Durus
Sautiyah, 1421 H), No. 65, hlm. 12
% Beliau adalah guru besar di Universitas Kebangsaan Malaysia dalam bidang
ekonomi. Dia termasuk penggiat Ekonomi Islam kontemporer.
3% Staf pengajar di Universitas Kebangsaan Malaysia dalam bidang ekonomi.
Dia termasuk penggiat Ekonomi Islam kontemporer.
3! Surtahman Kastin Hasan dan Sanep Ahmad, Ekonomi Islam: Dasar dan
Amalan (Selangor: Dawana Sdn. Bhd, 2005), hlm. 276.
2 M. Umar Chapra, The Future Of Economics, An Islamic Perspective (Jakarta:
Shariah Economic and Bangking Isntitute, 2001), hlm. 249.
33 Keynes J.M. The Collected writing of John Maynard Keynes (London: Mac
Millan, 1972), him. 240.




produksi. Muhammad Madlul ‘Ali menegaskan bahwa penerimaan
pajak perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran negara.
Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa negara-negara Arab telah
mengalami penurunan penerimaan pendapatan negara sehingga
mempengaruhi keadaan ekonomi negara tersebut.**

Ibn Khaldin menyatakan bahwa kebijakan keuangan publik
terutama kebijakan fiskal adalah sesuatu yang mesti ada dalam sistem
pemerintah.  Ibn Khaldin menjelaskan bahwa pemerintah telah
menarik uang dari masyarakat melalui penarikan pajak untuk
dibelanjakan dalam kebutuhan pemerintah. Hal ini berarti kegiatan
pemerintah padadasarnya dibiayai oleh rakyat. Belanja yang dilakukan
oleh negara dapat meningkat apabila pemerintahymeningkatkan jumlah
pajak yang harus dibayar. Jika peme terus - menerus
meningkatkan tarif pajak, maka akan adi tekanan fiskal yang
sangat tinggi sehingga masyarakat aka E - ban pajak

terlalu besar kepada masyarakat, m lambat
laun akan mengalami stagnasi alas” untuk

aldin yang
menyatakan bahwa ne nya, mempunyai
banyak cadangan har embebankan pajak
kepada rakyatnya-ke ah. Namun,

enipis, sehingga negara akan
kepada rakyatnya. Hal ini justru
hancur, sebab kegiatan ekonomi

sepakat terhad
defisit. Menur%;,\ ajak justru harus diturunkan ketika negara
mengalami defisit. Sebab ketika pajak turun maka sektor-sektor usaha
dan industri justru akan bergairah. Kegiatan-kegiatan ekonomi jika
terus bergairah secara tidak langsung akan memberikan pemasukan
kepada negara berdasarkan penerimaan pajak. Jika tarif pajak

** Muhammad Madlul ‘A, Wagi'u al-Siyasah al-Maliyah fi al-Buldan al-

Arabiyah, Majalah Jami’ah Babilon Lil ‘Ulum al-Sarfah wa al-Tatbiqiyah, vol. 15, ,
ISSN 19920652, 2008, hlm. 133-149.

*% Kesimpulan ini sebagaimana yang telah ditulis oleh, Jean David C Boulakia,

Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist, Journal of Political Economy, 1971, vol.
79, issue 5, pages 1105-1118. http://dx.doi.org/10.1086/259818. Diakses tanggal 20
februari 2016 203. Lihat juga Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 190

3¢ Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 218.
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dinaikkan untuk meningkatkan pemasukan maka justru akan
menghancurkan negara itu sendiri.’’

Konsep ini adalah konsep yang digunakan oleh Keynes yang mana
ketika di Amerika terjadi defisit maka ia justru menyarankan untuk
memotong sejumlah pajak. Pajak yang rendah dapat menjadi stimulus
untuk kegiatan ekonomi.*® Hal yang sebaliknya akan terjadi bila pajak
yang dibebankan kepada masyarakat jumlahnya besar dan banyak
sekali. Hal ini akan mengakibatkan kegiatan ekonomi menjadi lesu.
Kegiatan ekonomi yang rendah ini akan berdampak pada kegiatan
perekonomian bagi negara itu sendiri. Jika hal ini terjadi maka
menurut prediksi Ibn Khaldiin negara akan mengalami kerugian dan
kehancuran.

Kasus yang terjadi di Indonesia menutupi defisit
anggaran negara salah satunya adala enaikkan tarif pajak
bagi masyarakat dan pemasukan lai o dit apkan dengan
penyesuaian harga. Misalnya kenail ya\list kenaikan pajak

~’Sebab, mereka
1alan hasil usahanya

O s&
( us ke 1
c g

) ont \gbn K}faldﬁn adalah pajak yang mengikuti syariat Islam,
ah, pajak tanah (kharraj), dan juga pajak pemberian suara
(jizyah). Semua p4j ut sudah memiliki batas yang tetap serta jumlahnya tidak
bisa ditambah lagi. I ha dun, Muqgaddimah, hlm. 219.

3% Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ronald Wilson Reagan, Presiden
Amerika Serikat ketika dilantik ia mengumumkan keputusan pemerintahannya untuk
memberlakukan pemotongan pajak yang baru, sebagai usaha untuk mengatasi depresi
dan resesi di Amerika Serikat selama masa 4 tahun terakhir. Kebijakan yang dilakukan
oleh Reagan ini dilatarbelakngi adanya pemikiran dari para ekonom Amerika Serikat
yang menganut paham Keynesian bahwa dengan adanya kebijakan pemotongan pajak
maka akan dapat meningkatkan lapangan kerja yang ada dan dengan begitu mengurangi
tingkat pengangguran yang ada di Amerika Serikat. Lihat
http://www.dw.com/id/timbunan-hutang-as-sejarah-beberapa-dekade/a-15033599.
Diakses tanggal 10 Agustus 2015.

3% Indonesia masih dianggap menerapkan tarif pajak yang tinggi. Akibatnya
banyak orang enggan bayar pajak. Lihat “Ekonom: Pajak di Indonesia Terlalu Tinggi”,
http://pilarbanten.com/index.php/ekonomi/item/1312-ekonom-pajak-di-indonesia-
terlalu-tinggi.html. Diakses tanggal 1 April 2016
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untuk memenuhi kebutuhannya lagi berdasarkan pajak yang telah
ditentukan.* Kebutuhan yang tidak dapat dicukupi ini disebabkan
oleh kebiasaan hidup mewah yang dilakukan di dalam negara tersebut
dan adanya budaya korupsi yang ada di suatu negara. Ibn Khaldun juga
melarang bagi pemangku jabatan untuk melakukan bisnis, sebab bisnis
yang dilakukan oleh keluarga pemangku jabatan dapat merusak sistem
pasar yang sudah berjalan secara alami. Selain itu, bisnis pemangku
jabatan dalam melakukan bisnisnya akan menyebabkan frading by
monopoly sistem.

Konsep Ibn Khaldun mengenai bea cukai, sebagai bagian dari
kebijakan fiskal merupakan sesuatu yang terjadi setelah negara
mengalami kerugian dan ia sebenarnya tidak menyetujui adanya bea
cukai ini. Ibn Khaldun juga mengkritik penguasa‘yang berbisnis demi

mengumpulkan  keuntungan untuk i\ kekurangan. Ia
menyatakan bahwa kegiatan perdaga an ‘oleh negara
berbahaya bagi rakyat dan akan rusal g n_dalam
bidang perpajakan.”! ‘

Analisis Ibn Khaldun b enjadi : konteks
i sebagai akibat
3 apatis dalam
bagai akibat sikap
onpmian di dalam negara
dan - dampaknya akan
imaan dari perpajakan.*’
ebijakan fiskal di atas menjadi
landas: { 0 cebijakan fiskal dalam dunia ekonomi
makro s gaiaia( unia kontemporer saat ini pemikiran Ibn
"a[\z% iskal sangat perlu untuk dikaji terutama
atan ~di Indonesia yang selalu defisit dalam

apatis yang mere 2 kKegiats
tersebut  menjadi
mengakib

bagi pemangk@

“ Tbn Khaldin m'ejmberikan analisa bahwa biaya hidup negara bertambah,

sehingga menyebabkan secara khusus biaya hidup raja bertambah banyak. Sedangkan
pendapatan dari pajak tidak cukup untuk membayar itu semua, akibatnya negara harus
meningkatkan anggaran pendapatan negara. Karena itulah, maka raja selaku kepala
negara harus menentukan obyek pajak yang baru, ditarik dari proses jual beli, dimana
raja menentukan pajak dalam jumlah tertentu bagi harga yang berlaku di pasar dan bagi
barang-barang tersier yang ada di pintu kota. Ibn Khaldun, Muqaddimah, hlm. 219.

! Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 219. Pemikiran ini seperti yang dilakukan

oleh Adam Smith dengan ekonomi tradisionalnya yang menyatakan bahwa negara tidak
perlu mencampuri urusan ekonomi masyarakat.

*> Dalam pandangan Ibn Khaldun sebagian besar pendapatan pajak datang dari

para petani (pengusaha) dan pedagang (pebisnis). Bila mereka berhenti bekerja, dan
tidak melakukan aktifitas bisnis, maka pendapatan pajak akan mengalami kemerosotan
yang banyak. Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 223.

10



menentukan kebijakan fiskal. Untuk menutup defisit selalu
menggunakan kenaikan pajak dan meningkatkan bea cukai dan hutang
luar negeri. Sementara itu, pada sisi lain Ibn Khaldun melarang untuk
mengeluarkan anggaran yang berlebihan bagi pemangku jabatan
seperti menaikkan gaji para pejabat tinggi, memberikan fasilitas yang
berlebihan untuk mereka.

Kebijakan pendapatan dan pengeluaran anggaran negara yang
tidak berimbang, dalam pandangan Ibn Khaldun, menyebabkan negara
akan negara runtuh dalam kerugian, rakyat tidak patuh terhadap
pemimpin (banyak demo), ikatan ‘asabiyah menjadi melemah. Oleh
karena itu, kajian kebijakan ekonomi atau politik ekonomi terutama
dalam bidang keuangan publik, khususnya kebijakan fiskal masih tetap
relevan untuk dikaji dan dijadikan pola alternatif dalam menentukan
sistem ekonomi makro. Berdasarka :

Indonesia.

B. Permasalahan
1. Identifikasi

Ibn menal yang muncul pada
masanya. I & dapat dijadikan model dalam
menentukan 1 saat ini. Selanjutnya,

clakang yang ada di atas, maka

wususnya kebijakan fiskal sebuah negara

an para ekonom baik Islam maupun barat.

defisit anggaran adalah permasalahan yang sudah

i, terutama di negara-negara yang sedang
berkemba

c. Para tokoh muslim banyak yang membahas cara penyelesaian
keuangan negara dengan memberdayakan zakat, infak, sedekah
dan lain sebagainya.

d. Ibn Khaldiin memberikan analisis bahwa penyebab terjadinya
defisit anggaran adalah berkurang anggaran negara karena
sikap penguasa yang berfoya-foya.

e. Ibn Khaldun menginginkan pajak lebih rendah, karena semakin
tinggi pajak maka masyarakat akan semakin malas untuk
berusaha. Pada akhirnya ekonomi negara akan kacau, karena
penerimaan pajak yang sedikit.
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2. Batasan Masalah
Batasan masalah yang akan dikaji
mengenai:
a.

Ibn Khaldun memprediksi biaya operasional pemangku jabatan
yang berlebihan dapat mengakibatkan masyarakat semakin
tidak percaya kepada negara dan menyebabkan sistem ekonomi
rusak.

Ibn Khaldun melarang pemangku jabatan untuk ikut berbisnis,
sebab dapat merusak sistem perdagangan.

Apakah teori politik ekonomi yang dibangun oleh Ibn Khaldun
bisa direalisasikan dalam konteks saat ini?

Kesejahteraan negara merupakan tujuan utama pembangunan
ekonomi.

Pemerataan pembangunan adalah tantangan utama dalam
pembanggunan ekonomi negara.

Konsep Ibn Khaldin berkai

khususnya politik anggaran.de

rakyat.

Pandangan Ibn Khal nenge . sumt pendapatan
negara dalam kaita me takan kesejahteraan rakyat.
Solusi dita § bn > Khaldin  dalam
menyelesaikan' “masala 1 negara yang biasanya
mengalam menyelesaikan kasus di
da elum defisit dapat menjaga

3 i v . 3 A =
d.%& liti yoaran . hegara Ibn Khaldun dalam bingkai
)

ang diungkapkan dalam pemikiran Ibn
Khaldi akan dijadikan suatu pertanyaan besar
dalam &ilf ‘membantu menyelesaikan permasalahan politik
anggaran negara, terutama bagi negara-negara yang sedang
berkembang, yang selama ini sulit menciptakan kesejahteraan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, dan untuk

mempermudah dalam penelitian, maka perlu ditentukan rumusan
masalahnya yaitu sebagai berikut;
a. Bagaimana konsep Ibnu Khaldiin tentang politik anggaran

negara sebagai upaya dalam menciptakan kesejahteraan rakyat?

b. Bagaimana konsep ekonomi Ibn Khaldiin direaktualisasikan

dalam Negara Kesatuan Republik Inodnesia?
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C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan memahami konsep
politik ekonomi terutama politik anggaran dalam rangka mengatur
anggaran pendapatan dan belanja negara menurut Ibn Khaldun dan
reaktualisasinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penulis ingin menunjukkan bahwa dalam gagasan ekonomi Ibn
Khaldiin dapat dirumuskan sebuah konsep negara sejahtera dengan
strategi ekonomi politik Islam. Konsep yang dirumuskan dari
pemikiran ekonomi Ibn Khaldun ini diharapkan memiliki bobot
akademis dan nilai efektivitas yang tidak kalah dari teori-teori
konvensional yang lahir lebih belakangan dari Ibn Khaldin. Selain
itu juga dapat dibuktikan keaslian dan keislamannya, mengingat
] im yang menjadi
ersifat historis,

pionir ilmu sosial dan ekonomi
akademis, empiris sekaligus Ista

pemikiran ekonominya: g asan” pada bab-bab

dalam disertasi bertujuan : \

a. Memperoleh po ekonomi terutama politik
rang ¥ Khaldun dan analisis tentang upaya

ang ada pada saat ini.

posisi dan kontribusi Ibn

k \men aikan masalah kebijakan fiskal pada

\%) ” : a >negara-negara muslim yang sedang

e T{%an posisi konsep Ibn Khaldun dibandingkan

para pemikir ekonom konvensional.

'§he{
D. Signifikansi Pene itian

Penelitian ini memiliki arti penting bagi beberapa pihak:

1. Bagi kalangan akademisi, kehadiran sebuah rumusan konsep
alternatif yang dapat memperkaya konsep-konsep politik
anggaran dan keuangan publik, terutama kebijakan fiskal yang
sudah ada menjadi sangat penting, di samping untuk
memperkaya khazanah ekonomi Islam yang masih miskin konsep
kebijakan fiskal, penelitian ini bisa menjadi bahan kajian untuk
dielaborasi lebih lanjut.

2. Bagi umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya,
elaborasi praktis hasil penelitian ini bisa menjadi panduan
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bagaimana melangkah bersama menyelesaikan kebijakan fiskal
terutama dalam konteks Negara demokrasi seperti Indonesia.

3. Bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan, penelitian ini bisa
menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang
efektif dan komprehensif dalam mengatasi ketimpangan
anggaran belanja dan anggaran pendapatan.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Kajian mengenai keuangan publik, khususnya politik ekonomi
atau kebijakan fiskal terutama dalam Ekonomi Islam, masih sedikit
di kaji. Kajian ini dimulai pada tahun 1986, yang diprakarsai oleh
International Institut of Islamic Economic po-IIU di Islamabad.”

Di antara pengkaji tersebut adalah tibs Yusuf Rayyan,
‘Ajzu al-Muwazanah wa ‘llajuhu fi_al-Figh a i Kajian ini
berupa disertasi yang membahas mengenai kebijak dan cara

penanggulangannya dalam \ buku
tersebut menjelaskan ba ngi~adanya defisit
anggaran, maka yang pert] 2 enghldupkan
kembali Baitul Mal pada masa awal Islam
Baitul Mal dlan penden yang mampu
memberi kon i masyarakat. Selain
itu, Negara haru ah sistem ekonomi Islam
seperti ! kemt . , wakaf, dan

itu, sistem ekonomi lain yang
juga harus dikembangkan lagi
darabah dan lain sebagainya. Negara juga

% ioritas pengeluaran anggaran berdasarkan
kebutuhan ya ak (kebutuhan Primer).*

Konsep p%a Ibn Khaldiin masih terus diperdebatkan para
ilmuan sampai saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa gagasannya itu
masih diperlukan untuk kepentingan abad sekarang ini, sekalipun
perlu modifikasi untuk disesuaikan dengan kondisi sekarang. Hal
itu menunjukkan bahwa gagasan-gagasan Ibn Khaldtin masih dapat
dipakai dalam rangka mencari dan merumuskan strategi ekonomi
dalam sebuah dunia yang makin mengecil tapi kompleks dan terus
mengalami perubahan, baik konstruktif atau destruktif. Walaupun

“ Munzir Qaf, Instruments of Meeting Budget Deficit in Islamic Economic
(Paper Research 1997), King Fahd National Library Catalog, hlm. 10.

* Husain Ratib Yusuf Rayyan, ‘Ajz al-Muwazanah wa ‘Ilajuhu i al- Figh al-
Islami (Jordan: Dar al-Nafais, 1999), him. 334.
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pengamatan Ibn Khaldin lebih terpusat di Afrika Utara dan
Spanyol, sebagai suatu tesis yang dikemukannya ternyata
mengandung muatan universal dan belum basi.

Sebagai informasi penting tentang besarnya perhatian para
sarjana dari berbagai bangsa terhadap Mugaddimah, bahwa karya
yang membahas dan meneliti tentang pemikiran Ibn Khaldin dari
berbagai aspeknya baik berupa buku bacaaan, jurnal maupun
disertasi dan publikasi ilmiah lainnya tidak kurang dari 854 tulisan
pada akhir tahun 1970 yang diajukan di berbagai perguruan tinggi.45
Topik tentang Ibn Khaldin itu telah ditinjau dari berbagai cabang
ilmu pengetahuan, seperti sosiologi, filsafat, sosial, ekonomi,
politik, solidaritas, sejarah, filsafat sejarah; pendidikan, sastra, dan
sebagainya.

Ada beberapa karya yang suda mengenai Ibn

a N DANd
Khaldiin di Indonesia. Sebagai_misal g e'tulis oleh A.
Rahman Zainudin dengan judul\"] un d ¢ Pemikiran

‘ . .{ kungnya masing-
masing untuk menj [ihannya sebdgai konsep utama
dalam ilmu poti ~Hal ini\ten : rut Rahman, dengan

setiap kekuasaan memerlukan
aksanakan upaya-upaya di tengah-
at dan negara dari sarana organisasi.

Bebera ku \a berbahasa Asing yang sudah diterjemahkan
ke dala ndonesia, karya Zainab Khudhari yang
diterjem% gan judul “Filsafat Sejarah Ibn Khaldin”. Dalam
buku ini dikemukakan bahwa Ibn Khaldiin pada dasarnya adalah
seorang filosof sejarah, meski ia memiliki pemikiran-pemikiran
yang menarik di bidang sosiologi. Dalam kenyataannya, ia dapat
dipandang sebagai penggagas sosiologi, tanpa memandangnya
sebagai sosiolog. Dalam pesan pertamanya nampak mengandung
kontradiksi, untuk itu perlu dikemukakan bahwa sosiologi pada
permulaannya sangat berkaitan dan belum lagi terlepas dari filsafat

¥ Aziz al-Azmeh, Ibn Khaldin in Modern Scolarship: A Study in Orientalisme
(London: Third World Centre for Research and Publishing, 1981), him. 233.

% Abdul Rahman Zainuddin, “Kekuasaan dan Negara Dalam Pemikiran Ibn
Khaldun” Disertasi (Jakarta: PPS UIN, 1991), hlm. 48.
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dan menjadi salah satu cabang dari ilmu pengetahuan. Oleh karena
itu, para penggagas sebagai sosiologi, lebih banyak dipandang
sebagai para filosof sejarah dari pada para sosiolog.47

Fuad Baali dan Ali Wardi dalam bukunya “Ibn Khaldiin dan Pola
Pemikiran Islam”,” merupakan sebuah studi tentang dimensi
pengetahuan sosial. Ibn Khaldin menjadi objek kajian, untuk
mengetahui bagiamana teori dan teorinya yang muncul pada
masanya bisa sejalan dengan skema umum sosiologi pengetahuan
sebagaimana yang dikembangkan oleh para sosiolog modern saat
ini. Dalam bukunya membicarakan tema pokok yaitu: idealisme
versus realisme, kebenaran versus kemungkinan, akal versus agama,
Islam versus Nasionalisme.

M. Atique Haque dalam bukunya ng “berjudul “Wajah

Peradaban, Menulusuri Jejak Pribadi-k i\ Bangsa Islam’,
menjelaskan bahwa Ibn Khaldiin e ak Hmu~Sosial dan

Sejarawan muslim terbesar. Dikata
] . at n la
nya yang

ejarah dan pertumbuhan ilmu
sebabnya dapat dimengerti, jika
| kalangan dianggap sebagai seorang
filsafat sejarah dan ilmu
'olog)l Menurutnya asal mula timbulnya suatu
% a’organisasi masyarakat yang ada di desa, desa
menjadi kota, kota berkembang maju lalu terjadi negara. Dalam
masyarakat  yang  bernegara diperlukan pemimpin yang
bertanggungjawab  dan  berwibawa  untuk  bersama-sama
melaksanakan fungsi negara.”

47 Zainab al-Khudhori, Filsafat Sejarah Ibn Khaldin (Bandung: Pustaka

Firdaus, 1987), him. 3.

* Fuad Baali dan Ali Wardi, /bn Khaldiun dan Pola Pemikiran Islam (terj.)

(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), him. 6.

* M. Atiqul Hak, Wajah Peradaban (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998),

hlm. 86.

*% Hal ini adalah salah satu kesimpulan dari Munawir Syadzali, /s/am dan Tata

Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1993), him. 90.
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Hasan Sho’ub, /Islam dan Revolusi Pemikiran, di dalamnya
menjelaskan awal mula negara dan pemerintahan, tentang meneliti
wilayah, hal ihwal pemerintahan dan peradaban, kejadian-kejadian
sosial, kemanusiaan secara subtansial, yang membuat mudah
melihat keberadaan dan sebab-sebabnya, sehingga terlepas dari
Tagqlid. Seseorang yang berpijak pada masalah generasi sebelumnya
dan generasi masa datang,’' dan masih banyak yang lainnya.

Menurut Thawil Akhyar Dasoeki’®, jasa dan keahlian Ibn
Khaldiin diantaranya adalah pembina ilmu Umran (sosiologi), Imam
dan Pembaharu sejarah, Imam Mujadid ilmu otobiografi, Imam dan
pembaharu bidang sastra dan karang-mengarang, ahli ilmu hadits,
ahli ilmu fikih Imam Malik, alim dan menguasai beraneka ragam

ilmu, Imam dan pembaharu bidang pen pelajaran dan ilmu
jiwa, administrator dan organisato an dan politikus
besar.

Al-Jibiri 4 disertasi
doktornya, menulis tentarigIbn ‘Khaldiin_ tu pada” masalah
‘Asabiyah dan daulah sec ‘ a,ia membahas
mengenai kaitan antar ,perubahan yang
terjadi pada asha pengaruh ashabiyah

mekanisme pasar, kebijakan pemerintah
lah%‘% omi serta keseimbangan ekonomi makro dan
pemerwﬁa\ sejahteraan, yang akhirnya berkesimpulan bahwa
pemik% omi Ibn Khaldiin sangat cemerlang dan obyektif.
2) Tulisan Jean David C. Boulakia berjudul /bn Khaldin: A
Fourteenth Century Economist menegaskan bahwa Ibn Khaldin
adalah pemikir abad ke-14 yang telah menemukan sejumlah

! Hasan Sho’ub, Islam dan Revolusi Pemikiran (Jakarta: Risalah Gusti, 1997),
hlm. 73-74.

> Thawil Akhyar Dasoeki, Sebuah Kompilasi Filsafat Islam (Semarang: Dina
Utama, 1993), hlm. 11.

33 Al-Jibir, Fikr Ibn Khaldin, him. 11-13.

>* Salman Syed Ali, Economic Thought of Ibn Khaldiun (Jeddah: IRTI, Islamic

Development Bank, 2006), hlm. 1-14.
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mekanisme ekonomi yang belakangan ditemukan kembali oleh
para ekonom modern.”

3) Tulisan Louis Baeck dengan judul 7he Global vision of Ibn
Khaldiin menyatakan bahwa Ibn Khaldiin adalah pemikir muslim
yang menemukan teori ekonomi makro dan mikro dengan
menganalisis teori produksi, teori distribusi, teori permintaan
dan persediaan (suply dan demand), dan ia juga termasuk pionir
dalam analisis struktur ekonomi masyarakat.’®

4) Tulisan J. Spengler’’ berjudul Economic Thought of Islam: Ibn
Khaldiin juga menegaskan bahwa Ibn Khaldiin adalah ahli
ekonomi terbesar pada masa pertengahan Islam yang pandangan-
pandangan ekonomlnya paling maju antara pandangan-

adalah Bapak Ekonomi, misalnya
Khan yang berjudul /bn Khaldiin:
5) Ibrahim M. Aweiss’ _me
merupakan pelopor ut
layak disebut Bapak

tentang Pemikiran Pajak Ibn
Indonesia. Berdasarkan hasil
bahwa pajak merupakan suatu
ditetapkan terhadap individu yang harus
pemerintah dengan ketentuan tanpa
mendapat] kembali dari pemerintah dan
peruntukkannya “digunakan demi kepentingan umum atau
masyarakat. Pajak juga merupakan alat redistribusi. Sedangkan
untuk konteks ke-Indonesiaan, pajak masih relevan untuk dikaji

> Jean David C. Boulakia, “Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist,”
The Journal of Political Economy, Vol. 79 No.5 (Sept-Okt. 1971), hlm. 1105-1118.

¢ Louis Baeck, “The Global Vision of Ibn Khaldun”, dalam The Mediterranian
Tradition in Economic Thought (Routledge, London, New York, 1994), him. 116.

>7 Joseph J. Spengler, “Economic Thought of Islam: Ibn Khaldun,” Comparative
Studies il;gSociety and History, Vol.6 No,3 (April 1964), hlm. 268-306.

Lihat

http://ejournalofpoliticalscience.org/ibnkhaldunfatherofeconomics.html.

> Lihat http://faculty.georgetown.edu/imo3/ibn.htm. Diakses tanggal 12 Maret
2016.
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untuk memberikan pemahaman yang baru kepada masyarakat
dan memberikan kesadaran pada wajib pajak atas partisipasinya
untuk membayar pajak sehingga dapat memberikan kontribusi
yang besar bagi pembangunan dan pendistribusian pendapatan.®’
Kajian-kajian yang khusus membahas keuangan publik,
khususnya fiskal secara aplikatif antara lain adalah Edi Slamet
Irianto dalam disertasinya yang berjudul kebijakan fiskal dan
pengelolaan pajak di Indonesia. Disertasi yang kemudian diterbitkan
dalam sebuah buku ini memberikan suatu gambaran bahwa proses
kebijakan (policy prosess) desentralisasi fiskal yang dilaksanakan di
Indonesia masih didominasi oleh pusat. Sedangkan daerah hanya
menjalankan kewenangan yang sangat terbatas. Sementara itu, dalam

ditemukan adanya relasi antara nega lan rakyat yang tidak
mencerminkan semangat demokrasi.\ Raky 1ya menjadi objek
negara yang harus menunaikan ke Ot

menjadi
temuan Ibn Khaldun ara menjadi
hancur. Ibn Khaldun j perigelolaan pajak

j e Fiskal: Kebijakan dan perubahan
kebij 74-2004.- Disertasi -~ tersebut memberikan suatu
kesi %&3\3 ngan fiskal antar jenjang pemerintahan di
Indonesia p de% orde baru dan reformasi adalah keajegan
dalam isu”%xi bijakan serta cara pembuat kebijakan dalam
menanggap%li‘ ersebut. Sedangkan perubahan yang terjadi dalam
proses desentralisasi adalah bentuk yang tidak revolusioner, sehingga
mengakibatkan adanya perbedaan antara daerah satu dengan daerah
yang lainnya dan tujuan ideal dari fiskal belum seluruhnya dapat
dirasakan oleh masyarakat.®* Hasil penelitian ini pula yang kemudian

menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini, bahwa menurut Ibn

% Joni Hendra, Pemikiran Pajak Menurut Ibn Khaldin dan Penerapannya di
Indonesia (Jakarta: thesis UIN Jakarta 1423/2003), hlm. 132-133.

6! Edi Slamet Irianto, Kebijakan Fiskal dan pengelolaan Pajak di Indonesia
(Yogyakarta: CV Aswaja Publisindo, 2012), hlm. 342-343.

62 Wahyudi Kumorotomo, Desentralisasi Kebijakan Fiskal: Politik Dan
Perubahan Kebijakan 1974-2004 (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 364-365.
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Khaldin, untuk memberikan jaminan agar negara dapat bertahan
dengan baik, maka perlu adanya desentralisasi secara menyeluruh
dalam aspek fiskal, bukan desentralisasi yang bersifat hanya
sementara atau hanya dalam bidang-bidang tertentu.

Dari beberapa karya di atas, sepanjang pengetahuan penulis,
studi pemikiran Ibn Khaldiin tentang keuangan publik terutama
kebijakan fiskal belum dikaji. Oleh karena itu rencana penelitian
disertasi ini sangat urgen untuk diangkat kepermukaan sebagai
sebuah karya baru guna melengkapi khazanah keislaman terutama
tentang pemikiran Ibn Khaldun.

F. Metode Penelitian
Studi ini merupakan studi mengenai teks tertulis yang ada

Ibn Khaldiin. Oleh karena itu, peneliti i asuk dalam

penelitian kualitatif. Penelitian itatif) g “pula- disebut
dengan naturalistic inquiry i ian ini
memiliki tradisi tertentu da § jal dimana
posisinya sangat bergantung kepad ’ a-obyek dalam

p-orang tersebut
nya.”® Oleh karena
yang menghasilkan

alitatif dicirikan dengan karakteristik yang
iptif.°* Sifat natural pada penelitian kualitatif,
karena peneliti i melakukan penelitian pada latar alamiah atau
pada konteks dari\suatu keutuhan (entity). Langkah ini ditempuh
karena hakekat kejadian yang alamiah menuntut adanya kenyataan-
kenyataan hakekat yang utuh dan tidak dapat dipahami jika
dipisahkan dari konteks kejadiannya. Dengan demikian, penelitian
ini membawa peneliti untuk memasuki dan melibatkan sebagian

% Jerome Kirk and Marc L. Miller, Reliability and Validity in Qualitative
Research (Beverly Hills : Sage Publications, 1986), vol. 1, hlm. 9.

% Yvonna S. Lincoln and Egon G.Guba, Naturalistic Inquiry (Beverly Hills:
Sege Publications, 1985), 39-44; dan lihat Robert C. Bogdan and Sari Knopp Biklen,
Qualitative Research for Education : An Introduction to Theory and Methods (Boston :
Allyn and Bacon Inc., 1982), hlm. 27-30.

20



waktunya di lokasi penelitiannya untuk meneliti subjek sosial dan
prilakunya dalam konteks waktu dan situasi pada tempat terjadinya.
Sedangkan instrumen utama penelitian adalah peneliti, artinya
peneliti dalam mengumpulkan data lebih banyak bergantung kepada
dirinya sendiri. Singkatanya, manusia adalah instrumen utama
penelitian.®® Instrumen-instrumen lainnya dapat digunakan sebagai
perluasan (extension) dari peneliti sesuai dengan keperluan, akan
tetapi instrumen-instrumen itu tidak menggantikan peneliti sebagai
konstruktor dari realitas berdasarkan pengalaman-pengalamannya
dalam latar natural.
Teks yang ada pada kitab Mugaddimah dan beberapa karya
Ibn Khaldun lainnya membutuhkan teknik untuk dipahami. Teknik
umum digunakan adalah content an “kajian isi” yaitu

éi cl
teknik apa pun yang digunakan untu ' \%

esimpulan melalui
e da i

objektif dan sistimatis.®® Penelitian Sa\lfl\y

Analisis data ada ) ‘ SN 0TS asikan  dan

mengurutkan data—dat . di ~ N\ buah pola atau
kategori, dan satuan. uraian d dapat ditemukan tema
tertentu kemudian at dirunius sebuah>hipotesis kerja seperti
yang ada p ’ i 2 i di sini, bahwa analisis
data adalah sis data pada dasarnya sudah

kat i A a. Data yang ada ditafsirkan menjadi

ehingga menjadi bagian dari teori yang
dilengkap'?i%
secara d% if” maupun proposisional. Kategori yang telah
_

hipotesis kerja sebagai teori yang diformulasikan
5 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Rosdakarya, 2006)

hlm. 19; dan Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Rosda
Karya, 2010), hlm. 55-56; Lincoln and Guba, Toward Methodology of Naturalistic
Inquiry, (Los Angeles: Center of The Study of Evaluation, UCLA Gradutae School of
Education University of Calivornia, LA., 1998), him. 39-40.

% Lihat Lincoln and Guba, Toward, hlm. 240.
57 Defenisi tentang analisis data ini merupakan hasil sintesis dari defenisi yang

dikemukakan Michael Quinn Patton, Qualitative Evaluation Methods (Beverly Hills,
Calivornia: Sage Publication, 1990), hlm. 268. Lihat juga Colleen Conway and Ann
Marie Stanley, ‘Reviewed Work: Qualitative Reserch and Evaluation Methods by
Michael Quinn Patton”, Bulletin of the Council for Research in Music Education no.
168 (Spring, 2006), hlm. 83-88. Lihat http://www.jstor.org/stable/40319463. diakses
tanggal 10 Pebruari 2016.
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diformulasikan diberi label dengan pernyataan sederhana yang
menunjukkan hubungan masing-masing. Proses ini dilanjutkan
hingga diperoleh hubungan yang cukup, yaitu sampai analisis
menemukan petunjuk metafora atau kerangka berfikir umum.
Hubungan ini berfungsi sebagai aturan tetap untuk digunakan
sebagai kriteria inklusi-eksklusi. Setelah menyelesaikan tahap
penyusunan kategori dan hipotesis, langkah selanjutnya adalah
menuliskan teori tersebut dengan bahasa disiplin ilmu masing-
masing dengan memilih salah satu di antara beberapa cara
penulisan. Cara penulisan teori tersebut adalah cara argumentasi,
deskripsi, pembandingan (komparasi), analisis proses, analisis
sebab-akibat, dan pemanfaatan analogi.
Pendekatan penelitian yang diterapk
teori ekonomi politik Keynesian. Sedangk
digunakan untuk mendiskripsikan
model Hermeneutik Paul Ricoeur,*
penting, sebab selalu relevan d ‘l»‘\
bersifat objektif, fleksibe &
berkembang sesuai deng

1an interpretator.
sencari dinamika
sebuah teks, di lain
tuk memproyeksikan
pmuncul kepermukaan.

ialah: pertama, memahami

pada maksud pengarang, pada situasi
di mana teks tercantum dan sasaran teks
, yang dimaksud teks di sini adalah semua

% Riceour adalah salah satu Filosof kelahiran Valence, Perancis Selatan tahun
1913. Ia termasuk Filosof Perancis yang bannyak memperhatikan masalah hermenutika
dan fenomenologi bahkan pernah menjabat sebagai direktur Pusat studi fenomenologi
dan hermeneutika di Paris. K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Perancis (Jakarta:
Gramedia Pustaka, 2001), hlm. 254-259. Edith Kurzweil, The Age of Structuralism:
Levi Strauss to Foucault (New York: Columbia University Press, 1980), him. 87-94.
Penggunaan model Riceour ini, karena ia merupakan salah satu puncak dari metode
hermeneutik dan telah merekontruksi semua pemikiran hermeneutik. Selain itu yang
menjadi kajiannya adalah cara membaca teks secara khusus, Josef Bleicher,
Comtemporary Hermeneutic (London: Routledge, 1980), him. 217- 228.

% John B. Thompson (ed) Paul Ricoeur Hermeneutic & The Human Science
(Cambridge: Cambridge University Press, 1981), hlm. 145.
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karya yang sudah menjadi tulisan dalam diskursus yang berkaitan
dengan kebijakan fiskal yang ditulis oleh Ibn Khaldiin

Kedua, menginterpretasikan teks. Langkah ini bukanlah
menghubungkan suatu relasi antara subjektifitas pengarang dan
subjektifitas pembaca, melainkan antara dua diskursus yaitu teks
dan interpretasi. Interpretasi dianggap selesai bila dunia teks dan
dunia interpretator bercampur baur. Jika menjadikan teks adalah
otonom atau menempatkan secara objektif, berarti ada dua
kemungkinan dalam memperlakukan teks: teks dapat dianggap
sebagai teks otonom yang tertutup yang terlepas dari referensi lain
dan yang diperhatikan hanyalah relasi internnya, atau teks dianggap
sesuatu yang terbuka untuk dibaca <secara luas, di mana
pembacaannya  selalu  berbeda-bed : memungkinkan
rekontektualisasi. Artinya, ada ke corang memahami
teks bukan arti yang ada di balik

depan dalam memahami tek embahas
karya Ibn Khaldin, yang n-tulisan itu
dengan tidak memperhat bn Khaldiin,

itulis Ibn Khaldiin
dengan baik ha ri”atau mengaitkan
dengan rujukan ot ita tersebut. Hal ini akan

amun ada juga yang menyatakan bahwa kualitas
tﬁkxn oleh relevansi dan keyakinan penelitian
erbl;%‘; persoalan yang sedang dihadapi.” Relevansi
ini berkai; gan” prosedur deskripsi yang lengkap, validitasi
komunika$15 n konstruksi pokok.”"

G. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dalam menulis sesuai dengan rencana yang
akan dilakukan, maka perlu dikemukakan sistem penulisan.Disertasi
ini dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
permasalahan, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, signifakasi
penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

" Martin W. Bauer and George Gaskell (eds), Qualitatif Reaching (London:
Sage Publication, 2000), him. 344

' Clifford Geertz, The Interpretation of Culture: Selected Essays (New York:
Basic Books, 1973), hlm. 26

23



Bab pertama ini dimaksudkan untuk memberikan pengantar
pentingnya penelitian mengenai wacana ekonomi politik khususnya
politik anggaran negara yang difokuskan dalam kebijakan atau
keuangan publik, khususnya kebijakan fiskal dalam perspektif tokoh
muslim, terutama tokoh klasik yang juga sudah mengadakan penelitian
tentang fenomena yang terjadi di masyarakat. Selain itu, dalam bab ini
dikemukakan urgensi penelitian dan metode penelitian dalam meneliti.
Penggunaan metode penelitian yang tepat maka akan dapat
ditemukakan kawasan yang dikehendaki dalam penelitian ini. Metode
penelitian juga merupakan aspek yang penting dalam suatu penelitian.
Peneliti dapat menentukan kebenaran hipotesa yang dibangun dan
konklu51 yang dlperoleh berdasarkan metode nelltlan yang ada.

~ ologis ataupun aksiologis.
Bab ini ju emaparkan. ‘sejara ijakan fiskal dari masa ke

masa. P strategi yang perlu ditembuh oleh
penguasa dkan \kesejahteraan dan keadilan ekonomi.
Selain ituj “?1\\g a)dalam mengarahkan ekonomi untuk
mencapai keseja S

al.
Pada bab <%kén dikaji teori politik anggaran untuk
menciptakan ke% an negara terutama dalam sisi kebijakan fiskal
dan ekonomi negara-negara dalam potret Ibn Khaldin. Pokok
bahasannya adalah Ibn Khaldiin dalam dinamika intelektulitas, filsafat
ekonomi Ibn Khaldun, dinamika kesejahteraan ekonomi negara, dan
pengaruh pemikiran Ibn Khaldun terhadap pemikiran ekonomi modern.
Bab ini untuk mengetahui posisi Ibn Khaldiin sebagai pemikir. Ibn
Khaldiin adalah seorang pemikir hebat pada zamannya yang tidak
terlepas dari ideologi dan pola pikir yang mempengaruhi saat itu. Pola
berfikir yang digagas Ibn Khaldin adalah gagasan yang cemerlang
berdasarkan pengamatan dan pengalamannya sebagai politikus dan
pemikir yang didasari oleh pola agama yang kuat. Hasil kajian Ibn
Khaldun tentang sebab-sebab kemajuan maupun kehancuran sebuah
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negara akan dikaji pada bab ini. Selain itu juga dijelaskan pengaruh
pemikiran Ibn Khaldun terhadap teori ekonomi modern. Benang
merah antara teori-teori yang dibangun oleh Ibn Khaldun dengan para
ekonom modern akan dibahas dalam bab ini.

Bab keempat akan dikaji tentang kerangka konseptual ekonomi
politik khususnya konsep kebijakan fiskal dalam potret Ibn Khaldiin,
yang berisi kebijakan fiskal negara dalam potret Ibn Khaldin, sebab
dan akibat kebijakan fiskal yang tidak baik dalam ibn Khaldin.
Sumber-sumber anggaran pendapatan negara dan usaha sebuah negara
untuk menutupi beban anggaran negara akan dikaji. Peneliti mengkaji
konsep Ibn Khaldun tentang pajak dan pendapatan negara lainnya.
Pemikiran ini didasarkan pada aspek faktuak'yang ada di masyarakat
atau negara yang telah ia teliti. Dal ] i_Ibn Khaldiin juga
memberikan beberapa ide-ide dan ikan atas ‘kebijakan tersebut.
Bab ini juga membahas tentang penge keuangan-negara dalam
UUD 1945. Filosofi penganggaran \neg ¢esia menurut UUD
1945 serta struktur : 7
keuangan negara.

UUD 1945. Bab ini_ak bab,“yaitu: pemerintah
dan stabilitas eko al melalui pengelolaan
anggaran neg gius dalam UUD 1945
Bab ini merupaka ¢ mendialogkan antara satu

ah antara pemikiran Ibn Khaldun dan
an dapat memberikan suatu solusi

‘A ~Hasil - yang \
terbal u % alam_menyelesaikan masalah kebijakan fiskal
yang ad d1 1884 ra-% ra islam dan negara berkembang. Selain itu
juga akan d' '
konteks ek%

g reaktualisasi pemikiran Ibn Khaldun dalam

odern, terutama tentang analisa penerapan

pemikiran Ib aldun dalam konteks Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Bab keenam merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan
dan saran. Intinya adalah kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan
berdasarkan permasalahan yang akhirnya ditemukan jawabannya.
Adapun saran untuk memberi masukan untuk para pembaca dan
peneliti lainnya dalam kajian yang semisal dengan kajian ini.
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BAB II
EKONOMI POLITIK': POLITIK ANGGARAN DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang kajian teori ekonomi politik
dalam fokus kajian adalah politik anggaran dan pertumbuhan ekonomi
negara menurut Ibn Khaldun dan para ekonom lainnya. Pengertian
ekonomi politik menurut Martin Staniland (1985)* adalah kajian yang
fokusnya tentang keterbelakangan dan masalah sosial. Sedangkan para
pakar ekonomi politik baru mengartikan bahwa ekonomi politik adalah
analisis ekonomi terhadap proses ekonomi.’ Deliarnov menyatakan
bahwa ruang lingkup kajian ekonomi politik sangat luas dan bersifat

semua penganggaran
besar politik ada

aan politik ekonomi dan ekonomi politik dengan

mengut a ada dua pendekatan dalam kajian ekonomi,
pertama political theory of economics) dan ekonomi
politik ( olitics). Perbedaannya adalah terletak pada fokus

kajiannya. Politik @f ah pendekatan yang dimulai dari teori politik untuk
memahami persoal nomi, sedangkan ekonomi politik yaitu pendekatan teori
ekonomi untuk i\ persoalan-persoalan politik. Lihat Deliarnov, Ekonomi
Politik (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 15. Disertasi ini menggunakan
pendekatan ekonomi politik, karena fokus pada penerapan cara pendekatan ekonomi
ekonomi untuk memahami politik atau analisis ekonomi terhadap proses politik.

? Lihat Reviewed Work(s): What is Political Economy? A Study of Social
Theory and Underdevelopment. by Martin Staniland Review by: George C. Abbott
Source: International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 62,
No.1 (Winter, 1985-1986), hlm. 111Published by: Wiley on behalf of the Royal Institute
of International Affairs Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2618090 . diakses
tanggal 8 Oktober 2016. Lihat juga Tony Smith, ‘Reviewed Work(s): What Is Political
Economy? A Study of Social Theory andUnderdevelopment by Martin Staniland.
Source: The Journal of Developing Areas, Vol. 20, No. 1 Oct., 1985), pp. 122-124
Published by: College of Business, Tennessee State University Stable URL:
http://www.jstor.org/stable/4191428. diakses tanggal 08 Oktober 2016.

3 Lihat Deliarnov, EkonomiPolitik, hlm. 8-9.

* Lihat Deliarnov, EkonomiPolitik, him. 10.
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bagian dari permainan politik.” Herzon pun menegaskan bahwa
penganggaran merupakan aktivitas politik, dengan demikian, proses
maupun produknya adalah produk politik, maka tidak tertutup
kemungkinan terjadinya  manipulasi, dominasi, pemangkasan,
pengambilan keputusan secara tertutup dan praktik buruk lainnya terkait
dengan anggaran. Pembangunan ekonomi tidak hanya untuk
pertumbuhan namun juga harus selaras dengan pemerataan. Salah satu
faktor utama dalam kebjikan negara adalah masalah keuangan publik.
Kebijakan fiskal merupakan bagian utama dalam mengatur pendapatan
dan belanja negara. Berikut ini akan dibahas masalah keuangan publik,
dalam hal ini adalah kebijakan fiskal negara dan upaya-upaya pemerintah
untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

A. Anggaran Negara dalam Wacana Ekono
Depresi besar dalam bidang ekonomi

terobosan baru untuk menghadap
stimulus fiskal.” Mulai tahun 1970

ai.ditinggalkan,

namun mulai tahun 2008 <da gap k es tentang stimulus
fiskal untuk menghad funia mulai bangkit
kembali.® Teori ini ecara khusus biasanya
diterapkan untuk me an | emerosotan ekonomi.

°rS an“Anggaran: Aksentuasi Drama Politik
dan Kekuasaa embrana Bali)”, Jurnal Ekuitas Fakultas
FEkonomi Uni I ssar, Vol. 15 No. 3 (September 2011), 307 —
331.
% Herzon
Anggaran Belanja La D dalam Penyusunan APBD Tahun 2011 di Kabupaten
Kerinci Provinsi Jambi”,
http://etd.repository.ugm.ac. 1d/1ndex php?mod=penelitian_detail&sub=PenclitianDetail
&act=view&typ=html&buku id=53660 (diunduh tanggal 3 Agustus 2016)

7 John Maynard Keynes menulis sebuah karya besar untuk menawarkan solusi
atas persoalan resesi yang dialami oleh dunia setelah perang dunia ke-2. Karya beliau
adalah The General Theory of Employment, Interest and Money. Buku ini pertama kali
dicetak di United Kingdom pada tahun 1936. Pada edisi tahun 2007 dicetak setebal 472
halaman. Ide utama dari teori beliau adalah bahwa tingkat kerja tidak ditentukan oleh
upah buruh, namun ditentukan oleh belanja uang. Lihat Robert Skidelsky dan Robert
Jacob Alexander Skidelsky, John Maynard Keynes, 1883-1946: Economist, Philosopher,
Statesmen (UK: Penguin Books, 2008), hlm. 1-3.

8 Geoffrey Pilling, The Crisis of Keynesian Economics A Marxist View, Kent,
UK, 1987. Croom Helm Itd. Lihat www.marxists.com . Diakses 10-12-2015. Lihat juga
Sumita Kale. ‘A Global Keynesian Revival’. www.livemint.com. Dipublikasikan 21 Feb
2008. Diakses 10 Desember 2015.
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Menurut Keynes depresi dan kelesuan ekonomi dapat diatasi
dengan memberikan ruang lebih luas bagi negara atau pemerintah dalam
pengawasan ekonomi. Pasar bebas yang ditawarkan oleh kelompok
neoklasik dalam mengatasi depresi ekonomi justru tidak akan selalu
mengarah pada ckonomi yang stabil.” Keynes menyakini bahwa
permintaan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Ide-idenya
merupakan antitesa dari kelompok pendukung pasar bebas yang sering
disebut dengan istilah /aissez-faire yang dalam bahasa Indonesia diartikan
bebaskanlah. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa pada prakteknya bahwa
semua pihak baik swasta maupun masyarakat harus mampu membuat
keputusan sendiri berkaitan dengan suku bunga dan pengendalian fiskal
maupun risiko yang akan dihadapi dari keputusan prilaku ekonomi
masing-masing. Keynes menuntut pemerintah agar proaktif menggunakan
kekuatan guna meningkatkan perminta
belanja dan menciptakan kondisi uan
pemerintah menggunakan kekuasaa:

pendapatan masyarakat yang dapa
konsumsi masyarakat cender eI

a.ii

aran maka pendapatan
menurun yang akan

Dampak penge intah dan kebijakan pajak yang
diterapk aru alarn ! utama, yaitu: dampak
pengels %7 enawaran. Misalnya, pemerintah merancang
program j

secara langsun

dibiayai dari

akan naik dan% K-financial ini akan berpengaruh pada pengeluaran.
Selanjutnya  jalan—tol tersebut akan menambah infrastruktur
perekonomian dan potensi ekonomi akan meningkat yang akhirnya akan
menambah penawaran. ' Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk
memberikan stimulus ekonomi dengan lebih banyak pengeluaran.

? Robert Skidelsky dan Robert Jacob Alexander Skidelsky, John Maynard
Keynes, 1883-1946. Economist, Philosopher, Statesmen, hlm. 29.

' Robert Skidelsky dan Robert Jacob Alexander Skidelsky, John Maynard
Keynes, 1883-1946: Economist, Philosopher, Statesmen, him. 33

"Lihat Roslinda, ‘Kebijakan Fiskal, Pengaruh dan Efektifitasnya Dalam
Perekonomian Indonesia’, senin, 15 April 2013. www. rosalindasitakar.blogspot.co.id.
Diakses 23 Desember 2015.
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Keynes berpendapat bahwa faktor utama yang menjadi sebab
terjadi inflasi adalah karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas
kemampuan ekonominya. Dalam arti lain inflasi terjadi karena adanya
kelebihan permintaan dari masyarakat. Hal itu akan menimbulkan
inflationary gap" yang akan menjadikan proses inflasi tetap berlanjut.
Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran agregat) ini terjadi
karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat
dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Keynes
berpendapat bahwa kenaikan harga tidak hanya ditentukan oleh kenaikan
jumlah vang yang beredar, namun juga ditentukan oleh biaya produksi.
Kemudian dia mengusulkan bahwa untuk mengatasi inflasi tersebut maka
pemerintah harus ikut campur dan menerapkan kebijakan fiskal tertentu.

Kebijakan fiskal akan lebih baik dalam hal me ni.inflasi dari pada
kebijakan moneter."® Dia berpendapat bahw rmintaan uang
terhadap tingkat bunga sangat kecil. pansif akan
meningkatkan output. Sedangkan ekspans bahan
jumlah uang beredar akan tetap dan put.**

O
O
=)
9

untuk menerangkan fenomena inflasi ~ § i p
3 paka onon

enurut Keynes, pengangguran

soalan o‘v;‘\_‘ .
terjadi karena-ti Q\Qk; iata 1omi yang dapat dicapai selalu lebih
rendah dari t %m\gl perekonomian dengan full employment.
Pengangguran™.dap diid%t'ﬁkasi menjadi dua tipe utama, yaitu
d

a %bvo]untary unemployment. Pengangguran
ita orang lebih memilih menganggur daripada
ah rendah. Sedangkan pengangguran yang tidak

yang disengaja terj
harus bekerja dengan

2" Inflationary gap adalah keadaan dimana terjadi antara jumlah investasi
melebihi saving pada tingkat full employment. Prathama Raharha dan Mandala
manurung, Pengantar llmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi) (Jakarta:
Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), edisi 3, hlm. 36.

13 Nopirin, Fkonomi Moneter (Yogyakarta: BPFE, 1998), Buku I, Edisi ke-5,
2000), hlm. 72-75.

14 Nopirin, Ekonomi Moneter, hlm. 80-85.

15 Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), him.
52-55.
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disengaja terjadi bila pekerja berkeinginan bekerja pada upah yang telah
ditentukan tetapi tidak mendapat kesempatan pekerjaan.'®

Solusi yang ditawarkan oleh Keynes adalah dengan cara
pengelolaan permintaan masyarakat melalui peranan pemerintah dengan
melalui manajemen yang mengarahkan permintaan-permintaan
masyarakat ke barang dan jasa yang tersedia dengan jumlah melimpah.
Jika pemerintah ingin mengurangi tingkat pengangguran, dapat dilakukan
dengan meningkatkan agregat demand dengan meningkatkan lapangan
kerja. Dalam hal ini pemerintah harus banyak melakukan belanja untuk
membuka lapangan kerja yang lebih banyak.'” Sehingga lapangan kerja
akan terbuka dan akan menarik pekerja sehingga mengurangi
pengangguran.

Problema konsurnsi,18 menurut Key

ahwa ekonomi suatu

peningkatan tabungan. Pengeluaran dan
tabungan dipengaruhi oleh pendapatannya: a tingkat
konsumsi dan tabungan seseorang.ditentul sedikitnya

peningkatan belanja dan

pendapate&elaini ujuga akan meni tkan tabungan."’
@

kéj@;‘ on The Causes of Unemployment, Oxford
ournal of Economics, Vol, 51, No. 1 (nov., 1936), pp.

University Press: The
147-167. Lihat —h
2015.

‘Mr. Keynes on The Causes of Unemployment, Oxford
University Press: The Quarterly journal of Economics, Vol, 51, No. 1 (nov., 1936), pp.
147-167. Lihat http://www.jstor.org/stable/1882505. Diakses tanggal 20-12 -2015.
Lihat juga  Geoff =~ Riley, The Phillips Curve, 2012. Lihat juga
http://tutor2u.net/economics/revesion-notes/a2-macro-phlillips-cueve.html. Diakses 21
Desember 2015.

'8 Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi
kebutuhan hidup. Sehingga barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak
termasuk konsumsi karena tidak digunakan untuk kebutuhan hidup. Lihat Michael
James, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, (Jakarta: Ghalia, 2001), hlm. 49. Lihat
juga Todaro, Ekonomi Dalam Pandangan Modern, terj. (Jakarta: Bina Aksara, 2002),
hlm. 213.

' Lebih lanjut lihat artikel what is keynesian economics?
http://www.wisegeek.org/what-is-keynesian-economics.htm. _ Diakses  tanggal 22
Desember 2015.
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Jumlah tabungan yang semakin tinggi akan mampu
meningkatkan produksi. Dengan demikian ekonomi akan berjalan dan
pertumbuhan ekonomi akan dicapai. Keynes menyatakan bahwa dari
setiap uang peningkatan pendapatan, maka orang akan mengkonsumsi
sebagian dan menabung sebagian lainnya. Sehingga yang menjadi
penentu utama konsumsi adalah pendapatan bukan tingkat bunga.20

Tujuan wutama kebijakan ekonomi sebuah negara adalah
menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu
kajian ekonomi politik ditujukan demi kepentingan publik. Kajian
ekonomi politik menurut kelompok konvensional atau aliran neoklasik
diartikan sebagai strategi para legislator untuk mencapai dua tujuan,
yaitu pertama menciptakan sumber pendapatan. atau menciptakan

swasembada bagi rakyat. Kedua, menyiapkan k y bagl pemerintah
agar mampu menjalankan tugas dan fungsinys : ik.21 Adapun
kajian ekonomi politik Islam adalah disiplin i empatkan
teori dan praktek berjalan sejara selaras emologi
tauhid adalah
pembahasan tentang keuanga atau public
finance, adalah cabang ekonomi itang’ pengadaan,
pemeliharaan dib tuhkan untuk

menjalankan tugas dan fungsin : erintah.>Sehingga keuangan
publik selalu terkait. d aly. Fokus utama dalam
kajian keuangan pu s> dampak perpajakan dan

pembelanjaa cara keseluruhan.”

Pe euangan publik adalah tentang
fiskal. Kebij alah satu kebijakan yang berkaitan
dengan eko i utama dalam kebijaakan fiskal adalah
strategi mengatur a ukan dan pengeluaran negara. Dalam bahasa

Inggris, kebijakan fi iasa’diberi istilah dengan fiscal policy dengan
padanan kata bahas 7 T - -

? N. Gregory Mankiw, Teori Makro Ekonomi, Terj. Nachrowi dan Usman
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006) , hlm. 245. Lihat juga John Maynard
Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, dalam ebook. Lihat
www. isn.etzh.ch. Diakses 25 Desember 2015.

2! Ng. Philipus dan Nurul Aini, Sosiologi dan Politik (Jakarta: PT. Raja
Grafindo, 2004), him. 16-19.

*? Lihat Faridi, “Theory of Fiscal Policy in an Islamic State, Journal res. Islamic
Economic, Vol. 1, No. 1 (1983/1403) : 15-30.

3 A.C. Pigau, a Study in Public Finance (London: Macmillan, 1951), hlm. 46.

** Abdullah M. Farid, Dictionary al-Fareed in Finance and Economic (Kairo:
Dar al-Kutub, 1985), him. 104
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Para ekonom memberikan definisi mengenai kebijakan fiskal ini
sesuai dengan aliran mereka dalam ekonomi.”> Kebijakan fiskal menurut
ekonom kapitalis adalah usaha untuk menciptakan suatu kondisi untuk
menentukan keberhasilan investasi, pertumbuhan dan pengentasan
fluktuasi dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Tujuan lainnya
adalah menjembatani kesenjangan antara deflasi dan inflasi, yang dapat
menentukan tingkat pendapatan sebagai akibat dari kurangnya investasi.
Selain itu juga meningkatkan batas pengeluaran yang tepat untuk
mencapai full emp]oyment.26

Ekonom sosialis mempunyai pandangan, bahwa kebijakan fiskal
adalah aturan untuk kepentingan investasi publik. Kebijakan ini
mengandung kepentingan dalam mempertimbangkan belanja publik dan
pendapatan publik untuk menyesuaikan tingkat kegiatan ekonomi secara
keseluruhan dan mengurangi vo/atilitas (penguapan anggaran).”’

Kebijakan fiskal, secara umu 3%

untuk menjadi lebih baik dengan
pengeluaran pemerintah. Kebija

pajak/perpajakan

fiscus bera

kaisarnya: ubah dengan sistem demokratis maka fiscus
(keranja

Anggaran erin an Belanja_(APBN) Berimbang dan Dinamis,” dalam Heru
Subiyantoro “dan “Singgi \p at (ed), Kebijakan Fiskal: Pemikiran Konsep dan
lmp]emegtasi (Jakartas &2004), hlm. 75-76

2" Muhammad “Abd al-Mu‘in ‘Afar, al-Siyasah al-Iqtisadiyah f7 al-Islam, hlm.
105

% Hal ini jika dikaitkan dengan definisi kebijakan moneter itu sendiri, seperti
kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang keuangan yang berkenaan
dengan jumlah uvang yang beredar di masyarakat. Dalam UU nomor 23 tahun 1999
tentang Bank Indonesia, kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan
dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan
atau suku bunga. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Yuswar Zainul Basri dan
Mulyadi Subri, Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri (Jakarta:
PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 23

» Dari sini nampak sekali perbedaan kebijakan moneter dengan kebijakan
fiskal. Moneter hanya mengatur keuangan sedangkan kebijakan fiskal untuk pengaturan
secara umum.
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Adapula yang menyatakan bahwa merupakan kebijaksanaan
yang berhubungan dengan pajak. Kebijakan fiskal merupaka kebijakan
yang ditetapkan oleh departemen keuangan suatu negara yang bertugas
untuk  mengkaji, mengalisis dan mengimplementasikan serta
mengevaluasi penerapan kebijakan dalam rangka mencapai tingkat
optimalnya, serta yang diambil ketika ada masalah dengan keberadaan
pajak tersebut.”

Samuelson menyatakan kebijakan fiskal sebagai proses
penetapan pajak dan pengeluaran pemerintah dalam rangka membantu
memperkecil fluktuasi dari siklus ekonomi dan membantu untuk
mempertahankan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja yang tinggi,
dan membebaskan perekonomian dari inflansi yang tinggi dan
bergejolak.’

Muhammad mengartikan fiskal den

stabilitas harga.’
Mulyadi

dan pengeluaran (penda

Jhingan “@h va ke
penge
ihata an

pinjaman
stabilitas e 1an.
Frans~Se enj%an bahwa kebijakan fiskal sebagai ilmu
ekonomi yang meg semua kebijakan yang menyangkut anggaran
)

3% Yrham Fahmi, Ekonomi Politik: Teori dan Realita (Bandung: Alfabeta,
2013), hlm. 223.

3! Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Macroeconomics (New York:
McGraw-Hill, 2009), him. 354 .

32 Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam (Jakarta:
Salemba Empat, 2002), hlm. 179.

33 Michael Parkin, Macroeconomic (New York: Pearson Education, Inc, 2012),
hlm. 224

** Mulyadi Subdri dan Yuswar Zainul Basri, Keuangan Negara dan Analisis
Kebijakan Utang Luar Negeri (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 23

3> ML.L. Jhingan, Fkonomi Pembangunan dan Perencanaan (terj) (Jakarta: PT
Raja Grafindo, 2000), him. 374
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belanja negara. *° Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kebijakan fiskal
yang berdevisit besar dan terus menerus dapat mempengaruhi kebijakan
moneter.”’

Kebijakan fiskal secara teori diarahkan untuk menstabilkan
ekonomi makro dan dalam perkembangan terakhir, diarahkan untuk
mengurangi defisit anggaran. Kebijakan fiskal juga merujuk pada
kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu
negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.
Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan
menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan
jumlah uvang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah
pengeluaran atau belanja negara dan pajak sebagai pemasukan negara.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekono %‘;t digunakan oleh
pemerintah untuk mengelola atau mengara konhomian ke kondisi
yang lebih baik atau yang diinginkan denge engut \ nerimaan pajak
dan pengeluaran negara.

Kebijakan fiskal dalam st
berkaitan dengan keberadaa ng
permintaan agregrat secara lang

lancar, pe

garan. d¢
OO

N Behés eﬁ}'rsi |_yang dikemukakan, ia membedakan antara kebijakan
fiskal dan kebijaar\Km cter. Jika fiskal berkaitan dengan anggaran negara, maka
moneter berkaitan an masalah vang, jumlah uvang dan hal yang berkaitan dengan
uang. Jika fiskal bersifat ketat, maka moneter bersifat harus longgar. Untuk keterangan
lebih lanjut ada pada, Frans Seda, “Kebijakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara
(APBN) Berimbang dan Dinamis” dalam Heru Subiyantoro dan Singgih Riphat (ed)
Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi, hlm. 76

37 Frans Seda, “Kebijakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN)
Berimbang dan Dinamis” dalam Heru Subiyantoro dan Singgih Riphat (ed) Kebijakan
Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi, him. 78

3% Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, Makro Ekonomi (Jakarta: PT Erlangga,
1994), him. 141.

% Budget atau anggaran adalah bentuk statement dari rencana dan
kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai petunjuk
atau blue print dalam periode itu. Ada pula yang menyatakan budget sebagai rencana
keuangan untuk suatu periode tertentu. W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara
(Jakarta: Grasindo, 2013), hlm. 2.
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ekspansif. Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat
pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus
pada perekonomian. Kebijakan ini sangat baik digunakan jika keadaan
ekonomi sedang resesif.*’ Kedua, anggaran surplus (surplus budgef) atau
kebijakan fiskal kontraktif. Anggaran surplus adalah kebijakan
pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada
pengeluarannya. Anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian
dalam kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk
menurunkan tekanan permintaan. Ketiga, anggaran berimbang ( balanced
budget). Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan
pengeluaran sama besar dengan pemasukan.”’ Tujuan politik anggaran
berimbang yakni terjadinya kepastian anggaranserta meningkatkan

setidaknya terdapat dalan
Neoclassical and Keynesian. |

nomjc (California: Claremont Graduate School,

¢ tersebut, Indonesia pada tahun 2014 menggunakan
kebijakan fiskal ekspansi am rangka menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap
mengendalikan defisit
pendapatan negara; kebijakan belanja negara; kebijakan defisit dan pembiayaan
anggaran. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Nota keuangan dan Rancangan
Anggaran dan Belanja tahun 2014 Republik Indonesia, hlm. 1-8. Demkian pula RAPBN
tahun 2016 masih menggunakan kebijakan fiskal ekspansif. Dalam APBN 2016
ditetapkan 7 asumsi dasar ekonomi makro, yaitu: pertumbuhan ekonomi 5,3 persen,
inflasi 4,7 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,5 persen, nilai tukar rupaih terhadap dolar
Amerika Rp. 13.900, -, harga minya 50 dolar, /ifting minyak Indnonesia 830 ribu barel
per hari dan /ifting gas 1.155 ribu barel setara minyak per hari. Lihat Nota Keuangan
RAPBN 2016 dan lihat pula Nota Keuangan & Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara TA 2016 http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=1139.
Diakses 20 Februari 2016.

# John Lindauer, Macroeconomic, hlm. 175.

* Untuk keterangan lebih lanjut ada pada B. Peggy Musgrave and Musgrave
RA, Public Finance in the Theory and Practice, him. 15.
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D: defisit, S: Surplus R: Revenues (pendapatan/penerimaan pemerintah)
G: grant (hibah) E: expenditures (pengeluaran/belanja pemerintah) L:
lending (pemberian pinjaman/piutang) Re: Repayment (pembayaran
utang kembali)

Surplus atau defisit suatu anggaran pemerintah sebagaian
dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan penggunaan tenaga kerja penuh.
Anggaran menjadi surplus jika pendapatan negara tinggi dan begitu pula
sebaliknya jika pendapatan negara rendah maka akan terjadi defisit
anggaran.

Kebijakan defisit anggaran yang biasanya diterapkan di negara-
negara berkembang akan memiliki dampak terhadap ekonomi. Dampak
dari defisit anggaran terhadap ekonomi terdapat.dalam tiga pandangan
yaitu Ricardian, Neoklasik, dan Keynesian.*’ ompok Ricardian dengan
teori Ricardian Equivalence Hypotesis ber

anggaran defisit tidak akan berpengaru omiaan. Teori
ini berasal David Ricardo’s Funding an kembali
oleh Robbert Barro.*® Oleh karena a dengan
Ricardo-Barro Preposition. Prep cardo Barro
adalah intergenerational a ‘perfect capital

mar](ets lump sum ta ation. Int i menyatakan bahwa

‘ utang pemerintah
terhade itas ekonor Hipotesis yang dibangun
adalah kebijakan i 3! embawa dampak yang penting
bagi perekonomiaan (z¢ tion

~ 0 ngkombinasikan dua pendekatan
fundament i dala anggaran pemerintah dan Permanent Income
Hypothe. . D&%\a 1ggaran pemerintah menyatakan bahwa jika
pengeluara \1 k mengalami perubahan, maka tingkat pajak
yang rendah s e&{ akan diimbangi oleh kenaikan tingkat pajak di

¥R, Maryatno,JPeranan Asa Nalar dalam Menentukan Efektivitas Kebijakan
Defisit Anggaran’ dalam Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-moneter: Tantangan
Ke Depan, penyunting Sri Adiningsih (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012), him. 141

% Lebih jelas lihat Robert J. Barro, ‘Perceived Wealth in Bonds and social
Security and the Ricardian Equivalence Theorem: Replay to Feldstein and Buchanan’,
Journal of Political Economy, Vol. 84, No. 2 (Apr., 1976), hlm. 345-350. Lihat
http://www.jstor.org/stable/1831906. Diakses tanggal 23 Februari 2016.

7 Blancard, ‘The Sustainability of Fiscal Policy: New answers to an old
Question’, OECD Economic Studies No 15, 1990. Lihat di
http://www.nber.org/papers/r1547. diakses 23 Desember 2015.

* Nouriel Roubini, Current Account And Budget Deficits In An Intertemporal
Model Of Consumption And Taxation Smoothing A Solution To The "Feldstein-
Horioka Puzzle"? Working Paper No. 2773 National Bureau Of Economic Research
1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 November 1988, him. 13.
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kemudian hari. Adapun PIH menyatakan bahwa keputusan mengenai
konsumsi rumah tangga berdasarkan permanent income yang besarnya
sangat tergantung oleh nilai pendapatan setelah pajak. Berdasarkan
analisa tersebut, pembiayaan defisit anggaran dengan memotong pajak
sekarang akan mempengaruhi beban pajak di kemudian hari, tetapi tidak
dalam nilai sekarang sehingga pemotongan pajak tidak akan mengubah
permanent income atau konsumsi.

Barro”’ mengemukakan argumen bahwa setiap pembiayaan
defisit anggaran dengan penerbitan obligasi negara akan diimbangi oleh
kenaikan pajak di masa mendatang. Kenaikan tingkat pajak tidak perlu
membuat masyarakat takut terhadap kemakmurannya (wealth). Sebab,
kenaikan pajak pada periode mendatang akandiantisipasi dengan

dan kekayaannya untuk meningkatkan kc
obligasi negara. Individu akan n
mengantisipasi kenaikan beban pajak

utang obligasi
negara, maka individu akan 1andang ' ni sama dengan
menggantikan pajak saat jak akan datang (pada present

Japat perubahan dalam pajak dan
pembiayaan. “defisi agﬁin; mempunyai dampak yang sama bagi
variabel makro-(te a %umsi swasta). Premis yang dibangun oleh
REH adalah pen”\b'k obligasi negara pada saat ini selalu disertai
dengan rencana kg@;{ ajak di masa mendatang. Pembiayaan utang
pemerintah diasumsikan hanya mengalami perubahan sesuai dengan

perubahan perpajakan sehingga konsumsi agregat akan tetap. Dalam
kerangka pemikiran REH individu mengasumsikan pajak yang akan

* Robbet J Barro, Optimal Manajement Of Indexed And Nominal Debt, NBER
Working Paper no 6197.

%% Robert J. Barro, ‘Perceived Wealth in Bonds and social Security and the
Ricardian Equivalence Theorem: Replay to Feldstein and Buchanan’, Journal of Political
Economy, Vol. 84, No. 2 (Apr., 1976), hlm. 350. Lihat
http://www.jstor.org/stable/1831906. diakses tanggal 23 Februari 2016.
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datang sama dengan besarnya beban utang pemerintah.”' Sehingga teori
ini tidak menganjurkan untuk penerapan kebijakan defisit anggaran.
Pengaruh kebijakan defisit anggaran yang ditetapkan oleh
sebuah pemerintahan juga menjadi kajian kelompok Neoklsik. Menurut
aliran Neoklasik bahwa setiap individu mempunyai informasi yang
cukup, sehingga mereka mampu merencanakan tingkat konsumsi dalam
hidupnya. Oleh karena itu, defisit anggaran akan meningkatkan tingkat
konsumsi dalam jangka panjang dengan cara membebankan pajak untuk
generasi berikutnya. Jika seluruh sumber daya secara penuh dapat
digunakan, maka peningkatan konsumsi akan menurunkan tingkat
tabungan dan suku bunga akan meningkat. Peningkatan suku bunga akan
mendorong  permintaan  investasi swasta Neoklasik
menyimpulkan bahwa dalam kondisi kesenr

pandangan _]ang
(myopic), hubun
selalu dala

ndorong peningkatan produksi.”
anggap defisit anggaran akan meningkatkan
pendapatan, kes an konsumsi. Defisit anggaran yang dibiayai
utang, yang berarti beban pajak pada masa sekarang relatif menjadi lebih
ringan, akan menyebabkan peningkatan pendapatan yang siap

konsumsi. Se
Ke

> Robbet J Barro, Optimal Manajement Of Indexed And Nominal Debt, NBER
Working Paper no 6197.

% Lebih jelas lihat R. Maryatno, ‘Peranan Asa Nalar Dalam Menentukan
Efektivitas Kebijakan Defisit Anggaran’ dalam Koordinasi dan Interaksi Kebijakan
Fiskal-moneter: Tantangan Ke Depan, penyunting Sri Adiningsih (Yogyakarta: Penerbit
Kanisius, 2012), hlm. 143

3 R. Maryatno, ‘Peranan Asa Nalar Dalam Menentukan Efektivitas Kebijakan
Defisit Anggaran’ dalam Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-moneter: Tantangan
Ke Depan, hlm. 144
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dibelanjakan.”® Peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan akan
meningkatkan konsumsi dan sisi permintaaan secara keseluruhan. Jika
perekonomian dalam kondisi kesempatan penuh, peningkatan sisi
permintaan akan mendorong produksi dan selanjutnya peningkatan
pendapatan nasional. Pada periode selanjutnya, peningkatan pendapatan
nasional akan mendorong perekonomian melalui efek multiplier
Keynesian. Defisit anggaran akan meningkatkan konsumsi dan tingkat
pendapatan sekaligus, tingkat tabungan dan akumulasi kapital juga
meningkat. Oleh karena itu, defisit anggaran dalam jangka pendek akan
menguntungkan perekonomian.”

Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi perekonom1an negara
melalui penerimaan dan pengeluaran negara. Penefimaan negara adalah
pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut.oleh pemerintah dari

pasar ﬁnan51 serta

fiskal melg,]\

* Li a : S roto, “K
Indonesia” jakan ter dan Fiskal dalam Islam, ed. Heru Subiyantoro
(Jakarta: Salemba E 6), hlm) 85.

> R. Marya n Asa Nalar Dalam Menentukan Efektivitas Kebijakan

Defisit Anggaran’ dalam Ko or linasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-moneter: Tantangan
Ke Depaﬂ him. 145.

% Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hibah dan
pinjaman dari luar negeri bukan termasuk dalam penerimaan negara. Dono Joyo Subroto,
“Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia”, dalam Kebijakan Moneter
dan Fiskal di Indonesia, hlm. 89

°7 Dengan demikian pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri bukan
termasuk dalam perhitungan pengeluaran negara. Dono Joyo Subroto, “Koordinasi
Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia”, dalam Kebijakan Moneter dan Fiskal di
Indonesia, hlm. 90.

¥ Sinergi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sangat penting untuk
pembangunan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal merupakan kewenangan
pemerintah sedangkan kebijakan moneter merupakan kewenangan bank sentral. Sebagai
dua agen ckonomi besar, keduanya sangat mempengaruhi perekonomian negara.
Sehingga kajian koordinasi dan interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter telah
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Kajian yang menarik untuk dicermati di Indonesia adalah
kebijakan fiskal yang menjadi permasalahan adalah mengenai
desentralisasi kebijakan fiskal dan juga keterkaitan kebijakan fiskal
dengan masalah pajak.’’ Dalam praktik kenegaraan, kebijakan fiskal
merupakan keputusan bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), tentang besaran pemasukan penerimaan dan pinjaman
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam (Anggaran Pendapatan dan
Belanaja Negara) APBN selama ini. Ada pula kajian mengenai
keberadaan international monetary fund (IMF) dan persiapan untuk
mengatasi kebocoran dalam kebijakan fiskal. Sebelum membahas hal
yang bersifat ke Indonesiaan ini, maka akan terlebih dahulu dibahas
mengenai perangkat fiskal, sejarah fiskal baik<dalam tradisi Islam dan
juga barat, serta isu-isu penting dalam fiskal g-ada di Indonesia.

Perangkat dalam kebijakan fiska [
negara (government expenditure), dan g jakan (taxes)atau pemasukan
dari pungutan lainnya. Belanja S

berkaitan dengan kebutuhan belan rasional,
agar negara berjalan denga dalam arti riel
dapat digunakan sebagai indikato ¢ dibiayai oleh
negara. Anggaran bela h Islam dengan

muwazanah atau mizanly s selanja »dalam Islam dapat di

artikan dengan b al dengan tujuan untuk
memenuhi kebut ang sesuai dengan aturan
syariat Isl artikan dengan suatu rencana
peker;j atu pihak mengandung jumlah
pengeluar ya yang mungkin diperlukan untuk

banyak dilakukan \\:\§§>ekonom. Lebih jelas tentang kajian tersebut dapat dilihat
pada misalnya: R. Maryatno, ‘Peranan Asa Nalar Dalam Menentukan Efektivitas
Kebijakan Defisit Anggaran’ dalam Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-moneter:
Tantangan Ke Depan, penyunting Sri Adiningsih (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012).
Dalan kajian ini tidak dibahas masalah kebijakan moneter.

? Desentralisasi ini merupakan suatu arah kebijakan yang tidak selalu
dilakukan oleh setiap pemerintahan, namun ada beberapa pula negara yang sudah
mengadakan desentralisasi atau bahkan juga yang sudah mengadakan sentralisasi lokal.
Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Mark Turner, “Central Local Relations In Asia
Pasific: Convergence or Divergence?,” Dalam Martin Minoque, Charles Polidano dan
David Hulme (eds), Beyond the New Public Management (Cheltenham: Edward Elgar,
1998), hlm. 258.

% Hana Razuqi, a/-Muhasabah al-Hukimiyah (Baghdad: Dar al-Thaqafah al-
Islamiyah, 1976), him. 3.

%! Definisi ini berdasarkan hasil analisa dari Husain Ratib Yusuf Rayyan, ‘Ajzu
al-Muwazanah wa ‘llajuhu fi al- Figh al-Islami (Jordan: Dar al-Nafais, 1999), hlm. 140.
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pula diartikan dengan suatu rencana yang diperlukan untuk membiayai
segala kegiatannya, begitu pula kegiatan yang diperlukan untuk
menjalankan pemerint ahan.

Penentuan anggaran belanja atau pengeluaran negara perlu
adanya prinsip-prinsip yang jelas sehingga sistem belanja tersebut sesuai
dengan kebutuhan bersama. Adam Smith sebagai salah satu ahli ekonomi
di Barat menyatakan bahwa sistem pengeluaran pemerintah (canon or
government expenditure) harus mempunyai beberapa prinsip yaitu; (a).
Asas moralitas, yaitu pengeluaran pemerintah harus sesuai dengan nilai-
nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa, yaitu agama. (b). Asas
nasionalitas, yaitu pengeluaran pemerintah harus memperhatikan
kepentingan rakyat banyak dan bersifat nasional.<(¢). Asas kerakyatan,
yaitu pengeluaran pemerintah harus memperh fikan kepentingan rakyat
banyak dan menjunjung tinggi
fungsionalitas, yaitu pengeluaran pemerinta A asarkan pada
fungsi yang telah ditentukan. (e). Asas i i

Asas keseimbangan dan
pengeluaran pemerintal

dilihat dari
yaitu: (a). 2 setlap pengeluaran pemerlntah
dibatasi ole biayaannya yang berasal dari

n [ K \P
penerimaan i u%tin nan. (b). 7ake rate limitation, yang
berarti setiap pen ara%merintah harus dilihat dari penerimaan
S

negara yang dida%\l\ i er pajak. (c). Debt rate limitation, yaitu
pengeluaran pemep%h\ atasi oleh jumlah penerimaan yang diterima
oleh pemerintah.®* -~

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, maka pengeluaran
pemerintah harus memenuhi prinsip; (a). Economizing principle yang
berarti pengeluaran pemerintah hendaknya dilakukan seekonomis
mungkin, sehingga pengerahan dana yang dikeluarkan tepat pada
sasarannya. (b). Better selection of alternative principle, dimana setiap

62 Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara (Jakarta: Grasindo, 2013), hlm.
16.

8 Adam Smith, An Inquiry into The Nature and Causes of the Wealth of
Nations (Oxford: Oxford University, 1993), him. 442.

% Adam Smith, An Inquiry into The Nature and Causes, hlm. 448.
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pengeluaran pemerintah hendaknya berupa hasil dari keputusan yang
didasarkan pada pilihan dari berbagai alternatif yang diajukan. (c). More
performance at money expensed, yang berarti bahwa setiap pengeluaran
pemerintah  diharapkan meningkatkan pertambahan penghasilan
masyarakat yang selanjutnya akan menumbuhkan perekonomian negara.®’
Pengeluaran negara atau pemerintah dapat diklasifikan dalam
beberapa teori. Berdasarkan klasifikasi pengeluaran maka teorinya®
dapat dibangun sebagai berikut:
(a). Routine actual and development expenditure. Hal ini meliputi: 1.
Pengeluaran/belanja rutin dan pengeluaran/belanja pembangunan.
Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk pemeliharaan dan
penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, yangneliputi belanja pegawai
yaitu gaji pokok, upah dan tunjangan. 2. Barang-barang untuk keperluan
penyelenggaraan kegiatan pemerintah s 1 anja pemeliharaan
fasilitas umum dan milik negara. 3. Belanj jalana ransport bagi
keperluan kegiatan pemerintah sepett i

(b). Current expenditure and. capital expenditure. nt expenditure
hampir sama dengan belanj aitu anggaran untuk penyelenggaraan
pemerintahan seharichari-te elanja pegawai, sedangkan capital

expenditure ata et’ (belanja pembangunan)
yaitu rencana biaye ab tetap, seperti pembangunan
gedung. ~

(c). Oblj, ure. Obligatory expenditure adalah

lakukan agar efektifitas pelaksanaan
ana dengan sebaik-baiknya. Sedangkan
@ ah pengeluaran apabila keadaan sangat
kan~ pada saat tiba-tiba dibutuhkan. (variable

pemerint
optional
mendesak dan ~di
expenditure). \
(d). Real and transter expenditure. Real expenditure adalah pengeluaran
untuk membeli barang-barang dan jasa sedangkan transfer expenditure
adalah pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan mendapatkan barang
dan jasa.

(e). Consolidated and unconsolidated expenditure. Consolidated
expenditure diartikan sebagai pengeluaran yang sudah terkonsolidasi atau
tidak perlu diteliti secara mendalam lagi sehingga tidak perlu persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu, sedangkan

6 Adam Smith, An Inquiry into The Nature and Causes, hlm. 449.
66 1 ihat Suparmoko, Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta:
BPFE, 1994), hlm. 78-80.
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unconsolidated expenditure adalah pengeluaran yang harus mendapatkan
persetujuan terlebih dahulu dari DPR, misalnya peningkatan anggaran.

(). Liquidated and cash expenditure. Liquidated expenditure adalah
pengeluaran sebagaimana yang sudah diajukan dan disetujui DPR,
sedangkan cash expenditure yaitu pengeluran yang sungguh-sungguh
dilaksanakan berupa pembayaran konkrit.*’

Pengeluaran pemerintah, menurut Adolf Wagner yang dikutip
oleh Basri, dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat.®®
Wagner menyatakan bahwa apabila pendapatan per kapita meningkat
maka pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Teori ini dikenal
sebagai hukum Wagner, dikenal dengan “The Law of Expanding State
Expenditure”. Wagner menyatakan bahwa < penyebab semakin
meningkatnya pengeluaran pemerintah dapat dilihat beberapa penyebab®,

(b). Meningkatnya fungsi kesejahteraan pendapatan
masyarakat. (c). Urbanisasi yang ter erkembangan
demokrasi dan birokrasi. dengan
menganggap pemerintah sebagai i bas bertindak; terlepas
dari anggota masyarakat.”’

Peacock Wisema isi. teo onet, ‘Menurut Peacock
fama, teori Wagner
eori ~ Wagner tidak

. W S€madn
J\Q;Irjntah yang tidak bersifat continuous
growth (perkemba be% jutan), melainkan seperti tangga rumah
(step like). Peay Wiseman mengemukakan bahwa penyebab
meningkatnya pen% pemerintah karena displacement effect (akibat
salah penempatan), inspection effect (akibat inspeksi) dan concentration

eftect (akibat konsetrasi). Kedunya berpandangan bahwa pemerintah

"Lihat Guritno Mangkoesoebroto, Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia:
Substansi dan Urgensi (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1998), him. 165.

8 Yihat Basri, Zainul Yuswar dan Mulyadi Subri, Keuvangan negara dan
Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.
38.

% Guritno Mangkoesoebroto, Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia:
Substansi dan Urgensi, him. 172-173

7% Lihat Dumairy, Perekonomian Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2002), him. 59.

' Guritno Mangkoesoebroto, Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia:
Substansi dan Urgensi, hlm. 173-174.
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akan selalu berusaha meningkatkan pengeluaran, akan tetapi masyarakat
tidak senang membayar pajak yang tinggi. Teori utamanya adalah
pertumbuhan ekonomi menyebabkan penarikan pajak semakin meningkat
walaupun tarif pajak tetap dan peningkatan penerimaan pajak
menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin meningkat pula.’

Colin” berpendapat bahwa toleransi tingkat pajak dan
pengeluaran pemerintah, secara teoritis harus diperkirakan kurang dari 25
persen dari GNP (Gross National Product) atau dalam istilah ekonomi
Indonesia dengan Produk Nasional Bruto. Meskipun anggaran belanja
pemerintah tetap seimbang, apabila batas 25 persen terlampaui maka
akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat.

Pajak merupakan pemasukan negarayang paling besar dan

menjadi sumber utama dalam penyelenggara Bahkan karena
A

ranklin pernah

dealil
O

hukum, juga dikenal istilah huku 2
hukum fiskal.”” Hukuf keseluruhan dari

untuk mengambil

104
meru
a

%&a gris tax’® atau dalam bahasa Arab dengan
h,

vid dan al-majba.”’

daribah, itawah,
W)

)

2 Lihat lebi je}as Guritno Mangkoesoebroto, Ekonomi Publik (Yogyakarta:
BPFE, 2001), edisi I1I, hlm. 37.

7 Colin Grant Clark, Pakar ekonomi dan pegawai pemerintah, Pendidikan
dimulai di Dragon School, Oxford kemudian ke Winchester College dan Brasenose
College, Oxford (BA, 1927; MA, 1931). Lihat Diane Langmore (edt), Australian
Dictionary of Biography 1981-1990, volume 17 (Melbourne: Melbourne University
Press, 2007), hlm. 219.

™ Lihat http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/benjaminfr129817.html.
Diakses tanggal 25 Desember 2015.

7 R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Bandung: PT
Eresco, 1995), him. 1.

76 Dalam kamus bahasa Indonesia Inggris istilah pajak dituliskan dengan dua
padanan arti yaitu tax dan monopoly of franchise given by colonial goverment. John M.
Echols dan M. Saddali, Kamus Bahasa Indonesia Inggris, (Jakarta: Gramedia, 2008),
hlm. 403
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Definisi pajak memiliki berbagai pendapat yang antara lain,
Rochmat Soemitro berpendapat, bahwa pajak merupakan peralihan
kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai
pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang
merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (investasi
umum).78

S.J. Djajadiningrat mennyatakan, pajak diartikan sebagai suatu
kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang
disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Pajak ini menurut
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksaan tetapi tidak

ada timbal balik dari negara secara langsunk memelihara
rupakan iuran yang

kesejahteraan secara umum.””
P. J. Adriani menyatakan bahwa paj

dapat dipaksakan kepada masrayakat unt di terutang
serta wajib membayarnya menurut perat ndang-
undang), dengan tidak mendapat sung
Manfaatnya adalah untuk memb AN umum
yang berhubungan dengan tugas-tuga : menyelenggarakan
pemerintahan.** Berdasarkar ebut akal dapat disimpulkan
bahwa pajak merupaka i pajak adalah fungsi

i “barang dan jasa kolektif dalam
s \Penggunaan istilah iuran wajib
ciri bahwa dalam pajak ada aspek
sehingga perlu dihindari istilah paksaan
if. Jika iuran itu tidak diberikan maka ada cara
eh pemerintah dalam perpajakan ini."’

mencapai %%
diharapkan
kerjasama dengan ib

yang memberi kes
lain yang dapat dit% \
)

t

77 Padanan kata ini berdasarkan kamus yang ditulis oleh Achmad Warson
Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus Indonesia Arab (Surabaya: Pustaka
Progresif, 2007), hlm. 626-627. Tetapi jika dikaji melalui tradisi ilmu bahasa maka
setiap kata tersebut mempunyai penekanan masing-masing yang tidak semuanya
bermakna pajak sebagaimana yang difahami dalam bahasa Indonesia yang mengartikan
semua kata tersebut dengan sebutan pajak.

" Rochmat Soemitro, Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan (Jakarta:
Eresco, 2000), him. 8.

" §.J.Djajadiningrat, Perpajakan Teori Dan Kasus (Jakarta: Salemba Empat,
2003), hlm. 3.

80P J. Andriani, Pajak dan Pembangunan (Jakarta: Ul Press, 2000), hlm 2.

8! Lihat Erly Suandy, Hukum Pajak (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 24.

46



Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 yang
telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang
ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dinyatakan bahwa pajak
adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang probadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan
tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dasar pemungutan
pajak di Indonesia ditentukan dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar
1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Hal ini
menunjukkan bahwa pajak merupakan pungutan negara yang bersifat
memaksa atas rakya.

yang tidak dapat dipisahkan. Pajak dan zal ake 1ya merupakan
upeti yang harus dibayar olel 2
kesejahteraan manusiawi, dan ti

akan dapat
kKa. memenuhi; (a).
dibayarkan oleh

atau melanggengkan penguasa yang
memerint [ tersebut harus digunakan atau
didistrib ing
gugusan pali ra ekonomi, politik ataupun budaya.®
Deﬁni'ﬁ@k isi ~yang telah disebutkan di atas, dapat
disimpulkan ba%) jak mempunyai ciri-ciri. Pertama, pajak merupakan
peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah. Kedua, pajak
dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah

%2 Dalam hal ini, ia mengutip suatu ungkapan bahwa Nabi Muhammad saw dan
keluarganya tidak boleh menerima harta zakat, yang mana Nabi saw adalah penguasa
mutlak pada saat itu. Sementara itu, pemisahan antara zakat dengan pajak adalah akibat
filsafat dualisme Yunani yang memandang agama sebagai domein tersendiri dan dalam
posisi bersaing, bahkan berhadapan secara diametral dengan domein-domein kehidupan
lain yang duniawi atau sekuler. Masdar F. Mas’udi, Agama Keadilan: Risalah Zakat
(Pajak) dalam Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 112-119.

% Jika pajak digunakan untuk menjalankan roda negara, maka sama halnya
negara tersebut bersifat feodal dan menjadi pemeras atas rakyat. Masdar F. Mas’udi,
Agama Keadilan, hlm. 107-108.
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daerah. Ketiga, pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. Keempat, dalam
pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi langsung
secara individual yang diberikan oleh pemerintah. Kelima, pajak
diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari
pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai
pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum.

Adam Smith juga memperhatikan mengenai keberadaan pajak
ini. Menurutnya, dalam memungut pajak harus memenuhi empat syarat
utama (Four Cannons Maxims Taxation), yaitu asas kesamaan (equality)
dan keadilan (equity), asas kepastian hukum (certainty), asas tepat waktu
(convenient of payment), dan asas efficiency.**

Pertama, asas kesamaan (equality) dan keadilan (equity)
merupakan asas yang tidak memperbolehkan suatu negara mengadakan
diskriminasi sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib
pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.* Ukurannya adalah benefit
approach dan ability to pay approach™ Benefit approach didasarkan
pada manfaat dari jasa pemerintah yang diterima oleh wajib pajak yang
pembebanan pajak pada masing-masing wajib pajak didasarkan pada
besarnya manfaat atau kegunaan ekonomis yang diterima. Sedangkan
Ability to pay approach adalah kemampuan individu untuk membayar
pajak yang didasarkan pada tingkat kemakmuran yang diukur berdasarkan
tingkat pendapatan, jumlah kekayaan dan pengeluaran konsumsi individu.

Teori equality’’ ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara
memungut pajak, melainkan hanya melihat kepada efeknya, dan
memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Teori ini
mengajarkan, penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai
dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu dan pula
bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang
meliputi keduanya.

Kedua, asas kepastian hukum (certainty), yaitu pajak yang harus
dibayar oleh seseorang harus terang (certain) dan tidak mengenal
kompromis (z0t arbitary).*® Kepastian hukum yang dipentingkan adalah
yang mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan
mengenai waktu pembayarannya. Dalam kaitan ini kebijakan perpajakan

8 Adam Smith, An Inquiry into the Nature, hlm. 451 .

% Adam Smith, An Inquiry into the Nature, hlm. 451 .

% B. Peggy Musgrave and Musgrave RA, Public Finance in the Theory and
Practice New York: McGraw-Hill, 1989), hlm. 23.

87 Adam Smith, An Inquiry into the Nature, hlm. 451.

8 Adam Smith, An Inquiry into the Nature, him. 452.
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dikenakan kepada setiap warga negara yang ditetapkan sebaga wajib
pajak dengan tidak mendasarkan pada tindakan diskriminatif. Kepastian
hukum adalah tujuan suatu undang-undang. Oleh karena itu, undang-
undang harus menggunakan bahasa yang jelas, tegas dan tidak
mengandung arti ganda atau mempunyai peluag ditafsirkan lain.®

Ketiga, asas tepat waktu (convenient of payment), merupakan
asas yang disebut dengan asas kemudahan dan kelayakan. Dalam hal ini
proses pemungutan pajak dilakukan pada saat para wajib pajak
diperkirakan memiliki sejumlah dana atau pendapatan untuk membayar
pajak. Pajak harus dipungut pada waktu yang tepat, misalnya disaat wajib
pajak baru menerima gaji atau ketika mendapat hadiah. Pajak yang
dipungut pada saat yang tepat, cepat, terarah dan murah akan
memberikan dampak menyenangkan atau menyejukkan (convenience)
bagi wajib pajak.”’

Keempat, asas efficiency, merupakan asas yang mengharuskan
biaya pemungutan pajak harus relatif kecil dibandingkan dengan pajak
yang masuk.”’ Biaya untuk memungut pajak harus hemat. Biaya
pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari hasil pungutan pajak.
Salah satu ukuran keberhasilan suatu kebijakan perpajakan dapat dilihat
dari kecenderungan peningkatan hasil penerimaan negara dari sektor

perpajakan dalam suatu periode.”
‘ B& at akan tergerak untuk
t jak berdasarkan lima asas.

Lima azas terseb ala \sas. daya pikul, yaitu tarif pajak harus
didasar , ghasils jib-pajak. Semakin besar penghasilan
seseor% if pajak juga semakin tinggi. (2) Asas manfaat, yaitu
pajak harus di anya kegiatan yang bermanfaat untuk
kepentingan._u )\ Asas kesejahteraan, yaitu pajak yang

dikumpulkan 6\11 guasa harus dimanfaatan untuk meningkatkan
kesejahteraan n% akat. (4). Asas kesamaan, yaitu wajib pajak harus
mendapat perlakuan-yang sama. (5) Asas beban yang sekecil-kecilnya,
yaitu tarif pajak harus rendah sehingga tidak memberatkan wajib paj ak.”

% Soemitro Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori
Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 21.

% Adam Smith, An Inquiry into the Nature, hlm. 452.

! Adam Smith, An Inquiry into the Nature, hlm. 453.

2 Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, Dimensi Ekonomi
Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi (Depok: Penerbit Raih Asa Sukses, 2012),
hlm. 27.

% Lihat Rochmat Soemitro, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan
(Jakarta: PT. Eresco, 1994), him. 16-18.
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Adolf Wagner juga menyatakan lima asas pemungutan pajak
agar rakyat terdorong membayar pajak. (1) Asas politik finansial, yaitu
jumlah pungutan pajak harus bisa untuk membiayai kegiatan negara. (2)
Asas ekonomi, yaitu penetapan obyek pajak harus tepat. (3) Asas
keadilan, yaitu pungutan pajak tidak boleh diskriminatif. (4) Asas
administratif, yaitu prosedur pemungutan pajak harus jelas. (5) Asas
yuridis, yaitu pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.”*

Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa pajak yang dibebankan
penguasa kepada rakyat dibenarkan oleh syariat jika memenuhi beberapa
ketentuan.” Pertama, jika peguasa benar-benar menbutuhkan dana untuk
memenuhi kebutuhan demi menjalankan pemerintahan. Pendapatan
negara tidak mencukupi untuk menutupi enggaran belanja, sehingga
anggaran negara mengalami devisit sangat ]
dibebankan kepada rakkyat. Kedua, pajak se
sosial masyarakat (al-Tadamun al-Ijtima’i
pungutan pajak. Pungutan pajak har

bagian dari konsekuensi

masyarakat terhadap keb gan suaty negara. Oleh karena itu,
suatu ne trak sosial antar masyarakat untuk
menentukan mereka ‘masing-masing. Sehingga semua

masyarakat a_tertentu mempunyai aturan masing-

masing yang .

negara sehingga ral iki keistemewaan dalam menentukan proses
politik untuk keba%n\ gara.”’ Saham politik dalam hal ini adalah
bukti setoran modal “dari rakyat kepada negara untuk kepentingan
berdirinya negara sehingga menjadi bukti kepemilikian rakyat yang
direpresentasikan dengan kepemilikan hak suara dalam penentuan
keputusan politik. Oleh karena itu, negara harus mempunyai sejumlah
agenda politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Sedangkan

* Rochmat Soemitro, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, hlm.
19.

% Yusuf al-Qaradawi, Figh al-Zakat (Beirut: Muassasah al-Risaalah Nashirun,
2008 M/1428H), hlm. 717-720.

% Yusuf al-Qaradawi, Figh al-Zakat, hlm. 719.

7 Edi Slamet Irianto, Kebijakan Fiskal dan pengelolaan Pajak di Indonesia
(Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012), hlm. 59.
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agenda politik yang paling utama adalah penyelenggaraan pemerintahan
sebagai bentuk kesungguhan negara dalam memberikan pelayanan kepada
rakyat.

Berdasarkan pemikiran politik, realitas pajak menjadi sangat
kuat dan penting terkait dengan politik negara. Pajak tidak dapat lagi
difahami sebagai satu instrumen ekonomi pemerintah, yang dapat
digunakan hanya untuk menjalankan fungsi budgeter (sumber
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan). Selain itu, Pajak juga
menjadi instrumen politik ketika digunakan oleh sebuah pemerintahan
saat menjalankan fungsinya sebagai regulator, yaitu memainkan peran
untuk membatasi kepemilikan orang kaya serta melindungi dan
mendorong kaum lemah secara ekonomi melalui'pembagian penghasilan.
Pajak juga dapat menjadi instrumen paling tepat-dalam mengatasi konflik

Q
O

alat  untuk
i, distribusi

peningakatan kesejahteraan rakyat.
litik, pajak diorientasikan pada
i, keadilan politik dan keadilan sosial. Pada
endorong terciptanya kesejahteraan umum
warga negara , misi utama pajak adalah membangun basis
kesejahteraan r;&, erataan ekonomi dan keseimbangan sosial.'”'
Pajak juga mempunyai fungsi sebagai sosial yang kuat, yaitu
fungsi mengatur. Pajak dapat dipakai untuk mengatur dan melaksanakan
kebijakan negara dalam bidang ekonomi sosial sehingga negara harus

% Lihat Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin Jurdi, Politik Perpajakan:
Membangun Demokrasi Negara (Yogyakarta: UII Press, 2005), him. 21.

% Lihat Anthony Brewer, Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx (Jakarta: CV.
Adipura, 1999), him. 31. Lihat juga Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan
Globalisasi (Yogyakarta: Insist Press, 2005), hlm. 19.

1% Edi Slamet Irianto, Pajak Negara dan Demokrasi (Yogayakarta: LaksBang
Mediatama, 2009), hlm, 18.

19" Andreas Haufer, Taxation in Global Economy (Cambridge: Unversity Press,
2001), him. 25.
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mempergunakan kewenangannya untuk memajukan demokrasi. Oleh
karena itu, negara harus menerapkan sistem dan mekanisme pemungutan
pajak yang adil. Keberhasilan dalam mengelola administrasi perpajakan
yang rasional dan objektif sangat ditentukan oleh kesadaran kedua belah
pihak, yaitu aparat perpajakan yang menjalankan tugasnya secara jujur
dan adil dan wajib pajak yang menunaikan kewajibannya secara baik.
Dalam sistem pemerintah atau dalam sistem fiskal, pajak dan
retribusi merupakan sumber penerimaan sekaligus sumber pembiayaan
pelayanan kepada rakyat.102 Pajak juga berfungsi sebagai instrumen
pemerintah dalam untuk menjalankan peran-peran utamanya yaitu: (a).
Sebagai anggaran; yaitu sebagai alat utama memenuhi kas negara dan
merupakan sumber pemebiayaan negara terbesar. (b). Sebagai alat
distribusi/pemerataan; hasil pajak digunakan un & i idi
kepada yang lain atau untuk pembangunan ja ANy jembatan yang
dipakai oleh semua rakyat, baik yang ke m\yang miskin. (c).
Stabilisasi pajak berfungsi untuk"\ i n
(sustainability) dan stabilitas eko
Misalnya penerapan pajak atas barang i
mampu bersaing. Atau penerapan
barang mewah) atas barang impo

. Alokatif; pajak
peran  swasta dalam

salah satu i inta uk~mengondisikan masyarakat
melakukan
rokok dan\laj
)
gara

Ibn Khaldun menjelaskan dalam Muqaddimah masalah-masalah
ckonomi makro. Diantaranya adalah masalah pertumbuhan ekonomi'®
sebuah negara. Ibn Khaldun menyatakan bahwa kemajuan ekonomi

sebuah negara akan ditentukan oleh jumlah pemasukan dan pengeluaran

192 Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak (Bandung: PT. Eresco,
1992), hlm. 9.

% R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Bandung:
Eresco,1981), hIm. 194. Lihat juga Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, Asas
dan Dasar Perpajakan I (Bandung: Refika Aditama, 2004), him. 11.

1% Menurut Sadono Sukirno pertumbuhan ekonomi (Economic growth) adalah
perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang
diproduksikan oleh masyarakat bertambah sehingga kemakmuran masyarakat
meningkat. Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004), him. 10.
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anggaran belanja. Semakin besar pemasukan sebuah negara maka akan
semakin besar pengeluarannya. Ini berarti juga sebaliknya, semakin besar
anggaran belanja sebuah negara untuk pembangunan maka akan semakin
besar pula pendapatan negara tersebut dari berbagai macam pajak dan
pumungutan.'® Ibn Khaldun juga menegaskan bahwa pertumbuhan
ekonomi suatu negara harus diupayakan secara bersama-sama. Syarat
utama untuk pertumbuhan ekonomi adalah kebersamaan. Tanpa
kebersamaan dan tolong menolong usaha meningkatkan pertumbuhan
ekonomi sutau negara tidak akan berhasil. Ibn Khaldun menyatakan
dengan tegas bahwa semua unsur masyarakat harus saling bahu
membahu, tolong menolong dan saling bekerjasama dalam setiap
kegiatan ekonomi demi mencapai pertumbuhan yang optimal. Ketika
semua unsur bekerja bersama-sama dalam upaya ekonomi maka semua
kebutuhan baik dari barang maupun jasa dapat terpenuhi dengan baik.'*
Kebersaman dalam segala usaha dalam bidang bisnis dan ekonomi akan
mendorong terciptanya berbagai macam aktifitas ekonomi sehingga akan
menghasilkan keuntungan. Kemudian hasil usaha tersebut akan
dibelanjakan lagi untuk kegiatan ekonomi. Sehingga jika pengeluaran
semakin besar maka pemasukan juga semakin meningkat.

Ibn  Khaldu enje tentan cberapa  indikator
pertumbuhan ekonomi Sy ~Adanya pertury ekonomi ini

menggembala, mencari ikan dan
enetap dengan hidup sebagi petani.

105

Ibn Khaldun Vmenyat akan dengan tegas :
Al s 5 ST el sl 22 5 ol ae g 5 S g 2 e ol e g

Ibn Khaldun, Muqgaddimah, him. 285
19 Ibn Khaldun menyatakan bahwa:

Blasl omste o S By 0 43 gie 0l Oglan Lad g 2L

Lihat Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 284.

"7 Menurut Sadono Sukirno pertumbuhan ekonomi ( Economic growth) adalah
perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang
diproduksikan oleh masyarakat bertambah schingga kemakmuran masyarakat
meningkat. Sadono Sukirno, Teori Pengantar Makro Ekonomi (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004), him. 10.
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ilmu pengetahuan, indutsri dan seni.'” Sattar juga memberi penjelasan
teori Ibn Khaldun tentang pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Sattar
menjelaskan bahwa Ibn Khaldun telah menformulasikan prinsip-prinsip
ekonomi politik. Karena teori yang dibangun olehnya menyatakan bahwa
pertumbuhan ekonomi akan terjadi jika masyarakat telah terorganisir di
bawah pemerintahan kokoh yang dapat menjamin kehidupan,
memperkuat kinerja publik dan menegakkan keadilan.'®

Ibn Khaldun memprediksi bahwa sebuah negara akan mengalami
metamorfosa beberapa kali untuk sampai pada puncak kesejahteraan
ekonomi. Fase pertama, yaitu masa perebutan kekuasaan kedaulatan
suatu negara. Pada fase ini masyarakat masih sangat patuh atas keputusan
penguasa dalam segala hal, misalnya besaran pungutan pajak.
Masyarakatnya hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok saja dan
untuk pajak bagi penguasa. Hal itu dikarenakan rasa persatuan dan
kesatuan atas nama asabiyah masih sangat kuat.''’ Fase kedua adalah
masa penguasa menerapkan rezim otoriter untuk mengatur segala hal
termasuk kebijakan ekonomi. Pada masa ini kegiatan ekonomi banyak
diatur oleh penguasa.''' Fase ketiga stabilitas ekonomi dan pemerintahan
yang ditandai dengan pembangunan ekonomi. Pada fase ini,
perekonomian tumbuh dengan stabil, banyak pembangunan fasilitas,
pabrik-pabrik, dan lain-lain.''? Fase keempat adalah puncak kesejahteraan
yang ditandai dengan mulai berkembang kehidupan materialistis,
hedionisme dan pemborosan.'"” Fase kelima merupakan awal kemunduran
yang ditandai kehidupan berfoya-foya dan bermewah-mewahan.'"*

Teori pertumbuh % i sebuah negara yang digagas oleh
Ibn Khal % iki k d teori pertumbuhan sebuah negara

198 E M. Satt Ki\al@n The Author of al-Muqgaddimah, (Dacca: Shaikh
Fazlur Rahman Islamic Fou: ion Bangladesh, 1980), him. 25.

19 F M. Sattar,\bn Khaldun The Author of al-Muqgaddimah, hlm. 25-26. Sattar
memberi kesimpulan yang berbeda dengan apa yang ditulis oleh Ibn Khaldun dalam
Mugaddimah. Menurut penulis, Sattar agak menyimpang dalam mentimpulkan teori
IbnKhaldun tentang teori pertumbuhan pembangunan sebuah negara. ada kemungkinan
Sattar menyimpulkan demikian beradasarkan pemahaman bahwa teori pembangunan Ibn
Khaldun jika dianalisa maka akan dapat diambil kesimpulan bahwa negara akan
mengalami fase besar, yaitu fase nomaden, fase menetap dan fase urban dan
perkembangan berbagai macam pekerjaan. Padahal Ibn Khaldun menjelaskan secara
rinci tahapan pertumbuhan negara ada lima fase pertumbuhan. Lihat Ibn Khaldun,
Mugqaddimah, him. 138-139

"9 Ton Khaldun, Mugaddimah, hlm. 138

" Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 138-139

"2 1bn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 139

' Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 139

"4 Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 139
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menurut Walt Whitmen Rostow. Rostow menjelaskan bahwa
pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami lima fase, yaitu:

Pertama, Masyarakat Tradisional (the traditional sociaty).
Kehidupan pada fase ini ditandai dengan kehidupan masyarakat yang
hidup dengan pertanian tradisional tanpa menggunakan teknologi dan
hanya untuk konsumsi.

Kedua, Masyarakat pra kondisi untuk periode lepas landas (zhe
preconditions for take off). Fase ini ditandai dengan kondisi masyarakat
yang sudah mulai maju dalam bidang pertanian. Pertanian tidak hanya
untuk konsumsi namun juga untuk komersial, permintaan bahan baku
mulai meningkat. Tata kelola pertanian sudah semakin baik, dengan
adanya irigasi, kanal dan pembangunan bendungan. Fase ini sudah
dimulai penerapan ilmu pengetahuan dan tekn :
fungsi produksi.

meningkatnya urbanisasi, industrialisa om
(

perkembangan industri. Tingl
tmgkat produk51 yang ter

iifingi dengan
nasional akan

Keempat
ditandai denga

firve'to maturity). Fase ini
a struktur sosial seperti
ermasuk pengembangan investasi
skala bes S asi 'yang-terus maju. Lapangan usaha

at konsumsi tinggi (age of mass cunsumption).
tradisi komsumtif yang sangat tinggi.
Masyarakat su\h\1 i semua kebutuhan dasar. Sehingga mereka
lebih banyak mebelanjakan pendapatannya untuk barang-barang mewah.
Pendapatan per kapita terus meningkat sehingga pendapatan nasional
sangat tinggi dan akhirnya tercapai tingkat konsumsi tinggi.''®
Teori-teori pertumbuhan ekonomi telah dikemukakan oleh para
tokoh-tokoh ekonom. Adam Smith mengemukakan faktor utama yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah jumlah penduduk dan

"5 W.W. Rostow, The Stage of Economic Growth: A Non Communist
Manifesto, (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), edisi ke 3, him. 16-48.

16 W.W. Rostow, The Stage of Economic Growth: A Non Communist
Manifesto, edisi ke 3, hlm. 16-48.

55



pertumbuhan output total.''” Sedangkan pertumbuhan output akan
dipengaruhi oleh jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan
kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan. David Ricardo
juga mengemukakan teori yang hampir sama dengan Adam Smith.
Ricardo''® menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara
ditentukan oleh pertambahan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk
akan meningkat jumlah tenaga kerja dan membutuhkan tanah dan alam.
Thomas Robert Malthus'"’ juga menyatakan hal sama. Malthus
menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertambahan
penduduk. Pertambahan jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan
barang dan jasa. Sehingga akan menuntut kenaikan jumlah kapital.'*’
John Stuart Mill'*' menyatakan hal yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi

sebuah negara ditentukan oleh peningkatan an kelancaran
distribusi barang dan jasa. Robert Solow nukakan  model
pertumbuhan ekonomi dengan memusatka hubungan
pertumbuhan penduduk, akumulasi Ka juan: teknologi dan

output saling berinteraksi dalam
123

negara. Joseph A. Schumpeter a untuk
pertumbuhan ekonomi  adalah (wirausaha)
Pertumbuhan ekonomi mas akan_hanya dengan

melakukan inovasi dar sivdan wirausaha akan

n bahwa pertumbuhan
eningkatan output total dan
ckonomi menunjukkan sejauh

ekonomi sangat berka

pertumbuha pexd@g

— e )
A LiN . Spgig}lgr, ‘Adam Smith’s Theory of Economic Growth’,
a )

0s
Southem Economic—Jey 25, No. 4 (Apr., 1959), hlm. 397-415. Lihat
http://www.jstor.org/stable/1055411. diakses tanggal 24 Februari 2016.

"8 David Ricﬁ«% \On The Principles of Political Economy and Taxation
(Canada: Botache Books, 2 0)1), hlm. 29.

" Thomas Malthus, An Essay on the Principle of Population (London: St.
Paul’s Churh-Yard, 1998), him. 98.

120 _ihat Sadono Sukirno, Teors Pengantar Makro Ekonomi, hlm. 27.

121 Lihat John Stuart Mill, Principles of Political Economy with Some of Their

Applications to Social Philosophy (Cambridge: Hackett Publishing Company, Inc,
2004), him. 19.
122 Robert M. Solow, ‘A Contribution to the Theory of Economic Growth’, The
Quarterly Jourmal of Economics, Vol. 70, No. 1 (Feb., 1956), hlm. 65-94. Lihat
http://www.jstor.org/stable/1884513. diakses tanggal 24 Februari 2016. Lihat juga
Buediono, Teori Pertumbuhan Ekonomi (Yogkarta: BPFE, 1981), hlm. 17.

123 Joseph A. Schumpeter, Business Cycles A Theoritical, Historical and
Statistical Analysis of the Capital Process (New York: McGraw-Hill Book Company,
1939), him. 85.
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mana aktifitas perekonomian mampu menghasilkan tambahan pendapatan
rakyat.'”* Perubahan pendapatan nasional riil umum digunakan untuk
menilai pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi suatu
negara dianggap meningkat jika pendapatan nasional riil-nya naik dari
periode sebelumnya. Tingkat petumbuhan ekonomi dihitung dari
pertambahan pendapatan nasional riil.

Ibn Khaldun juga menyatakan bahwa faktor utama dalam
pertumbuhan ekonomi adalah jumlah penduduk. Semakin ramai sebuah
kota yang berarti semakin betambah jumlah warganya, maka semakin
banyak usaha yang dikerjakan dan semakin makmur daerah tersebut.'*
Selain itu pertumbuhan ekonomi juga ditentukan oleh faktor pendapatan
riil negara. Ibn Khaldun menyebutkan beberapa.contoh sebuah negara
memiliki pendapatan nasional. Misalnya
Ma’mun di Baghdad telah tercatat peneri

i Menuju Transformasi Sosial

ri Edi , perekonomian diartikan sebagai
Ma un peri kehidupan berekonomi. Meliputi

keseluruhan-wa ekd}%{i baik koperasi, perusahaan negara maupun

swasta, termas} dah ekonomi rakyat, baik formal maupun

informal.'"”’ Sedangkam pengertian pembangunan, Sri Edi Swasono

mengutip pendapa JAmartya Sen (1987) yang menyatakan bahwa
pembangunan adalah suatu expansion of people’s capabilities. Hal itu

124 Sumitro Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori
Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1994), him. 17.

12 Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 286-287.

126 Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 141.

127 Sri Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial dari Klasik
dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa,
2010), hlm. 48. Pengertian tersebut diambil dari tulisan Sri Edi Swasono ketika
memberikan pengertian tentang kata ‘perekonomian’ yang terdapat dalam UUD 1945
pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: Perckonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan.
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mengandung arti bahwa pembangunan merupakan proses Auman
empowerment tanpa menghilangkan titik tolak dasarnya yaitu proses
humanissasi.'® Sri Edi Swasono berpendapat bahwa pembangunan
seharusnya bukan hanya menitik beratkan kepada pertumbuhan, akan
tetapi harus menekankan sisi humanisme dan kebersamaan. Pembangunan
selayaknya memperhatikan pemerataan untuk rakyat, dan membangunan
kemampuan produktif (produktif capability) rakyat, serta pembangunan
mempunyai implikasi peningkatan kemampuan rakyat sebagai sumber
kemakmuran dan kesejahteraan. Pembangunan bukan hanya menjadikan
masyarakat mempunyai nilai tambah secara ekonomi akan tetapi
masyarakat mempunyai nilai tambah sosial kultur, yaitu terjadi proses
humanisasi, proses ditingkatkannya harkat dan <martabat masyarakat
sebagai manusia.'”

Pembangunan menurut Sri
meningkatkan nilai tambah ekonomi j ; sekaligus
menciptakan nilai tambah sosial kultural. ikian akan
meningkat harkat dan martabathya,
membukakan kesempatan kerja -

ess 0 /5) hlm. 56. Dalam bukunya Sri Edi Swasono

2 atur ilmu ekonomi modern telah secara subtansial
dimiskinkan oleh ]ar ijbuh antara ilmu ekonomi dan etika...” Amartya
Sen (1987), On Ethic. Eco omics, (Oxford: Basil Black-well, 1991), him.7. dikutip
dari buku Sri Edi S% eindonesiaan Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan
Kemandirian, (Yogyakarta: UST-Press, 2015), hlm. 55. Sri Edi Swasono juga mengutip
pendapat Lester Thurow (1983) yang menyatakan bahwa: “..ilmu ekonomi berada
dalam kacau-balau...ilmu ekonomi memerlukan (lebih banyak) analisa-analisa empirik,
termasuk dari ahli-ahli sejarah, psikologi, sosiologi, dan ilmuwan pilitik... ", Lester
Thurow, The Dangerous Currents: The State of Economics (New York: Random House,
1983), hlm. 236-237. Dikutip dari buku Sri Edi Swasono, Keindonesiaan Demokrasi
Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian (Yogyakarta: UST-Press, 2015), hlm. 55

2 Sri Edi Swasono, “Kelengahan Kultur dalam Pemikiran Ekonomi:
Neoliberalisme adalah Penjajahan Baru”, Mimeo, Bahan Kuliah Sistem Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2011), 23-24. Lihat Juga Sri Edi Swasono,
“Pembangunan Berwawasan Pancasila”, Mimeo, BAPPENAS 2011), hlm. 29-31.

130°Sri Bdi Swasono, “Poverty, Inpoverishment, Empowerment, Disempowerment
Pendekatan Padadigmatik: Mengatasi Kemiskinan Beyond The Economics of Poverty”,
Memio, Fakultas Ekonomi Ul Seminar Kemiskinan (2011), hlm. 24-25.
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produktif dalam kegiatan ekonomi semakin banyak pula nilai tambah
ekonomi di dalam negeri."”’

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi harus
melakukan langkah-langkah nyata. Menurut Sri Edi Swasono langkah-
langkah tersebut diantaranya adalah pertama, pemerintah seharusnya
melakukan kebijakan perekonomian didasarkan kepada kepentingan
nasional. Kedua, kebijakan perekonomian diarahkan untuk melaksankan
amanat UUD 1945, dimana masyarakat berhak untuk mendapatkan
pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, perdagangan bebas
seharusnya dianalisa ulang, apakah bisa mengkooptasi perekonomian
nasional. Keempat, nasionalisme perlu menjadi landasan, sehingga
perekonlg)gnian harus dibangun berlandaskan kepentingan bersama sebagai
bangsa.

i Edi Swasono
i dan mampu
n_dan tidak

Pembangunan ekonomi Indonesia,
sangat menekankan agar ekonomi I
tercapai kedigdayaan nasional. Kita

menari atas kendang orang lain, B arr to fight,
not to surrender.”” Bahkan dalan di Swasono
menyatakan ada beberapa langk ecara simultan
untuk mencapai - kemandirian alam perdagang
Langkah-langkah t ngkatkan kemampuan
diplomasi, meraih o dengan berani menolak
untuk mengorbank edua, menggugah kesadaran

nasional untuk bersama-san A mbiarkan Indonesia terjajah secara

" bebas Ketiga, memperkuat nilai
134

lendorong t dan mengurangi impor.
H%ﬁa negara besar, yang terdiri atas berbagai
pulau, ban p upaten/kota. Indonesia, dengan keberagaman
tersebut harus \QX kan” kebijakan anggaran yang berkaitan dengan
anggaran belan% nggaran pemasukan untuk kepentingan negara.
Kebijakan dalam ini-adalah suatu arah tindakan yang direncanakan dari
seseorang, sebuah kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu
guna mengatasi kendalam dan manfaat peluang dalam upaya mencapai

Bl Sri-Edi Swasono, Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme

(Jakarta: Penerbit Yasasan Hatta, 2010), hlm. 86, 88.

32 Sri Edi Swasono, “AC-FTA: Kementrian Perdagangan Jangan Melempem”,
Memio, Fakuitas Ekonomi UI (3 Mei 2011), hlm. 4-5.

3 Sri Edi Swasono, Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisai dan Pasar-
Bebas (Yogyakarta: Pusat studi Ekonomi Pancasila-UGM, 2010), hlm. 164.

34 Sri Edi Swasono, Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisai dan Pasar-
Bebas (Yogyakarta: Pusat studi Ekonomi Pancasila-UGM, 2010), hlm. 164. Dalam
catatan kaki.
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suatu tujuan, sasaran, atau maksud tertentu.'’> Kebijakan ini tidak hanya

menyangkut masalah pribadi atau individu akan tetapi juga menyangkut
masalah kepentingan bersama dan khalayak, juga kepentingan
masyarakat luas. Jadi, kebijakan fiskal adalah keputusan yang dilakukan
untuk kepentingan bersama berkaitan dengan fiskal.

Indonesia dalam sistem penganggaran nasional menggunakan
sistem tradisional yang dianggap dapat mempermudah invetarisasi
program. Sistem tradisional ini adalah sistem anggaran yang didasarkan
pada unit organisasi. Program anggaran yang berdasarkan unit organisasi
ini kemudian diganti dengan penganggaran ~ program (program
budgeting). Penganggaran ini dilakukan berdasarkan hubungan antara
hasil dan anggaran yang dikeluarkan.

Penganggaran yang biasa disebut APB! ogaran Pemasukan

dan Belanja Negara) ini secara teoretis telah bkan pengelolaannya
dari persiapan, perencanaan, pembahasan di i aian kepada
DPR dan pembicaraan di DPR, p j enjadi
Undang-undang dan penentukan1 ngatu elaksanaan "APBN-untuk

departemen dan pengawasanny

koordinasi Menteri Keuangan. ng digali
adalah sebagian besar dia

Sementara it a APBN juga ada
APBD (Anggaran aerah) yang merupakan
implementasi adanya skal di Indonesia. Sistem

agar adar
Rakyat ke
dikehendaki oleh I
Adapun
sebagian besar be%

135 Carl Friedrich, An Introduction to Political Theory, Twelve Lectures at
Harvard (Boston: Harvard University Press, 1967), hlm. 4.

*°Hal ini sesuai dengan UUD NKRI 1945, pasal 5 tentang Presiden, pasal 20
ayat 1 tentang DPR, dan Pasal 23 tentang keuangan negara.

57 Trias Politika yang dianut di Indonesia merupakan ide dasar tentang sistem
negara yang digagas oleh John Locke (1632-1704) yang kemudian dikuatkan oleh
Montesquieu (1689-1755). Kedua tokoh inilah yang membahas mengenai perlu membagi
kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Untuk keterangan
singkat mengenai hal ini ada pada, Leo Strauss and Joseph Crospsey, History of Political
Philosophy (Chicago: The University of Chicago Press, 1987), him. 476-513.

138 Ppada hakekatnya, penerimaan negara ada 3 yaitu perpajakan, penerimaan

negara bukan pajak (PNBP), dan Penerimaan hibah. Hal ini berdasarkan UU tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

—

chat\ dewan legislatif sebagai perwakilan
Hék\x gai pelaksana atas kebijakan yang
P%kilan Rakyat.
keuangan yang diambil dari masyarakat
jak."*® Pajak merupakan saham politik rakyat
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atas negara sehingga rakyat mempunyai hak-hak istimewa dalam setiap
proses politik untuk menentukan kebijakan negara.'*® Pajak juga menjadi
alat untuk memastikan peran dasar pemerintah berupa alokasi, distribusi,
dan retribusi dan juga merupakan instrumen insentif-disinsentif untuk
memastikan rakyat mau berbuat atau tidak berbuat untuk tercapai tujuan
pembangunan atas terlestarikannya nilai-nilai sosial tertentu.

Pajak yang diambil oleh pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu;
pajak dalam negeri dan Pajak pendapatan internasional. Pajak dalam
negeri adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa,
dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai
dan pajak lainnya, sedangkan pajak penghasilan perdagangan
internasional adalah bea masuk dan bea keluar”"Kesemua bentuk pajak
inilah yang kemudian menopang kehidupan AN negara.

"Edi Slamet Irianto, Kebijakan Fiskal & Pengelolaan Pajak di Indoensia, him.
69.
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BAB 1III
IBN KHALDUN: DINAMIKA INTELEKTUALITAS DAN DIMENSI
KESEJAHTERAAN NEGARA

Ibn Khaldun merupakan tokoh Islam yang diakui sebagai tokoh
ahli sejarah dan juga ekonom. Pemikriannya tentang teori-teori ekonomi
memiliki kesamaan dengan para ekonom modern. Teori pertumbuhan
ekonomi suatu negara telah dibahas oleh Ibn Khaldun. Ibn Khaldun
mampu menemukan teori-teori yang bersumber dari fenomena yang
terjadi. Temuan-temuan tersebut ternyata lebih akurat, karena bersandar
pada kenyataan yang terjadi. Ibn Khaldun mampu mengkaitkan teori
asabiyah, ‘umran dan 7‘timar dalam menciptakan kemakmuran rakyat.
Ibn Khaldun diakui sebagai seorang pakar d
ilmu pengetahuan, baik agama maupun

! Para pengkaji dalam menulis biografi Ibn Khaldun biasanya selalu membagi
masa kehidupan Ibn Khaldun dari aspek politik. Biasanya kajiannya tidak jauh dari
pembagian mengenai masa kanak-kanak (732-753 H), masa aktif dalam bidang politik
(754-776 H), masa penyendirian dan produktif dalam penulisan buku (776-784 H) dan
masa mengajar (Tunisia 780-784 H dan di Kairo 784-808 H). Periodesasi ini menjadi
catatan umum di kalangan ulama Arab. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada,
Muhammad ‘Abd Allah ‘Annan, /bn Khaldun: Hayatuhu wa Turathuhu al-Fikriy (al-
Qahirah: Matba’ah Misr, 1953), him. 1-7
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kantornya.” Ibn Khaldun meninggal telah meninggalkan corak dan
pemikiran yang monumental serta akhir dari semua kehidupannya
diwarnai penuh dengan kesahajaan. Sepanjang kehidupannya, kegiatan
dimulai dari belajar kepada orang tuanya, berpolitik, sampai akhirnya
berhenti dari dunia politik untuk menjadi penulis, profesor di Universitas
al-Azhar, Mesir yang dipenuhi dengan kesufian.’

Salah satu karya yang monumental adalah kitab Mugaddimah’
yang menjadi rujukan dalam penulisan sejarah, sosiologi, pendidikan,
politik, ekonomi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya bagi setiap pemikir
selanjutnya. Karyanya telah menjadikan banyak tokoh berikutnya
menjadi terkenal dengan mengikuti pemikiran maupun sekedar
mengungkap pola pikir yang ditulis Ibn Khadun. Salah satu tokoh yang
menjadi penerus Ibn Khaldun antara lain adalah

? Untuk kelengkapan pengungk ang 'k hensif,
bisa dilihat pada beberapa buku, antarfa / i Kha dun the
Muqgaddimah (London: Routledge, 1958 iy, /bn Khaldun'’s

Philosophy of History (Chichaga:

Muhammad ‘Abid al-al-Jabiri al-Dawlah (Beirut:
Markaz Dirasat al-Wahda , Husain ‘Ashi, /bn
Khaldun Mu’arikhan (Bei £a b 1), him. 7-53, “Ali ‘Abd al-
Wahid Wafi, Abd al-Raki b Kbz, jatahs ktabah Misr, tt), hlm. 9-131.

rj.) (Bandung: Pustaka 1987), him.
7 Mutajaddid (Kairo: Maktabah al-

Iskandariyalr; a

Dar al-Kutu - v ,2006), him. 8-29.
® Muha nan, )/bn Khaldun: Hayatuhu, him. 268

4 Kitab i aldun merupakan buku pengantar dari kitab yang
sangat besar yang berj itab al-‘Ibar wa Diwan al-Mubtada’ wa al-Khabar fi Ayyam
al-‘Arab wa al-‘Aja bar wa man ‘Asarahum min Dhawi al-Sultan al-Akbar.
Kitab ini terdiri dari delapan jilid yang tebal dan terbagi dalam tiga pembahasan utama.
Pertama, tentang peradaban negara, meliputi masalah kekuasaan, ekonomi, politik, dan
ilmu pengetahuan. Hal itu terangkum dalam Muqaddimah. Kedua, tentang sejarah
bangsa Arab, termasuk sejarah munculnya hingga berakhirnya, mulai kaum yang
tersohor dan lain-lain. Ketiga, sejarah seputar kaum kaum Barbar.

> Al-Magqrizi adalah salah satu mahasiswa Ibn Khaldun yang mengikuti jejak
profesornya dalam bidang sejarah. Al-Magqrizi dalam a/-Khatat secara langsung
menyatakan pentingnya ilmu sejarah berkaitan dengan dunia untuk kehidupan akhirat
kelak. Misi utamanya adalah kajian mengenai akhlak dari generasi pencipta sejarah.
Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad ibn ‘Ali al-Magqrizi, A/-Mawa ‘iz wa al-I ‘tibar bidhikri
al-Khitat wa al-Athar al-Ma‘ruf bi al-khitat al-Magqriziyah (Kairo: Maktabah Madbuli,
1998), hlm. 7. Sedangkan dalam kitabnya yang berjudul [ghathah al-Umah, ia
menyatakan bahwa masa lalu menjadi potret masa saat ini. Taqi al-Din Abu Al-Abbas
Ahmad ibn ‘Ali al-Magqrizi, Ighathah al-Ummah bikashfi al-Ghummah (Mesir: ‘Ain li al-
Dirasat wa al-Buhuth al-Insaniyah wa al-Ijtima’iyah, 2007), hlm. 77
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Kesuksesan Ibn Khaldun dalam kehidupan dimulai dari
penjelajahan ilmu dalam kehidupan dan pendidikan yang dijalaninya. Ibn
Khaldun adalah tokoh yang cerdas, pada umur 16 (enam belas tahun)
sudah menguasai berbagai //mu Nagliyah (tekstual),’ dan setelah itu baru
mempelajari /lmu ‘Aqlivah (kontekstual) seperti filsafat dan logika.
Pelajaran yang telah dikuasai sebelum umur 16 tahun antara lain gira‘ah
sab‘ah, qira‘ah ‘ashrah, qasidah shatibiyyah, al-Tamhid li Ahadithi al-
Muwatta’ karya Ibn ‘Abd al-Barr, al-Tahsil karya Ibn Malik, Mukhtasar
ibn Hajib, Kitab al-Ash’ar al-Sittah, Kitab al-Aghani, Qasidah Burdah
dan kitab-kitab lainnya.” Tokoh yang mempengaruhi pada masa awal
tersebut adalah ayahnya sendiri (Muhammad (w.570 H), Abu ‘Abd Allah
Muhammad ibn Sa’d ibn Burral al-Ansari (748 H), Abu ‘Abdillah ibn
‘Arabi al-Masayiri, Abu ‘Abdillah Muhamp al-Shawwash al-Zarzali

Abu Hamid zalis Thya*XUlum é])-DI_'I] (Semarang: Taha Putra, tt) jilid I, hlm. 27,
al-Farabi, Kitab arut (Kairo) Iskandariyah, 2002), hlm. 39. Ibn ‘Arabi, Fusus al-
Hikam (Beirut: Dat al=Kitab.al- Arabi, tt), hlm. 21.

7 Semua Kitab ‘tefsebut telah dihafal dengan baik, kecuali al-Tahsil dan
Mukhtasar ibn Hajib. “Abd al-Rahman Ibn Khaldun, A/-Ta’rif bi Ibn Khaldun wa
Rihlatuhu Gharban wa Shargan (Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 1979), hlm. 18-19.
Lihat pula pada Sati’ al-Hashri, Dirasat ‘An Muqgaddimah Ibn Khaldun (Kairo:
Maktabah al-Khanji, 1961), hlm. 59-51.

¥ Untuk perincian bidang pendidikan yang ia peroleh dapat dilihat pada Ibn
Khaldun, a/-Ta’rif, hlm. 20.

? Hal ini berkaitan dengan keberadaan Quran yang dianggap sebagai bahr muhit
yang mencakup semuanya. Abu Hamid al-Ghazali, Jawahir al-Qur’an (Beirut: Dar Thya
al-‘Ulum al-Din, 1990), him. 12-13. Selain itu, kalau kita teliti para tokoh muslim yang
sukses maka mereka selalu memulai pendidikan dengan menghafal Quran, misalnya
seperti Imam al-Shafi’i, Jalal al-Din al-Suyuti, Muhammad Bagqir Sadr, bahkan sampai
pada KH Ahmad Khalil Bangkalan. Analisa seperti ini juga dilakukan oleh, Zakariya
Bashir Imam, 7arikh al-Falsafah al-Islamiyah (Al-Khurtum: al-Dar al-Sudaniyah li al-
Kutub, 1998), him. 433.
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Setelah menguasai beberapa ilmu agama dan mengalami cobaan
yang luar biasa karena keberadaan keluarga dan para gurunya yang
terkena penyakit pes, Ibn Khaldun mendapatkan pengalaman baru yaitu
bertemu dengan tokoh penting dalam berbagai ilmu °‘Ag/i, Abu ‘Abd
Allah Umar ibn Ibrahim al-Abili (747 H).'"® Setelah itu, Ibn Khaldun
mulai tertarik dengan beberapa ilmu yang berkaitan dengan ilmu lainnya
yaitu antara lain dengan Abu Musa ibn Isa ibn al-Imam (770 H) dalam
ilmu logika dan ushul."’ Ibn Khaldun memulai karirnya sebagai penasehat
raja dan mampu menghasilkan beberapa karya tulis besar seperti al-‘Ibar,
Mugaddimah, al-Ta’rif dan Lubab al-Mahsul."

Kehidupan Ibn Khaldun yang sukses ini, menurut sebagian tokoh
juga dapat dikaji berdasarkan sosial lingkungan“sekitar. Lingkungan

? Kitab pe a 1ass
merupakan review dari al-Muhassal karya Fakhr al-Din al-Razi milik gurunya, al-Abili.
Kitab al-Muhasasal tersebut ia ikhtisarkan, revisi, dan lengkapi sedapat mungkin dengan
pandangan Nagr al-Din al-Tusi dan hasil pemikirannya dan ia sebut dengan Lubab al-
Mouhassal. Tbn Khaldun menyelesaikan penyusunannya pada 29 Shafar 752 H. Ini berarti
ia menulis karyanya ketika berusia sembilan belas tahun enam bulan, dan kemungkinan
merupakan karya pertamanya. Muhammad ‘Abd Allah ‘Annan, /bn Khaldiun: Hayatuhu,
hlm. 261.

% Husain ‘Abd Allah Banabilah, /bn Khaldin wa Turathuhu al-Tarbawiy
(Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1998), him. 18.

'* Sebagai diplomatik ulung, Ibn Khaldun menulis surat dengan bahasa yang
sangat baik, sehingga ia dapat dibebaskan oleh raja dan bahkan dijadikan sebagai salah
satu orang kepercayaan anak dari raja tersebut. Surat-surat Ibn Khaldun tersebut dapat
dibaca dalam suatu kompilasi yang ditulis oleh Fu’ad ‘Abd al-Mun’im Ahmad yang
berjudul /bn Khaldun wa Risalatuh Ii al-Qudah: Mazil al-Mulam ‘an al-Ahkam al-Anam.
Diterbitkan di Riyad oleh Dar al-Watan tahun 1417.
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Pada saat masa kehidupan muda Ibn Khaldun telah terjadi
bencana yang besar selain adanya peperangan, ada juga penyakit Pes yang
melanda seluruh Tunisia. Penyakit ini menyebabkan seluruh keluarga,
termasuk ayah ibu, salah satu saudaranya dan gurunya meninggal dunia.
Selain itu, penyakit ini juga menyebabkan banyak tokoh yang
meninggalkan Tunis untuk mengungsi ke tempat yang lain.

Sejarah biografi Ibn Khaldun dapat dilihat secara lengkap pada
sebuah buku yang ditulis oleh dirinya sendiri. Buku biografi tersebut
diberi judul al-Ta’rif bi Ibn Khaldiun wa riblatuhu Gharban wa Shargan.”
Buku tersebut menceritakan perjalanan hidup Ibn Khaldun mulai kecil
hingga masa tuanya. Ibn Khaldun menyebutkan garis keturunan nasabnya
sangat rinci.'® Dia juga menyebutkan tempat-tempat yang pernah
disinggahi maupun ditinggali, baik untuk zan menginap sesaat
maupun menuntut ilmu hingga mengabdil untuk bekerja

: g sangat teliti

Ibn Khaldun hidup pada'n inasti Mamluk
merupakan era pengkris 1erapa I iikiran-pemikiran di
bidang sosial, politi an. ¢k < C hlrkan sejak dinasti-

. >di Eropa dianggap belum
un Dinasti Mamluk telah
ai bidang, baik politik, ekonomi,

egara Arab sejak peristiwa perang Salib.
Ja tidak begitu besar.® Dinasti Mamluk

" Tbn Khaldfm,Ja]-T a’rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Shargan
(Lebanon: Dar al-Kutub al-Lubnani, 1979), him. 1-100

' Ibn Khaldun, a/-Ta’rif bi Ibn Khaldun wa Rihilatuhu Gharban wa Sharqan
(Lebanon: Dar al-Kutub al-Lubnani, 1979), him. 4-5.

7 Sangat jarang sekali ulama-ulama semasa dengan Ibn Khaldun menuliskan
biografinya sendiri. Ibn Khaldun merupakan tokoh yang berbeda dengan ulama
sejamannya. Sebagian besar ulama-ulama sejamannya, seperti Ibn Hajar al-Athqalani
tidak menulis biografinya sendiri. Hal ini mungkin dianggap tabu oleh kalangan ulama,
karena dianggap menonjolkan dirinya sendiri atau takabbur.

' Dinasti Mamluk mulai berkuasa mulai 648-922 H/ 1250-1517 M. Lihat
Amany Lubis, Sistem Pemerintahan Oligarki dalam Sejarah Islam (Jakarta: UIN Jakarta
Press, 2005), him. 263-264.

' Amany Lubis, Sistem Pemerintahan Oligarki dalam Sejarah Islam, him. 1.

20 Sati’ al-Hashri, Dirasat ‘an Mugaddimah Ibn Khaldin, hlm. 68.
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dianggap telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap
berbagai bidang kehidupan.?'

Keadaan sosial masyarakat pada masa Ibn Khaldun, terbagi
menjadi tiga kelompok besar, yaitu negara-negara Arab, Eropa dan
negara-negara Islam selain Arab.”> Dunia Arab pada abad ke Delapan
Hijriyah sekitar masa kehidupan Ibn Khaldun keadaan masyarakat Arab
secara geografis, politik dan tatanan identitas sosial dibagi menjadi dua
yaitu Blok Timur dan Blok Barat. Blok Timur adalah negara-negara yang
terletak antara Mesir dan negara-negara lainnya dari negara Arab
dianggap sebagai Blok Timur. Sedangkan daerah disebelah barat Mesir
hingga arah Samudra (a/-Bahr al-Muhit) disebut sebagai Blok Barat.
Penduduk Arab Barat selalu menyebut sebagai Arab blok Barat dan
mereka menyebut diri mereka dengan 1st11ah agharibah dan mereka
selalu menyebutkan penduduk Mesir, a, | Hijaz sebagai
kelompok Masyanq, sedangkan Orang-ora alusi geograﬁs

S : halilah (Toledo),
Qurtubah (Cordova) dan: Asybili $ le). "Daerah- daerah tersebut
itu j ) x adi pusat \p aban Islam.** Kelompok

! o dalam k

n’Jabal Fath. Para penguasa
imar. Mereka dalam berkuasa

uan dengan raja-raja di daerah Maghrib.
Para pemimpin ne; emah dalam kepemimpinannya dan ingin
memperkuat posisi maka mereka pergi ke Andalusia, dan begitu pula
sebaliknya, pemimpin Andalusm ketika merasa tidak nyaman dengan
kekuasaanya, maka akan pergi ke arah Maghrib. Hal yang aneh, jika dua

! Amany Lubis, Sistem Pemerintahan Oligarki dalam Sejarah Islam, hlm. 4.

22 Sati’ al-Hashri, Dirasat ‘an Mugaddimah Ibn Khaldin, hlm. 53-67.

3 Sati’ al-Hashri, Dirasat ‘an Mugaddimah Ibn Khaldun, hlm. 53.

24 Lihat Mustafa As-Sibai, Peradaban Islam Dulu, Kini dan Esok (Jakarta:
Gema Insani Press, 1993), him. 26.

% Granada merupakan pusat kajian ilmu pengetahuan setelah Cordova runtuh.
Daerah ini merupakan daerah pertahanan terakhir setelah beberapa wilayah di Spanyol
lepas dari kekuasaan Islam. lihat W. Montgomery Watt (terjh. Hartono Hadikusumo)
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 282.
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negara yang saling menolong ini saling berseteru, maka mereka akan
saling menfitnah untuk menghancurkan satu sama lain.*®

Meminta suaka karsa dari Maghrib ke Andalusia merupakan
seseatu yang sudah biasa. Ibn Khaldun pernah melakukan hal yang sama,
bahkan Ibn Khaldun pernah meminta suaka karsa ke Andalusia dua kali.*’
Pertama selama tiga tahun lalu ia pulang ke Maghrib atas kehendaknya
sendiri. Kedua, dilakukan selama tiga bulan dan ia kembali Maghrib
karena memang dipaksa untuk kembali.*®

Kondisi politik kekuasaan kerajaan pada masa Ibn Khaldun juga
sedang mengalami perpecahan. Bagian negara Maghrib setelah
musnahnya kekuasan Daulah Muwahhidin menjadi tiga negara, yaitu
Bani Marin di Barat Jauh (a/-Maghrib al-Ags. Bani “‘Abd al-Wad di
Barat tengah dan Bani Abu Hafsh di daera 2
disebut dengan daerah Afrika bagian timyr:>

Kekuasaan Abu Hafsh adalah

ah di antara

ketiga negara tersebut. Hal ini disebabk ) : g berada di
antara dua negara Abd Wa’d d / ing ‘berperang.
Akibatnya Abu Hafsh menj \ erjadi” peperangan
dari kedua negara tersebut. itara A Lifmisan (Tleemen:

kota yang ada di Algeria)y ad ol g daulah Abu Hafsh pada
kenyataan mempunyai y o erat dengan Bani Marin.*’

henti ini, menyebabkan
luas daerah kekua egara tersebut, berubah-rubah,
terkadang menjadi lebih kecil. Para penguasa

Andalusi i ‘ )

berpinda anya sudah mati. Akibatnya regenarasi tidak
dapat berjalan \dl dan selalu ada pertikaian antar keluarga.
Inilah yang me n Tbn Khaldin membuat analisa mengenai jika
kekuasaan sudah.melemah maka akan sulit untuk bangkit kembali dan
pentingnya faktor asabiyah (nasionalisme) dalam suatu negara untuk
mencapai kej ayaan.3 !

%% Sati’ al-Hashri, Dirasat ‘an Muqaddimah, him. 57.

*” Tbn Khaldun, al-Ta rif; hlm. 99.

% Tbn Khaldun mendapat surat dari gubernur Maghrib agar pulang. Tujuan agar
mau ikut berperan dalam membangun daerahnya. Lihat Ibn Khaldun, a/-7ar7f, him. 235.

** Tbn Khaldun, al-Ta rif bi Ibn Khaldun wa rihblatuhu, hlm. 232.

**Ibn Khaldun, al-Tarif bi Ibn Khaldun wa riblatuhu, hlm. 244.

' Tbn Khaldun menerangkan bagaimana sebuah negara mulai mengalami
kemerosotan. Faktor utama yang menyebabkan sebuah negara melaui redup adalah
hilangnya jiwa nasionalisme (kebersamaan) dan faktor ekonomi. Ibn Khaldun
menceritakan bagaimana kekuasaan Bani Umayyah mencapai puncak kejayaannya
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Dunia Eropa pada masa Ibn Khaldun mengalami masa degadrasi
yang besar. Kerajaan Romawi Timur, pada masa itu mengalami masa
kehancuran, disebabkan Kerajaan Turki Utsmani menyerang Romawi
Timur, yang mengakibatkan kekuasaan Romawi Timur habis dan yang
tersisa hanya kota Konstantinople dan sekitarnya. Pada saat yang sama
Rusia juga sudah menjadi bagian dari kekuasaan Tar Tar. Sementara itu,
Perancis dan Inggris mengalami peperangan lebih dari seratus tahun
(1338-1452 M).*> Perang antara Perancis dan Inggris tersebut telah
merusak ekonomi kedua kerajaan.

Eropa pada saat itu diselimuti dengan kegelapan dalam dunia
peradaban. Mereka mengalami degradasi dari pola berfikir untuk
menggabungkan antara akal dan agama menjadi berfikir untuk mengkritik
akal dan menjaga agama secara utuh. Pad i
mengalami masa kegelapan yang dikenal d

Pada masa tersebut masyarakat Eropa sedang unduruan
intelektual. Zaman kelam tersebut b ahun dan
mulai bangkit kembali pada abasosid sedang
runtuh, baik dari ekonomi, * Oleh
karena itu, wajar jika pada o’ sebenarnya
mempuyai jarak yang tidak 1 \dengan. ) aCakan tetapi tidak

berangkat atau mengunju

hawashi’®

ketika jiwa nasionalis &%rtumpu pada keturunan Abdi Manaf telah terkoyak dan
sedikit demi sedikit hilang\ "Akhirnya terpecah belah dan dikalahkan oleh Bani
Abbasiyah. Lalu Bani Abbasiyah juga kehilangan jiwa nasionalisme, hingga runtuh
kekuasaannya. Demikian pula kekuasaan Bani Al-Aghlab di Afrika. Lihat Ibn Khaldun,
Muqgaddimah, hlm. 230-233.

32 Lihat Astri D.H dan Faisal A. Nadif, Sejarah Perang-Perang Besar Dunia
(Yogyakarta: Familia, 2011), hlm. 71-73.

 Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis (New York: Oxford
University Press, 1954), hlm. 53.

* Astri D.H dan Faisal A. Nadif, Sejarah Perang-Perang Besar Duni, hlm. 76.

% Djaja Wahyuni, Sejarah Eropa (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 24.

 Hawashi adalah bentuk jamak dari kata Aashiyah, yaitu menambah
keterangan dari sebuah kata atau ungkapan. Memberi catatan pinggir, komentar, dan
tambahan. Lihat Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-
Indoneisa (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1998), him.
722.
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penulisan dicampuri dengan unsur-unsur non Arab.*® Pada saat inilah, Ibn
Khaldun memperingatkan dan mengoreksi kekeliruan para ulama dengan
pendekatan sejarah, sebagaimana yang ditulis dalam kitab Muqaddimah.
Ibn Khaldun mengkritik metode penulisan sejarah para ulama
pendahulunya. Karena banyak mengungkapkan cerita-cerita yang
dikarang-karang. Mereka dianggap banyak menambahi cerita-cerita yang
tidak perlu untuk diungkapkan. Bahkan banyak tulisan yang diulang-
ulang dan banyak penjiplakan.®

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui keberadaan
Ibn Khaldun ketika ia berada adalah dalam masa kemundurun politik baik
di dunia Islam yang ditandai munculnya kerajaan-kerajaan Islam, maupun
Barat (Eropa). Bahkan, yang muncul
memperoleh kekuasaan dan muncul banyal

alil syariat dengan dibarengi
iran tersebut sangat berdasar pada

37 Diantara ulamja besar yang sejaman dengan Ibn Khaldun adalah Ibn Hajar al-
Athgqalani. Beliau mensyarah kitab Sahih al-Bukhari. Kitab ini sangat terkenal hingga
saat ini dan menjadi rujukan para sarjana untuk memahami maksud sebuha hadis yang
diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ibn Hajar hidup pada 1372—1448 M. Ibn Hajar pernah
mengkritik Ibn Khaldun, bahwasanya terlalu banyak bicara dalam memutuskan perkara
dan bertele-tele ketika menjadi hakim. Lihat Muhammad ‘Abdullah ‘Inan, /bn Khaldun
Hayatuhii wa Turathuhu al-Fikri (Kairo: Muassasah Mukhtar 1i al-Nashr wa al-Tauzi",
1991), him. 102-104.

¥ Al-Sa’idi, al-Mujaddidun fi al-Islam (Kairo: 1382, hlm. 90

3% Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 3-4.

* Dalam Qamus al-Muhdath pada bab Harf “ain juz 1 halaman 1474 sebagai
mana di program al-maktabah al-Shamilah dijelaskan bahwa makna ‘Asabiyah adalah
nationalism (rasa nasionalisme). Penerjemah buku Mugaddimah mengartikan ‘Asabiyah
dengan solidaritas sosial. lihat Ibn Khaldun, Muqgaddimah Ibn Khaldun (terjemahan
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sitaturahim antara seluruh elemen masyarakat. Meliputi keluarga
(keturunan atau bukan), masyarakat badui (desa) dan kota, anak-anak,
pemuda, orangtua, pemuka atau tokoh masyarakat, hingga penguasa.”'
Tujuan untuk mencapai kejayaan negara akan berhasil apabila sudah
terbentuk satu ikatan, satu tujuan, persamaan persepsi, satu organisasi,
satu bangsa dalam satu negara. suatu negara yang memiliki banyak suku

Ahmadie Thoha) (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 188. Berbeda dengan
terjemahan Masturi, Malik Supar dan Abidun Zuhri diterbitkan oleh Pustaka al-Kautsar,
2001, yang mengartikan dengan kesukuan. Terjemahan solidaritas sosial lebih tepat,
karena mengandung pengertian yang berbeda dengan hadithﬁng\menyatakan:

> ol olgy) o ol n Sl ol s el 0 B8 o o s ) L3 e G ! U8 s e 81 o 1 0
Artinya: “Bukanlah golongan kami yang menyeru Antuk. ki
kesukuan dan mati karena membela suku”. Abu ,
al-Fikr, tt), jilid 2, hlm. 753. Makna ‘Asabj W
Wahhab Chasbullah yang berjudul Cinta Tanah “Hubbul Waton”, :
Ya ahlal wathon ya ahlal wathon-Hubbul wathon minal iman (Wahai anak bangsa wahai
anak bangsa- Cinta tanah air itu bagian dari iman)\ \ \\3 \\\\\\)
Hubbul wathon ya ahlal wathon - Wa la takun ahlal hirman (Cinta tanah air wahai anak
bangsa- Dan janganlah kalian menjadi orang yang tertinggal)\\ §\>\/
Innal kamala bil a'mali-Wa laisa dzalika bil agwaali (Sesungguhnya kesempurnaan
(Cinta tanah air) itu diringi perbuatan-tidak hanya sekadar ucapan)
Fa'mal tanal ma fil amal-Wa la takun mahdhol gawal (Berbuatlah, akan kau dapatkan
semua angan-angan - Dan jangan hanya bisa berucap belaka)
Dunyakumu ma lil maqorr- Wa innama hiy lil mamarr (Duniamu hanyalalah tempat
untuk lewat- Bukan tempat untuk menetap)\\\\>
Fa'mal bimal maula amar - Wala takun bagorozzimar (Maka amalkan apa pun perintah
Tuhan - Dan jangan jangan jadi sapi para peniup seruling)
Lam ta'lamuu man dawwaruu - Lam ta'qilu maa ghoyyaru (Kamu tidak tahu siapa yang
mengendalikan - Kamu juga tidak mengerti apa saja yang mereka ubah)
Alyna intihau ma sayyaru - Kaifa intihau ma shoyyaru (Tak tahu dimana perjalanan
mereka akan terhenti - (Juga) Tak jelas bagaimana semuanya ini akan mereka akhiri)
Am humu fihi saagokum - llal madzabihi dzabhakum (Tak tahu, apakah mereka sedang
menggiringmu - ke tempat jagal untuk menyembelihmu)
Am i'tagoukum ugbaakum - Am yudiymuu a'baakum (Ataukah mereka membebaskan
leher kalian - Atau malah melanggengkan beban kalian)
Ya ahlal uqul assalimah - Wa ala alqulubi al a’zimah (Wahai yang memiliki akal waras -
Wahai yang memiliki hati kokoh)
Kuunu bi himmah a'liyah - Wa la takun kassaimah (Tetaplah kalian dengan spirit
menggelora - Dan jangan menjadi laksana hewan piaraan)
Lihat  http:/www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids.48-id,46499-lang.id-c,puisi-
t.Syair+Cinta+Tanah+Air+tKH+Wahab+Chasbullah-.phpx. Diakses tanggal 12 Maret
2015.

*! Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 102-115. Tbn Khaldun dengan tegas
mengatakan : ieady 0 U)W, “Kejayaan negara bisa dicapai dengan adanya

solidaritas sosial/nasionalisme yang kuat”. Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 105.
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tapi tidak diikuti jiwa solidaritas atau nasionalisme maka akan sulit
membangun negara. Karena akan saling bertengkar.**

Solidaritas sosial yang semakin kuat, besar dan luas antar elemen
negara akan meningkatkan gotong royong dan saling membantu.
Sehingga akan ditakuti oleh lawan-lawan dan musuh-musuh. Hasil yang
akan dicapai dengan terciptanya solidaritas sosial (nasiobalisme dan
patriotisme) adalah kekuasan.®

Kejayaan suatu negara sangat ditentukan oleh tingkat
nasionalisme atau solidaritas sosial. Namun demikian Ibn Khaldun
memberikan contoh beberapa penguasa yang memerintah negara tanpa
adanya ‘asabiyah. Walaupun kaidah yang dia tetapkan adalah kejayaan
negara ditentukan oleh tingkat solidaritas ial, ternyata terdapat
pengecualian. Ada negara yang tetap berdiri I}

Kejayaan sebuah negara ini tidak akan tercapa anpa perjuangan
dan untuk perjuangan dibutuhka
Solidaritas sosial sangat berguna
yang kuat untuk mencapai
Kedaulatan negara membut

harus didukung denga
pendukung. Karena
kedaulatan. Tujuan
hakekatnya ked
menguasai

gan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahte ii an dengan ‘umran. Kata ‘Umran

sperity (keadaan negara yang masyarakatnya

aha) atau juga diartikan civilisation atau juga

sering disebut t@@ *’Makna lain dari ‘umran kondisi suatu negara
)

** Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 130. Dia menyatakan:
gl L Sonrd OF 5 bl 5 oLl 3,0 0oy 0
Artinya: Sebuah negara yang terdiri dari banyak suku bangsa dan kesukuan
maka akan sulit mencapai stabilitas negara.
* Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 110.
* Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 124. Dia mengatakan :
Tmanll o grad Wgs S Olad) ol aed g 5 o
* Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 122.
* Jlyas Anton Ilyas dan Edwar L Ilyas, A/-Qamus Al-‘Asri ‘Arabi-Inkilizi
(Kairo: Elias” Modern Press, 1962), cet. 9, hlm. 458. ‘Umran juga diartikan dengan
Tamaddun atau civilisation yang berarti peradaban. Lihat William Thomson Wortabet,
et al., Qamus ‘Arabi Inkilizi, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1984), Edisi V, hlm. 439.
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yang penduduknya aktif dan ramai dalam keahlian masing-masing dalam
usaha ekonomi.*’

Ibn Khaldun menggunakan kata ‘umran dalam konteks
bersinggungan dengan masalah ekonomi. ‘Umran tersebut selaras dengan
makna kemakmuran. Ibn Khaldun menegaskan bahwa kajian dalam
metode penulisan sejarah harus bersandar pada tabiat ‘umran, tabiat
kebiasaan dan prilaku serta memperhatikan kaedah-kaedah politik.**

Ibn Khaldun menggunakan istilah ‘Umran mengarah ke suatu
aspek utama dalam pembangunan masyarakat dan negara yaitu ekonomi.
Ibn Khaldun menegaskan bahwa kekayaan (wealth) merupakan poros
atama penggerak peradaban (‘umran).® Ibn Khaldun memberikan makna
‘umran sebagai sebuah kehidupan masyarakat pada satu kedaulatan
negara yang hidup bersama secara aman da
kehidupan. Indikator ‘umran yang ditetap
adalah aspek solidaritas, psikologi,
masyarakat, aspek ilmu pengetahuan, |
utama adalah aspek ekonomi.”® Sémua\indikato dinyatakan

diantaranya
a_golongan

sebagai indokator kemajuan ata :
‘Umran yang dimaksud aitan dengan
hubungan interaksi antar uhi kebutuhan

kesejahteraan masy
kebutuhan material
sangat erat kai
masyarkat. Teori

aan in t hanya terpenuhi
utuhan spiritual. ‘Umran
han~dan perkembangan ekonomi

ikembangkan oleh Ibn Khaldun
menegaskan ah.makhluk sosial yang saling bekerja
sama dan sali 1g untuk memenuhi kebutuhan hidup dan
dalam mempertah J‘dupan. Kemakmuran dan kesejahteraan

47 Ahmad al-&@:}zl. Al-Mu‘jam al-‘Arabi al-Asasi (Tunis: Al-Muzzamah
al-‘Arabiyah li at-Tarbiyah wa ath-Thaqafah wa al-‘Ulum, 1988), him. 866.

* Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 9.

¥ Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 39. Dalam pembukaan pengantar buku
Mugaddimah, Ibn Khaldun menggunakan pilihan kata yang indah dengan
menggabungkan 7¢imar dan kemudahan ekonomi. Lihat Ibn Khaldun, Mugaddimah,
him. 3.

*% Ibn Khaldun menulis makna ‘umran :

S e Ogledl e agel (3 U el cliatily el U s ol e 3 iy (STacll sag Ofasll

Ibn Khaldun, Muqgaddimah, him. 4. Lihat juga halaman 35.

°! Aspek-aspek yang meliputi corak kehidupan, cara hidup dan berbagai macam
keahlian, ilmu pengetahuan beserta pengajarannya, tata kota dan politik menjadi unsur
utama dalam proses bangunan ‘umran. Lihat Mustafa ash-Shak‘ah, A/-Usus al-Islamiyah
fi Fikr Ibn Khaldun wa Nazariyatihi (Kairo: Al-Dar al-Misriyah al-Lubnaniyah, 1988),
hlm. 13.
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rakyat akan tercapai dengan jalan kerjasama.’® Kekuatan ekonomi dengan
terciptanya ‘umran membutuhkan ‘asabiyah. Semakin kuat nilai-nilai
‘asabiyah makan kekuatan ekonomi akan semakin panjang. Jadi ‘asabiyah
adalah kekuatan penggerak negara dan merupakan landasan suatu negara
atau dinasti. Namun bilamana negara, atau dinasti tersebut telah mapan
maka ia akan berupaya menghancurkan ‘as.abz_'yab.53

Suatu negara dibangun berdasarkan solidaritas yang muncul dari
persatuan antar beberapa golongan. Salah satu golongan di antara mereka
ada yang lebih kuat. Golongan itu dapat berkuasa dan mengatur golongan
lain. Karena dapat menguasai kekuatan lain dan menghimpun semua
kekuatan yang kuat dan bisa menjamin untuk mendapatkan kemenangan.
Kekuatan timbul dari kekuasaan yang di dalamnya terdapat sejumlah
orang terkemuka yaitu orang-orang yang pilih~ sebagai pemimpin.
Mereka inilah yang mampu menguasai
akhirnya para penguasa tersebut akan salir k asaan. Jika hal

itu terus berlangsung, berarti negara >t
Pemimpin yang kuat m . kekuasaan
dan dapat menyatukan solid kian itu dapat
dicapai oleh raja/kepala negar a/kepala negara
yang kedua, ketiga d pada kekuatan dan

merasaka na\ berjuangu endapatkan kemenangan dan
berdirip : K \ gara sudah berdiri tegak, maka
penguasan emilih bermalas~malasan dan bermewah-mewahan.
nk: an. itas yang telah dikuasai bisa lepas. Hal ini
ka -\ nya usaha sebagian golongan untuk lebih
k

mendekati pe a angj berdaulat. Mereka akan berusaha untuk
mendapatkan r%ua\a dan kedudukan sampai berhasil. Akhirnya
timbul rasa cemburt (iri hati) pada sebagian golongan lain yang
menyebabkan saling bersaing dan mengadu kekuatan untuk

mempertahankan hawa nafsu agar bisa hidup senang dan hidup bernewah-
mewah dengan harta yang berlimpah.”

2 Mustafa ash-Shak‘ah, A/-Usus al-Islamiyah fi Fikr Ibn Khaldin wa
Nazariyatihi (Kairo: Al-Dar al-Misriyah al-Lubnaniyah, 1988), hlm. 68.

>3 Ibn Kahldun, Mugaddimah, him. 122.

> Ibn Kahldun, Mugaddimah, him. 113. Beliau menyatakan bahwa sifat-sifat
pemimpin adalah beribut kekuasaan, el olds o st of

>> Ibn Kahldun, Mugaddimah, him. 122.

*6 Ibn Kahldun, Mugaddimah, him. 111.
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Suatu negara yang mengadakan pemusatan kekuasaan ditangan
seseorang tertentu. Pemimpin dan rakyat hidup dalam kemewahan yang
berlebihan, dan hidup bermalas-malasan, berarti negara sudah mendekati
kerentaan dan kehancuran. Generasi suatu negara, menurut Ibn Kahldun,
dapat dibagi menjadi tiga.

Pertama, Generasi ini hidup dalam keprihatinan dan jauh dari
kemewahan. Pada generasi ini ditandai dengan ‘asabiyah, yang hidup
masih dalam kekasaran, keberanian, hidup mengembara (nomadik) dan
watak-watak lain pengembara yang khas, seperti kehidupan yang berat
dan sulit. Karena pengembara di padang pasir, justru sifat berani dan
keinginan untuk mendapat bagian dari kehormatan akan muncul. Semua
ini berarti, bahwa kekuatan ‘asabiyah yang menyatakan rakyat masih
tetap kukuh, yang membuat rakyat itu diseg berkekuatan serta
sanggup menguasai bangsa-bangsa lain.>’

Kedua, adalah generasi yang beralih d mitif yang
keras ke kehidupan kota yang penuh d i kedua
prosesnya telah melampaui bentuk enuju
kehidupan menetap, terbawa ol enikmati
kehidupan mewah. Mereka telah'n g kasar dan
mengikuti kehidupan yang ad r1ode ini mulai
terjadi perubahan dalan engan melemahnya
‘asanyab memud an masyarakat yang

Ketig 3 gembara dan perjuangan
Seolah-ol 'klan tidak pernah ada. Juga
mereka tela m ’ kua an ‘asabiyah, karena terbawa oleh

keadaan yang- \bi iperintah. Kemewahan telah merusakkan

dalam kehidupan yang serba senang dan
mudah. Sebagai a\'bi ereka menjadi beban negara, seperti halnya
kaum wanita dan g&,\) yang perlu dilindungi. ‘asabiyah telah pudar
sama sekali, dan kemampuan mempertahankan diri dan melawan musuh
dilupakan sama sekali.

Itu sebabnya mereka lalu hanya mengelabui mata rakyat dengan
tanda-tanda pangkat, pakaian mahal, dan kendaraan mewah. Padahal
mereka tidak lain adalah pengecut. Bila ada orang yang menuntut
kekuasaan atau menyerang kerajaan, mereka tidak akan sanggup
mengusir orang itu. Akibatnya kepala negara terpaksa mempercayakan
pertahanan kepada orang lain, dengan banyak mempergunakan tentara
sewaan, yang sedikit atau banyak menggantikan kedudukan

°7 Ibn Kahldun, Mugaddimah, him. 135.
*¥ Ibn Kahldun, Mugaddimah, him. 136.

76



pahlawan-pahlawan, perang yang asli dan bebas. Ini berlangsung sampai
Allah mengizinkan negara itu hancur dengan segala isinya.

Pada generasi ketiga ini, negara mengalami kehancuran. Sebab
generasi ini tenggelam dalam kemewahan, penakut dan kehilangan rasa
hornat, keperwiraan, dan keberaniannya. Pada generasi ini, pemegang
kekuasaan dipaksa untuk minta bantuan pada tenaga sekutu untuk
mendapat proteksi guna mempertahankan negara di saat negara tersebut
mendapat serangan dari luar. Pendapat Ibn Khaldun yang menyatakan
bahwa peradaban akan menghancurkan negara sejalan dengan pendapat
Rousseau yang menyatakan bahwa peradaban telah menghancurkan
manusia dan moralnya.60

Adapun landasan bangunan negara kerdj
kekuatan militer dan ‘asabiyah. Kedua, keua

aan ada dua. Pertama,
ang menjadi landasan

mengalami kegoncangan bilamana ked an. tersgbut mengalami
kegoncangan. Ibn Khaldun mengen

yang sangat luas.
Ibn Khaldun e

\ ang-dibangun mempunyai

OU ]
didasarkan pada “ke AT\ n ataan tidak selalu berjalan
mulus, atau berjalan A satl ] [nilalyantara lain yang membuat Ibn

empat generasi ingrmasing generasi berumur empat puluh
i Khaldun secara terang-terangan menyatakan
seratus dua puluh tahun, yang terdiri atas tiga
asingnya berumur empat puluh tahun.®

bahwa umur ne \r\
generasi yang m%g \
)

> Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 137.

% Dharma Kesuma, “Filsafat Pendidikan Naturalisme Rousseau”, Universitas
Pendidikan Indonesia, makalah seminar akademis jurusan FSP FIP, 24 februari 2003, 8.
Rousseau memiliki nama lengkap Jean Jacques Rousseau, lahir di swis tahun 1712 dan
wafat 1778. Dia dianggap sebagai filosof besar pada jamannya.

6! < Abd al-Rahman Badawi, Mu allafat Ibn Khaldin (Kairo: Markaz al-Qaumi li
al-Buhuth al-Ijtima‘iyyah wa al-Jina‘iyyah, 1962), hlm. 26.

62 < Abd al-Rahman Badawi, Mu allafat Ibn Khaldin, hlm. 31.

63 Pendapat Ibn Khaldun ini telah dikritik oleh Sati> al-Hashri dalam buku yang
berjudul Dirasat ‘an Muqgaddimah Ibn Khaldun, dia menyatakan bahwa Ibn Khaldun
berpendapat seperti itu karena hanya menganalisa pada obyek-obyek daulah-daulahyang
kecil-kecil. Sehingga pendapat Ibn Khaldun tentang umur negara sekitar 120 tahun,
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Teori ‘asabiyah dan ‘umran yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun
menjadi syarat utama untuk pembangunan bangsa. Kedua unsur tersebut
saling terkait dan saling mempengaruhi. Pertumbuhan ekonomi untuk
menciptakan kesejahteraan masyarakat harus dimulai dengan ‘asabiyah
yang kuat.®* Nilai-nilai solidaritas sosial harus dibangun diantara unsur-
unsur masyarakat dengan penguasa. Kejayaan suatu negara akan
berlangsung lama sejalan dengan unsur ‘asabiyah. ‘Asabiyah menentukan
seberapa lama sebuah negara menikmati kejayaan. Kesejahteraan
ekonomi yang pada awalnya dinikmati seluruh lapisan masyarakat akan
hilang seiring lunturnya ‘asabiyah. Prilaku hidup mewah dan rakus akan
menghilangkan sifat ‘asabiyah. Kemudian akan muncul keserakahan,
persaingan dan pertengkaran untuk mempertahankan kehidupan foya-foya
dan penghamburan kekayaan. ‘Umran tidak a_dicapai dengan
sempurna jika unsur masyarakat tidak bisa aburasi dan tidak
memiliki jiwa nasionalisme. Ibn :\1. an bahwa

pengalaman pribadi yang sangat\ panj tan “beliau  untuk
mencermati setiap fenomen i ohasilk jah teori bangkit

ag komprehensif untuk
n Khaldun menukil sebuah

Masyarakat. Ibn Khald

menciptakan negara yang kuat. da
cerita yang ber ari A
menyebabé&%& >nj

dianggap kuran\g\qg)\qt. that %al-Hashr‘i, Dirasat ‘an Muqgaddimah Ibn Khaldun,

hlm. 358. \m

% Tbn Khald%m1 akan dalam sebuah sub bab ke 8 yang didalamnya
dijelaskan bahwa kebesa kemajuan serta kekuatan sebuah negara ditentukan oleh
asabiyah (jiwa nasionalisme). Lihat Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 129.

5 Lihat Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 224

% Tbn Khaldun menukil kisah dari al-Mas‘udi dalam kitab Muruj al-Dhahab.
Lebih jelas lihat al-Mas‘udi, Muruj al-Dhahab, jilid 1, hlm. 109. Dalam ebook. Lihat
juga di http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i000068.pdf.
Diakses tanggal 17 Maret 2015. Beliau menyatakan:
S 5o Yy (U V) it 18 Yy cady sl oF padlly caellar Lo ol oLy 2t VL e o Y UL )

Jad V] S lenll Jos Vg (glanlls W) W] e ¥y (UL V) J Ul Ny (s V)

Lihat http:/www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=308131. Diakses 17 Maret
2015. Lihat juga Ibn Khaldun, Muqgaddimah, hlm. 224. Varibel-variabel yang
diungkapkan oleh Ibn Khaldun ini dijadikan teori pembangunan Islam oleh Muhammad
Umar Chapra dalam beberapa karya tulis. Diantaranya adalah makalah yang diberi judul
Ibn khaldun’s theory of Development: does it help explain The low performance of the
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Teori ini diformulasikan kembali oleh Muhammad Umar Chapra®’
dalam sebuah model untuk dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi
kontemporer. Menurut Muhammad Umar Chapra, masing-masing
variabel berada dalam satu lingkaran yang saling tergantung dan saling
mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Dia membuat sebuah
konfigurasi yang diberi nama /bn Khaldun of Socio-Economic and
Political Dynamics sebagai berikut:

ing variabel tersebut (G, S, N, dan W) memperkaya
n., Karena semua variabel memberikan kontribusi
terhadap kesejahteraan atau kebahagiaan masyarakat. Sedangkan variabel

Present-day muslim world? Lihat http://www.uned.es/congreso-ibn-
khaldun/pdf/12%20Umer%20Chapra.pdf. Diakses 17 Maret 2015. Lihat juga dalam
buku Muhammad Umar Chapra, Morality and Justice In Islamic Economics and Finance
(UK: Edward Elghar Publishing, 2014), hlm. 95-101. Lihat juga M. Umar Chapra, Masa
Depan Ekonomi: Sebuah Tujuan Islam (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hIm. 129-135.

67 Muhammad Umar Chapra adalah penasihat peneliti di Islamic Research and
Training Institute (IRTI) of the Islamic Development Bank (IDB). Lihat
http://www.uned.es/congreso-ibn-khaldun/pdf/12%20Umer%20Chapra.pdf. Diakses
tanggal 16 Maret 2015.

% Muhammad Umar Chapra, Morality and Justice in Islamic Economics and
Finance, hlm. 98.
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keadilan mencakup semua aspek kehidupan. Keadilan untuk menciptakan
masyarakat yang peduli terhadap sesama dan persamaan sosial.”

Variabel Syariah (S) mengacu kepada nilai-nilai dan lembaga atau
aturan perilaku yang membuat masyarakat (N) bersedia untuk memenuhi
kewajiban mereka terhadap sesama dan mencegah perilaku social yang
menyimpang. Aturan perilaku dapat bersifat formal dan informal, baik
tertulis ataupun tidak tertulis. Setiap masyarakat memiliki aturan
perilaku berdasarkan system nilai masing-masing yang disepakati oleh
masyarakat itu.”

Chapra menyatakan bahwa Ibn Khaldun menjadikan malik (G)
sebagai variabel terikat (dependent variable) untuk menjelaskan kejayaan
dan runtuhnya suatu dinasti (negara) atau pun peradaban. Menurutnya,
an dan kelemahan
kebijakan politik penguasa. Penguasa dalam h atah (G), harus

menjamin kesejahteraan masyarakat . ipte esejahteraan
dengan menyediakan lingkungan yang “sesuai k aktualisasi
pembangunan (g). Pembangunan yang-d n_harus. berorientasi pada
distribusi kekayaan (W) berdas i j t pentingan
bersama dalam jangka panjang.

Ibnu Khaldun )" utama dalam
pembangunan negara. adalah Shari‘ah,
kekuasaan politik masyarakat (Rijal),
kekayaan atau sumb bangunan ( ‘/marah) dan

keadilan ( ‘Ad)) bahwasanya mal atau keuangan
negara mer sebuah negara. Keuangan negara
akan terganggu h -~ : , yaitu pemborosan anggaran,

pat tinggi, penyelewengan anggaran dan
ra yang besar. Ketidak seimbangan antara
waran’ negara akan menyebabkan keruntuhan

korupsi, inflas
pendapatan dan

% Muhammad Umar Chapra, Morality and Justice in Islamic Economics and
Finance, hlm. 99.

" Muhammad Umar Chapra, Morality and Justice in Islamic Economics and
Finance, him. 100.

" Muhammad Umar Chapra, Morality and Justice in Islamic Economics and
Finance, (UK: Edward Elghar Publishing, 2014), hlm. 101-102.

™ Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 224. Lihat Muhammad Umar Chapra,
Morality and Justice In Islamic Economics and Finance (UK: Edward Elghar Publishing,
2014), hlm. 98.
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C. Dimensi Kesejahteraan Ekonomi Negara

Ekonomi dapat mempengaruhi kondisi negara, maka sejak awal
sudah menjadi bahasan para ahli bahwa ekonomi merupakan salah satu
penentu kebangkitan atau runtuhnya suatu rezim kekuasaan. Ibn Khaldun
adalah tokoh muslim generasi awal yang menganalisis secara sistematis
fungsi ekonomi, pentingnya teknologi, spesialisasi dan perdagangan luar
negeri, surplus ekonomi dan peran pemerintah serta kebijakan stabilisasi
dalam peningkatan output dan kesempatan kerja. ”* Teori-teori ekonomi
umum yang koheren tersebut merupakan kerangka kerja dalam
kebangkitan maupun kehancuran negara.”

Ibn Khaldun menemukan teori-teori kebangkitan ekonomi suatu
negara. Teori-teori ekonomi yang ditemukan merupakan dasar utama
dalam pembangunan dan pemerataan ekono buah negara. Diantara
teori-teori tersebut adalah masalah toeri harga i pengangguran,
teori pembagian kerja, teori penaw & (supply dan
demand), teori produksi dan lain-lai ?\ %

Ibn Khaldun telah menetapkan teori harga. Dalam hal ini, Ibn
Khaldun membagi jenis barang menjadi tiga macam, yaitu barang
kebutuhan pokok, barang kebutuhan tambahan dan barang mewah.”” Ibn
Khaldun menyatakan bahwa bila pada suatu kota berkembang pesat dan
populasinya semakin bertambah banyak, maka harga barang-barang
kebutuhan pokok akan diprioritaskan untuk disediakan. Sehingga akan
terjadi peningkatan penawaran. Akibatnya akan menurunkan harga
barang-barang kebutuhan pokok. Sedangkan untuk barang-barang mewabh,
sejalan dengan perkembangan dan juga perubahan gaya hidup masyarakat
di kota, maka permintaan barang-barang mewah akan meningkat
sehingga akan menaikkan harga-harga barang tersebut.’®

Ibn Khaldun menegaskan bahwa mekanisme keseimbangan pasar
ditentukan oleh n\l)ekanisme penawaran dan permintaan. Penawaran dan

O

7 Fidinya Fi oj Hastuti, Biografi Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Khaldun.
http://id.scribd.com/doc/86154596/Biografi-Ibnu-Sinna-Al-Farabi-Ibnu-khaldunscrib.
Diakses 10 Januari 2015. Lihat juga Jean David C. Boulakia, “Ibn Khaldun: A
Fourteenth-Century Economist,” the uiniversity if Chicago Press, Journal of Political
Economy, Vol. 779, No. 5 (Sep.-Oct., 1971). 1105-1118.
http://www.jstor.org/stable/1830276. Diakses tanggal 29 Desember 2015.

™ Maula al-Mustafa al-Burjawi, ‘al-Fikr al-Iqtisadi ‘Inda Ibn Khaldun’, lihat
artikel di http://www.alukah.net/culture/0/19877/. Diakses tanggal 28 Februari 2016.
Lihat juga Mahmud ‘abd al-Karim Ahmad Irsyid, ‘Ishamat al-‘Allamah ‘Abd al-
Rahman Ibn Khaldun fi al-Fikr al-Iqtisad al-Islami min Khilal al-Muqaddimah’, artikel
lihat di https://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/shmt-1lm-bd-Irhmn-
bn-khldwn-fy-1fkr-Iqtsdy-Islmy.pdf. Diakses tanggal 27 Februari 2016

7 Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 286-287

78 Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 287-288
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permintaan dalam mekanisme pasar dijelaskan dengan jarak antar daerah
penyedia barang. Harga barang akan mengalami kenaikan jika
ketersediaan barang sedikit karena jarak yang jauh antar daerah penyedia
barang. Namun apabila daerah penyedia barang berjarak tidak jauh dan
terjaga keamanan dalam perjalan, maka barang-barang kebutuhan akan
tersedia cukup banyak, akan menyebabkan harga-harga menjadi turun.”’

Ibn Khaldun juga membahas masalah stabilitas harga.
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari stabilitas harga di pasar.
Fenomena fluktuasi harga-harga di pasar sangat memepengaruhi
pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal itu terjadi karena semua fungsi-
fungsi ekonomi saling terkait dengan motif masyarakat untuk melakukan
aktivitas ekonomi. Ibn Khaldun menegaskan bahwa jika harga barang-
barang di pasar mengalami penurunan terus menerus dan berlangsung
cukup lama (deflasi) maka akan menyebabkan turunnya tingkat
keuntungan pihak pensuplai. Akibatnya adalah pihak supllayer tidak
dapat bisa menyimpan keuntungan atau laba untuk diinvestasikan dimasa
mendatang. Akibat jangka panjangnya adalah tidak bisa menutupi biaya
produksi maupun belanja barang yang akhirnya semua pihak terkait akan
mengalami kerugian dan bisnis akan jatuh.”® \\v V

Ibn Khaldun juga mengemukakan teori permintaan dan
penawaran barang. Teori permintaan dan penawaran barang dikenal
dalam ilmu ekonomi dengan istilah teori demand dan supplay. Ibn
Khaldun membuat gambaran sederhana tentang teori permintaan dan
penawaran. Ibn Khaldun menyatakan bahwa jika permintaan atas barang-
barang yang diproduksi terus meningkat maka barang tersebut akan
menempati posisi seperti barang kebutuhan pokok yang diperebutkan
oleh seluruh masysarakat. Sebaliknya, jika permintaan atas barang-barang
cenderung menurun maka harga akan cenderung turun. "’

Teori permintaan ini terus berkembang. Dalam teori ilmu
ekonomi dikenal dengan istilah hukum permintaan yang menyatakan
bahwa hubungan antar barang yang diminta dengan harga barang
memiliki hubungan terbalik. Ketika harga naik maka jumlah barang yang

" Ton Khaldun, Mugaddimah, hlm. 288

® Salman Syed Ali, Economic Thought of Ibn Khaldun (1332-1406 A.D.)
(Jeddah: IRTI, Islamic Devolopment Bank, Agustus 2006), hlm 10. Lihat juga Ibn
Khaldun, Mugaddimah, him. 313.

" Secara sederhana Ibn Khadun mengungkapka teori permintaan dengan
menyatakan:

vl E s Wi 345 ) Aal) Bl delia)) due ST B ) w5 Rsllas dsliall Ol Ol
Artinya: “Jika permintaan atas barang-barang terus meningkat, maka barang tersebut
akan seperti barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak sehingga
harga akan mahal’. Ton Khaldun, Mugaddimah, hlm. 317.
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diminta akan menurun. Begitu juga sebaliknya jika harga barang turun
maka jumlah barang yang diminta akan naik.** Teori permintaan
(demand) dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai suatu hubungan
tertentu antara jumlah barang yang akan dibeli oleh seseorang dengan
harga barang tersebut. Pengertian lain dari permintaan adalah sutau
barang yang hendak dan bisa dibeli pada berbagai kemungkinan harga
pada jangka waktu tertentu dengan asumsi hal-hal lain tetap sama.®’
Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah tingkat pendapatan,
jumlah penduduk, keinginan atau selera, harga barang, harga barang
komplemennya dan politik.*’Ibn Khaldun menyebutkan bahwa seiring
pertambahan penduduk maka permintaan akan barang-barang kebutuhan
akan meningkat pula.® N

Ibn Khaldun juga mengungkapkan teori penawaran atau supplay.
Ibn Khaldun menyatakan bahwa jika harga barang-barang cenderung
turun maka akan merugikan produsen. Sehingga produsen akan
mengurangi produksi akibatnya barang-barang yang tersedia di pasaran
menjadi  berkurang.** Hukum penawaran dalam ilmu ekonomi
menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang maka semakin
banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah
harga suatu barang maka semakin sedikit jumlah barang yang
ditawarkan.® AR AN NGy

Ibn Khaldun juga menjelaskan teori kesimbangan harga dengan
mekanisme penawaran dan permintaan. Dia menjabarkan pengaruh
persaingan di antara konsumen untuk memperoleh barang pada sisi
permintaan. Selain itu juga menjelaskan pengaruh meningkatnya biaya
produksi disebabkan naiknya pajak dan pungutan lainnya, pada sisi
penawaran. Menurutnya, jika sebuah kota berkembang pesat, mengalami
kemajuan dan penduduknya padat, maka persediaan bahan makanan
pokok melimpah sehingga penawaran meningkat yang berakibat pada
murahnya harga barang pokok tersebut.® Analisa supplay dan demand
yang dikemukakan Ibn Khaldun ini, dalam ekonomi modern diteorikan

8 T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro (Yogyakarta: Kanisius, 2003),
hlm. 55.

81T, Gilarso, Pengantar I[Imu Ekonomi Mikro, hlm. 56.

2 T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, hlm. 57. Lihat juga Moechar
Danniel, Pengantar Ekonomi Pertanian (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), him. 24.

% Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 288.

% Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 313.

% T. Gilarso, Pengantar llmu Ekonomi Mikro, hlm. 67. Lihat juga Guritno
Mangkoesoebroto, Ekonomi Publik (Yogyakarta: BPFE, 1993), hl. 76. Lihat juga Ari
Sudarman, Teori Ekonomi Mikro (Yogyakarta: BPFE, 2000), him. 49.

% Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 286-287.
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sebagai terjadinya peningkatan disposable income dari penduduk kota.
Naiknya kelebihan pendapatan dapat menaikkan marginal propersity to
consume (kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi) terhadap
barang-barang mewah dari setiap penduduk kota. Hal ini akan
menciptakan demand baru atau peningkatan permintaan terhadap barang
mewah. Akibatnya harga barang-barang mewah akan meningkat.®’

Ibn Khaldun mengungkapkan faktor lain yang menjadi sebab
kenaikkan harga barang-barang. Selain karena faktor permintaan dan
penawaran, ada faktor penguasa yang bisa menstimulus kenaikan harga-
harga barang. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam
menaikkan nilai harga barang yang diproduksi adalah dengan cara
meningkatkan kualitas barang. Pemerintah harus mendorong produsen
untuk menghasilkan barang yang bagus untuk meningkatkan harga jual.
Pemerintah harus mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi pengusaha
agar mampu menghasilkan produk unggulan sehingga bisa bersaing
dengna pihak lain. Hal itu disebabkan karena menurut Ibn Khaldun
penguasa merupakan al-suq al-a ‘Zam.gg\\\ \\\\ \\\\\\\>

Ibn Khaldun juga menyoroti sebab-sebab naiknya harga barang
karena tingginya biaya produksi diakibatkan tarif bea cukai, pajak dan
pungutan lainnya yang dibebankan pemerintah.* Selain itu, naiknya
harga barang-barang sangat dipengaruhi oleh adanya 7htikar atau
penimbunan.”Ibn Khaldun juga menjelaskan pengaruh harga wajar
terhadap perdagangan. Harga yang terlalu rendah akan menurunkan
motivasi produsen untuk berproduksi, sedangkan harga yang terlalu
tinggi akan mengakibatkan kurangnya minat konsumen untuk membeli
barang, akibatnya pasar akan lesu.gl\x\)

Ibn Khaldun menyatakan bahwa negara merupakan penguasa
pasar (Al-suq al-a‘zam). Pemerintah harus mampu menyediakan
kebutuhan pokok bagi rakyat. Akan tetapi penetapan harga oleh
pemerintah tidak diinginkan. Harga dipasar akan mencapai kestabilan
dengan sendiri, berdasarkan hukum penawaran dan permintaan. Pada
kesempatan lainya dalam Muqaddimah, Ibn Khaldun memaparkan teori
harga berdasarkan besaran keuntungan atau margin keuntungan. Jika
keuntungan yang ditetapkan oleh pedagang terlalu tinggi, maka

87 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran ekonomi Islam (Jakarta: Gramata, 2010),
hlm. 238.

% AI-Suq al-A ‘zam dapat diartikan penguasa pasar atau pusat pasar atau pasar
yang paling besar yang harus menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pasar. Lihat
Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 317.

% Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 286-287.

% Tbn Khaldun, Mugaddimah, him. 312

! Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 286-287
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perdagangan akan sepi. Namun juga jika besaran keuntungan terlalu kecil,
maka para produsen akan enggan untuk berproduksi karena rendahnya
keuntungan. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah menawarkan harga
wajar bagi produsen maupun konsumen.”

Indikator pertumbuhan ekonomi dapat pula dilihat dari tenaga
kerja dan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran merupakan selisih
antara jumlah angkatan kerja dengan tenaga kerja yang sebenarnya. Ibn
Khaldun menjelaskan pada masa kejayaan dinasti a/-Murabitun dan al-
Muwahhidun, pertanian berkembang dan perdagangan semarak. Para
pedagang meramaikan jalan-jalan yang menghubungkan berbagai kota.
Perdagangan antara berbagai kota dan perdagangan luar negeri sangat
lancar. Pasar-pasar penuh sesak dengan pedagang baik di pedesaan

ekonomi. Muncul pula banyak keahlian
Kondisi yang demikian, menunjukkan p

bahwa angkatan
tumbuhan  ekonomi

ya_aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat.
tidak—akan berarti tanpa aktivitas kerja manusia.
Aktivitas ekon: masyarakat memegang peranan penting untuk
meningkatkan penghasilan. *° Jadi tingkat pengangguran akan berakibat
pada menurunnya tingkat kemakmuran.

oleh banyak. se
Sumber daya

%2 Ibn Khaldun, Muqgaddimah, him. 286

% Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 284. Lihat juga Husain Mu‘nis, 7arikh al-
Maghrib wa Hadaratih (Beirut: al-‘Asr al-Hadith, 1992), jilid III, him. 19.

% Ybn Khaldun, Tarikh Ibn Khaldin: al-‘Ibar wa Diwan al-Mubtada’ wa al-
Khabar i Ayyam al-‘Arab wa al-‘Ajam wa al-Barbar wa Man ‘Asarahum min Dhawi as-
Sultan al-Akbar (Kairo: Lajnatul Bayan al-* Arab, 1965), him. 979-980.

% Ibn Khaldun, Tarikh Ibn Khaldun, him. 1657.

% Salman Syed Ali, Economic Thought of Ibn Khaldun (1332-1406 A.D), hlm.
13-14.
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Teori pembagian kerja yang diungkapkan oleh Ibn Khaldun ini
dikenal dengan konsep Division of Labour yang dikembangkan oleh
Adam Smith (1729-1790 M). Dalam karyanya 7he Wealth of Nations, dia
menulis: “of the cause of improvement in the productive powers of
labour, and of the order according to which its produc is naturally
distributed among different ranks of the people””’ Menurut Ibn Khaldun,
kombinasi dan variasi pekerjaan akan menciptakan produktifitas yang
lebih baik. Misalnya dalam bidang pertanian, ternyata tidak hanya petani
yang melakukan aktifitas ekonomi namun bidang lain seperti pande besi
juga akan berjalan. Pembagian kerja yang merata akan menghasilkan
produksi maksimum sehingga negara akan mencapai swasembada barang
dan sekaligus mempunyai kelebihan supplay.
malakukan ekspor barang ke luar negeri. Maka a

neraca pembayaran
meningkat dan eko ,

Intervensi penguasa sangat diperlukan dalam penyediaan barang-
barang kebutuhan masyarakat. Kebijakan penguasa harus mampu
menciptakan harga yang wajar atas barang-barang di pasar. Dari sisi
produsen tidak boleh mengambil keuntungan yang besar sehingga akan
menurunkan penjualan. Demikian pula jangan sampai menciptakan
kebijakan yang membuat harga yang terlalu rendah sehingga semua unsur
dalam kegiatan ekonomi akan mengalami kerugian.Pemerintah harus
mampu mewadahi kepentingan produsen dan juga kebutuhan konsumen.

Selain menjelaﬁkén indikator kesejahteraan negara, Ibn Khaldun
juga menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kehancuran ekonomi
suatu negara.

Ibn Khaldun menyimpulkan bahwa salah satu yang dapat
menyebabkan suatu negara hancur adalah ekonomi.”” Ekonomi yang
dimaksud di sini adalah ekonomi negara dan juga ekonomi masyarakat.
Ekonomi secara bahasa adalah berasal dari bahasa Yunani, oikonomikos,

7 Adam Smith, The wealth of Nations, hlm. 67.

% Euis Amalia, Sejarah Pemikiran ekonomi Islam, hlm. 242.

% Ibn Khaldun menyatakan bahwa suatu negara jika ekonominya sudah mulai
merosot maka akan sulit untuk bangkit kembali. Ibn Khaldun, Muqaddimah, him. 232.
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oikonomia dari oikos (rumah, tempat tinggal) dan nemein (mengurus,
mengelola),100 yaitu sebuah ilmu sosial yang objeknya ialah sumber-
sumber yang langka, terbatas pada satu pihak dan keinginan atau
kebutuhan yang tidak terbatas di pihak lain. Pada arti yang sederhana ini,
anggota keluarga yang ikut terlibat dalam mengurus dan menghasilkan
barang-barang yang dibutuhkan oleh keluarga yang lainnya. Pengertian
ekonomi seperti ini adalah pengertian yang sangat sederhana.

Teori yang dibangun oleh Ibn Khaldun memiliki kekuatan empiris
dan teoretis tidak hanya untuk menjelaskan dampak kebijakan
pemerintah terhadap produksi dan perdagangan, investasi dan
spesialisasi, tetapi juga untuk memprediksi keberlangsungan hidup
negara. Ibn Khaldun menyatakan suatu negara akan mudah hancur ketika

sistem ekonomi negara tersebut tidak map tem ekonomi tidak
mapan oleh Ibn Khaldun disebabkan oleh b aitu antara lain
sikap boros dari para penyelenggara ne ara yang sudah
mulai menipis dan kebijakan fiska eimbangan
antara pendapatan negara deng r¢mbebani
anggaran negara. Oleh karena peringatan
agar seseorang berhati-hati jik : ini. Kesalahan
yang fatal bagi negara <da meng konormi ddpat menyebabkan

suatu negara akan ACUL., ' an-kebijakan - ekonomi yang
g anya kemakmuran justru
akan membebani macam aturan yang
mempersulit rakyat ke atan ekonomi. Akhirnya rakyat

IOOM%S @Fils;&t (Jakarta: PT Gramedia, 2000), hlm. 183

101 Faktor-ut kehancuran sebuah rezim atau negara menurut Ibn Khaldun
ada dua: 1. Hila nasionalisme kebangsaan. 2. Masalah ekonomi. Faktor
ekonomi merupaka hal yang sangat penting untuk pembangunan dam kemakmuran
sebuah negara. Jika pengelolaan ekonomi atau politik ekonominya tidak bisa membuat
ekonomi bergairah maka sebuah rezim akan mudah hancur. Lihat Ibn Khaldun,
Muqgaddimah, him. 230-233.

192 Fakta ini sudah terjadi di berbagai negara seperti Rusia yang hancur karena
kondisi ekonomi lumpuh. Kemiskinan melanda rakyat Rusia hampir mencapai titik
kritis. Negara tidak mempu menggaji pegawai dan tentara. Simon Saragih, Bangkitnya
Rusia (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm. 3. Jerman Timur hancur juga karena
ekonomi. lebih lanjut lihat Allan Grenspan, Abad Prahara Ramalan Kehancuran
Ekonomi Dunia Abad ke-21 (terj.) (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), him.
116-120. Uni Soviet juga hancur karena ekonomi. pemborosan anggaran dan tidak ada
efesiensi anggaran negara menyebabkan keuangan negara tersebut hancur. Rachmat,
Menunggu Uni Eropa Hancur, artikel, (5 Mei 2012). Diakses 12 Maret 2015.
http://www.seputarforex.com/berita/forex/editorial/detail.php?id=92981&title=menung
gu_bubarnya uni_eropa.
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tidak bergairah untuk berusaha. Ekonomi akan terhambat dan negara
akan hancur. '

Ekonomi yang menyebabkan kehancuran yang dinyatakan oleh
Ibn Khaldun ini ternyata menjadi isu faktual dalam kehidupan bernegara
saat ini.'” Joseph E. Stiglitz menyatakan bahwa globalisasi ekonomi
yang berjalan saat ini telah terbukti merusak dan meruntuhkan negara-
negara berkembang.'” Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan
tanpa perhitungan yang tepat justru membawa kepada jurang kehancuran
ekonomi. Stiglitz mengkritik kebijakan privatisasi yang tidak tepat justru
menghancurkan ekonomi. Namun demikian banyak negara yang masih
sibuk dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak layak dikerjakan.
Sehingga bukan mendapat keuntungan, malah energi pemerintah habis
untuk mengurus usaha-usaha ekonomi. Kebijal
berdasarkan kajian yang mendalam, tidak sck
politik belaka.'”® Termasuk juga kebijake

salah kebijakan eko
kebablasan, konsum

103
104 :
karena factor

agc juga karena ekonomi, bahkan kekuasaan

Hindia Belanda di fa menjadi hancur juga karena aspek ekonomi.
195" Joseph “E: itz adalah pemenang penghargaan Nobel dalam bidang
ekonomi tahun 2001. Stigli enulis sebuah buka yang berjudul Globalization and is

Discontents yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul ‘Kegagalan
Globalisasi dan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional. Stiglitz menegaskan dalam
kata pengantarnya bahwa globalisasi telah merusak negara-negara berkembang.
Bukannya menciptakan kemakmuran namun sebaliknya, kehancuran ekonomi yang
terjadi. Kesalahan-kesalahan kebijakan diterapkan dalam globalisasi berdampak sangat
buruk dalam ekonomi. Joseph E. Stiglitz, Kegagalan Globalisasi dan Lembaga-lembaga
Keuangan Internasional (terjm) (Jakarta: PT. Inapublikatama, 2012), hlm. ix.

1% Stiglitz mengkritik pemerintah yang sibuk dengan bisnis dan usaha ekonomi.
Pemerintah harus fokus untuk pembangunan ekonomi. Namun demikian stiglits juga
mengungkapkan bahwa tidak semua bidang ekonomi diprivatisasi. Harus ada kajina
mendalam bidang-bidang ekonomi yang layak untuk diprivatisasi dan ada yang harus
dikuasai pemerintah. Joseph E. Stiglitz, Kegagalan Globalisasi dan Lembaga-lembaga
Keuangan Internasional, hlm. 76-83.

197 Joseph E. Stiglitz, Kegagalan Globalisasi dan Lembaga-lembaga Keuangan
Internasional, hlm. 83-95.
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merupakan faktor-faktor ekonomi yang utama menyebabkan kegagalan
pembangunan Indonesia pada masa orde baru.'®

Lima negara di Dunia yang saat ini sedang menghadapi depresi
ekonomi karena defisit anggaran negara yang besar adalah Venezuela,
Saudi Arabia, Nigeria, Rusia, dan Irak. Kelima negara tersebut sedang
menghadapi defisit anggaran yang besar karena pengaruh harga minyak
yang murah. Negera-negara tersebut sangat menggantungkan pendapatan
negaranya dari minyak. Sehingga ketika harga minyak dunia murah,
mereka tidak mampu membiayayi kebutuhan pemerintahnnya.109 Arab
Saudi mengalami defisit anggaran yang sangat besar sepanjaang sejarah
kerajaan. Pemerintah Saudi telah berhutang sebesar 5 miliar dollar
Amerika. Hal ini menyebabkan ekonomi Arab<Saudi mulai mengalami
keruntuhan.'"® Amin Rais juga menyatak bahwa fondasi utama

tegaknya sebuha negara adalah ekonomi ¢ politik. Banyak negara

Chaniago, Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang
Keruntuhan Orde Baru (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 18-74.

19 Lihat Lily Rusna Fajriah, “Lima Negara Paling Terpuruk Pasca Harga
Minyak Dunia Runtuh” Juma’at, 1 Januari 2016,
http://ekbis.sindonews.com/read/1073812/35/lima-negara-paling-terpuruk-pasca-harga-
minyak-dunia-runtuh-1451639380. diakses tanggal 24 Maret 2016.

"% Lihat Triyoso, “ Arab Saudi Terancam Bangkrut Dalam Waktu Singkat,
Para Pangeran Kabur Bawa Harta”, 5 Februari 2016. Lihat di
http://seventhnewsservice.blogspot.co.id/2016/02/arab-saudi-terancam-bangkrut-
dalam.html. diakses tanggal 24 Maret 2016.

" Pernyataan Amin Rais tersebut bersumber dari konferensi pers dengan judul
‘Supaya Indonesia Tidak Runtuh’, dibacakan pada tanggal 3 September 2015 di
Yogyakarta. Lihat Sukma Indah Permana, “Ini Pernyataan Lengkap Amin Rais di
Yogya: Supaya Indonesia Tidak Runtuh”, Kamis, 3 September 2015. Lihat di :
http://mews.detik.com/berita/3009003/ini-pernyataan-lengkap-amien-rais-di-yogya-
supaya-indonesia-tidak-runtuhDiakses tanggal 24 Maret 2016.
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melebihi angaran pendapatan. Akibatnya anggaran belanja lebih besar
dari anggaran pendapatannya. Hal ini akan menyebabkan awal
kehancuran sebuah negara. ''?

Ibn Khaldun juga mengemukakan bahwa ekonomi akan
terguncang jika penguasa melakukan monopoli bisnis dengan tujuan
untuk bagi-bagi kemewahan kepada kroni-kroninya. Hal itu justru akan
membuktikan bahwa penguasa tidak peduli dengan rakyat dengan jalan
menguasakan bisnis kepada pihak-pihak tertentu yang dekat dengan
kekuasaan. Kebijakan penguasa untuk memberikan fasilitas yang
berlebihan kepada kroni-kroninya akan membebani anggaran negara.
Sehingga negara akan berusaha mencari sumber pendapatan yang lain
untuk menutupi kebutuhan belanja.'” Termasuk  dalam pemborosan
anggaran adalah biaya untuk tentara atau pasuk g berlebihan. Hal
itu akan membebani anggaran negara. sehingga anggara negara banyak

tersedot untuk kebutuhan pasukan dan tentara,' -
Pemborosan anggaran negara

i 3 ‘ d-masa

redupnya sebuah kekuasaan. Misa k 'ekuasaan

Bani Abbasiyah. Para penguasa keti g menghamburkan

anggaran negara untuk kebutu 1 a nting. Mereka membayar

penjaga-penjaga

~
Lebih jauh ,%i i a_keadaan akan semakin sulit jika penguasa
memerintahk \ k )berhemat sedangkan mereka sendiri hidup
dalam kemewahan dan+y

bn Kahldun, Mugaddimah, him. 133.

'3 Tbn Kahidun) M ah, hlm. 134. Untuk kasus di Indonesia beberapa
pos anggaran yang mduKb pemborosan diantaranya adalah pembelian mobil dinas
dan pembangunan gedung, \briokrasi yang gemuk, gaji PNS yang terlalu besar,
perjalanan dinas yang Kurang bermanfaat, dan boros subsidi BBM. Lihat
http://atjehpost.co/artikell/read/S-Kritik-soal-borosnya-anggaran-belanja-negara-65839.
Diakses tanggal 25 Maret 2016.

"4 Ibn Kahldun, Mugaddimah, hlm. 147. Pernyataan Ibn Khaldin bahwa
anggaran besar yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai tentara terbukti pada
negara-negara modern saat ini. Misalnya pada tahun 2013, Amerika Serikat telah
menghabiskan anggaran negaranya untuk kebutuhan militernya mencapai lebih dari 600
Miliar Dollar. Dana ini dianggap sebuah pemborosan anggaran negara. Sehingga
dikhawatirkan menggangu anggaran pendapatan dan belanja negara. negara lainya yang
juga mengalokasikan dana yang sangat besar untuk kebutuhan militernnya adalah RRC
sebesar 110 Miliar Dollar Amerika, Rusia sebesar 87 Milliar Dollar, Saudi Arabia
sebesar 67 Miliar Dollar, Inggris sebesar 60 Miliar Dollar, Perancis sebesar 51 miliar
Dollar dan lain-lain. Lihat lebih lanjut di http:/www.jejaktapak.com/2014/06/24/10-

negara-paling-boros-soal-dana-pertahanan-2013/. Diakses tanggal 25 Maret 2016.
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kerajaan.'”” Para penguasa hidup mewah dengan fasilitas yang dibayar
dari uvang negara. Pesta-pesta megah sering diadakan oleh penguasa,
padahal pendapatan negara semakin menurun karena wilayah yang
semakin sempit dan pendapatan negara yang semakin sedikit.''®

Kedua, tarif pajak yang tinggi. Menurut Ibn Khaldun hancurnya
sebuah negara disebabkan oleh tarif pajak yang membuat rakyat
‘tercekik’. Pemberian hadiah dan bonus yang besar kepada tentara,
pegawai dan pejabat negara, menuntut peningkatan pendapatan negara.
Akibatnya penguasa dengan semena-mena menetapkan berbagai obyek
pajak untuk mencapai target pemasukan negara. Selain menambah obyek
pajak, pemerintah juga meningkatkan tarif pajak yang lebih tinggi.'"’

Peningkatan tarif pajak ini pasti akan membebani masyarakat.
Jika hal ini terus terjadi maka rakyat akan ki
berdampak pada ekonomi negara. Rakyz

kemorosotan ekonomi.
Analisis ini terbukti pad
utama runtuhnya kerajaan Majapahit (12 ( disebabkan karena

kerajaan yang sang; : » dari kerajaan-kerajaan
ah memisahkan diri.'"

gan salah satu penarikan pajak
yang sangat tinggi at atnya 1sa menetapkan aturan bahwa

1gnya. Akit
sehingga pe e i@( angat rendah. Sehingga penguasa menaikkan
tarif pajak yan gal tingfgi bagi rakyat.'*® Akibat dari tarif pajak yang
mencekik rakyat menj
)

adi salah satu sebab keruntuhan negara.

5 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

1993), him. 81-82.

1% Ahmad Amin, Duha al-Islam (Kairo: Lajnah al-Ta‘lif wa al-Tarjamah wa al-
Nashr, tt), hlm. 21-22.

"7 Ibn Khaldun memberikan contoh negara yang mengalami kehancuran karena
menerapkan ratif pajak yang sangat tinggi oleh penguasa, seperti pada masa-masa akhir
daulah Abbasiyah dan daulah Ubaidiyah. Pada saat itu, penguasa menerapkan obyek atas
orang yang pergi haji. Ibn Kahldun, Mugaddimah, him. 219-220.

"8 Tbn Kahldun, Mugaddimah, hlm. 134.

"9 Slamet Muljana, Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Kerajaan-
kerajaan Islam di Nusantara (Y ogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 17-20.

120 M. Romein, Aera Eropa: Peradaban Eropa sebagai Penyimpangan
Terhadap Pola Umum (Jakarta: Penerbit Ganaco, 1956), him. 15.
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Ketiga, penyelewengan anggaran negara dan korupsi. Ekonomi
sebuah negara akan hancur seiring dengan banyaknya penyelewengan
anggaran negara. Penggunaan pos-pos belanja negara yang tidak sesuai
dengan peruntukan akan menghancurkan keuangan negara. Negara akan
dirugikan dengan menguapnya anggaran yang tidak sesuai dengan
kebijakan. Pada hakekatnya kekayaan negara adalah berasal dari pajak
yang ditarik dari rakyat. Ketika penggunaan anggaran tidak sesuai dengan
rencananya, maka hal ini merupakan penyelewengan. Pihak-pihak yang
memiliki kekuasan akan lebih mudah melakukan hal ini. Para pejabat
menyelewengkan anggaran negara untuk memperkaya diri sendiri. Uang
rakyat yang dikumpulkan dari pajak yang seharusnya untuk pembangunan
dan kesejahteraan bersama, justru diselewengkan untuk memperkaya diri.
Mereka yang memiliki kekuasaan seperti me para jenderal dan
pejabat-pejabat  lainnya memiliki  peluang
menyelewengkan anggaran negara.'>’
jika hal ini terjadi maka pembangu cgara akan te gou dan

bukan untuk pembangunan.'?

keruntuhan ekonomi dan an  buruknya
administrasi pemerintah _da 1~ pengangkatan
jabatan pemerintah.'>

Kebanyaka upsi uang negara akan
membawa kabur hartan eka mengira bahwa harta
hasil korupsi bih aman untuk dikembangkan di
tempat lai ya. Harta tersebut akan lebih

Kee i Py berkelanjutan. Ketidak seimbangan antara
persedian bar u akan menyebabkan inflasi. Inflasi akan
menyebabkan kele sar-—Padahal pasar adalah faktor utama dalam
kegiatan ekonomi.% n harga barang-barang akan mengurangi daya
beli masyarakat. Akhirnya akan menyebabkan penurunan keuntungan
pedagang.125

Inflasi akan membebani masyarakat. Inflasi akan mengakibatkan

lemahnya efesiensi dan mengurangi produktivitas ekonomi,
meningkatnya biaya modal, dan ketidakpastian biaya ongkos dan

12! Tbn Kahldun, Mugaddimah, hlm. 221-222.

122 Ibn Kahldun, Mugaddimah, him. 222.

123 Pernyataan Imam al-Maqrizi dapat diartikan dengan korupsi dan nepotisme
pada saat ini. Al-Maqrizi, [ghathah al-Ummah bi Kashfi al-Ghummah (Damaskus:
Manshurat Dar Ibn al-Walid, 1956), hlm. 79.

124 Ibn Kahldun, Mugaddimah, him. 223.

125 Tbn Kahldun, Mugaddimah, him. 223
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pendapatan. Dampak negatif inflasi dapat mempengaruhi harga,
meningkatnya tarif pajak, mengurangi pendapatan masyarakat dan bisa
merusak moral masyarakat karena meningkatkan spekulasi. Fenomena
inflasi juga akan menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang,
menghilangkan efesiensi dan investasi produktif serta menciptakan
ketidakadilan serta akan meningkatkan ketegangan hubungan sosial antar
masyarkat.'*® Inflasi jelas akan menghambat pertumbuhan ekonomi. '*’
Menurut Al-Mawardi ketika bangsa Persia mulai runtuh diawali
dengan mata uang yang nilainya mulai redup. Hal itu disebabkan
pemalsuan mata uang. Akhirnya publik tidak percaya lagi dengan mata
uang yang beredar. Nilai mata uang yang beredar sangat rendah, maka
terjadilah inflasi. Akhirnya meruntuhkan ekonomi. '*® Pada masa ‘Umar
al-Khaththab pernah terjadi inflasi, sehingga Khalifat 'ngln menggantikan

akhirnya tidak pernah dilakukan.
Imam al-Magqrizi (1366-144 ) X akan bahwa

tanpa adanya solusi akan menyebabkan ekon ne ot Masyarakat
tidak lagi bergairah untu aktifitas. datam wmi. Hal ini akan
membahayakan negara “Kare N kekuasaan karena

yang bes s vara al mempengaruhi kebijakan fiskal.

j 3 an-tersedot untuk membayar hutang.
Pendapat : eharusnya untuk pembangunan dan peningkatan
fasitas u
berupa bun

Hambat
negara lain disebabkantanggungan hutang. Negara yang berhutang pasti
akan mengikuti se la persyaratan yang dibuat oleh negara pemberi

126 M. Luthfi Hamidi, Gold Dinar Sistem Moneter Global yang Stabil dan
Berkeadilan (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2007), Cet. 1, hlm. 31.

127 Karl E. Case dan Ray C. Fair, Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro , (trjmh)
(Klaten: Intan Sejati, 2004), edsi 5, hlm. 61-62.

28 Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, Kitab al-Ahkam al-
Sultaniyah (Beirut: Dar al-Fikr, 1960), hlm. 79

129" Al-Baladhuri, Futith al-Buldan (Beirut: Mu’assasah al-Ma‘arif, 1987/1407),
159.

B0 Al-Magqrizi, Al-Sulik Lima‘rifati Duwal al-Mulitk, Juz 1, h. 280, Diakses
pada 10 Maret 2015 dari http://www.alwarraq.com.
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pinjaman."*' Akibatnya kebijakan fiskal akan didekte oleh pihak lain.
Negara akan sulit untuk merencanakan pembangunan secara mandiri.
Hutang akan menyebabkan krisis ekonomi yang makin lama makin
meluas. Pemerintah akan terbebani dengan pembayaran utang tersebut
sehingga hanya sedikit dari anggaran negara yang digunakan untuk
pembangunan. Kemudian negara akan dianggap sebagai negara miskin
karena tidak mampu untuk mengatasi perekonomian negara sendiri.
Beberapa kajian ekonomi modern menyimpulkan bahwa hutang
berpengaruh negatif terhadap pembangunan ekonomi. Menurut K. B.
Griffin and J. L. Enos bahwa pengaruh hutang luar negeri terhadap
pembangunan dalam negeri adalah negatif. Artinya hutang negara justru
akan membuat ekonomi terpuruk.'*

konsep keikut sertaan
makro. Ibn Khaldun 4

akan berubah dengan sendirinya :

Konsep pertumbuhan ekonomi sebuah negara yang dipaparkan
oleh Ibn Khaldun nampak lebih cocok dengan realitas sekarang. Seperti
negara Indonesia, saat ini baru mulai pada fase ketiga. Fase pertama dan
kedua telah kita rasakan. Yaitu fase merebut kemerdekaan dengan sistem
ekonomi pasar bebas. Kemudian fase otoriter dan saat ini sudah mulai
banyak pembangunan giBidang ekonomi.'*?

! Ibn Khaldin menjelaskan bahwa salah satu hambatan suatu negara mencapai

kemadirian ekonomi maupun kekuasaan karena terikat dengan hutang luar negari.
Negara sangat tergantung dengan kesepakatan yang dibuat dengan negera pemberi
pinjaman. Ibn Kahldun, Mugaddimah, him. 111.

32 K. B. Griffin and J. L. Enos, “Foreign Assistance: Objectives and
Consequences,” The University of Chicago Press, Economic Development and Cultural
Change)Vol. 18, No. 3 (Apr., 1970), 313-327. http://www.jstor.org/stable/1152061.
Diakses 20 Maret 2015. Negara yang sedang mengalami kebangkrutan ekonomi yang
disebabkan oleh besarnya hutang luar negeri adalah  Yunani. Lihat
http://diplomatmudahivinsyarithidayatullah.blogspot.co.id/2010/11/krisis-keuangan-
yunani-penyebab-dan.html. diakses tanggal 20 Maret 2015

3Lihat artikel dalam http://andrypunya.blogspot.co.id/2014/01/perkembangan-
sistem-perekonomian.html. Diakses tanggal 25 Februari 2016.
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Pemikiran Adam Smith dalam hal larangan pemerintah ikut
campur dalam urusan perdagangan berbeda dengan gagasan Ibn Khaldun
ratusan tahun sebelumnya. Penguasa merupakan pasar besar (al-suqg al-
a‘zam) dari seluruh ekonomi di sebuah negara.'** Namun demikian Ibn
Khaldun menentang penguasa yang ikut langsung dalam bisnis di
masyarakat. Penguasa tidak boleh berbisnis. Ibn Khaldun dengan tegas
menyatakan bahwa perdagangan yang dilakukan oleh penguasa akan
berdampak negatif terhadap penerimaan negara.'””> Ibn Khaldun
mengkritik pemerintah yang ikut bisnis dan bersaing bersama
masyarakat. Pemerintah hendaknya hanya sebagai regulator dalam
kebijakan ekonomi saja. Pemerintah tidak perlu ikut terjun dalam
ekonomi dan bisnis. Hal itu dikarenakan akan merusak ekonomi dan
bisnis di masyarakat. Akibatnya masyarakat“a enggan untuk bekerja
dan berusaha. Akhirnya kegiatan ekonomi akan se n tidak ada lagi
objek pajak yang bisa ditarik oleh pengua .12\

Ibn Khaldun juga menjelaskan teori kesimbangan harga dengan
mekanisme penawaran dan permintaan. Dia menjabarkan pengaruh
persaingan di antara konsumen untuk memperoleh barang pada sisi
permintaan. Selain itu juga menjelaskan pengaruh meningkatnya biaya
produksi disebabkan naiknya pajak dan pungutan lainnya, pada sisi
penawaran. Menurutnya, jika sebuah kota berkembang pesat, mengalami
kemajuan dan penduduknya padat, maka persediaan bahan makanan
pokok melimpah sehingga penawaran meningkat yang berakibat pada
murahnya harga barang pokok tersebut. 137)

Analisa supplay dan demand yang dikemukakan Ibn Khaldun ini,
dalam ekonomi modern diteorikan sebagai terjadinya peningkatan
disposable income dari penduduk kota. Naiknya kelebihan pendapatan
dapat menaikkan marginal propersity to consume (kecenderungan
marginal untuk mengkonsumsi) terhadap barang-barang mewah dari
setiap penduduk kota. Hal ini akan menciptakan demand baru atau
peningkatan permintaan terhadap barang mewah. Akibatnya harga

'3 Ibn Khaldun menyatakan secara tegas di beberapa tempat bahwa negara atau

penguasa adalah pasar besar atau a/-Sug al-a‘zam. Ibn Khaldun, Muqgaddimah, him. 317.

135 Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 219. Ibn Khladun menulis satu bab khusus
yang membahas tentang pengaruh negatif jika penguasa sebuah negara ikut berdagang.
Ibn Khaldun membuat judul bab :

lanld e Lo I 3iae Ol o 3yl OF (3 101 Laad

3¢ Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 220. Mekanisme harga yang digagas oleh
Ibn Khaldun dituangkan dalam bab khusus dengan judul F7 ‘as’ar al-mudun (harga-harga
di kota). Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 286.

7 Ton Khaldun, Mugaddimah, hlm. 286-287.
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barang-barang mewah akan meningkat.'*® Maka barang-barang kebutuhan

menjadi kurang. Jumlah pembeli akan meningkat, sedangkan persediaan
sedikit. Kondisi yang ada adalah orang-orang kaya akan membayar
dengan harga tinggi, sebab kebutuhan mereka semakin besar. Hal itu akan
menyebabkan kenaikkan harga."*’

Ibn Khaldun mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan
naiknya harga barang, diantaranya karena tingginya biaya produksi yang
diakibatkan tarif bea cukai yang mahal, pajak dan retribusi serta
pungutan lainnya yang dibebankan pemerintah. 140 Selain itu, faktor tinggi
harga barang juga dipengaruhi oleh adanya penimbunan, biaya
transportasi untuk distribusi dan biaya untuk penjagaan keamanan.'*'
Namun demikian Ibn Khaldun juga menjelaskan akibat negatif dari harga
yang terlalu rendah. Harga yang terlalu murah akan menurunkan motivasi
produsen untuk berproduksi. Sebaliknya harga yang terlalu mahal akan
mengakibatkan kurangnya minat konsumen untuk membeli barang,
akibatnya pasar akan lesu. Menurut Ibn Khladun mengambil keuntungan
yang wajar akan mendorong peningkatan perdagangan. Sebaliknya, jika
keuntungan yang ditetapkan rendah akan menyebabkan perdagangan
menjadi lesu. Demikian pula jika para pedagang menetapkan laba yang
sangat tinggi, juga akan menurunkan perdagangan disebabkan permintaan
menurun. RN T Y

Ibn Khaldun nampak menolak penetapan harga oleh penguasa.
Hal itu dikarenakan bahwa beliu adalah seorang alim yang telah
menguasai dan hafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW
pernah diminta oleh sekelompok orang untuk menetapkan harga di pasar.
Ketika itu terjadi peningkatan harga-harga pada kebutuhan pokok yang
sangat tinggi. Namun demikian Rasulullah SAW menolak untuk

menetapkan harga.'®’ Q\
)

N

Evis Amalia, Sejarah Pemikiran ekonomi Islam (Jakarta: Gramata, 2010),
hlm. 238. Lihat juga Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Ekonisia,
2002), hkm. 197

139 Franz Rozenthal, /bn Khaldun the mugaddimah, An Introduction to Histohy
(London: Routledge & Kegan Paul, 1958), him. 283.

149 1hn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 286-287.

! Ton Khaldun, Mugaddimah, hlm. 312

142 Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 288. Intrepetasi seperti ini juga dinyatakan
oleh Charles Issawi. Lihat lebih jelas pada Charles Issawi, /bnu Khaldun’S Analysis of
Economics Issues dalam Abdul Hasan M. Shadeq dan Aidit Ghazali (ed), Reading in
Islamic Thought (Malaysia: Logman, 1992), him. 224.

'3 Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, yang berbunyi
sebagai berikut:

138
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Oleh sebab itu, Ibn Khaldun tidak menyinggung sedikitpun
masalah penetapan harga oleh pemerintah. Pemerintah merupakan
pengatur pasar, mengatur kebijakan jika terjadi ketidakstabilan di pasar.
Seperti dalam kisah Umar Ibn Khattab dengan seorang gadis penjual
susu. Ketika harga susu melambung tinggi, masyarakat tidak bisa
membeli susu karena adanya penimbunan dan monopoli yang dilakukan
oleh seorang oknum saudagar kaya. Maka menyebabkan persaingan tidak
wajar antara pedagang susu. Pedagang curang yang sudah menguasai
pasar telah mencampur susunya dengan air. Sehingga harga susu dipasar
menjadi sangat murah. Sedangkan pedagang yang jujur tidak mampu
bersaing karena memang harga susu murni lebih mahal. Umar sebagai
khalifah tidak menetapkan kebijakan penetapan harga atau mematok
harga susu. Namun, Umar menindak dengan menghukum para pedagang
susu yang telah berlaku curang tersebut. Hal ini dilakukan karena pada
mengikuti perintah Rasulullah SAW. tentang penentuan harga bukan
tugas penguasa.'** Hal ini mejandi dalil bahwa penetapan harga oleh
penguasa tidak dibenarkan. Jika terjadi kenaikan harga, penguasa harus
menyelesaikan persoalan penyebab utamanya bukan menetapkan harga.

Konsep intervensi penguasa dalam pasar berupa pengawasan atas
prilaku produsen dan konsumen yang berlaku curang. Pengawasan
penguasa tersebut memang menjadi bagian dari tugas penguasa yang
telah dipraktekkan sejak masa kekgalifahag Abbasiyah. Sejak awal

Lol ﬁ\m%x 3 ;. % Nrﬁ s W el S (i Jony LW JB

)
s po @ aallac gl (S aal 5 0 Ol 1Yl 5 1
Artinya: ar.

% ‘Ya Rasulullah, harga (saat itu) naik, maka dari itu
tentukanlah harga kammJ’. Rasulullah SAW bersabda: ‘sesungguhnya Allah
adalah penentu ha

enahan, Maha melepas dan Maha pemberi rizki. Sungguh
aku mengharap dapat menghadap Allahu tanpa ada kedzaliman yang kalian tuntut
kepada ku dalam urusan berkaitan darah dan harta.” Hadis ini diriwayatkan oleh
beberapa perawi. Lihat Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut, Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, tt), jilid 3, hlm. 286. Ibn Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut, Dar al-Fikr, tt),
jld 2, hlm. 741. Imam Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al-Kubra, (Beirut, Maktabah Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyah, tt), jld 6, hlm., 29. Abu Ya’la, Sunan Abi Ya’la, (Beirut: Dar al-
Ma’mun, tt), JId. 6, him., 444. Imam Ibn Quddamah al-Maqdisi menyatakan bahwa
pemerintah tidak memiliki hak untuk mengatur harga. Para pengusaha diperbolehkan
menjual barang dengan harga yang mereka kehendaki. Beliau menukil bahwa dari
madzhab Shafi’i juga berpendapat yang sama. Ibn Quddamah memberi dua alasan,
pertama: karena Rasulullah tidak melakukan bahkan melarangnya. Kedua, penetapan
harga adalah sebuah ketidak adilan yang diharamkan. Lihat Ibn Quddamah, A/-Mughni,
(Beirut, Dar al-Fikr, 1980), jld. 8, him. 401.

'** Lihat lebih lengkap pada Ibn ‘Asakir, Tarikh Madinah Dimashq (Beirut: Dar
al-Fikr, tt), juz 70, hlm. 252.
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kekuasaan Abbasiyyah di Baghdad, para penguasa menerapkan
pengawasan pasar dengan ketat demi menciptakan kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi. Penguasa mengangkat pegawai khusus untuk
mengawasi jalannya kegiatan ekonomi untuk mengurangi kecurangan.'*®’
Para Penguasa memilih orang-orang yang teruji kejujuran dan
ketegasanya dalam menerapkan aturan dalam pengawasan pasar.'*
Bahkan Harun al-Rashid pernah ikut terjun langsung secara pribadi dalam
mengawasi pasar untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan
lancar."”” Pemerintah juga mengangkat keaman pasar untuk menjaga dari
pencurian.148

Ibn Khaldun juga membahas masalah lain dalam perekonomian
yaitu inflasi. Ibn khaldun menegaskan bahwa salah satu sebab terjadinya
inflasi atau naiknya nilai mata vang yang ditandai dengan kenaikan
harga-harga kebutuhan adalah karena faktor alam dan ulah manusia yaitu
ihtikar (menimbun).'*” Ibn Khaldun menjelaska “sebab-sebab terjadinya
kenaikan harga-harga di masyarakat ] \ r alam dan_faktor

manusia. Ibn Khaldun menyebut dénga (itah al~Samawiyah
(st YY)  dan  ihtikar (S Namu ikian . Jbn “Khaldun
menganggap faktor ulah manusi & leb i penyebab inflasi.
Karena jika tidak karena anusia. \ya rakus dengan banyak
menimbun dan melakian.} : ka seandainya terjadi
bencana alam sehingga han akan jarang, maka

dengan jalan pemeratas isa menyelesaikan masalah
inflasi terse bn <ha cori sebab inflasi dengan
menyebutkan\ tige mq am- tingkatan “barang kebutuhan manusia atas
barang, ya\tlfybarang primer, skunder dan tersier.'”

Tiga jebis barang tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-
neda ketika mengalami inflasi. Ibn Khaldun menyatakan bahwa barang
kebutuhan pokok akan mengalami kenaikkan harga yang tinggi jika
terjadi bencana alam dan penimbunan. Barang sekunder akan mengalami

145 Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Tabari, Tarikh al-Rusul wa al-Mulik
(Cairo: Dar al-Ma‘arif, 1966), jilid 8, him. 96.

16 Lihat Ahmad bin Ali al-Qalqashandi, Subhu al-A‘sha fi Sina‘at al-Insha,
(Cairo: al-Matba‘ah al-Amiriyah, 1964), him. 38.

" Sayyid Amir ‘Ali, Mukhtasar Tarikh al-‘Arab, (Cairo: Tarjmah Riyadh
Ra’fat, 1938), hlm. 361.

148 Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah, hlm. 241.

' Lihat Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 286.

30 Barang primer termasuk diantaranya adalah makanan pokok, seperti
gandum, biji-bijian, bawang, cabe, dan bumbu masak lainnya. Adapun barang sekunder
meliputi daging, buah-buahan dll. Barang tersier meliputi kendaraan pribadi dll. Lihat
Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 286.

98



kenaikan harga, jika kesejahteraan masyarakat membaik dan keadaan
ekonomi sudah baik, kebutuhan akan barang-barang tersebut terus
meingkat maka permintaan akan naik. Sehingga persediaan barang akan
berkurang, maka masyarakat yang sudah mapan akan mengeluarkan biaya
yang lebih mahal untuk memenuhi kebutuhan barang tersebut. Sedangkan
barang tersier, maka kenaikkan harganya disebabkan karena ada 3 faktor:
Pertama, permintaan yang sangat tingi karena kelebihan kekayaan.
Kedua, rasa gengsi dari kalangan golongan menengah karena kebutuhan
pokoknya sudah lebih dari tercukupi. Ketiga, Rasa sombong dan
berbangga banggaan atas orang lain dan pamer kepada orang lain. Karena
semua kebutuhan pokok dan sekunder sudah terpenuhi maka orang yang
kelebihan harta tidak ingin orang lain melampaui dirinya. "'

Ibn Khaldun menegaskan bahwa kenaikan harga yang terus
menerus tidak sebabkan sedikitnya persediaan bahan makanan. Ibn
Khaldun menyebutkan beberapa bukti bahwa beberapa negara yang subur
dan melimpah ruah sumber daya alamnya justru barang-barang yang
diperdagangkan sangat mahal harganya. Dan negara yang sumber daya
alamnya minim justru harga-harga barangnya sangat murah. )

Ibn Khaldun juga ‘memb oala \Pgn%angguran. Ibn
Khaldun menyebut penganggura ngan istitah ingibad al-yad ‘an al-
itimar’” yaitu keterbelengs At dak mampu bekerja
kreatif yang mampu i | dalam kemajuan usaha
bidang ekonomi. pemikir konvensional yang
mengangg akan kondisi terpaksa karena
negara -ti i kerja. Ibn Khaldun menekankan
bahwa \so memberdayakan rakyat untuk lebih

pemerintah untuk menyediakan lapangan
Ib% aldun berbeda dengan teori pengangguran
konvensional. I dun-tidak hanya fokus pada penyediaan lapangan

usaha bagi ten%
_

erja. Namun juga membahas upaya peningkatan
! Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 286.

132 Ton Khaldun, Mugaddimah, hlm. 287.

153 Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 280.

134 Teori pengangguran Ibn Khaldun telah diungkap oleh sarjana UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta dalam disertasi yang berjudul ‘Kajian Pengangguran Dalam
Perspektif Pemikiran Ibn Khaldun’. Ali Murtadho menyimpulkan bahwa: pertama, teori
pengangguran Ibn Khaldun lebih komprehensif dibanding dengan teori konvensional.
Karena kerangka kajiannya beorientasi pada kemakmuran bukan sekedar terciptanya
tenaga kerja berupah tertentu. Kedua, Ibn Khaldun mendorong terciptanya tenaga kerja
yang kreatif kontributif bagi kemajuan ekonomi. Ketiga, Ibn Khaldun menekankan
bahwa pada pekerjaan natural yaitu berusaha dengan upaya mandiri bukan bekerja pada
pihak lain. Lihat Ali Murtadho, ‘Kajian Pengangguran Dalam Perspektif Pemikiran Ibn
Khaldun’, disertasi UIN Syaraif Hidayatullah Jakarta, 2010.

kerja.">* Pemiki
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kreatifitas angkatan kerja dalam berkreasi guna meningkatan usaha
ekonomi.

Tenaga kerja dan tingkat pengangguran dapat digunakan untuk
pengukur pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengangguran merupakan
selisih antara jumlah angkatan kerja dengan tenaga kerja yang
sebenarnya. Ibn Khaldun menjelaskan pada masa kejayaan dinasti al-
Murabitun dan al-Muwahhidun, dimana pertanian berkembang dan
perdagangan semarak. Para pedagang meramaikan jalan-jalan yang
menghubungkan berbagai kota. Perdagangan antara berbagai kota dan
perdagangan luar negeri sangat lancar. Pasar-pasar penuh sesak dengan
pedagang baik di pedesaan maupun perkotaan. Demikian juga di
pelabuhan ramai dengan aktifitas ekonomi. Munculpula banyak keahlian

D

stabil dan kokoh.'” Ibn Khaldun juga
akan runtuh akibat perampasan hak b

: n\bahwa kemakmuran suatu negara
_sedikitnya aktivitas ekonomi yang dilakukan

RIa tidak akan berarti tanpa aktivitas kerja
manusia. Negara- ang memiliki sumber daya alam melimpah
tidak otomatis m% masyarakatnya sejahtera. Aktivitas ekonomi
masyarakat memega peranan penting untuk meningkatkan
penghasilan.158 Jadi tingkat pengangguran akan berakibat pada
menurunnya tingkat kemakmuran.

ditentukan
masyarakat.

'35 Tbn Khaldun, Mugaddimah, 284. Lihat juga Husain Mu‘nis, Tarikh al-
Maghrib wa Hadaratuh (Beirut: al-* Asr al-Hadith, 1992), jilid I1I, hlm. 19.

156 Thn Khaldun, Tarikh Ibn Khaldun: al-‘Ibar wa Diwan al-Mubtada’ wa al-
Khabar i Ayyam al-‘Arab wa al-‘Ajam wa al-Barbar wa Man ‘Asarahum min Dhawi as-
Sultan al-Akbar (Kairo: Lajnatul Bayan al-*Arab, 1965), him. 979-980.

"7 Tbn Khaldun, Tarikh Ibn Khaldun, hlm. 1657.

138 Salman Syed Ali, Economic Thought of Ibn Khaldun (1332-1406 A.D), him.
13-14.
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Ibn Khaldun tidak hanya membahas keuntungan besar dari hasil
perdagangan internasional bagi keuntungan pribadi pedagang dan juga
untuk penerimaan pendapatan negara. Ibn Khaldun juga memberikan
peringatan bahwa perdagangan internasional hanya akan baik dilakukan
jika memang sudah terjadi swasembada barang di dalam negeri. Ibn
Khaldun menyatakan bahwa pemerintah harus mengendalikan
perdagangan internasional, tidak berlebihan dalam mengekspor karena
akan mengakibatkan kelangkaan barang dalam negeri. Demikian pula tida
berlebihan dalam mengimpor karena akan mematikan industri dalam
negeri. Harus ada keseimbangan dalam melakukan transaksi ekspor dan
impor untuk mencapai keseimbangan harga barang.'”’

Teori ini yang membedakan antara Ibn aldun dengan David
agangan ekspor dan

menekankan keseimbangan perdagangan. internasional 1 menjaga
¢ \ enckankan

rendahnya tarif bea cukai da ‘
Pemikiran ekonomi ‘Ibn\ K e mempengaruhi  para
ekonom selanjutnya. Hampi wa teori eko <modern dikembangkan

dari benih yang ditanarn b halduny” Teori perdagangan
internasional menjadi pija cori harga dany’biaya kesempatan’ yang
dikembangkan oleh hun 1752. Padahal empat abad

Ibn ebebsarnnya bukanlah uang. Uang
n demikian uang menjadi alat tukar

hanya .
ori makro dan mikro ekonomi, teori pajak,

eke :
yang efesien. i
teori pertumbul 0@ i dan ekonomi politik telah mempengaruhi

kajian-kajian e \K\ i modern,'® Hampir semua teori ekonomi modern
yang berkembang saat i

i telah dikemukakan oleh Ibn Khaldun.

159 Tbn Khaldun, Muqgaddimah, hlm. 312
160 1 ihat http://faculty.georgetown.edw/imo3/ibn.htm. diakses 12 Maret 2016
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BAB IV
POLITIK ANGGARAN DALAM PERSPEKTIF IBN KHALDUN DAN
UUD 1945

Kemakmuran yang merata merupakan tujuan utama dari kebijakan
ekonomi negara. Ibn Khaldun mengungkapkan faktor-faktor utama yang
menentukan kesejahteraan ekonomi negara. Antara faktor satu dengan
lainnya saling terkait. Kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh penguasa
merupakan faktor utama dalam kesejahteraan ekonomi. Politik anggaran
yang ditetap oleh penguasa sangat mempengaruhi pendapatan dan belanja
negara. Pada bab ini akan dijelaskan sumber-sumber utama pendapatan
negara menurut Ibn Khaldun. Selain itu juga dijelaskan analisa faktor-
faktor yang mempengaruhi naik-turunya pendapatan negara. Kemudian
dianalisa bagaimana strategi pengelolaan e¢mbelanjaan anggara
tersebut. Pada bagian lain juga dijelaska

negara dalam UUD 1945.
A. Sumber-sumber Pendapatan I\@&n .
Negara harus memiliki sumber daya ekonomi sebagai
pendapatan negara untuk memenuhi semua kebutuhan belanja demi
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sumber-sumber penerimaan negara
berbeda antara satu dan lainnya. Ibn Khaldun menyatakan bahwa sumber
utama pendapatan negara berasal dari pajak. Sedangkan dalam teori
modern penerimaan pemerintah dapat bersumber dari pajak, penerimaan
yang didapat dari penjualan barang dan jasa, pinjaman, mencetak uang
dan sebaginya.” Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave
mengatakan bahwa pendapatan pemerintah bersumber dari penerimaan
pajak, pungutan atau retribusi, pinjaman dan sumber-sumber penerimaan
lainnya. ® Pendapat lain tentang sumber penerimaan negara adalah pajak
dan non pajak. Guritno Mangkoesoebroto menyatakan bahwa penerimaan
negara bersumber dar‘i pajak dan penerimaan bukan pajak.* Semua ahli

-/

! Ibn Khaldun menyebut sumber-sumber pendapatan negara yang sesuai syariat
dan telah dipraktekkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dengan istilah a/-
magharim atau Gharimah shar‘iyyah, meliputi Jizyah, ‘Ushur, Gharimah, Kharraj dan
Zakat. lihat Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 218.

2 M. Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, (Yogyakarta:
BPFE, 2003), hlm. 93.

3 Richard A. Musgrave & Peggy B. Musgrave, Public Finance in Theory and
Practice, pnjrmh. Alfonsus Sirait (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993), 225.

* Lihat Guritno Mangkoesoebroto, Ekonomi Publik (Yogyakarta: BPFE, 2001),
hlm. 181. Pembagian penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak nampak lebih umun.
Hal ini hampir sama dengan pendapat Ibn Kkhaldun yang menyatakan sumber
penerimaan negara berasal dari pajak yang tidak ada dalil dari syariat dan dari bukan
pajak yang ada dalilnya dari syariat.
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ekonomi menyatakan bahwa sumber utama dan terbesar pendapatan
negara adalah pajak. Sedangkan yang lainnya merupakan tambahan.

Ibn Khaldun menyatakan bahwa sumber utama pendapatan
negara adalah pajak. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa negara tidak akan
cukup untuk membiayai kebutuhan belanjanya tanpa adanya pajak.
Namun demikian Ibn Khaldun mengkritik kebijakan penguasa yang
menerapkan tarif pajak tinggi untuk semua aktifitas ekonomi. Tarif pajak
yang mencekik justru akan membuat masyarakat enggan berbisnis.” Pajak
merupakan sumber utama pendapatan negara sejak masa silam. Ibn
Khaldun menganggap bahwa pajak merupakan unsur utama dalam
penerimaan negara sehingga membahas secara khusus dalam sebuah bab
yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak.
Faktor utama yang bisa meningkatkan penerimaan pajak menurut Ibn
Khaldun adalah tarif pajak yang rendah.’ /"\\ A 2\\\

Ibn Khaldun membagi sumber-sumber penerimaan negara
menjadi dua, yaitu berdasar sunan al-din (berdasar dalil-dalil teks agama)
dan Pajak. Sumber-sumber penerimaan negara yang berdasar dalil
ketentuan agama meliputi: sadaqgat, kharraj dan jizyah. Jika pemerintah
hanya mengandalkan dari hasil pungutan tersebut, maka tidak akan cukup
untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah. Karena jumlah
ketentuan pungutan zakat, kharraj dan jizyah sangat terbatas dan sudah
ditentukan oleh agama. Ibn Khaldun tidak menjelaskan secara terperinci
bidang-bidang usaha yang dikenai pajak. Ibn Khaldun lebih banyak
menjelaskan bahwa sebuah negara ketika menerapkan pungutan pajak
terhadap seluruh usaha rakyat akan berakibat buruk terhadap penerimaan
pajak. Hal itu dikarenakan minat masyarakat untuk berbisnis akan
berkurang.” Hal ini menunjukkan bahwa Ibn Khaldin tidak menolak
pungutan pajak oleh penguasa. Hanya saja tarif pajak yang dibebankan
kepada masyarakat hendaknya rendah.

Klasifikasi penerimaan negara oleh Ibn Khaldun tersebut
nampak berbeda dengan para ulama sebelumnya. Ibn Khaldun lebih
moderat karena menerima pungutan pajak sebagai penerimaan negara.
Walaupun pada saat itu bentuk negara berupa kekhalifahan. Berbeda
dengan Imam al-Mawardi (w.450 H/1058 M), yang menyatakan bahwa

> Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 218
® Ibn Khaldun menyatakan dengan tegas:

Sl bl e bl i Le Sl @ oLl ot of

Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 218
7 Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 218
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sumber penerimaan negara diklasifikasikan menjadi beberapa macam,
yaitu fay’, ghanimah, zakat, kharraj, ‘ushr dan jizyah®
Ibn Khaldun menyatakan bahwa pendapatan negara yang paling
utama adalah berasal dari dua sumber, yaitu magharim shar‘iyah dan
Jibayah atau pajak. Dalam pembagian sumber pendapatan negara ini, Ibn
Khaldun nampak tidak mau meninggalkan dalil-dalil syariah yang
bersumber dari al-Qur’an maupun hadis. Ibn Khaldun lebih melihat realita
yang terjadi bahwa memang pengumutan yang bersumber dari syariah
tidak akan mencukupi kebutuhan pemerintah.
1. Magharim Shar ‘iyah.
Ibn Khaldun menggunakan istilah magharim shar‘iyah untuk
menunjukkan sebuah beban kewajiban at kepada penguasa.

beban kewajiban rakyat yang diten leh al-qur’an
dan hadis. Yang dimaksud déngan / i
fay’, ghanimah, zakat, kharraj, ‘ushr dan jizyah._

Makna fay’ menurut bahasa diartikan dengan mengembalikan
sesuatu (al-ruju‘ ila al-shai’)."® Al-Fairuz Abadi menyatakan bahwa
makna fzy’ adalah kembali.'' Sedangkan makna secara umum
adalah semua harta atau kekayaan yang diperoleh negara dari jalan
peperangan maupun damai. Al-Mawardi menjelaskan bahwa 7ay’
adalah seluruh kekayaan yang diperoleh dari musuh tanpa
peperangan.'> Makna umum dari harta £y’ didapat dari penjelasan
Abu Ubayd yang mengartikan semua harta yang diperoleh dari

R

¥ Imam al Werpemdapat bahwa keuangan publik tidak dapat dilepaskan
dari konsep kepemilikan\ harta menurut Islam. Harta merupakan hak milik Allah

termasuk di dalamnya al-amwal al-‘ammah (keuangan publik). Keuangan publik yang
dikuasai negara merupakan milik Allah yang dikelola oleh baitul mal. Kemudian al-
Mawardi menjelaskan masing-masing sumber penerimaan tersebut secara terperinci.
Lebih rinci lihat Abu Hasan al-Mawardi, al-Ahkam al-Suitaniyah wa Wilayat al-Diniyah
(Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 145-200. Al-Mawardi juga menulis sebuah buku yang
diperuntukkan bagi penguasa sebagai saran dalam pengelolaan negara termasuk
keuangan negara. lihat Abu Hasan al-Mawardi, Nasihat al-Muluk (Kuwait: Maktabah al-
Falah, 1983), hlm. 245. Lihat juga al-Mawardi, a/-Hawi al-Kabir (Beirut: Dar al-Fikr,
1994), vol. X, him. 443.

*http://www.maajim.com/dictionary/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%
D8%A7%D8%B1%D9%85.

1 Lihat Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab (Beirut: Dar Sadir, 1956), him. 1303.

" Al-Fairuz Abadi, al-Qamus al-Muhit, vol. 4, bagian fa’, hlm. 456.

'2 Abu Hasan Al-Mawardi, a/-Ahkam al-Sultaniyah, hlm. 126.
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negara lain (musuh) meliputi pajak tanah, pajak kepala dan bea
cukai."

Ulama-ulama salaf berbeda pendapat tentang pembagian harta
fay’. Imam Ghazali menyatakan bahwa kekayaan negara yang
diperokeh dari fay’, maka dipergunakan untuk kepentingan umum
dan untuk kesejahteraan masyarakat.14 Pemanfaatan harta fay’oleh
negara tidak perlu batasi oleh aturan pembelajaan. Negara
hendaknya diberi kewenangan untuk mengatur dan membelanjakan
kekayaan yang diterima dengan tujuan utamanya adalah
menciptakan kesejahteraan rakyat."> Kekayaan negara dari fay’
berupa bea cukai, tanah dan sebagainya.

Pengertian ghanimah menurut bahasa adalah rampasan perang.'®
Adapun ghanimah adalah seluruh harta yang diperoleh oleh kaum
muslimin dari musuh melalui peperangan.'’ Ghanimah merupakan
merupakan kekayaan negara yang didapat dari musuh melalui
perang dengan mengerahkan pasukan bersenjata untuk melawan
musuh-musuh dengan cara menyerang maupun mengepung
sehingga musuh ketakutan dan meyerah kalah.'"® Harta kekayaan
dari hasil ghanimah berupa tawanan, tanah, baju besi, persenjataan,
kendaraan perang dan sebagainya.lg\\\\\\wv

Peruntukan harta yang berasal dari ghanimah ini menjadi hak
penguasa. Pembagian harta ghanimah diatur dalam al-Qur’an surat
al-Anfal ayat 41. Ghanimah dibagikan seperlima adalah milik
negara (untuk perjuangan agama Allah swt., Rasulullah saw.,
kerabat Rasulullah saw yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib, anak
yatim, fakir miskin dan ibnu sabil), dan empat perlimanya
dibagikan untuk tentara.”® Pembelanjaan harta ghanimah memang

NAES)

5 Abu Ubay. %Amwa] (Beirut: Dar al-Kutub, 1989), hlm. 25.
1414 Al-Ghazali, iya\ “Ulum al-Din (Beirut: Dar al-Nadwah, tt), hlm. 135.
"> Ulama salaf seperti Imam al-Mawardi membedakan peruntukan pendapatan

negara dari 7a2y”’. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa harta 72y’ harus dibagi menjadi
5 bagian, 1 bagian sebagai bagian Rasulullah (KAums) dan 4 yang lainnya diserahkan
kepada kebijiakan negara. lihat al-Mawardi, A/-Hawi al-Kabir (Beirut: Dar al-Fikr,
1994), him. 429.

' Munawwir A. F. & Adib Bisri, Kamus Bisri (Surabaya: Pustaka Progressif,

199), him. 548.

7" Al-Mawardi membedakan arti fay’ dan ghanimah. Harta fay’ diperoleh

dengan cara damai, sedangkan ghanimah didapat dari hasil perang. Al-Mawardi, a/-
Ahkam al-Sultaniyah, hlm. 121. Lihat juga al-Fairuz Abadi, a/-Qamus al-Muhit (Beirut:
Dar al-Kutub al-‘ Arabi,tt), bab mim, him. 198.

'8 Abu Yusuf, Kitab al-Kharraj (Beirut: Dar al-Ma‘arif, 1979), hlm. 48.
' Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah, hlm. 122,
2 Abu Ubayd, Kitab al-Amwal (Beirut: Dar al-Kutub, 1989), hlm. 20.
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harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan syariat. Sehingga
tidak bisa dipergunakan untuk pembelanjaan umum oleh negara.
Penguasa tidak boleh sembarangan dalam membelanjakan harta
yang didapat dari rampasan perang ini.”'

Makna zakat secara bahasa berarti tambahan (nama’). Zakat juga
diartikan bersih, subur, berkah dan jernih.22 Ulama fikih
menerjemahkan zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan kadar
tertentu dari sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada
golongan tertentu sesuai ketentuan Allah swt.” Imam al-Mawardi
menekankan pembayaran zakat hanya pada harta yang
memungkinkan untuk bisa dikembangkan saja. Zakat merupakan
sedekah wajib yang pembayarannya tahunan dan dikenakan atas
harta-harta yang memiliki potensi untuk berkembang dari sisi
nilainya.** /’\\ %\\\

Para sarjana ekonomi Islam kontemporer mengartikan zakat
secara lebih luas. Zakat merupakan harta yang ditetapkan
pemerintah kepada masyarakat dari harta mereka bersifat mengikat
dan final, tanpa adanya imbalan. Alokasi peruntukan zakat modern
adalah untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan negara
setelah diberikan kepada golongan yang telah ditentukan Quran.”
Masdar F. Maudi menyamakan antara pajak dan zakat dalam hal
pengelolaan. Walaupun zakat dan pajak berbeda, namun Masdar
menganggap bahwa pajak dan zakat harus sama sama dikelola oleh
pemerintah. Pemisahan lembaga pengelola zakat dan pajak
merupakan kesalahan, karena konsep zakat merupakan konsep pajak
yang harus digunakan kemaslahatan rakyat.*

‘"Pemahaman yang menyamakan antara zakat dan pajak sebagai
bagian dari penerimaan negara sama dengan pemikiran Ibn
Khaldun. Penerimaan zakat, menurut Ibnu Khaldun, tidak akan
mencukupi kebutuhan anggaran belanja negara. Terbukti di
Indonesia, sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim

*! Ibn Taimiyyah, Majmi‘ al-Fatawa (Riyad: Maktabah al-Ubaikan, 1998), hlm.

296-314.

2 Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, him. 301-302.
# Lihat Ibn Quddamah, a/-Mughni (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), jld 3, him. 187.
* Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah, him. 141. Menurut Abu Ubayd bahwa

penerimaan sadaqah merupakan unsur utama dalam sumber penerimaan negara. lihat
Abu Ubayd, Kitab al-Amwal (Beirut: Dar al-Kutub, 1989), him. 23

* Gazi Inayah, Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak (Yogyakarta:

Tiara Wacana, 2003), hlm. 5.

** Madar Farid Mas’udi, Pajak itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan

Rakyat (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 5.
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terbesar di dunia, bahwa potensi zakat di Indonesia sebesar 19,3
Triliun, terdiri dari 14,2 Triliun uang tunai dan selebihnya barang-
barang bernilai.”’ Jaja Jaclani menyatakan bahwa potensi zakat di
Indonesia, menurut peneletian IPB dan BAZNAS mencapai 217
Triliun rupiah per tahun.® Namun demikian, kenyataannya
penghimpunan zakat baru mencapai 2,8 Triliun. Potensi zakat ini
memang sangat besar, namun demikian jika dibandingkan dengan
kebutuhan anggaran belanja negara Indonesia yang mencapai
2.095,7 Triliun, ? maka jumlah tersebut sangat kecil untuk
mencukupi anggaran belanja pemerintah. Oleh sebab itu,
pernyataan Ibn Khaldun tentang pendapatan negara tidak akan
mencukupi jika pemerintah hanya mengandalkan zakat terbukti
kebenarannya. PANSN

Pengertian kharraj secara bahasa diartikan pemberian atau
atawah.® Tbn Manzur mendefinisikan kharraj adalah pemberian
yang diambil dari harta seseorang.”’ Abu Ubayd menartikan kharraj
sebagai suatu kontrak, sewa menyewa dan menyerahkan.** Kharraj
juga diartikan dengan sewa atau pengalihan.*® Makna kharraj secara
istilah diartikan kekayaan yang diperoleh dari penyewaan tanah
atau dalam istilah sekarang disebut pajak atas tanah.** Praktik
kharraj pada masa lalu adalah pajak tanah atau hasil tanah. Para
pengelola tanah di wilayzgl taklgkan harus membayar kepada

@a% i artikel dimuat pada hari Kamis, 16
i http://k ulanberitalama.blogspot.co.id/2013/06/republika-

November i% AN
buaian-potensi-zakat.html.\diaks taﬁggabl Maret 2016.

R Lih%@{(sp @L Jaelani: Potensi Zakat Indonesia Mencapai p. 217
Trilun. di http:/forumzakat.org/jaja-jaclani-potensi-zakat-indonesia-mencapai-rp-217-
triliun/. Diakses tang %2016.

» Lihat bih, ~ rinci tentang APBN tahun 2016 di

http://www.kemenkeu.go.i {pbn2016. diakses tanggal 1 Maret 2016

3% Al-Fairuz Abadi, al-Qamus al-Muhit, him. 183.

3! Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, him. 56.

32 Abu Ubayd, Kitab al-Amwal, hlm. 79.

33 Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyah, hlm. 146.

* Makna ini menurut al-Mawardi. Lihat Al-Mawardi, a/-Ahkam al-Sultaniyah,
hlm. 166. Namun demikian kharraj mengandung dua makna, makna umum dan khusus.
Secara khusus kharraj diartikan pajak tanah. Secara umum diartikan sebagai seluruh
harta publik untuk negara. oleh sebab itu Abu Yusuf mengarang sebuah kitab yang
berjudul Kitab al-Kharraj. Demikian juga Yahya bin Adam menulis kitab dengan judul
yang sama. Dalam dua buku terbut makna kharraj mencakup kajian ghanimah, fay’,
kharraj, jizyah, ushr dan zakat yang dikelola pada masa Bani Abbasiyah dan Bani
Umayyah. Lihat Abu Yusuf, Kitab al-Kharraj (Beirut: Dar al-Ma‘arif, 1979), him. 32.
Lihat juga Yahya bin Adam, A/-Kharraj (Beirut: Dar al-Ma‘arif, 1979), hlm. 213.
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penguasa sejumlah harta.” Secara umum makna kharraj adalah
pajak tanah atau daerah yang dibebani pajak atau sewa atas tanah.
Besaran kharraj yang ditetapkan oleh penguasa tidaklah pasti. Abu
Yusuf menyatakan bahwa kadang-kadang tingkatan dan jumlah
besaran pajak tanah tersebut sering dimodifikasi.*®

Peruntukan hasil penerimaan negara dari kharraj diserahkan
kepada penguasa. Tidak ada ketentuan pasti tentang penyaluran
harta yang diperoleh dari penarikan kharraj. Pada masa kekuasaan
Umar bin Khattab telah menguasai tanah Sawad, namun demikian
tanah tersebut tidak dibagikan kepada para pasukan perang. Umar
berijtihad dengan tetap memberikan tanah Sawad tersebut kepada
para petani penggarap di daerah tersebut. Namun Umar menarik
kharraj dari petani tersebut sebagai sumber pendapatan negara yang
dipergunakan  untuk  kesejahteraan = masyarakat.  Kharraj
diberlakukan oleh pemerintah dengan tarif atau besarannya
disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat ketika itu.”’

Pengertian kharraj yang didefinisikan sebagai pajak atas tanah,
maka tidak jauh berbeda dengan pajak bumi dan bangunan yang
diterapkan di Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang
diterapkan di negara Indonesia telah di atur dalam UU No. 12 tahun
1985 dan telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994.%

Makna ‘ushr menurut bahasa adalah maks atau pungutan yang
ditarik oleh pegawai pajak.” ‘Ushr memiliki dua makna, pertama
diartikan sebagai pajak atas tanah yang dikuasakan kepada kaum
muslimin dari rampasan perang. Tanah yang dikuasakan kepada
kaum muslimin untuk diusakan akan dikenakan pajak yang disebut
‘ushr. Ada kemiripan antara kharraj dan ‘ushr, jika kharraj adalah
pajak tanah yang dibebankan kepada non muslim yang diberi
kebebasan untuk mengerjakan sawah oleh pemerintah dengan tarif
yang lebih besar dari beban kepada orang Islam. Sedangkan ‘ushr
adalah pajak yang dipungut dari orang islam yang diberi kebebasan
untuk mengelola sawah oleh pemerintah dengan tarif yang lebih
rendah dari kharraj.” Kedua, diartikan sebagai pajak perdagangan
yang dikenakan atas barang dagangan yang berasal dari luar negeri

3% Abu Ubayd, Kitab al-Amwal, hlm. 79.

3% Abu Yusuf, Kitab al-Kharraj, hlm. 129.

37 Lihat lebih jelas di Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah, 128. Lihat juga
Abu Ubayd, Kitab al-Amwal, him. 130.

*¥ Lihat UU No. 12 tahun 1985 dan juga UU No. 12 tahun 1994

3 Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, juz 9, hlm. 217-218.

%0 Abd al-Latif Badawi, A/-Nizam al-Mali al-Islami al-Mugaran (Kairo: Dar al-
‘Ilm, 1976), him. 48.
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yang dijualbelikan dalam negeri atau disebut dengan bea masuk.*'
Pungutan ‘ushr untuk barang perdagangan atau disebut bea cukai
diterapkan pertama kali pada masa khalifah Umar bin Khattab atas
pertimbangan penegakkan keadilan terhadap kondisi perekonomian
yang berkembang. Umar menerapkan ‘ushr atas barang yang masuk
ke wilayah muslim karena orang islam yang membawa barang ke
wilayah non muslim dipungut bea cukai. Maka Umar menetapkan
‘ushruntuk setiap pedagang yang masuk ke wilayah muslim.*

Bea cukai yang diterapkan oleh setiap negara atas barang yang
masuk ke wilayah negara tertentu merupakan bentuk penerapan
‘ushr. Tarif ‘ushr juga berfariatif, terkadang 2,5 persen atau sebesar
5 dirham. Kadang kala juga 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
tidak ada ketentuan pasti tentang tarif bea cukai atau ‘ushr
Pemerintah berwenang untuk menentukan tarif tersebut.

Sumber pendapatan negara yang lainnya adalah jizyah. Jizyah
menurut bahasa adalah balasan atau kompensasi.* Jizyah juga
diartikan pajak bumi yang dipungut dari ahli dzimmmi dan juga
diartikan balasan.** Ibn Manzur mengartikan jizyah sebagai balasan
atas sesuatu dan hukuman.*® Abu Yusuf menyatakan bahwa jizyah
merupakan pajak kepala.*® Jizyah adalah setiap harta yang diperoleh
negara atas dasar perjanjian dengan ahli kitab, yaitu ahli dzimmah
sebagai balasan atas jaminan keselamatan dan keamanan atas
kehidupan mereka.*” Ahli dhimmah yang dikenakan jizyah meliputi
setiap orang kafir, baik ahli kitab maupun penyembah berhala, suku
Arab maupun bukan suku Arab.** >

Besaran tarif jizyah tidak ditentukan oleh syariat. Nabi
Muhammad SAW pernah memungut jizyah dari orang-orang Najran
sebesar 1 dinar untuk masing-masing orang.* Namun demikian
pada tahun beri\kutn\y; Nabi SAW menetapkan jumlah yang berbeda

! Abu Yusuf, Kitab al-Kharraj, hlm. 60.

42 Qutb Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab, trjmh.
Ahmad Syarifuddin Shaleh (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 55.

“ Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah, 142

* Al-Fairuz Abadi, al-Qamus al-Muhit, bagian ‘al-jaza*’, him. 182.

* Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, him. 1300.

% Abu Yusuf, Kitab al-Kharraj, hlm. 134.

47 Secara bahasa jizyah berarti balasan atau kompensasi. Lihat al-Fairuz Abadi,
al-Qamus al-Muhit, vol. 4, bagian ‘al-jaza‘’, hlm. 657. Lihat juga Ibn Manzur, Lisan al-
‘Arab, (Beirut: Dar Sadir, 1956), vol. 18, bagian jaza’, hlm. 1303. Makna jizyah secara
istilah dapat dilihat lebih lanjut pada Mahmud Juliad, Qira‘ah fi al-Maliyah al-‘Ammah
11 al-Islam (Jeddah: IDB-IRTI, 1995), him. 42

* Al-Mawardi, A/-Hawi al-Kabir (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 328.

¥ Al-Mawardi, A/-Haw7 al-Kabir hlm. 330.
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dengan sebelumnya yaitu 30 jubah, 30 kuda dan 30 senjata perang.”’
Mayoritas ulama figih menyatakan bahwa tarif jizyah tidak
ditentukan oleh syariat. Ketentuan tarif jizyah menjadi wewenang
penguasa.”’

Jizyah merupakan pajak kepala yang wajib atas setiap orang
kafir. Namun demikian dalam prakteknya, pungutan jizyah tetap
mempertimbangkan aspek keadilan ekonomi dan kemudahan, yaitu
tidak terlalu tinggi sehingga akan menyebabkan beban bagi orang
kafir dan tidak terlalu rendah sehingga akan menimbulkan kerugian
bagi pendapatan negara. Jizyah juga tidak dikenakan atas anak-anak
dan wanita.®> Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam
mengutamakan keadilan bukan kesewenang-wenangan. Penggunaan
Jizyahjuga menjadi wewenang penguasa.\\\

Penerapan jizyah pada masa sekarang sudah tidak diberlakukan
kembali. Kontekstualisasi penerapan jizyah pada saat ini berupa
pajak yang dipungut negara atas semua orang yang tinggal di
sebuah negara, sebagai jaminan keamanan dan perlindungan.

Tarif pajak juga tidak ditetapkan oleh syariat. Besaran pungutan

dalam ghanimah, fay’, kharraj, jizyah dan ‘ushrbukan sesuatu yang
gat’i atau paten dari syariat. Ketentuan tarif masing-masing istilah
terbut menjadi wewenang penguasa. Hanya zakat yang jumlah
besaran pungutannya telah diteta[\)kan oleh syariat.
b,y kharraj, }@aﬁz dan ‘ushr dianggap oleh
.\’ arim shar‘fyah yang jumlahnya sangat
upi kebutuhan negara yang semakin
Oleh karena itu, Ibn Khaldun
dana dari masyarakat diluar magharim
itetapkan oleh al-Qur’an maupun hadis serta
ulafaurrasyidun.

diterapkan ol

J

2. Jibayah atau Pajak.
Ibn Khaldun dengan tegas menyatakan bahwa pajak merupakan
sumber utama pendaptan negara. Hal itu sebagaimana yang
dikemukakan oleh Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave,

% Abu Yusuf, Kitab al-Kharraj, hlm. 72.
> Para ulama berbeda pendapat tentang tarif jizyah. Misalnya Imam Syafi’i

menyatakan adanya batas minimal pungutan jizyah yaitu 1 dinar sebagaimana yang
pernah dilakukan Nabi SAW kepada kaum Najran, namun tidak ada batasan
maksimalnya. Namun mayoritas ulama menyatakan tidak ada batasan maksimal maupun
minimal tarif jizyah. Lihat Abu Ubayd, Kitab al-Amwal, hlm. 44. Untuk lebih rinci lihat
Al-Mawardi, A/-Hawi al-Kabir (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), him. 345-348.

32 Abu Ubayd, Kitab al-Amwal, hlm. 45.
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bahwa menyatakan sumber utama pendapatan negara berasal dari
pajak. Penerimaan pemerintah dapat bersumber dari pajak. Richard
A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave menambahkan dengan
pinjaman dan sumber penerimaan lainnya.> Guritno
Mangkoesoebroto menambahkan bahwa penerimaan negara
bersumber dari pajak dan penerimaan bukan paj ak.>

Sumber pendapatan negara yang kedua dan paling utama adalah
Jibayah atau pajak. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Khaldun
bahwa kebutuhan negara tidak akan cukup jika pembiayaan negara
hanya mengandalkan dari sumber-sumber magharim shar ‘iyah.
Untuk menutupi kebutuhan belanja penguasa maka dibutuhkan
sumber lain yatiu pajak.

s O cl
perseorangan dan semua hal yang \a; &I s

kesejahteraan sebuah neg
pembangunan juka ren 2balinya j ndapatan negara
dari pajak san inggi
membangun negara.
Ibn Khaldun mencatat bahwa sebuah negara telah mencapai
kesejahteraan dan menjadi negara kaya apabila telah memiliki
cadangan kekayaan atau devisa negara yang melimpah. Tingkat
“ & m&%ﬁ\t\\x@) dari pertambahan pendapatan
O\ag‘: menyebutkan beberapa contoh sebuah
i patan nasional. Misalnya pada masa

kekuasaan a n di'Baghdad telah tercatat penerimaan negara
secara detail dari berbagai sumber pendapatan negara.’®
)

3 M. Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta:

BPFE, 2003), him. 93. Lihat juga Richard A. Musgrave & Peggy B. Musgrave, Public
Finance in Theory and Practice, pnjrmh. Alfonsus Sirait (Jakarta: Penerbit Erlangga,
1993), 225.

** Lihat Guritno Mangkoesoebroto, Ekonomi Publik (Yogyakarta: BPFE,

2001), hlm. 181. Pembagian penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak nampak lebih
umun. Hal ini hampir sama dengan pendapat Ibn Kkhaldun yang menyatakan sumber
penerimaan negara berasal dari pajak yang tidak ada dalil dari syariat dan dari bukan
pajak yang ada dalilnya dari syariat.

> Ibn Khaldun, Mugaddimah, 219.
*% Ibn Khaldun, Mugaddimah, 141.
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Tabel 4.1. Daftar Penerimaan Negara Pada Masa Kekuasaan Al-

Makmun.”’
No Nama Daerah Jumlah Perklraar} dalam
Rupiah
54.800.000
1 | Ghallat al-Sawad Dirham’®+240 peti cincin 6.521 Triliun
emas
2 | Kinkar 80.600.000 dirham 9,591 Triliun
3 | Kur Trigis 28.000.000 dirham 3,331 Triliun
4 | Hulwan 8.800.000 dirham 1,047 Triliun
25.000 dirham dan -
5 | Al-Ahwaz 30.000 R[tl”gula 2,975 Miliar
6 | Persia 27.000.000 Dirham 3,213 Triliun
8.200.000 Dirham+500
7 | Karman perhiasan+20.000 Ritl 975,8 Miliar
\kurma\ N
8 | Makran 400.000 Dirham 47,6 Miliar
g | Al-Sanad dan 22.500.000 Dirham 2,677 Triliun
sekitarnya
10 | Sijistan 8.000.000 Dirham 952 Miliar
11 | Khurasan 56.000.000 Dirham 6,664 Triliun
12 | Jarjan 24.000.000 Dirham 2,856 Triliun
13 | Qumas 2.500.000 Dirham 297,5 Miliar
14 | Tabaristan, Ruban 12.300.000 Dirham 1,467 Triliun
dan Nahawand U
15 | Al-Ray . 24.000.000 Dirham 2,856 Triliun

°7 Daftar-
bersumber dari
Muqgaddimah, him. 1

¥ Dirham dan dinar dikenal sebagai mata uang pada masa silam. Ukuran berat
1 dinar yang disepakati adalah 4,25 gram emas. Sedangkan 1 dirham adalah sama
dengan 7/10x4,25 gram atau sama dengan 2,975 gram perak. Lihat Muhaimin Iqbal,
Dinar Nomics Membangun Keberkahan Usaha dengan Uang yang Adil (Jakarta: Sinergi
Publishing, 2010), hlm. 84-85. Lihat juga Muhaimin Iqbal, Dinar Solution: Dinar
Sebagai Solusi (Depok: Gema Insani Press, 2008), hlm. 20-21. Lihat juga Endy J.
Kurniawan, Think Dinar (Depok: AsmaNadia Publishing House, 2010), hlm. 119 dan
175. Lihat juga Muhaimin Iqbal, Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang &
Investasiku (Depok: Gema Insani Press, 2009), hlm. 50-52. Harga emas per gram saat ini
sekitar 500.000 rupiah dan 1 gram perak 40.000 rupiah.

%% Satu Ritl Iraq sama dengan 130 dirham atau sama dengan 3800 gram atau
sama dengan 3,8 kg. Lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu (Beirut:
Dar Al-Fikr, 2008), Juz II, hlm. 911. Lihat juga Ahmad al-Sharbashi, Yas‘alunaka fi al-
Din wa al-Hayat (Beirut: Dar al-Fikr al-Jalil, 1980), Juz 11, him. 174.

}em}rintahan al-Ma’mun diolah dari catatan Ibn Khaldun
in Muhammad bin Abd al-Majid. Lihat Ibn Khaldun,
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16 | Hamadan 22.300.000 Dirham 2,653 Triliun
17 g::rraaﬁ selatar 20.700.000 Dirham 2,463 Triliun
1g | Masbadzan dan Al- 8.000.000 Dirham 952 Miliar
Dinar
19 | Shahrazur 12.700.000 Dirham 1,511 Triliun
20 | Mausul dan 48.000.000 Dirham 5,712 Triliun
sekitarnya
21 | Adzerbaijan 8.000.000 Dirham 952 Miliar
2y | Daerah sekitar sungai | 2 0 000 Dirham 8,092 Triliun
Efurat
23 | Armenia 26.000.000 Dirham 3,094 Triliun
24 | Qinnasrin 400.000 Dinar 850 Miliar
25 | Damashkus 420.000 Dinar 892,5 Miliar
26 | Urdun 97.000 Dinar 206, 125 Miliar
27 | Palestina 310.000 Dinar 658,75 Miliar
28 | Mesir 1.920.000 Dinar 4,080 Triliun
29 | Barqah 2.000.000 Dirham~ 238 Miliar
30 | Afrika 26.000.000 Dirham 3,094 Triliun
31 | Yaman 370.000 Dinar 786,250 Miliar
32 | Hijaz 300.000 Dinar~, 637,5 Miliar

Total pendapatan negara yang diperoleh dari upeti daerah adalah
77.606.500.000.000,- rupiah.> . )7

Ibn Khaldun juga mencatat bahwa kekayaan yang disimpan
dalam negeri Andalusia mencapai 5.000.000.000 dinar dikali 3,
yang apabila dirupiahkan senilai dengan 10.625.000.000.000.000x3
sama dengan 31.875.000.000.000.000 rupiah.”’ Adapun jumlah
kekayaan negara pada masa Abbasiyah yang meliputi kekuasaan
Harun al-Rasyid, al-Ma’mun dan al-Mugqtadir masing-masing
adalah 530.312.000 dirham, 393.231.035 dirham dan 311.418.088
dirham atau senilai 146.960.373.637.000 rupiah.®’

Penerimaan negara selain pajak menurut Ibn Khaldun yaitu
sadaqat, kharraj dan jizyah, akan tetapi sangat terbatas.®> Hal ini
menunjukkan bahwa Ibn Khaldun tidak menolak pungutan pajak
oleh penguasa. Hanya saja tarif pajak yang dibebankan kepada
masyarakat hendaknya rendah. Berbeda dengan Imam al-Mawardi

% Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 143.
! “Umar Mu’in al-‘Ajfi, Haikaliyyah al-Nizam al-Iqtisadi li al-Daulah al-

‘Abbasiyyah Mundhu Qiyamiha wa Lughayah al-Tasallut al-Buhaimi 132-334 H/762-
945 M (Singapura: Markaz Nahawand, 2010 M), hlm. 292.

52 Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 218.
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(w.450 H/1058 M), yang menyatakan bahwa sumber penerimaan
negara diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu fay’
ghanimah, zakat, kharraj, ‘ushr dan jizyah.®

Konsep Ibn Khaldun tentang fiskal lebih kontekstual dibanding
ulama lainnya. Sumber-sumber pendapatan negara jika hanya
mengandalkan dari teks-teks syariat baik al-Qur’an maupun Hadis,
maka akan mengalami defisit selamanya. Untuk itu, pemerintah
harus menemukan sumber-sumber baru untuk memenuhi kebutuhan
anggaran belanja. Istilah-istilah dalam syariat seperti ghanimah,
fay’, jizyah sebagai sumber pendapatan negara sudah tidak relafan
di masa sekarang. Kharraj dan ‘ushr secara istilah sudah tidak
dipakai kembali dalam perekonomian Islam modern. Adapun dana
zakat yang relatif kecil jumlahnya, masih bisa menjadi bagian dari
sumber pendapatan negara. Istilah-istilah tersebut telah berubah
menjadi satu yang disebut pajak. Sumber utama pendapatan negara
pada saat ini adalah pajak. Karena itu, para sarjana Islam dituntut
untuk terus mengembangkan ekonomi Islam demi kesejahteraan

. . N
umat dengan menemukan teori-teori baru., w

B. Strategi Meningkatkan Pen \d@ yara Ibn Khaldun
Ibn Khaldun menyatakan bahwa pendapatan masyarakat akan

menentukan pembangunan sebuah negara. Tingkat pendapatan yang
tinggi akan sebanding dengan belanja. Begitu juga sebaliknya, tingkat
belanja yang tinggi ditentukan oleh tingkat pendapatannya. Adanya
keseimbangan antara tingkat pendapatan dan pengeluaran akan
menentukan perkembangan ekonomi suatu negara. Teori pendapatan dan
belanja yang dikemukakan Ibn Khaldun sejalan dengan teori APBN
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). APBN berfungsi sebagai
pendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah APBN suatu negara dapat

DY

% Imam al-Mawardi berpendapat bahwa keuangan publik tidak dapat
dilepaskan dari konsep kepemilikan harta menurut Islam. Harta merupakan hak milik
Allah termasuk di dalamnya a/-amwal al-‘ammah (keuangan publik). Keuangan publik
yang dikuasai negara merupakan milik Allah yang dikelola oleh baitul mal. Kemudian
al-Mawardi menjelaskan masing-masing sumber penerimaan tersebut secara terperinci.
Lebih rinci lihat Abu Hasan al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah wa Wilayat al-Diniyah
(Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 145-200. Al-Mawardi juga menulis sebuah buku yang
diperuntukkan bagi penguasa sebagai saran dalam pengelolaan negara termasuk
keuangan negara. lihat Abu Hasan al-Mawardi, Nasihat al-Muluk (Kuwait: Maktabah al-
Falah, 1983), him. 245. Lihat juga al-Mawardi, a/~-Hawi al-Kabir (Beirut: Dar al-Fikr,
1994), vol. X, hlm. 443.
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mempengaruhi pengendalian inflasi. Akhirnya akan mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi.**

Kekayaan sebuah negara dapat dilihat dari jumlah kekayaan
yang dihimpun oleh penguasa dan jumlah yang dibelanjakan. Ibn Khaldun
mencacat bahwa sebuah negara telah mencapai kesejahteraan dan
menjadi negara kaya apabila telah memiliki cadangan kekayaan atau
devisa negara yang melimpah. Perubahan pendapatan nasional riil umum
digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Pertumbuhan ekonomi suatu negara dianggap meningkat jika pendapatan
nasional riil-nya naik dari periode sebelumnya. Tingkat petumbuhan
ekonomi dihitung dari pertambahan pendapatan nasional riil. Ibn Khaldun
menyebutkan beberapa contoh sebuah negara ¢memiliki pendapatan

nasional. Misalnya pada masa kekuasaan al-M&’ i Baghdad telah

tercatat penerimaan negara secara detail dar% a er pendapatan
65

negara. AN

Ibn Khaldun memiliki pandangan yang berbeda dengan para
ulama lainnya dalam hal penerimaan belanja negara. Abu Hasan al-
Mawardi, Abu Yusuf dan Abu Ubayd lebih menekankan tentang sumber-
sumber penerimaan negara yang bersumber dari dalil-dalil al-Qur’an dan
Sunnah. Namun Ibn Khaldun lebih menekankan pada sumber pendapatan
dari pajak. Hal ini disebabkan analisa Ibn Khaldun yang didasarkan pada
pendekatan realitas sejarah yang berkembang pada saat itu. Kajian
kebijakan fiskal saat ini, lebih tepat menggunakan pendekatan Ibn
Khaldun. Karena teori-teori yang berkembang saat ini menyatakan bahwa
sumber utama pendapatan negara adalah pajak. 66

x N\ \\\§V
R Llh%p@: i
http://imeldaputri2 3121

apbn.html. Diakses ta

Dalam sebuah artikel hasil penelitian Febrian Dwi Prakarsa yang berjudul ‘Analisis
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi’ menyimpulkan bahwa besar kecilnya belanja pemerintah
berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini membuktikan bahwa tingkat
belanja akan sebanding dengan tingkat pendapatan. Lihat Febrian Dwi Prakarsa,
‘Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi’, Jurnal Ilmiyah Universitas Brawijaya, 2014. Sumber:
http://www.academia.edu/11577823/ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI _
DAERAH_DAN_PENGELUARAN PEMERINTAH_DAERAH_TERHADAP PERTU
MBUHAN_EKONOMI. diakses tanggal 25 Februari 2016.

% Ibn Khaldun, Mugaddimah, 141.

% Edi Soepangat dan Haposan Lumban Gaol menyatakan bahwa sumber utama
penerimaan pemerintah adalah pajak, retribusi, keuntungan perusahaan, denda dll. Lihat
Edi Soepangat dan Haposan Lumban Gaol, Pengantar limu Keuvangan Negara, (Jakarta:
STIE Perbanas & Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 74-75.
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Ibn Khaldun telah membicarakan bagaimana meningkatkan
kegiatan ekonomi masyarakat, yang salah satunya dengan melakukan
pemotongan pajak. Ibn Khaldun berpendapat sebab-sebab naiknya harga
barang karena tingginya biaya produksi diakibatkan tarif sangat tinggi
pada bea cukai, pajak dan pungutan lainnya yang dibebankan pemerintah
kepada masyarakat.®’

Ibn Khaldun menegaskan bahwa negara akan segera runtuh jika
tidak tepat dalam mengelola keuangan negara. Pemborosan anggaran
negara dengan membelanjakan pada pos-pos pengeluaran yang tidak tepat
sasaran akan meguras anggaran negara secara tidak produktif. Kekayaan
negara, menurut Ibn Khaldun, yang utama bersumber dari pajak. Jika
anggaran pendapatan suatu negara lebih kecil dari anggaran belanjanya
maka negara itu akan segera mengalami kehancurannya.®®

Pengeluaran negara yang tidak dikendalikan dengan baik dan
pemborosan pengeluaran anggaran negara yang tidak terkendali, menjadi
keselahan besar bagi negara, menurut Ibn Khaldun, apabila dibebankan
kepada rakyat dengan cara menaikkan pajak. Pemerintah (baca negara)
berharap dengan menaikkan pendapatannya dari pajak akan menambah

pendapatan negara. Padahal justru sebahknya sebuah ara akan segera

kegiatan
kegiat
ada pa
sektorp -
pengelolaa ng

akan hancur. H

untuk pembangﬁah api justru untuk hal-hal yang tidak tepat sasaran.7l
Ibn Khaldun menegaskan bahwa pajak merupakan sumber utama

penerimaan negara, namun mengkritik kebijakan penguasa yang

menerapkan tarif pajak tinggi untuk semua aktifitas ekonomi. Tarif pajak

yang mencekik justru akan membuat masyarakat enggan berbisnis.”?

%7 Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 286-287.
% Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 133-134.
% Ibn Kahldun, Mugaddimah, him. 219-220.
70 Ibn Kahldun, Mugaddimah, him.136.
! Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 222.
72 Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 218.
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Faktor utama yang bisa meningkatkan penerimaan pajak menurut Ibn
Khaldun adalah tarif pajak yang rendah.”

Pendapat Ibn Khaldun sejalan dengan apa yang dikemukakan
oleh Keynes.”" Ide Keynes, sejak tahun 1930, dianggap sangat ampuh
untuk menghadapi depresi ekonomi, namun sekitar tahun 1970 terjadi
masalah besar dalam perekonomian dunia, yaitu terjadi inflasi tinggi dan
dibarengi tingkat pengangguran yang tinggi pula. Model Keynesian yang
menitik beratkan intervensi pemerintah dalam stimulus fiskal yang
menuntut pengeluaran belanja pemerintah untuk mendorong kenaikan
konsumsi dan produksi justru menyebabkan inflasi besar di seluruh dunia.
Gagasan Keynes, mulai ditinggalkan oleh para ekonom, yang memiliki
ciri utamanya adalah pengaruh inflasi dan pengangg . Stagflasi yang
aran agregat. Hal

ini sangat berbeda dengan pemikiran Keyne

sebab utama fluktuasi adalah karena 2 yeseran permintaan
agregat. Karena itu teori Keynes mulai diti i pada
tahun itu mulai tertarik kembali terhadap pe

Para ekonom penganut wa teorl
dan model kebijakan yang sel mampu. meningkatkan

pertumbuhan ekonomi tela N\ jukkan bahwa
pemikiran Keynes 3 \ ; penurunnya  pamor
Samuelson setelah g ah Samuelson dianggap

Q rena memang penganut

ai-bapak-teori makroekonomi modern.
bali ilmu ekonomi Keneysian.’’
ucas mengkritik keras model

N

73 Ibn Khaldg \x% akanengan tegas:
S b e gl e s s 3 ol Y1 sl of

Tbn Khaldin, Mugaddimah, Tim. 218.

™ Tbn Khladun hidup antara 1332 — 1406 M sedangkan Keynes hidup antara
1883 — 1946, berarti teori Ibn Khaldun yang telah berumur kurang lebih 500 tahun
dibangkitkan kembali oleh Keynes untuk mengatasi depresi ekonomi yang melanda
dunia terutama Amerika sekitar tahun 1930 M.

> Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1997), him. 54

76 Hayek, Friedrich A, The Essence of Hayek, Ed. Chiaki Nishiyama dan Kurt
R. Leube, (Stanford, CA: Hoover Institusion, 1984), him. 266 dalam Mark Skousen,
Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern, terj. Tri
Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 419.

" Mark Skousen, Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro Teori-Teori
Ekonomi Modern, terj. Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Prenada Media, 2005), him.
436-442.
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pemikiran Keynes dalam kebijakan makroekonomi dengan menawarkan
model ekonomi makro klasik baru.”®

Teori pajak Ibn Khaldun dianggap sama dengan teori pajak
modern. Ada kemiripan gagasan yang dikemukakan oleh Keynes dan Ibn
Khaldun. Bahkan Chapra menyatakan bahwa Keynes adalah penerus Ibn
Khaldun.” Tbn Khaldun diakui sebagai pelatak dasar-dasar teori
perpajakan modern. Ibn Khaldun adalah penggagas pertama dalam sejarah
untuk teori pajak. Sehingga teori Ibn Khaldun tentang perpajakan
dianggap sebagai sebuah kontribusi paling utama dalam pemikiran
ekonomi. Teori pajak Ibn Khaldun dikembangkan oleh Keynes dengan
istilah Agregate effective demand, multiplier effect dan equality of
income and expenditure.”’ N

Ibn Khaldun menyatakan bahwa ketika total permintaan
meningkat disebabkan adanya peningkatan populasi, maka secara
otomatis akan meningkatkan produksi, laba dan juga pajak. Menurut Ibn
Khaldun penerimaan pajak oleh penguasa akan meningkat seiring
peningkatan kemakmuran bisnis dengan ketentuan tarif pajak yang tidak
memberatkan. Konsep yang ditawarkan oleh Ibn Khaldun adalah jika
sebuah negara membebankan pajak kepada rakyat dengan tarif rendah,
maka mereka akan bersemangat dan juga senang untuk berusaha. Upaya
ini akan mendorong perkembangan banyak usaha. Konsep seperti ini
dikenal dalam ilmu ekonomi modern, dengan prinsip pajak yang rendah
dapat menjadi stimulus untuk kemajuan kegiatan ekonomi.

Hal sebaliknya akan terjadi, jika tarif pajak yang dibebankan
penguasa kepada masyarakat jumlahnya besar dan memberatkan rakyat.
Maka akan mengakibatkan kegiatan ekonomi mejadi lesu. Kegiatan
ekonomi yang rendah akan berdampak negatif bagi perekonomian sebuah
negara. Ibn Khladun mengisyaratkan bahwa uang yang diterima oleh
pemerintah bersumber dari rakyat melalui pungutan pajak. Jika

AN \>

7® Robert E. Luejlas, Jr, “Econometric Policy Evaluation: A Critiqu”. Diambil
dari makalah The Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy Karl Bruner
and Alan Meltzer (eds), (North-Holland: Elsevier Science Publisher BV, 1983) him. 257-
263.

7 M. Umer Chapra, The Future of Economics: A Islamic Perspective,
(Leicester, UK: The Islamic Foundations, 2000), hIm. 194. Lihat juga dalam terjemahan
bahasa Indonesia M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective,
trjm. Amdiar Amir dkk (Jakarta: Shari’ah in Economics and Banking Instituts, 2001),
hlm. 333-337.

80 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran ekonomi Islam, hlm. 192.

81 Jean David C Boulakia, ‘Ibn Khaldun: A Fourteenth-Century Economist’,
Journal of Political Economy, 1971, vol. 79, issue 5, pages 1105-1118. Lihat di
http://dx.doi.org/10.1086/259818. lihat juga http://www.jstor.org/stable/1830276
diakses tanggal 20 Februari 2016.
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pemerintah terus meningkatkan tarif pajak rakyat demi mengejar anggara
belanja penguasa, maka akan berakibat terjadinya tekanan fiskal yang
cukup tinggi bagi masyarakat. Beban pajak yang tinggi, akan
mengakibatkan stagnasi dan masyarakat akan malas melakukan kegaitan
usaha produktif. Teori yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun ini, disebut
dengan siklus fiskal.®

Ibn Khaldun mengemukakan tentang teori pajak. Ibn Khaldun
memberi judul khusus bab tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
tingkat penerimaan pajak, dengan judul: ‘fi al-jibayah wa sababu
Qillatiha wa kathratiha’ (faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat
penerimaan pajak).® Ibn Khaldun menyatakan secara tersirat bahwa
pajak merupakan komponen utama dalam keuangan publik. Struktur
pajak dan pengelolaan keuangan negara memiliki peran sangat penting
dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Ibn Khaldun menjelaskan
teori pajaknya dalam lima bab. A\ <\X\\\%\

Pertama, pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi
penerimaannya. Pada bab ini, dijelaskan bahwa tarif pajak pada masa-
masa awal sebuah negara adalah rendah. Negara akan mampu
mengumpulkan jumlah pendapatan negara yang banyak. Ketika
pemerintah membebankan kepada rakyat tarif pajak yang rendah, maka
mereka akan semangat untuk bekerja dan berkarya. Sehingga akan
tumbuh pembangunan. Semakin meningkat pembangunan, maka semakin
banyak usaha yang berjalan di masyarakat. Pasar-pasar akan ramai
dengan aktifitas perdagangan. Sehingga objek-objek pajak yang
dikumpulkan oleh pemerintah akan semakin luas dan pendapatan
pemerintah dari pajak akan meningkat. Pada saat ini negara memiliki
kekayaan yang cukup untuk pembangunan negara. Perkembangan
selanjutnya, semakin lama negara akan meningkatkan tarif pajak secara
bertahab karena desakan kebutuhan belanja negara. Hingga pada
akhirnya, menetapkan tarif pajak yang sangat tinggi dan melampaui batas
keawajaran.  Akhirnya masyarakat enggan berproduksi, maka
berkuranglah jumlah pajak.84 Kedua, Ibn Khaldun mengungkapkan
kondisi masyarakat ketika penguasa mengenakan tarif pajak pada hal-hal
yang tidak masuk akal. Keinginan penguasa untuk mengumpulkan
pendapatan yang besar, menyebabkan terjadinya kebijakan yang tidak

82 Jean David C Boulakia, ‘Ibn Khaldun: A Fourteenth-Century Economist’,
Journal of Political Economy, 1971, vol. 79, issue 5, pages 1105-1118. Lihat di
http://dx.doi.org/10.1086/259818.  lihat juga http://www.jstor.org/stable/1830276
diakses tanggal 20 Februari 2016.

% Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 218.

% Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 218.
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memihak rakyat. Justru rakyat semakin tercekik dengan beban pajak di
semua bidang kehidupan. Hal itu justru akan merusak ekonomi negara.®
Ketiga, Ibn Khaldun mengungkapkan bahwa penguasa yang tidak mampu
mengelola pasar lalu justru ikut campur dalam bisnis demi mendapat
keuntungan bukan untuk mengendalikan, maka justru akan merusak
penerimaan pajak. Penguasa tidak boleh berorientasi pada keuntungan
jika mengedalikan faktor-faktor ekonomi. penguasaan pemerintah
terhadap faktor ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak,
harus bertujuan untuk pemerataan bukan keuntungan materi.* Keempat,
Ibn Khaldun menyatakan bahwa puncak kesejahteraan sebuah negara
akan terjadi ketika pembangunan merata dan tarif pajak rendah.®” Kelima,
Ibn Khaldun menegaskan bahwa belanja pemerintah untuk mendorong
ekonomi akan mempengaruhi pendapatan pajak. Semakin besar
pengeluaran pemerintah untuk menggerakkan faktor-faktor ekonomi
masyarakat, maka pendapatan pemerintah dari sektor pajak akan semakin
besar pula."™ SO NNER NN

Teori pajak yang dibangun oleh Ibn Khaldun adalah ketika pajak
rendah, kegiatan ekonomi akan berjalan maka pendapatan negara dari
sektor pajak akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika tarif pajak
tinggi, kegiatan ekonomi akan lesu maka pendapatan negara dari pajak
akan turun. _K\\\\\ A NG

Ibn Khaldun menjelaskan tentang akibat negatif jika pemerintah
memperluas obyek-obyek pajak. Kebutuhan anggaran negara yang terus
bertambah, menyebabkan pemerintah memperluas obyek-obyek kegiatan
ekonomi yang kenankan pajak. Bahkan usaha-usaha yang sangat kecil
termasuk yang ditarik pajak dan pungutan lainya. Hal itu juga akan
menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi lesu. Masyarakat semakin
enggan untuk berproduksi dan berdagang. Akibatnya pajak yang diterima
pemerintah juga sedikit.*” Ibn Khaldin nampak sangat teliti dalam hal
pungutan pajak. Beliau sangat menentang pemerintah yang menarik
pungutan maupun pajak dari bisnis-bisnis yang kecil. Karena akan
membuat orang-orang kecil akan lebih tertindas.

Pemerintah (baca negara), menurut Ibn Khaldun, tidak perlu
terjun langsung dalam bisnis demi menggali keuntungan untuk menambal
kekurang penerimaan pajak. Ibn Khaldun menghawatirkan jika
pemerintah ikut berdagang, maka masyarakat akan kalah bersaing

% Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 219.
% Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 220.
¥7 Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 221.
% Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 223.
% Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 219.
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sehingga tidak ada lagi usaha perdagang maupun pertanian oleh rakyat.
Akibatnya tidak ada objek pajak yang bisa dipungut. Selain itu, bisa jadi
pemerintah tidak akan mengeluarkan pajak atas usaha mereka sendiri. Hal
itu juga akan menyebabkan ketidak adilan. Ibn Khaldun juga mengkiritk
pemerintah yang dekat dengan pengusaha. Karena akan terpengaruh oleh
bisikan pengusaha tersebut, sehingga akan berlaku tidak adil dalam
pungutan pajak.”’ Penguasa tidak boleh menjadi pedagang dan tidak
boleh dekat dengan pedagang.

Sumber utama pendapatan negara adalah pajak. Sehingga
pemerintah, menurut Ibn Khaldun, dalam penggunaan anggaran harus
berupaya untuk mengelola dana hasil pungutan pajak dengan baik dan
bijak. Anggaran pengeluaran negara harus diawasi dengan ketat, tidak
boleh ada kebocoran-kebocoran anggaran. Pos-pos anggaran belanja harus
diprioritaskan hal-hal yang wutama, yaitu menyangkut kebutuhan
masyarakat umum. Jangan sampai anggaran belanja dipergunakan untuk
kebutuhan foya-foya para pegawai, termasuk pembelian barang-barang
mewah untuk kebutuhan pegawai. Sehingga akan menguras anggaran
negara.”" A SRR

Peran pemerintah (baca negara), menurut Ibn Khaldun, dalam
memberikan stimulus ekonomi akan berpengaruh dalam peningkatan
pendapatan pajak. Pemerintah harus mendorong rakyat agar giat
berusaha, sehingga akan terbuka lapangan kerja yang luas, dan akan
menaikkan pendapatan negara dari sektor pajak. Ibn Khaldun menyatakan
bahwa pemerintah dan penguasa merupakan pasar utama dan terbesar
bagi seluruh rakyat. Pemerintah merupakan penguasa pasar terbesar,
dengan demikian Pemerintah harus menjadi sumber utama uang, yang
mempunyai pengertian bahwa pemerintah adalah pencipta uang untuk
>\

W

% Tbn Khaldin, dimah, hlm. 219-221. Dalam hal kaitannya penguasa
sekaligus menjadi pengusaha, pernah dikritik keras oleh menteri kabinet Presiden Joko
Widodo dan Yusuf Kalla. Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Maritim dan
Sumber daya, menyatakan bahwa penguasa yang menjadi pengusaha akan menjadi
malapetaka bagi rakyat Indonesia. Bahkan beliau juga menyatakan bahwa hal itu
termasuk mengkhianati demokrasi. Lihat
http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/01/12/00tjex365-rizal-ramli-

penguasa-sekaligus-pengusaha-malapetaka-untuk-rakyat. diakses tanggal 26 Februari
2016.

! Ibn Khaldun, Muqgaddimah, hlm. 221-223. Termasuk dalam pemborosan
anggaran misalnya pembelian mobil mewah bagi pejabat dan pengadaan barang-barang
dan jasa yang berlebihan. Pemerintahan Indonesia saat ini diberitakan bahwa Presiden
RI sering melakukan pemotongan anggaran yang dianggap pemborosan anggaran negara.
Seperti membeli mobil dinas yang sangat mahal dan lain-lain. Lihat
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/10/074121326/Ini.Sumber-
sumber.Pemborosan.di. RAPBN.2015.
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berjalananya ekonomi.”” Pemerintah harus mengeluarkan anggaran
belanjanya untuk mendorong dunia bisnis. Sehingga nantinya akan
benyak mengumpulkan pemasukan dari kegiatan ekonomi yang berjalan.
Kelesuan-kelesuan pasar disebabkan oleh tidak adanya belanja oleh
pemerintah. Ibn Khaldun menegaskan bahwa sejatinya harta kekayaan
hanya berputar antara rakyat dan penguasa.93

Teori pajak rendah dan peningkatan belanja oleh pemerintah
untuk peningkatan ekonomi yang digagas oleh Ibn Khaldun memilliki
kesamaan dengan Keynesian. Penguasa atau pemerintah harus
menerapkan kebijakan fiskal ekspansif ketika kondisi ekonomi sedang
mengalami kontraksi gap dan pasar mengalami kelesuan. Keynes
menggagas penyelesaian ekonomi yang sedang mengalami kontraksi gap
dengan memotong tarif pajak dan memperbesar belanja negara. Keynes
meyakini bahwa dengan cara ekspansi fiskal akan memiliki efek
pengganda (multiplier eftect) terhadap permintaan agregat dan output.
Ekspansi fiskal akan meningkatkan permintaan agregat melalui salah satu
dari dua jalan. Pertama, jika penguasa meningkatkan belanja dan
penerimaan pajak tetap, maka permintaan agregat akan bertambah secara
langsung. Kedua, jika penguasa memotong pendapatan dari pajak (zax
cuts) atau menaikkan fransfer payments, maka penghasilan masyarakat
yang dapat dibelanjakan (disposable income) justru bisa bertambah, maka
masyarakat cenderung akan meningkatkan konsumsi.”*

Konsep memperbesar belanja negara demi meningkatkan
aktifitas ekonomi rakyat yang digagas oleh Ibn Khaldun dan juga Keynes
telah dipraktekkan oleh negara-negara kaya. Atau memang negara-negara
itu menjadi kaya karena menerapkan konsep memperbesar belanja
(goverment expenditures). Amerika Serikat mengeluarkan 20%-30%
terhadap GDPnya untuk penguatan workfare. Bahkan tahun 1995
mencapai 36%. Perancis 54%, Jerman 50%, Belanda 55%, Ingrris 45%,
Jepang 36%, Malaysia 32%, India 28%. Namun negara Indonesia hanya
14% dari GDP, dan sebagiannya pun untuk membayar cicilan atas utang
luar negeri.95 Negara sejahtera seharusnya memiliki porsi belanja negara
untuk Pembangunan Ekonomi dan Pengeluaran Sosial yang tinggi.

?Lihat ‘Adil ‘Abdu al-Mahdi, A/-Thawabit wa al-Mutaghayyirat fi al-Tarikh
al-Igtisaq Ii al-Bilad al-Islamiyyah (Baghdad: Markaz Dirasaat Falsafat al-Din, al-Dar
al-‘ Arabiyah li al-‘Ulum Nashirun, 2009), him. 449.

%3 Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 223.

% M. Suparmoko, Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta:
Penerbit BPFE, 2000), hlm. 128.

% Sri Edi Swasono, Indonesia dan Dokrin Kesejahteraan Sosial dari Klasikal
Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010),
hlm. 78.
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Diantara negara-negara maju tersebut adalah Swedia, norwegia,
Denmark, Finlandia, Belanda, Prancis, Austria dan selandia Baru. %Hal
ini membuktikan bahwa teori meningkatkan belanja negara (goverment
expenditures) memang sangat mujarab untuk meningkatkan kemakmuran
rakyat.

Sedangkan Ibn Khaldun menyatakan bahwa negara atau
pemerintah merupakan penguasa terbesar atas pasar, maka pertama,
seharusnya lebih banyak mengeluarkan anggaran untuk menggerakkan
pasar dan kedua pemerintah tidak mengenakan tarif atau pungutan yang
tinggi atas bisnis yang dilakukan oleh masyarakat.

Pemahaman yang menyamakan antara zakat dan pajak sebagai
bagian dari penerimaan negara sama dengan pemikiran Ibn Khaldun. Ibn
Khaldun telah menyatakan bahwa zakat merupakan bagian dari sumber
pendapatan negara. Namun demikian jika negara hanya mengandalkan
sumber pendapatan negara dari zakat, maka tidak akan mencukupi untuk
memenuhi kebutuhan belanja negara.” Maka negara membutuhkan
sumber-sumber pendapatan lain, terutama pajak. Bahkan dalam ekonomi
modern saat ini, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara.

Pernyataan Ibn Khaldun bahwa zakat tidak akan mencukupi
kebutuhan anggaran belanja negara, dapat dibuktikan dengan data
penerimaan zakat di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang
penduduknya mayoritas muslim terbesar di dunia. PIRAC (Public Interest
Research and Advocacy Center) pernah melakukan survey pada tahun
2004 tentang potensi zakat di Indonesia bisa mencapai 6,132 Triliun
rupiah per tahun. PBB UIN Jakarta pernah melakukan penelitian tahun
2005 bersama Ford Foundation, menyatakan bahwa potensi zakat di
Indonesia sebesar 19,3 Triliun, terdiri dari 14,2 Triliun uvang tunai dan
selebihnya barang-barang bernilai. BAZNAS juga pernah menyatakan
bahwa potensi zakat yang bisa dihimpun oleh negara sebesar 17,5 Triliun
rupiah per tahun.”Jaja Jaclani menyatakan bahwa potensi zakat di
Indonesia, menurut peneletian IPB dan BAZNAS mencapai 217 Triliun
rupiah per tahun.” Namun demikian, kenyataannya penghimpunan zakat

% Edi Suharto, ‘Pembangunan Sosial Di Negara Maju dan Berkembang’ artikel
pada http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo 28.htm . diakses tanggal 28
Februari 2016.

7 Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 218

% Ari Sadewo, ‘Buaian Potensi Zakat’, artikel dimuat pada hari Kamis, 16
November 2006. Lihat di http:/kumpulanberitalama.blogspot.co.id/2013/06/republika-
buaian-potensi-zakat.html. diakses tanggal 1 Maret 2016.

% Lihat lebih lengkap Jaja Jaelani: Potensi Zakat Indonesia Mencapai p. 217
Trilun. di http:/forumzakat.org/jaja-jaclani-potensi-zakat-indonesia-mencapai-rp-217-
triliun/. Diakses tanggal 1 Maret 2016.
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baru mencapai 2,8 Triliun. Potensi zakat ini memang sangat besar, namun
demikian jika dibandingkan dengan kebutuhan anggaran belanja negara
Indonesia yang mencapai 2.095,7 Triliun, '® maka jumlah tersebut sangat
kecil untuk mencukupi anggaran belanja pemerintah. Oleh sebab itu,
pernyataan Ibn Khaldun tentang pendapatan negara tidak akan
mencukupi jika pemerintah hanya mengandalkan zakat terbukti
kebenarannya. Sehingga pajak merupakan sumber utama pendapatan
negara.

Ibn Khaldun dalam tulisannya menjelaskan mengenai kebijakan
fiskal dalam sejarah Islam. Ibn Khaldun mengidentifikasi teori kebijakan
pendapatan negara dalam konsep Islam, dapat dikaji dengan menelaah
kondisi pendapatan negara di masa awal IslamKajian tersebut dimulai

' Taif. Sedangkan perjalanan
aran \yang digunakan adalah harta Abu
erjalanan tersebut, Abu Bakar tidak

)
R Li mh rinci tentang APBN tahun 2016 di
http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016. diakses tanggal 1 Maret 2016

%" Dar al-Arqam’ adalah tempat untuk pelaksanaan shalat, ibadah, kajian atas
wahyu. Karena pentingnya dar al-Arqam ini maka sering pula disebut qurratu ‘aini al-
nabi saw. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada Munir al-Ghabban, al-Tarbiyah al-
Qiyadiyah (Mesir: Dar al-Wafa’ al-Manshurah, 1998), jilid I, hlm. 198

192 Atas jasa Abu Bakar ini, Rasul saw. bersabda:

ﬂ&\JD&MbLJb@uLﬂ
Artinya: “Tidak ada harta seorang pun yang dapat memberiku manfaat sebagaimana
harta Abu Bakar memberi mantfaat kepadaku’. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abd
Allah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, Sunan Ibn Majah (Beirut, Dar al-Fikr, 1995),
jilid 1, hlm. 11 dan juga Imam ahmad bin Hanbal, a/-Musnad (Beirut, Dar al-Fikr, tt),
jilid 2, hlm. 366.

1 Sebelum Abu Bakar pergi hijrah sudah menyiapkan kuda yang terbaik,
mempersiapkan binatang ternak yang dimiliki yang siap untuk diperas susunya dan
diambil dagingnya. Harta yang dibawa mencapai lima atau enam ribu dirham. Untuk
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Kebijakan pengeluaran pertama yang dilakukan Nabi Muhammad
ketika sampai di Madinah adalah ketika mendirikan masjid dan rumah
beberapa pembesar negara di Madinah.'® Sedangkan Nabi Muhammad
sendiri mendirikan rumah di dekat masjid. Pendirian masjid ini
anggarannya diambilkan dari anggaran bersama para sahabat terutama
dari kelompok Anshar. 103

Nabi Muhammad melakukan langkah-langkah strategis untuk
mensejahterakan masyarakat Muhajirin dan Anshar. Kebijakan pertama
adalah mengadakan persaudaran antara sahabat yang cukup secara
finansial (the haves) dengan yang kekurangan secara finansial, sehingga
mereka yang belum mempunyai kemampuan dapat hidup mandiri dan
berkecukupan tanpa bergantung kepada subsidi negara. Nabi Muhammad
juga melakukan upaya untuk memperkuat diplot
generasi yang kuat dan pandai. Nabi Muhat

menjadi utusan Nabi Muhammad.
membiayai aksi tersebut adalah has
yang mampu secara finansial.'®

akan disedeka
ersebut milik Bani Najar yang hendak
eka menolak pembelian tersebut. Untuk
ﬂ ada JAbu Fida Isma’il Ibn Katsir, alSirah al-
Nabawiyah (Bei ), jil.2, him. 303.
Nabi dan Para sahabat ukurannya kurang lebih 17
zira’ dan tinggi temb tinggi seseorang lebih sedikit dan terdiri atas tiga pintu.
Sementara itu bagian luar yang biasa disebut dengan Suffat terbuka tanpa ada atap.
Untuk keterangan lebih lanjut ada pada ‘Ali Mu’thi, al-Tarikh al-Siyasi wa al-Askari Ii
Dawlah al-Madinah (Beirut: Mu’assasah al-Ma’arif, 1998), hlm. 156-157, Abu al-Fida
Isma’il ibn Umar Ibn Katsir, al-Bidayah wa al-Nihayah (Kairo: Dar al-Rayyan li al-
Turats, 1990), jilid 3., him. 303. Muhammad Rida, Muhammad Rasulullah (Beirut: Dar
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1975), him. 143.
196" A/ al-Suffah yang hidup di sekitar Masjid Nabawi berjumlah kurang lebih
70 sampai 80 orang. Mereka semua berada di masjid untuk belajar dan mempelajari al-
Quran serta agama Islam. Sebagian besar mereka adalah kelompok Muhajirin yang
datang ke Madinah setelah perang Badar. Sementara itu, kelompok Muhajirin yang
datang sebelum perang badar semua dapat bergabung dan mengembangkan ekomoni
bersama kelompok Anshar. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, untuk keterangan
lebih lanjut mengenai ahl al-Suffah ini ada pada, Salih Ahmad al-Syami, al-Sirah al-
Nabawiyyah: Tarbiyyah Ummah wa Bina’ Dawlah (Kairo: Maktabah al-Islamiyyah,
1992), him. 175., Akram al-‘Amriy, al-Sirah al-Nabawiyyah al-Sahihah (al-Madinah al-
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Strategi lain untuk menguatkan relasi masyarakat antar agama,
maka Nabi Muhammad membuat A/-Sahifah (Piagam Madinah). Piagam
ini berisikan butir-butir mengenai keharusan bergotong-royong antara
sesama mukmin dalam membayar diat, menebus tawanan dan membantu
orang-orang yang terhimpit hutang. Butir lain dalam piagam Madinah
adalah tercantum kewajiban khusus bagi kaum Mukmin dan Yahudi
untuk mengeluarkan pembiayaan militer ketika masing-masing turut
berperang melawan musuh bersama.'”’

Nabi  Muhammad, untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat, juga meresmikan pasar tersendiri selain pasarnya orang-
orang Yahudi. Pasar yang dibangun oleh Nabi Muhammad tidak
memungut retribusi dari para pengguna pasar tersebut. Catatan sejarah
menunjukkan tidak ditemukan suatu riway g menunjukkan adanya
lembaga perbendaharaan negara selai ang mengelola
kewajiban zakat yang baru diwajibka ijriyah.'” Pada

ik dalam sejarah Islam ataupun pada hadis-hadis yang
menunjukkan bah uhammad dan para Sahabat kelaparan dan tidak makan
lebih dari hari. Padahal saat itu, keadaan negara sudah stabil dan sudah banyak orang-
orang yang kaya. Misalnya dalam habis yang diriwayatakan oleh Bukhari:

S5 ot ralosl i) SIS sy iy b 36 5 s a0 (5 8 06 ) T 0

ey 4 Ciap o 0 I3t 836 B8 Ty I8 il Hiay g g sl o ) B AT e gl s s
BB oF 5 g G s Gle il BN ek e e I AT e asllp e B T g U sl et 20

G olgy 2 A AT R 5 LA 835 e RN RAPS

Lihat Sahih al-Bukhari (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987), juz 2, hlm. 45. Lihat juga Imam
Muslim, Sahih Muslim (Beirut: Dar Thya’ al-Turath al-‘Arabi, 1987), jus 1, him. 131.
Hadis lain juga menceritakan hal yang sama, yaitu:
BN pa 8108 G5 ale 0342 Y Gl A 5 sl A i o b 325 88106 sy B G 2

RE Ry
Lihat Imam al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi (Beirut: Dar al-Jil, 1998), jus 5, hlm. 178.
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Nabi Muhammad SAW melarang berhutang kepada orang lain dan
mebiarkan jenazah yang masih punya hutang untuk tidak dishalatakan
samapai ada orang yang menanggungnya. Hal ini berdasarkan suatu
kenyataan bahwa Nabi Muhammad, tidak berkenan melakukan shalat
mayat bagi mayit yang masih mempunyai hutang dan belum di bayar.'"

Sektor ekonomi yang lebih banyak dilakukan Nabi Muhammad
adalah menciptakan pribadi yang berjiwa enterpreneurship dan
mengandalkan sektor swasta. Nabi Muhammad tidak memberikan subsidi
kepada masyarakat serta tidak menarik pajak, karena alasan untuk
pembiayaan negara. Nabi Muhammad tidak menarik pajak bukan berarti
hal itu tidak dikenal oleh Nabi Muhammad, akan tetapi Nabi Muhammad
tidak mau membebani masyarakat demi kepentingan pribadi dan negara
yang dipimpinnya.''' Sektor penggerak swasta agalmana yang
dicontoh Nabi Muhammad ketika ada sahaba ig \meminta bantuan

yang dialokasikan
1l
aum Muslimin.'"

mengenai hal ini, ada pada Muhammad ibn
‘Ali ibn Muha -Sh 1 Na ]/AWt]lar(Lebanon Dar al-Jayl, 1973), jilid 5.,
hlm. 357-358

" Hal ini anQdaj)a sejarah bahwa Rasulullah sudah berkunjung ke
negara lain selain i, syam. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada ‘Ali
Muhammad al-Shahabi, ~a/-STrah al-Nabawiyyah (Beirut: Dar al-Ma’rifat, 2008), him.
62, Ibn Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyah (Beirut: Dar al-kitab al-‘Arabi, 1990), jilid 2,
hlm. 212-213.

"2 Dalam sahih Bukhari terutama dalam bab zakat disebutkan perlunya untuk
berusaha walaupun hanya menjual kayu bakar dan celaan bagi meminta-minta.

R EEP (It C M»dufbugm}wvsw»wy'"Ju‘.u w.«m};s‘n
oo ol gt i e ot Ol 3 2
Lihat Sahih al-Bukhari, juz 1, him. 49.
'3 Untuk keterangan lebih lanjut ada pada surat al-Anfal ayat 1 dan seterusnya.
Dalam sebuah riwayat disebutkan pada saat itu umat Islam mendapatkan seratus lima
puluh unta dan beberapa harta lainnya. Lihat juga pada Muhammad bin ‘Umar bin
Wagqid al-Sahmi, Maghazi Wagqidi (Beirut: Dar al-A’lami, 1989), jilid 1, hlm. 64. Lihat
juga Abu Ja’far Ahmad ibn Nasgr al-Dawudi al-Maliki, Kitab al-Amwal (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), hlm. 30-31.
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Pendapatan ini terus meningkat seperti adanya tanah Khaibar dan tanah
Fidak.'"*

Berdasarkan keterangan di atas, kebijakan Nabi Muhammad
dalam bidang fiskal bukanlah kebijakan yang spontan, akan tetapi melalui
proses yang panjang. Inti dari kebijakan tersebut, tidak ada anggaran
yang masuk untuk kepentingan individual Nabi Muhammad dan Nabi
Muhammad menerapkan kemandirian dalam berbisnis bagi setiap
individu

Pada masa al-Khulafa’ al-Rashidun, terutama pada masa
kepemimpinan ‘Umar al-Khattab, kaum Muslim disibukkan dengan
pertempuran, sehingga tanah kekuasaan kaum muslimin menjadi sangat
banyak dan pemasukan negara juga meningkat. Pada saat itu, ada
omi negara Islam.'"

muslimin menghasilkan harta rampasan. yang ah da d1masukkan
dalam pendapatan negara.''® Anggafan ini

h.\Untuk keterangan lebih lanjut ada
iy (Kairo: Maktabah Wahbah 2001),

Jm yang menjadi sorotan adalah perdebatan antara
Fathimah anak R ah. d ngan Abu Bakar mengenai harta peninggalan Rasulullah.
Persoalan lain adalah _penolakan sebagian orang murtad terhadap pembayaran zakat
untuk kepentingan rakyat. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Shams al-Din Abu
Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Utsman al-Dhahabi, Tarikh al-Isiam Ii al-Dhahabi
(Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1990), hlm. 230.

e Sikap sebagai bentuk jihad pada masa sahabat ini disebabkan oleh beberapa
hal, yang antara lain adalah adanya perintah dari Allah yang diberikan suatu janji jika
menang akan mendapatkan harta fai dan jika kalah akan mendapatkan hadiah surga.
Muhammad ‘Abid al-Jabiri, al-Aql al-Siyasi al-‘Arabi (Beirut: Markaz Dirasat Wahdah
al-‘Arabiyyah, 1995), hlm. 50.

7 Baitul mal adalah institusi baru yang didirikan oleh Umar al-Khattab.
Pendiriannya untuk menyimpan dan mengelola harta dari zakat, fai, ghanimah, harta lain
untuk keperluan masyarakat dan harta hadiah/hibah dari negara lain untuk raja. Untuk
keterangan lebih lanjut ada pada, Muhammad Rawwas Qal‘ah Ji, Mausu‘ah Figh ‘Umar
Ibn Al-Khattab (Kuwait: Maktabah Al-Falih, 1984), hlm. 116. Lihat juga Ibn Shubbah
al-Namiri, Tarikh al-Madinah (Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Arabi, tt), jilid 3, hlm. 757.
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baru. Kebijakan tersebut yang tidak terdapat pada masa Nabi
Muhammad, yaitu memberikan santunan, komisi, bonus, tunjangan atau
gaji besar kepada rakyat.''"® Peningkatan perubahan ini juga
mempengaruhi sistem lembaga keuangan negara (baitul mal) serta
rekrutmen pegawai khusus yang mengatur jadwal pengalokasian belanja
negara.

Kabijakan fiskal yang dijalankan pada masa Umar, salah satunya
adalah kebijakan kharraj.”” Kebijakan ini mulai ada ketika Irak
ditaklukkan.'"” Tanah kharraj ini menjadi aset negara yang memberi
pemasukan secara periodik. Sedangkan besaran hasil yang disetorkan ke
kas negara, ditetapkan berdasarkan hasil panen yang telah dibuat jadwal
bagi masing-masing lahan menurut jenis tanama
ditanam."'

Kepemilikan pada jenis lahan
sejumlah aturan yang periwayatannya cuk

nggarkan sebanyak 100 dirham tiap tahun untuk
alokasi anak-anak. d Rawwas Qal‘ah Ji, Mausu’ah Figh Umar Ibn Al-Khattab
hlm. 935.

" Kharra ya imaksud pada masa Umar adalah upeti tahunan yang
diwajibkan bagi pimpinan orang-orang kafir yang dimerdekakan, dan budak-budaknya.
Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, Mausu‘ah Figh ‘Umar Ibn Al-Khattab (Beirut: Dar al-
Fikr, 1983), him. 234.

20 Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hal ini ada pada, Muhammad
Rawwas Qal'ah Ji, Mausu‘ah Figh ‘Umar Ibn Al-Khattab, hlm. 75. Lihat juga Abu Yusuf
Ya’qub ibn Ibrahim, Kitab al-Kharraj (Beirut; Dar al-Ma’rifah, 1979), him. 24-25.

2 Muhammad Rawas Qal'ah Ji, Mausi’ah Figh ‘Umar Ibn Al-Khattab, him.
297-298.

122 Abu ‘Ubaid menjelaskan bahwa hukum larangan ini adakalanya berupa
haram dan adapula yang boleh berdasarkan beberapa hadis yang ia kutip. Untuk
keterangan lebih lanjut ada pada, Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam, Kitab Al-Amwal
(Beirut: Dar al-Syurug, 1989), him. 157-166.

123 Abu Yusuf mengidentifikasi harta ‘ushur dan kharrzj dengan perbedaan
yang sederhana, yaitu kharraj adalah harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya,
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Adapun upaya menafsirkan kharraj sebagai pajak tanah dan
menjadikannya sebagai dasar bagi dibolehkannya pungutan pajak
terhadap tanah milik kaum Muslimin tidak mendapatkan sandaran faktual
dalam sejarah umat Islam.'** Kharraj atau pajak tidak diberlakukan
kepada pemilik tanah yang masuk Islam. Demikian juga, negara tidak
boleh menambah besaran kharraj yang dipungut dari tanah yang didapat
berdasarkan rekonsiliasi penduduk setempat dengan kaum muslimin.

Makna kharraj sebenarnya sudah dikaburkan maknanya sejak awal
dan ketentuannya bukanlah hal yang baru. Sebab, pada masa Dinasti
Umaiyah, Muhammad ibn Yusuf al-Tsaqafi, pernah memberlakukan
kharraj sebagai pajak tanah di luar zakat terhadap penduduk Yaman.
Padahal mereka itu adalah orang-orang yang memeluk Islam di tanah

kelahirannya sendiri. Akibatnya, pada masa bin ‘Abd al-‘Aziz
berkuasa kebijakan tersebut dicabut d ajibankan zakat
tanaman sebagai kewajiban syara’ yang persepuluh  atau
seperlima.'®

Pada masa al-Khulafa al-]

tanah tak bertuan yang dipili Qe adikan sebagai aset
tetap, termasuk tana hkharraj >t ewakan kepada perorangan
(sebagai penggarap n ha pesifik dialokasikan untuk
kepentingan kaun ; kebijakan tersebut, Umar
menasionalisasi 10 j tanah yait 'milik orang-orang yang gugur
di pert ang yang lari dari pertempuran dan
lain s tanah tersebut diserahkan kepada

ﬂ%h).
sedangkan usyur a%\:hﬁx}{%h dikuasai oleh pemiliknya dan hasilnya diserahkan kepada
uf Ya
)

negara. Juga Abu 'Y qub ibn Ibrahim, Kitab al-Kharraj (Beirut: Dar al-Ma’rifat,
1979), hlm. 69.

124 Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Abidin Ahmad Salamah dalam
makalahnya, “A/-Mawarid Al-Maliyyah Fi Al-Islam (Sumber-sumber Pendapat Negara
Islam)” yang dipresentasikan dalam seminar Finansial Islam di Masa Modern yang
diselenggarakan oleh Universitas Al-Azhar, Kairo, 11-19 April 1986.

'25 Muhammad Diya al-Din al-Rais, A/-Kharraj Wa al-Nuzum al-Maliyyah Li
al-Dawlah al-Islamiyyah (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), hlm. 229.

126 Istilah ard/ sauda’atau ardl sawad adalah suatu istilah yang digunakan untuk
menamaka suatu tanah yang diperoleh kaum muslimin atas kemenangan mereka dalam
perang melawan kaum Persia. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Abu al-Hasan
‘Ali Ton Muhammad al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir fi Madzhab al-Shafi’i (Beirut: Dar
al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), jilid. 4., hlm. 256.

127 Dalam hal ini Abu ‘Ubaid menyebutkan ada sepuluh akan tetapi ia hanya
menyebutkan tujuh macam tanah. Sedangkan pemasukkannya mencapai tujuh juta
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Tanah tersebut dikelola oleh negara untuk kepentingan umat
Islam dan masuk ke kas negara dan pendapatan yang diperoleh negara,
mencapai 7 juta dirham.'® Selain itu, adapula tanah Aima.””’ Pada masa
Abu Bakar dan ‘Umar tanah Aima dialokasikan untuk lahan
penggembalaan unta-unta zakat yang sudah ditentukan."' Tanah Aima’
ini harus berasal dari tanah yang tak bertuan dan tidak ada yang
mengelola. Akibat dari ditetapkannya suatu lahan oleh negara sebagai
tanah Aima’, maka tanah tersebut tidak dapat diprivatisasi dengan cara
ihya al-mawat (pengelolaan lahan tak bertuan). Adapun dari
pengalokasiannya tanah Aima boleh dialokasian untuk keperluan tertentu
seperti hanya digunakan untuk menggembalakan kuda perang dan ternak
hasil pungutan zakat.'*?

Perdagangan luar negeri berkemb

pada masa

pemerintahan ‘Umar bin Khattab. Oleh karena semua orang
dapat masuk ke dalam negara umat Isla eperti itu,
ada kafir harbi di kawasan Manbej d enulis
surat kepada Umar yang bermaksud mereka
memasuki tanah Arab dengan ‘ gan syarat
Umar akan mendapatkan 10 persen dari ‘ udian Umar
menjawab dengan diperbol A mereka masuk gan bea 10 persen
dari perdagangan mereka.

Kebijakan e\ hingga  akhirnya pada
ketetapan untuk me adi 5 persen, khusus untuk

aid adalah tanah orang gugur dalam
ah raja Kisra, tanah keluarga raja, tanah

yang kurang
Amwal (Beirut:

0 Tanah yang.dialokasikan oleh negara secara khusus untuk memberikan
pelayanan atau fasilitas kepada kaum Muslimin atau golongan tertentu dari kaum
Muslimin, dan tanah tersebut berasal dari tanah yang tidak bertuan, atau dalam bahasa
figh dikenal dengan istilah ihya’ al-mawat. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Abu
al-Hasan ‘Ali Ibn Muhammad al-Mawardi, al-Afkam al-Sulthaniyyah (Beirut: Dar al-
Fikr, 1960), him. 185

51 Abu al-Hasan ‘Al Ibn Muhammad al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyabh,
hlm.190..

2 Tanah ini penggunaannya tergantung kepada keputusan penguasa, dan
semua orang boleh menggunakan asal sesuai dengan keputusan pemerintah. Untuk
mengetahui lebih lanjut ada pada, Abu al-Hasan ‘Ali Ibn Muhammad al-Mawardi, a/-
Ahkam al-Sulthaniyyah, hlm. 186.

133 Keputusan Umar ini didasarkan pada keterangan Abu Musa al-Asy’ari yang
menyatakan bahwa kaum muslim yang datang ke negara kafir juga diminta 10 persen
dari perdagangan mereka. Muhammad Rawas Qal'ah Ji, Mausu’ah Figh Umar, him. 210.
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komoditi pangan, seperti gandum dan minyak yang dibawa oleh perajin
minyak, yang dibutuhkan kaum muslimin dan didatangkan oleh kafir
harbi. Dasar penetapannya adalah agar menarik para pedagang asing
datang ke Madinah dan menjadikannya kota tersebut sebagai pasar
komoditas pangan.'**

Pada masa pemerintahan al-Khulafa al-Rashidun, pemerataan
distribusi mencapai ke seluruh lapisan kaum Muslimin. Dampak dari
meluasnya distribusi kekayaan ini tidak diragukan lagi akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup. Pada zaman
pemerintahan Umar hasil pungutan penduduk Yaman sangat melimpah,
sehingga Mu’adz ibn Jabal, Gubenur Yaman, mengirimkan harta zakat ke
Madinah, pusat pemerintahan. Umar juga pernah mendistribusikan
bantuan dari Mesir, Sham dan Yaman pendugd j

C. Pengelolaan Anggaran Negara \
Alokasi kebutuhan pub elal ) anggaran

merupakan sebuah teori un } diaan barang publik
agar sesuai dengan kenyataa ‘ ] at. digunakan untuk
menentukan beban pajak bagi objek pajak. un nembiayai pengeluaran
pemerintah."*® Pemet awab dalam membuat
perencanaan sekalig omi dan pembangunan.
Pembangunan ekono n kepada mekanisme pasar
bebas, alan dan ketidaksempurnaan.
Pengugsa atau'p melaksanakan seluruh kebijakan
pemban meningkatkan kesejahteraan rakyat

emaslahatan bersama. Kesulitan utama bagi
pemerintah dalam penentuan pengelolaan anggaran negara adalah terletak
pada memutus] cnis “dan sifat kemaslahatan umum yang harus
dipenuhi terlebih dahulu dan seberapa banyak konsumen atau rakyat
diminta untuk membayar.””’ Musgrave menyatakan bahwa penentuan
kebutuhan publik yang harus diprirotaskan harus diputuskan melalui
proses politik. Kebutuhan publik yang ditentukan melalalui proses politik

3% Muhammad Rawas Qal'ah Ji, Maust’ah Figh Umar, hlm. 312.

%5 Hal ini dilakukan karena di Yaman sudah tidak ada orang miskin yang
meminta dan Mua’dz ingin mendistribusikan ke pusat pemerintahan agar didistribusikan
ke daerah yang membutuhkan, Muhammad Rawas Qal'ah Ji, Mausu’ah Figh Umar
Mausu’ah Figh Umar, 365

13¢ E M. Gramlich, Benefit-cost Analysis of Goverment Programs (Englewood
Cliffs, N.J.: Prentice-Hill, 1981), hlm. 16-17.

7 R.A. Musgrave & P.B. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice
(Singapore: McGraw Hill, 1987), hlm. 8.
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akan terbentuk mekanisme anggaran negara yang sistematis.””®
Pengelolaan anggaran negara melalui mekanisme politik anggaran
merupakan proses pengalokasian anggaran negara terhadap pos-pos
kebutuhan publik berdasarkan kemauan dan proses politik. Kepentingan
politik selalau mempengaruhi besaran maupun alokasi dana untuk
kebutuhan publik. 139

Dalam literatur Ekonomi Islam klasik, ditegaskan bahwa negara
yang memiliki tanggung jawab dalam memutuskan pilihan proyek
pembangunan berdasarkan tuntutan publik berdasarkan mekanis politik.
Abu Yusuf menyatakan bahwa masyarakat dapat meminta penguasa
untuk mengedepankan proyek tertentu yang meliputi hajat hidup bersama
atau kebutuhan publik.'*
Ibn Khaldun juga menegaskan bahwa ji

nguasa tidak mampu

141 . . .
maka ekonomi akan segera hancur. et us dipenuhi

berdasarkan tuntutan publik atau be ] ing ersama.
Sehingga pemunuhan kebutuhan pub] ri keper
bersama (maslahah ‘aammah) m akan ciri utam j anggaran
publik yang Islami.

kemaslahatan

rakyat

ke

yang i &%

haru as

tidak meni epentingan penguasa atau pemerintah.

Pembelanj negera harus mampu mewadahi dua
kepentlngaar% aitu kepentingan umum atau masyarakat dan
juga kepenting n penguasa. Kedua kepentingan ini harus sama-
sama diperhatikan. Namun demikian yang lebih diutamakan
adalah kemaslahatan umum.'*’

3% R.A. Musgrave & P.B. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice
(Singapore: McGraw Hill, 1987), hlm. 39.

3% Trene S. Rubin, The Politic of Public Budgeting: Getting and Spending,
Borrowing and Balancing (Washington, D.C: CQ Press, 2010), 34.

140 Abu Yusuf, Kitab al-Kharraj, him. 110.

! Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 308-313

2 Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 238

'3 Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 238
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Negara berkewajiban untuk mengatur pembelanjaan
anggaran negara untuk mencapai tujuan sosial ekonomi
masyarakat. Untuk mencapai puncak stabilitas sosial ekonomi
negara, maka pemerintah harus menetapkan tujuan anggaran
pembelanjaan negara berdasarkan beberapa hal berikut:

Pertama, pembelanjaan anggaran negara harus bertujuan
untuk jaminan keamanan dan pertahanan negara. Ketahanan
nasional merupakan hal yang utama dalam prioritas pembelanjaan
anggaran negara. Negara yang kuat membutuhkan penguasa yang
kuat dan kekuatan negara akan terjamin jika pertahanan negara
juga kuat. Pada masa awal kekuasaan Islam, kebutuhan anggaran
untuk pertahanan negara dan perang melawan musuh mendapat
porsi yang besar. Hal itu untuk menjamin kestabilan sosial

banyak bersumber dari Gharain ariyah, seperti zakat, fay’,
ghanimah dan jizyah banya ouna pertahanan

seperti tanah Fadak da ATy zity. “dijadikan. sebagai biaya

perang pada masa at Ibn Khaldun
bahwa pertahan memperkokoh jiwa
nasionalisme <y e merupakan modal
untuk pemb

Ke garan dengan tujuan memenuhi

. Kebutuhan-kebutuhan pokok
ama dalam pembelanjaan anggaran
masyarakat yang meliputi makanan,
at ) tinggal merupakan tujuan utama
. %fmab shar’iyah dan pajak yang diperoleh
penguasf\&K i ‘rakyat harus dibelanjakan kembali dalam bentuk
pemenu& utuhan pokok masyarakat. Ibn Khaldun
menekankan —bahwa pembelanjaan anggaran negara harus
mendahulukan kepentingan masyarakat sebelum kepentingan
penguasa.

Ketiga, tujuan pembelanjaan anggaran negara untuk
pelayanan publik. Seiring perkembangan kemajuan negara, maka
perlu pengaturan administrasi pelayanan publik yang baik. Para
pegawai negara meliputi pegawai kantor, hakim, guru, gubernur
dan lain yang melayani kepentingan publik juga harus menjadi
tujuan pembelanjaan anggaran. Ibn Khaldun menegaskan bahwa

144 Abu Ubayd, Kitab al-Amwal (Beirut: Dar al-Shuruqg, 1989 M), hlm. 14
'3 Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 138.
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penguasa harus memperhatikan kebutuhan publik rakyatnya.
Diantaranya adalah rumah sakit.'*°

Keempat, tujuan jaminan sosial yang meliputi sumbangan
dan jaminan hari tua. anggaran negara harus juga dibelanjakan
untuk tujuan jaminan sosial masyarakat. Umar bin Khaththab
pernah memerintahkan kepada seorang gubernurnya untuk
memberikan bantuan kepada non muslim yang sudah tua renta,
lemah dan buta serta para jompo.'*’ Hal itu menunjukkan bahwa
penganggaran negara pada masa awal Islam mencakup jaminan
sosial masyarakat. Jaminan sosial ini berupa pemberian pensiunan
bagi uisa lanjut, janda perang dan juga pelunasan hutang bagi
orang miskin yang tidak mampu bayar F M Umar juga
pernah memberikan ransum bulanan kepada para veteran perang.
Sumber anggaran yang dipakai oleh
dan fay’. Lebih dari itu, Umar juga

dari kas negara.'”
pembelanjaan anggaran n
bantuan langsung ke
bukti bahwa tujuar

juga ujuan  untuk daskan masyarakat dengan

m yang layak. Pada awal Islam,
pendidi % r : ari  penting untuk pembelanjaan
ang h)SAW pernah menjadikan pendidikan

dan pelara Ini
mununjukk; a pendidikan merupakan tujuan penting bagi
pembelanjaan_anggaran negara. Karena biasanya tawanan perang
hanya dapat ditebus dengan membayar sejumlah uang yang akan
dijadikan sebagai harta negara. Umar pernah menggaji para guru
untuk mengajarkan al-Qur’an di bergaia pelosok.'” Pembelanjaan
anggaran negara harus fokus juga pada aspek pendidikan.

146 1hn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 140.

47 Abu Ubayd, Kitab al-Amwal, hlm. 46.
'8 Abu Ubayd, Kitab al-Amwal, him. 50 .
' Abu Ubayd, Kitab al-Amwal, hlm. 250.
130 Abu Ubayd, Kitab al-Amwal, him. 265.
! Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 139.

132 Abu Ubayd, Kitab al-Amwal, him. 267.
133 Abu Ubayd, Kitab al-Amwal, him. 271.
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Keenam, pembelanjaan anggaran negara dengan tujuan
pembanguna sarana umum. Untuk memperkuat perkembangan
ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka
pembangunan proyek-proyek sarana dan prasarana harus menjadi
tujuan pembelanjaan anggaran negara. Pembangunan jalan,
jembatan, sara transportasi, pembangunan saluran air dan fasilitas
umum lainnya merupakan proyek yang membutuhkan biaya besar
dan akan menyerap anggaran yang besar pula. Biaya tersebut
harus ditanggung negara, sehingga pertumbuhan ekonomi akan
semakin meningkat.””* Sarana pertanian juga menjadi tujuan
pokok dalam tujuan pembelanjaan anggaran pada masa awal
Islam."

Tujuan dan sasaran pembelar
akan mempercepat pertumbuhan

garan yang tepat
erta pemerataan

kesejahteraan masyarakat. Pengatur dan belanja
negara yang tepat sesuai tuj a cita-cita
utama menjadi negara yang gjahtera.'”®

mengolah Anggara anja Negara (APBN).
Pemerintah n ~ AW am mengelola anggaran
negara. pe csar. dalam konteks anggaran
ne Khaldun bahwa semakin

in aka semakin besar pula kegiatan
% an semakin banyak pula kegiatan
e hingga pengelolaan anggaran dengan alokasi
anggaran akan meningkat pendapatan nasional bagi

negara. \T\e pelﬁngkatan anggaran seiring meningkatnya
kegiatan “pemerintah juga diungkapkan oleh Wagner. Beliau
menyatakan bahwa pengeluaran dari kegiatan pemerintah semakin
lama makin meningkat."’

Menurut M.A. Manan, kebijakan anggaran menurut teori
ekonomi konvensional bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan
yang indikatornya merupakan keuntungan maksimal bagi individu

'3 Abu Yusuf , Kitab al-Kharraj, hlm. 110

'35 Abu Ubayd, Kitab al-Amwal, hlm. 272.

¢ Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 139.

57 Lihat Harvey S. Rosen & Ted Gayer, Public Finance (New York: McGraw-
Hill, 2008), him. 29
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tanpa melihat sisi spiritual manusia."”® Sedangkan menurut teori
ekonomi Islam, pengelolaan anggaran merupakan salah satu
perangkat untuk mencapai tujuan syariah yaitu tercapai
kesejahteraan ekonomi dengan tetap menjaga keimanan,
intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan. Dalam hal ini unsur
keimanan menjadi bagian penting dalam pengelolaan anggaran
negara."”

Oleh karena itu alokasi pembelanjaan anggaran negara
harus mengadung nilai-nilai Islam. Menurut M.N. Shiddieqy
bahwasanya alokasi pengeluaran atau pembelanjaan anggaran
negara meliputi tiga kategori. Kategori pertama adalah
pengeluaran anggaran negara untuk tugas-tugas yang disebutkan

160
1.

dan pemenuhan kewajiban sosia

lokasi pembelanjaan anggaran
endapatan negara. Sumber utama
1) dari pajak, kemudian berasal dari
ketetap %diwajibkan atas semua umatnya, seperti
zakat, sedé\al{ * “ghanimah dan kharraj.'®® Sehingga alokasi
pembelanjaan anggaran disesuaikan dengan pendapatan. Secara
tegas Ibn Khaldun menyatakan bahwa semua pendapatan negara
yang bersumber dari magharim shar’iyah harus dialokasikan sesuai
dengan aturan syariat atau al-Qur’an dan hadis.

5 ML.A. Manan, Is/lamic Aconomics: Theory and Practice (Pakistan: Shah

Muhammad Ashraf Publisher, 1991, hlm. 38.

1% Machmud Shaikh Ahmad, Economics of Islam: A Comparative Study

(Pakistan: Shah Muhammad Ashraf Publisher, 1995), him. 34-35

10 Mohammad Nejatullah Siddigie, Teaching Public Finance in Islamic

Persepective (Jedaah: KAU-Center for Reserach in Islamic Economics, 1992), him. 28.

" Mohammad Nejatullah Siddigie, Teaching Public Finance in Islamic

Persepective (Jedaah: KAU-Center for Reserach in Islamic Economics, 1992), him. 29

12 I ihat Ibn Khaldun, Mugaddimah, hglm. 218
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Alokasi anggaran negara yang diperoleh dari zakat, maka
harus di belanjakan sesuai dengan aturan al-Qur’an. Zakat hanya
diperuntukan kepada delapan golongan yang disebut mustahiq
zakat.'® Adapun jumlah atau nominal yang harus diberikan
kepada masing-masing golongan masih diperdebatkan oleh para
ulama. Abu Ubayd menyatakan bahwa tidak ada kepastian dalil
tentang jumlah atau nominal yang harus diberikan kepada masing-
masing golongan.'®  Sedangkan pembagian wilayahnya, Abu
Ubayd menyatakan bahwa wilayah yang dipungut zakat memiliki
hak yang lebih banyak untuk mendapat alokasi dana zakat. Hal itu
untuk menghilangkan rasa iri dan dengki bagi orang miskin.'®’

Pendapatan negara yang diperol¢h dari harta ghanimah
harus dibelanjakan sesuai denga dalam al-Qur’an.

Pendapatan dari Ghanimah harus 4/5 Dbagian
dialokasikan bgai tentara dan p gara. Sisanya
yang 1/5 yang disebut kA jalan Allah.

Quran surat.al-Taub
55 o S

zakat: orang yang di

orang kafir yang apan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang
imannya masih lemah:-5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan
Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang
karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar
hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah
(sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara
mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-
kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang
sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam
perjalanannya.

14 Abu Ubayd, Kitab al-Amwal, him. 562.
15" Abu Ubayd, Kitab al-Amwal, hlm. 586.
1% Quran surat al-Anfal ayat 41:
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Pendapatan negara yang bersumber dari fay’ dialokasikan
sesuai perintah Allah swt. dalam surat al-Hashr ayat 7. Alokasi
dana fay’ adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak
yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam
perjalanan.'®” Menurut Imam al-Ghazali pendapatan negara dari
fay’ diperuntukkan bagi kemaslahatan kaum muslimin, seperti
membangun jembatan, masjid, jalan dan sebuah kebutuhan publik
lainya.'®® Abu Yusuf menceritakan bahwa ketika Umar mencapai

kemenangan dari Persi dan Romawi, maka beliau bermusyawarah
dengan beberapa sahabat lainya mengenai pembagian 7ay’.
Sehingga Umar membagikan kepada sahabat-sahabat yang ikut
perang Badar sebanyak 5000 Dirham dari pendapatan fay’.
Kepada sahabat yang tidak ikut perang Badr diberikan 4000
Dirtham dan kepada masing-masing 1str1 Nabi SAW sebanyak
12.000 Dirham.'®

Yang dimaksud“dengan-r pas§ erang (ghammah) adalah harta yang diperoleh dari
orang-orang kafir pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan
pertempuran dinama %i ian dalam ayat ini berhubungan dengan ghanimah saja.
penegrtiannya adalah: seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada: a. Allah dan
RasulNya. b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak yatim. d. fakir miskin.
e. Ibnu al-sabil. sedang empat-perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada yang ikut
bertempur.

17 Quran surat al-Hashr ayat 7:

M“’g@ Q@;;JB ey el U5 Jsleslls ] J,n o cdsly Je QLG
Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari
harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk
rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam
perjalanan’.

' Imam al-Ghazali, Jhya” ‘Ulumi al-Din (Beirut: Dar al-Nahdah, tt), hlm. 130.
19 Abu Yusuf, Kitab al-Kharraj, hlm. 44.

“
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menekankan pada pendistribuisan alokasi anggaran negara dengan
mempertimbangkan  kemaslahatan ~umum, bukan hanya untuk
kepentingan penguasa dan kroninya semata.'”’

D. Pengelolaan Anggaran dalam UUD 1945

Indonesia sebagai negara yang besar dan terdiri atas berbagai
pulau, banyak provinsi, kabupaten/kota juga menyiapkan banyak
anggaran yang berkaitan dengan anggaran belanja dan anggaran
pemasukan untuk kepentingan negara. Kebijakan dalam hal ini adalah
suatu arah tindakan yang direncanakan dari seseorang, sebuah kelompok,
atau pemerintah dalam ruang lingkup tertentu guna mengatasi kendala
dan memanfaatkan peluang dalam upaya mencapai suatu tujuan, sasaran,
atau maksud tertentu.'’'Kebijakan ini tida i 1 enyangkut masalah
pribadi atau individu akan tetapi juga menya

bersama dan khalayak, juga kepentingan varakat di, kebijakan
fiskal adalah keputusan yang dila i bersama
berkaitan dengan fiskal.

Indonesia menerapkan anggara oelu £ ¢ dari masa ke
masa mempunyai pola yang be rgantun g b1Jakan negara
dan DPR. Sistem peng ia ‘sebelum tahun 2000,
menggunakan - sistem\tt ’ ; dget system) yang
dianggap dapat men ogram. Sistem tradisional

1d kan pada unit organisasi.
tradisional ini masih menfokuskan
am kegiatan dan biayanya sehingga
em tradisional dianggap banyak
dalam praktiknya menjadikan anggaran
> Kemudian sistem penganggaran tersebut
dirubah menjadi nganggaran berbasis kinerja (performence
budget system). ini memfokuskan pada penyusunan perencanaan
dan program yang %angat ketat. Penyusunan dilakukan berdasarkan

tercipta a i
memiliki
sangat boros_

170 Ton Khaldun, Mugaddimah, hlm. 240.

' Carl Friedrich, An Introduction to Political Theory, Twelve Lectures at
Harvard (Boston: Harvard University Press, 1967), him. 4

172 A. Zunaidi, ‘Metomorfosis Penganggaran’, artikel di
http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-pbbdanmtef-list.asp.  diakses tanggal 24
Desember 2015.

' Muhammad Nasir, ‘Perubahan Sistem Penganggaran di Indonesia dan
Dampaknya Pada Kinerja’, pidato pengukuhan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas
Diponegoro, 7 Juli 2010. (Semarang, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2010),
hlm. 3. Lihat https://core.ac.uk/download/files/379/11727547.pdf. diakses tanggal 25
Desember 2015.
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perencanaan program kegiatan yang terarah dan mengutamakan yang
prioritas, tidak hanya asal mengadakan suatu kegiatan. Sistem anggaran
berbasis kinerja ini dianggap mampu mengatasi masalah keterbatasan
anggara,' "

Setiap negara pasti memiliki struktur anggaran negara yang
berbeda-beda. Anggaran adalah rencana mengenai segala sesuatu yang
diharapkan, direncanakan terjadi dalam periode tertentu pada waktu yang
akan datang.'” Anggaran disusun sebagai alat untuk mengendalikan
keadaan ekonomi, mengkoordinasi, mengkomunikasi, memotivasi dan
mengevaluasi prestasi.]76 Anggaran negara berisi rencana-rencana
aktivitas negara dengan memanfaatkan berbagai sumber ekonomi sebuah

negara yang diproyeksikan dalam laporan keuangan. Rencana-rencana

. . 177
dikenal dengan rencana strategis.

Penganggaran yang biasa diseb goaran Pemasukan
dan Belanja Negara) ini secara teoretis i

% an-kepada
DPR” menjadi
APBN untuk

yang diistilahkan sebagai
asukan dan Belanja Daerah) yang
ralisasi sistem fiskal di Indonesia.

g\l‘s\olehésmansyah, ‘Konsepsi Sistem Penganggaran’,
006>_lihat http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-print-
list.asp?Content1d=98 s\tanggal 24 Desember 2015. Menurut UU no. 17 tahun
2013 tentang Keuangan negara, pendekatan penganggaran Indonesia terdiri dari
pendekatan pengannggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka
pengeluaran jangka menengah (KPJM).

175 P, Brownell and M. Mclnnes, ‘Budgetary Participation, Motivation, and
Managerial Performance, The Accounting Riview, vol. 61. No. 4. 1986, him. 587-600.

176 Tzzetin Kenis, ‘Effect of Budgetary Goal Characteristics on Managerial
Attitudes ond Performance’, The Accounting Review, vol. 54. No. 4, 1979, hlm. 707-
721. Lihat juga Cecilia Lelly Kewo, ‘The Effect of Participative Budgeting, Budget
Goal Clarity and Internal Control Implementasion on Managerial A Performance’,
Research Journal of Finance and Accounting, vol. 5. No. 12, 2014.

7 Muhammad Nasir, ‘Perubahan Sistem Penganggaran di Indonesia dan
Dampaknya Pada Kinerja’, him. 8-9. Lihat
https://core.ac.uk/download/files/379/11727547.pdf. diakses tanggal 25 Desember 2015.

"®Hal ini sesuai dengan UUD NKRI 1945, pasal 5 tentang Presiden, pasal 20
ayat 1 tentang DPR, dan Pasal 23 tentang keuangan negara.

diposting 11
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Sistem yang terjadi ini adalah sebagai bagian dari bentuk demokrasi yang
dianut di Indonesia mengenai adanya Trias Politika.'” Tujuan sistem ini
adalah agar adanya kontrol yang sehat dewan legislatif sebagai
perwakilan Rakyat kepada Pemerintah sebagai pelaksana atas kebijakan
yang dikehendaki.

Sumber keuangan yang diambil dari masyarakat sebagian besar
berupa pajak.'™ Pajak merupakan saham politik rakyat atas negara
sehingga rakyat mempunyai hak-hak istimewa dalam setiap proses politik
untuk menentukan kebijakan negara.181 Pajak juga menjadi alat untuk
memastikan peran dasar pemerintah berupa alokasi, distribusi, dan
retribusi dan juga merupakan instrumen insentif-disinsentif untuk
memastikan rakyat mau berbuat atau tidak berbuat untuk tercapai tujuan

negara ya i
Montesqui 6
kekuasaan menjadi @d
singkat mengenai ini ada pada) Leo Strauss and Joseph Crospsey, History of Political
Philosophy (Chicah?):k‘[ iversity of Chicago Press, 1987), him. 476-513

'80 pada hakekatnya, penerimaan negara ada 3 yaitu: pertama, penerimaan
perpajakan meliputi pajak dalam negeri yaitu PPh, pajak pertambahan nilai dan jasa,
pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai dan pajak
lainnya. Selain itu ada pajak internasional, meliputi bea masuk dan bea keluar. Kedua,
penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yaitu: penerimaan sumber daya alam, termasuk
minyak dan gas bumi dan sumber daya alam non migas. Selain itu juga pendapatan
bagian laba BUMN, baik perbankan maupun non perbankan. Ada juga PNBP meliputi:
pendapatan jasa, bunga, iuran, denda, dan pendapatan kejaksaan dan peradilan. Ketiga,
Penerimaan hibah yang diperoleh negara dari pemberian pihak lain. Hal ini berdasarkan
UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dasar utama tentang anggaran
pendapatan dan penerimaan negara adalah UUD 1945 Pasal 23.

'"8IEdi Slamet Irianto, Kebijakan Fiskal & Pengelolaan Pajak di Indonesia, him.

6l1.
'82 Struktur APBN setiap tahun memuat daftar sumber anggaran penerimaan
dan pengeluaran negara.
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daya manusia, pengawasan pengelolaan keuangan negara, pengembangan
teknologi informasi.

Aspek hukum menunjukkan bahwa sistem keuangan dan fiskal
Indonesia, secara substansial sudah sangat kuat. Hal ini sebagaimana
yang telah kita ketahui bersama, bahwa sistem keuangan negara menjadi
bagian langsung dari UUD RI 1945, terutama dalam pasal 23, 23 A,
23C."" Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa sistem perpajakan di
Indonesia diatur oleh Undang-undang. Implementasi dari UUD tersebut
munculnya Undang-Undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara,
yang sebelumnya ketentuan keuangan negara hasil dari warisan Belanda
seperti ICW (indische comptabiliteitswet), RAB (Regelen Voor Het
Administratief Beheer), dan 1AR (Instructie en Verdere Bepalingen Voor

de Algemene Rekenkamer) yang berlaku berdasa aturan peralihan
UUD 1945. Sementara itu untuk undang-undan n juga sudah
mengalami perubahan selama empat kali m ndang no 7
tahun 1983 tentang pajak penghasilas L no 36

K

. Se

dangkan

prinsip pengelolaan fiskal dalam ang=undang angan negara adalah
adanya keseimbangan fiskal\(ba ;. mun demikian, dalam
keadaan tertentu & alankan” surplus atau defisit
sesuai kondisi keua g

egara i jakan fiskal yang sudah

lebih baik dan
akuntabili %x
Se
hanya saja yang -
)

83 Bunyi PaN b“EID 1945 adalah: ayat (1): Anggaran pendapatan dan
belanja negara sebagai wujud) dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun
dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (2): Rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
Ayat (3): Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetuji rancangan anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. Pasal 23A: Pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-

undang. Pasal 23C: Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-

undang.
184

iskal dinegara Indonesia sudah baik,
terjadi adalah adanya kebocoran dalam

Prastyan Eko Rindawan, ‘Sistem Anggaran Indonesia’, artikel di
https://id.scribd.com/doc/57406499/Sistem-Anggaran-Indonesia. diakses tanggal 24
Desember 2015.
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berbagai hal.'® Akan tetapi kebocoran tersebut sudah mulai ada
perbaikan karena adanya landasan yang kuat untuk dapat dilakukan
penyelidikan mengenai hal itu melalui PPATK, BPK dan sekaligus
adanya KPK yang menjadi penegak hukum atas kebocoran anggaran
fiskal. Berdasarkan hal di atas, idealnya negara Indonesia sudah mampu
mensejahterakan masyarakat berdasarkan sistem fiskal yang dianut dan
sudah mempunyai perangkat yang kuat untuk menjalankan sistem
tersebut. Keberadaan sistem fiskal yang melalui sistem trias politika,
sudah cukup untuk membuat sistem keberadilan dan mampu
mensejahterakan masyarakat dalam hal pelaksanaan kebijakan fiskal.

Bagan 4.1

Struktur dan Posisi Hukum UU Pengelol 186

Keuangan Negara

[ UUD 1945

Presiden \
Kepala
Pemerintahan
v v v
Pengelolaan Pengelolaan keuangan Pengelolaan lainnya
pertahanan negara

C
\k , A ) v v
S
Dikuasakan Dikuasakan ] [ diserahkan ] Tidak termasuk
i Kementrian/ Gubernur/Bupati Bidang
Kementrian Pimpinan Lembaga ;
Keuangan P g Walikota moneter

) J

Pengelola Mengeluarkan uang
keuangan Mengedarkan uang

Pengelola fiskal
Wakil pemerintah
kepemilikan

kekayaan negara

Pengguna

Anggaran
daerah

'%5 Hal ini disebabkan karena masih menganut sistem anggaran tradisional
sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Lihat catatan kaki no. 88.

186 Diolah oleh penulis dari UUD 1945, undang-undang dan peraturan
pemerintah.
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Faktor keberadaan sumber daya manusia yang baik untuk
pengembangan sistem fiskal di Indonesia adalah sangat diperlukan.
Peningkatan [Intellectual Capital Management, dalam pengembangan
sumber daya manusia, merupakan kunci kesuksesan suatu organisasi.
Sebab peningkatan intelektual ini akan sejalan dengan meningkatnya
kinerja organisasi. Sumber daya manusia harus dikembangkan secara
terencana dan berkesinambungan melalui berbagai macam program
pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Faktor penentu keberhasilan
pengelolaan fiskal negara adalah Auman capital quality (mutu modal
manusia), selain juga teknologi.'®’

Pengembangan sumber daya manusia
mendapatkan perhatian adalah masalah etika dar
Pendidikan yang tinggi, bukan merupakan j

lain, yang harus
: kerja yang baik.
atunya, yang

membahayakan suatu organisasi. daya

manusia yang berlandaskan etika menjadi
penekanan utama. Dalam Islam laksana jika
sumber daya manusia yang tuncu empunyai etika
yang baik.'™ Dalam beb pemerintahan ada

banyak indikasi pe tah menjadi akibatkan oleh sistem etika
yang kurang ba1k

‘.- negara. Fiskal sebagai bagian
a maka harus ada pengawasan
aan) fiskal ini berkaitan erat agar tidak
terjadi kebocoran % anaan APBN dan tidak ada korupsi bagi
aparat yang mem%%fa:1 hak-dalam melaksanakan APBN tersebut. Di

Indonesia, badan pe as’ pengelolaan keuangan negara terjadi beberapa
kali perubahan sistem tingkat kemampuan untuk mengawasi.

Pada masa Orde Baru pengawasan fiskal tidak berjalan dengan
baik sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan pemerintah (eksekutif)
mempunyai kekuasaan yang sangat dominan, sehingga badan-badan yang
lain tidak dapat berjalan dengan semestinya. Lembaga yang mempunyai
hak untuk mengawasi dan mengelola adalah BPK (Badan Pemeriksa

'87° Atik Rochaeni, ‘Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era
Kompetisi’, jurnal Manajemen & Sistem Informasi, vol. 16, No. 12, Januari 2008. Lihat
di http://jurnal.upi.edu/manajerial/view/2698/strategi-pengembangan-sumber-daya-
manusia-dalam-era-kompetisi.html. diakses tanggal 26 Desember 2015.

"8M. Amin Abdullah, Filsafat Etika Islam (Bandung: Mizan, 2002), him. 18-20.
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Keuangan),'¥dan pengawas lainnya. Dalam pemeriksaan dan
pengawasan, BPK juga mempunyai standar baku yang digunakan untuk
menjalankan pengawasan tersebut. Standar pengawasan tersebut
mengacu kepada goverment audit standar 1994 dari US general
accounting oftice."”’

Era reformasi dan dengan bergulirnya isu desentralisasi, maka
sistem pengawasan berubah sesuai dengan sistem tersebut. Artinya,
sistem pengawasan tidak hanya di pusat, akan tetapi juga dilakukan
untuk daerah-daerah otonomi yang diawasi oleh badan pengawsan daerah
setempat. Sementara itu, sistem pengawasan saat juga dilakukan oleh
swasta atau lembaga sosial masyarakat. Hal ini berkaitan dengan
munculnya kebebasan untuk mendapatkan akses«in

Kelancaran fiskal, selanjutnya, dip oleh pengembangan
teknologi informasi. Seiring dengan kama

maka untuk mengembangkan sistem fiskal juga. n nfaatkan sistem
informasi yang sudah maju. Siste i enunjang
perancangan, penerapan, dan pengop i ‘ z itaksanakan
demi perbaikan berbagai sektor di adanya sistem
mengikuti perkembangan za emudahan bagi
masyarakat untuk me 1@ berkaitan dengan
fiskal dan juga dapa agi pemerintah untuk
melayani masyara

Desentra ) erupakan suatu kemestian

berkaitan iodaerah. yang-sudah berlangsung sejak masa
reformasi: | : diadakannya desentralisasi adalah
perlaw% iNda : adanya kepentingan ekonomi yang
berbeda i at dan pemerintah daerah.

Pa Presiden Suharto, sistem yang dibangun adalah

sentralisasi den ungan militer dan sabuah partai hegemonis yang
digunakan unti\ixﬁ undukkan masyarakat lainnya. Sistem yang
dibangun oleh Suharto ini sebenarnya telah mencapai target ekonomi

yang dianggap baik. Akan tetapi pada masa ini tidak menginginkan

'8 BPK ini beradasarkan UUD NRI 1945 pasal 23 ayat 5

190 Agus Muhammad, ‘Pengawasan Pengelolan Keuangan Negara’, dalam Heri
Subiantoro, Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Islam (Jakarta: Salemba Empat,
2006), hlm. 492.

1 Agus Muhammad, ‘Pengawasan Pengelolan Keuangan Negara®, dalam Heru
Subiantoro, Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Islam, him. 494.

192 Agus Muhammad, ‘Pengawasan Pengelolan Keuangan Negara’, dalam Heri
Subiantoro, Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Islam, hlm. 496.
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adanya otonomi seluas-luasnya.'”” Sedangkan untuk membangun daerah,
pemerintah di era Presiden Suharto menggagas Intruksi Presiden
(INPRES)."*

Kebijakan yang diberlakukan ini, mengalami kewalahan dan
pemerintah ingin merubah sistem tersebut menjadi sistem desentralisasi.
Akan tetapi, keinginan tersebut sudah terlambat sehingga rezim Suharto
hancur diganti era yang baru yang memperkenalkan desentralisasi.
Bahkan desentralisasi ini pula yang menjadikan sebagian negara
Indonesia terlepas dari NKRI. Desentralisasi di Indonesia berawal pada
masa Presiden Habibi. UU No. 22/1999 mengenai Pemerintah Daerah dan
juga UU No. 25/1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pusat dan
daerah menjadi titik awal penerapan desentralisasi keuangan dan

kekauasaan di Indonesia.'”” Bedasarkan undang inilah hubungan
antara pemerintah pusat dengan propinsi dan n mengalami
perubahan yang mendasar.'*®

Sistem desentralisasi yang dila : ‘ ] ndonesia

dipercayakan
n dalam hal ini
daerah. Pada

ukan dan pengeluaran negara. Kebijakan
engaﬁ tujuan menciptakan suatu kondisi untuk
investasi, pertumbuhan dan pengentasan

fiskal merupakan \%
menentukan kebgr%\asi :
D)

193 pada awalnya desentralisasi sudah digagas dijadikan UU no 32 tahun 1956.
Kemudian UU ini dianggap tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang kemudian diganti
dengan UU no 5 tahun 1974., yang menjadi tonggak tidak perlu adanya desentralisasi.

194 Lihat Wahyudi Kumorotomo, Desentralisasi Fiskal Politik dan Perubahan
Kebijakan 1974-2004 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 81.

> Wahyudi Kumorotomo, Desentralisasi Fiskal Politik dan Perubahan
Kebijakan 1974-2004, him. 18.

96 Yuri Sato, Indonesian Entering New Era: Abdurrahman Wahid Government
and Its Challenge (Chiba: Institute of Developing Economics, IDE-JETRO, 2000), hlm.
40-41.

Y7 Syahrudin, Desentralisasi: Apa, Kenapa, dan Bagaimana (Padang: Pusat
Studi Kependudukan Universitas Andalas, 2000), hlm. 39
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fluktuasi dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan ini tidak
sama dengan kebijakan moneter akan tetapi juga tidak terlepas dari
kebijakan moneter. Kebijakan fiskal berjalan berdasarkan atas keberadaan
negara sesuai dengan kebijakan politik pemimpin negara tersebut. Konsep
kebijakan fiskal dalam ajaran Islam berjalan sesuai keberadaan
masyarakat dan perkembangan ekonomi yang ada saat itu.
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BAB V
NASIONALISME EKONOMI DALAM UUD 1945

A. Pemerintah dan Stabilitas Ekonomi Negara

Peristiwa besar yang terjadi tahun 1930-an, adalah depresi'
ekonomi yang dialami hampir seluruh negara di dunia. Depresi ekonomi
pada waktu itu menghancurkan ekonomi seluruh negara, baik negara
industri maupun berkembang. Pada waktu itu banyak perusahaan-
perusahaan dan pabrik-pabrik bangkrut, sehingga jumlah pengangguran
sangat tinggi. Harga-harga bahan makanan dan bahan-bahan mentah
industri jatuh tidak terkendali. Barang-barang tnanufaktur tidak terjual
sehingga diobral sangat murah. Akiba ) ume perdagangan
internasional turun drastis, begitu juga pe i perseroan mengalami
penurunan yang sangat tajam. Pendap je Al mbangunan juga
turun drastis. Harga dan keuntunga 2

Depresi itu diawali oleh Ame Wall Street
mengalami kejatuhan yang dunia hingga
tahun 1939. Depresi ekonom u, diawali dari

kebijakan proteksionis \ ah. Amerika melakukan perlindungan
lengan memberlakukan

utup. Jumlah pengangguran meningkat
~meningkat sebanyak 25%. Daya beli
mi Amerika mengalami kebangkrutan. >

ng tidak luput dari pengaruh depresi dunia
Jepang. Akibat ekonomi Jepang yang jatuh

Di antar
pada saat itu “adala]
_

! Depresi menurut kamus besar bahasa Indoensia diartikan keadaan perniagaan
yang sukar dan lesu. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, PT. Balai Pustaka,
2001), edisi ketiga, hlm. 254. Selain kata depresi, makna lain yang dapat digunakan
untuk menyatakan sebuah keadaan perckonomian yang sedang lesu dan serba sulit
adalah kata malaise. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, PT. Balai Pustaka,
2001), edisi ketiga, hlm. 704

2 Willard W. Cochrane, Farm Prices: Myth and Reality (Minneapolis:
University of Minnesota Press, 1958), hlm. 15. Lihat juga A.A. Abdurrahman,
Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), him.
329.

3 John Kenneth Galbraith, The Great Crash 1929 (Boston: Houghton Mifflin,
1954), hlm. 54. Lihat juga Robert S. McElvaine, The Great Depression: Amerika, 1929-
1941 (New York: Times Book, 1993), him. 188.

151



mencekam, maka terjadi mogok masal buruh di kota-kota dan juga
perlawanan petani dari berbagai penjuru desa.® Pabrik-pabrik industri
berhenti beroperasi, sehingga ribuan bahkan jutaan orang menganggur.
Hasil pertanian tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk.
Akibatnya banyak penduduk yang kelaparan.’

Jerman juga mengalami hal sama. Ketika itu ekonomi Jerman
dibangun dari dana pinjaman dari Amerika. Akibat dampak dari krisis
Ekonomi di Amerika, mendadak industri Jerman berhenti. Produksi jatuh,
para pekerja diberhentikan. Pengangguran ketika itu mencapai 4 juta
orang. Hampir seluruh bank mengalami bangkrut. Inflasi sangat tinggi
sehingga masyarakat kesulitan mendapat kebutuhan pokok.’

Keadaan ekonomi ketika itu sangat kacau hingga di negara-negara
Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda. Har barang hancur,
krisis keuangan terjadi karena tidak a penerimaan negara.
Pengangguran meningkat sangat tinggi arakat sangat
lemah karena upah turun sampai 50 pe

depresi ekonomi tersebut, di. antararn {alal Maynard Keynes.®

mengusulkan sebuah terobosa shadapi depresi besar
tersebut dengan j Keynes depresi dan
kelesuan ekonomi dapa erikan ruang lebih luas bagi

negara atau erintah. d enga
ditawarkan oleh eg}g} k_neokle alam mengatasi depresi ekonomi

%7 \P>)7ggla an Jepang: Sejarah Singkat Jepang, penerjemah Masri

Obor ngi;r; sia, 2003), hlm. 30.
> W.G. Bea alaman Jepang: Sejarah Singkat Jepang, penerjemah Masri
Maris, hlm. 325.
*The ) Crash of 1929,
(htt://www.pbs.org/wgbh/amex/crash/timeline/timline2.html. Diakses tanggal 1 Maret
2016.

7 Furnivall. J.S., Nethrelands India: A Study of Plural Economy (Cambridge:
The University Press, 1944), hlm. 375-377.

¥ John Maynard Keynes menulis sebuah karya besar untuk menawarkan solusi
atas persolana resesi yang dialami oleh dunia setelah Perang Dunia ke-2. Karya beliau
adalah The General Theory of Employment, Interest and Money. Buku ini pertama kali
dicetak di United Kingdom pada tahun 1936. Pada edisi tahun 2007 dicetak setebal 472
halaman. Teori utama yang digagas oleh Keynes adalah teori siklus arus uang. Beliau
menyatakan bahwa konsumsi dalam perekonomian akan meningkatkan pendapatan.
Akibatnya akan mendorong peningkatan lagi belanja dan pendapatan. Lihat
http://www.wiswgeek.org/waht-is-keynesian-economics.htm. dan lihat juga Mark
Hayes, The Economics of Keynes A new Guide to The general Theory (UK: Edward
Elgar, tt), him. 14-16.

152


http://www.wiswgeek.org/waht-is-keynesian-economics.htm

justru tidak akan selalu mengarah pada ekonomi yang stabil. Keynes
menyakini bahwa permintaan sangat ditentukan oleh kebijakan
pemerintah. Ide-idenya merupakan antitesa dari kelompok pendukung
pasar bebas yang sering disebut dengan istilah /aissez-faire’ yang dalam
bahasa Indonesia diartikan bebaskanlah. Dalam hal ini dimaksudkan
bahwa pada prakteknya semua pihak baik swasta maupun masyarakat
harus mampu membuat keputusan sendiri berkaitan dengan suku bunga
dan pengendalian fiskal maupun resiko yang akan dihadapi dari keputusan
prilaku ekonomi masing-masing.

Keynes menuntut pemerintah agar proaktif menggunakan
kekuatan guna meningkatkan permintaan agregat dengan meningkatkan
belanja dan menciptakan kondisi uang yang smudah didapatkan. Jika
pemerintah menggunakan kekuasaannya dengan.jalan menurunkan pajak

kebijakan pajak yang
atama, yaitu: dampak

ngeluaran pemerintah tersebut
kegiatan ekonomi. Jika hal itu
pada swasta, kekayaan sektor swasta
ial Jini akan berpengaruh pada pengeluaran.
Jtersebut akan menambah infrastruktur

dibiayai
akan nai
Selanjutnya

? Kata laissez faire pada awalnya dipakai dalam bahasa Inggris pada tahun 1774
oleh George Whathley dalam bukunya berjudul Principles of Trade. Para ekonom klasik
seperti Thomas Malthus, Adam Smith dan David Ricardo tidak menyebutkan istilah ini
dalam karya-karyanya. Lebih lanjut lihat Abbot P. Usher et.al. “Economic History-The
Decline of Laissez Faire”, American Economic Review 22 (1 supplement, 1931): him. 3-
10.

' Robert Skidelsky dan Robert Jacob Alexander Skidelsky, John Maynard
Keynes, 1883-1946: Economist, Philosopher, Statesmen (UK: Penguin Books, 2008),
him. 29.

' Robert Skidelsky dan Robert Jacob Alexander Skidelsky, John Maynard
Keynes, 1883-1946: Economist, Philosopher, Statesmen, hlm. 33
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perekonomian dan potensi ekonomi akan meningkat yang akhirnya akan
menambah penawaran. >

Pemberlakuan pemotongan pajak Keynes telah dikemukakan oleh
Ibn Khaldun, bahwa harga barang naik disebabkan pajak yang tinggi yang
menyebabkan biaya produksi meningkat."> Hal itu akan mengakibatkan
kegiatan ekonomi lesu, sehingga pendapatan pemerintah dari sektor
pajak juga akan turun.'* Pemerintah menaikkan beban pajak kepada
masyarakat, dengan harapan akan mendapat kenaikkan pendapatan dari
pajak, namun justru yang terjadi adalah sebaliknya, beban pajak yang
tinggi menjadikan rakyat semakin tercekik."’

Ide Keynes, tahun 1930, dianggap ampuh untuk menghadapi
depresi ekonomi, namun tahun 1970 terjadi masalah besar dalam
perekonomian dunia, yaitu terjadi inflasi ti
pengangguran yang tinggi pula. Model Keyn
intervensi pemerintah dalam stimulus fi
belanja pemerintah untuk mendorongck

tahun itu kembali

Keynes dalam kebijakan
konomi makro klasik baru.'®

"2 ihat Rosl&ﬂax;%bljakan Fiskal, Pengaruh dan Efektifitasnya Dalam
Perekonomian Indonesia’, senin, 15 April 2013. www. rosalindasitakar.blogspot.co.id.
Diakses 23 Desember 2015.

" Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 286-287.

' Ibn Kahldun, Mugaddimah, hlm.136.

'3 Tbn Kahldun, Mugaddimah, hlm. 219-220.

' Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1997), him. 54

7 Mark Skousen, Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro Teori-Teori
Ekonomi Modern, terj. Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Prenada Media, 2005), him.
436-442.

'8 Robert E. Lucas, Jr, “Econometric Policy Evaluation: A Critiqu”. Diambil
dari makalah The Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy Karl Bruner
and Alan Meltzer (eds) (North-Holland: Elsevier Science Publisher BV, 1983), hlm. 257-
263.
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Beberapa puluh tahun setelah pemikiran Keynes ditinggalkan,
tiba-tiba muncul krisis keuangan tahun 2008 terjadi hampir di seluruh
negara di dunia. Kondisi itu mendorong sebagian ekonom untuk kembali
memperhatikan pemikiran Keynes. Paul Krugman adalah salah satu
dintara ekonom yang mendesak agar meninggalkan model neoklasik. Dia
mendorong para ekonom untuk menggunakan pemikiran Keynes dalam
mengatasi krisis keuangan global. Bahkan dia mengkritik keras para
ekonom yang membanggakan model noklasik dalam penyembuhan krisis
ekonomi. Krugman menegaskan bahwa model Keynes sangat tepat untuk
mengatasi kriris global."

Para ekonom tertarik dengan pemikiran Keynes tentang kebijakan
ekonomi dalam menghadapi depresi besar yang meliputi stimulus fiskal
dan kebijakan moneter yang ekspansif. Berka ongan para ekonom
untuk kembali ke model Keynesian, Preside barna berencana
mengeluarkan paket stimulus fiskal cse .000.000.000 dollar

i t stimulus

selama dua tahun. Demikian pula China
. enerapkan
ONO]

ulis sebuah
2009. Beliau
dalam mengatasi

kebijakan yang sama. *° Seor
artikel dengan judul 7he

krisis ekonomi. Dia nbuh dengan baik dan
tingkat kerja men ut-turut sebagai kebijakan
yang ditempuh dengan menerapkan model
Keynesian.-Dia mene bijakan Keynes memiliki kekuatan

model Neoklasik dan Keynesian terus
g. Setelah jatuhnya teori Keynesian pada
a_ketidak mampuannya dalam mengatasi stagflasi
ekonomi, maka para ekonomi neoklasik lebih giat menyerang pemikiran

5 B

p—
2% 3
SR g
us‘-
e

! Paul Krugman menulis sebuah artikel di New York Timespada tanggal 02-
09-2009, dengan judul “How Did Economists Get It So wrong?”. Lihat Paul Krugman,
“How Did Economists Get It So Wrong?”, New York Times, 02-09-2009). Lihat
http://www.nytimes.com/2009/09/06/magazine/06Economic-t.html? r=0. Diakses

tanggal 5 Februari 2016.
? Sudeep Reddy, “The New Old Big Thing in Economics: J.M. Keynes”. (The
Walla Street Journal, 08-01-2009). Lihat

http://www.wsj.com/articles/SB123137373330762769. diakses tanggal 15 Februari
2016.

! The Keynes Solution, “The Path To Global Economic Prosperity Via A
Serious  Monetary  Theory”  makalah  dalam  artikel di  akses  dari
htt://econ.bus.utk.edu/documents/davidsonpapers/chicago%20talk6.pdf. diakses tanggal
6 Februari 2016.
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Keynesian. Para ekonom penganut madzhab neoklasik terus berupaya
untuk membuktikan bahwa model yang ditawarkan oleh penemunya
sangat manjur untuk mengatasi krisis ekonomi di dunia. Buku-buku yang
beraliran Keynesian semakin berkurang. Sedangkan buku-buku yang
beraliran pasar bebas semakin bertambah.*

Mankiw menyebutkan bahwa model neoklasik yaitu model pasar
bebas adalah ekonomi riil dalam jangka panjang. Dalam kesempatan
lainnya, dia menyatakan bahwa setelah kejayaan Keynesian berjalan
beberapa lama, para ekonom telah melupakan teori ekonomi klasik yang
mampu memberikan solusi yang baik untuk menghadapi persoalan-
persoalan ekonomi yang fundamental.” Friedman juga menyatakan
bahwa kelompok pendukung pasar bebas telah themenangkan perang
ideologi. Menurutnya semua pihak telah menyatakan. kebaikan model
pasar bebas dan pembatasan campur tangan

Lebergott dan Cox, sebagaimana ya

bantahan-bantahan
meningkatkan pertu

ukkaﬁ bahwa dia sama sekali tidak mendukung
pemikiran Keynesian: ic ) Today, karya Roger LeRoy Miller, selalu
mengedepankan penen\; insip pasar bebas. Lihat Roger LezRoy Miller, Economic
Today (New York: Longman, 1998). Lihat juga Paul Heyne, Economic Way of
Thinking, (New York: Englewood Cliffs Prentice Hall, 1999). Dalam Mark Skousen,
Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern, terj. Tri
Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Prenada Media, 2005), him. 542.

» Gregory N. Mankiw, Macroeconomics (New York: Worth, 1994), 2d ed, him.
162. Dalam kesempatan lainnya, dia menyatakan bahwa setelah kejayaan Keynesian
berjalan beberapa lama, para ekonom telah melupakan teori ekonomi klasik yang mampu
memberikan solusi yang baik untuk menghadapi persoalan-persoalan ekonomi yang
fundamental.

* Milton Friedman and Rose Friedman, 7wo Lucky People: Memoirs (Chicago:
University of Chicago Press, 1998), hlm. 582. Lihat juga riviu buku tersebut di
http://www.jstor.org/stable/3116260. diakses tanggal 9 Februari 2016.

%5 Sukron Kamil, Ekonomi, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan dari
Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2016), 15.
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stimulus fiskal dan pemotongan pajak ditentang oleh kelompok
neoklasik. Para pendukung neoklasik menyatakan bahwa kebijakan fiskal
dan moneter federal yang sering ditetapkan oleh pemerintah justru akan
merugikan dan tidak akan efektif. Mereka menyatakan bahwa kebijakan
uang longgar atau defisit anggaran mungkin akan mampu menstimulasi
aktivitas ekonomi, namun ketika individu mengantisipasi kebijakan
tersebut, ekonomi akan goncang pada saat investasi mengalir keluar atau
suku bunga melonjak tinggi.”®

Model Keynesian dinggap hanya mampu menjawab persoalan
depresi ekonomi dalam jangka pendek. Analisis terhadap efek
pemotongan pajak mempunyai efek yang sama dengan efek pengeluaran.
Hal itu mengandung arti bahwa kebijakan naikkan konsumsi dan

pemotongan pajak justru akan menyulitkan in dan akan menaikkan
bahwa ketika

3

diterapkan kebijakan pemotongan paj j iperbesar defisit.
Sehingga diambil kebijakan menaikka nenurunkan
tabungan nasional. Menurut aliran klasik, pes i\ he us lebih
mendorong produksi dan pe aripada m ong. konsumsi dan

yang menekankan kebijakan pengelua it atau kebijakan uang

longgar untuk men D elompok” ini menolak klaim
Keynesian yang eluaran pemerintah akan
menstimulasi per cfektif. Mereka menyatakan

menyediakan leb
RS
pengeluaran- N
oleh lawannya a né\% | itu tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi
pada ekonomi \1§ eadaan fill employment. Model ini menunjukkan
bahwa kebij ak&' anggaran secara terus menerus atau menaikkan
persediaan uang akan menaikkan harga tanpa mempengaruhi output riil.
Menurut kelompok klasik dengan adanya leberalisme yang menonjolkan
kepentingan diri sendiri dalam ekonomi akan menimbulkan efesiensi yang
baik dan juga akan meningkatkan stimulus kegiatan ekonomi yang lebih
luas. Mekanisme harga melalui pasar bebas adalah obat yang mujarab

untuk keseimbangan dan stabilitas ekonomi. Demikian pula masalah
tenaga kerja dan modal uang, menurut teori klasik, penggunaan tenaga

* Thomas J. Sargent, “Rational Expectations”. The New Palgrave: A
Dictionary in Economics, Vol. 4 (London: Macmmillan, 1987), him. 76-79.

" Paul Craig Robert, The Supplay Side Revolution (Cambridge MA: Harvard
Uiniversity Press, 1984), hlm. 25.
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kerja secara efektif akan menurunkan upah dan bunga modal. Oleh karena
itu, para pengusaha akan tertarik lagi untuk menarik tenaga kerja yang
banyak. Akhirnya akan meningkatkan peminjaman uang.

Teori pasar bebas yang telah berjalan ratusan tahun, dibantah dan
diruntuhkan oleh Keynesian. Keynesian meyakini bahwa solusi dalam
mengatasi masalah kegagalan pasar (market failure) karena timbulnya
distorsi pasar agar tercapai keseimbangannya, tidak lain harus ada campur
tangan pemerintah. Keseimbangan pasar tidak akan tercapai kecuali ada
campur tangan pemerintah. Keynes telah menunjukkan kelemahan-
kelemahan pemikiran para ekonom klasik tentang penentuan keadaan dan
tingkat perekonomian sebuah negara yang didasarkan pada penciptaan
tenaga kerja penuh atau full employment.”® N

Wibowo menyatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Sukron
Kamil, bahwa ketika kebijakan liberalisasi terhadap pertanian pada tahun
2000, menjadikan petani terpuruk. Petani semakin termiskinkan ketika
bea masuk untuk komoditas pangan ditetapkan 0%, sehingga produk
pangan dari luar negeri membanjiri Indonesia. Harga gabah, akhirnya
semakin murah. Penderitaan petani pun bukan hanya sampai di situ,
kebijakan pemerintah dengan mengurangi subsidi BBM telah menambah
beban produksi, dan semakin menjadikan petani sulit.> >

Keynes mengkritik keras teori /aissez-faire, dia mempromosikan
bahwa teori ekonomi, di mana peran negara dan swasta sangat penting
dalam pembangunan ekonomi. Keynes menyatakan bahwa kebijakan
pemerintah diyakini mampu meningkatkan permintaan pada level makro,
mampu mengurangi pengangguran dan mampu mengatai deflasi. Jika
pemerintah meningkatkan belanja, maka uang yang beredar di masyarakat
akan bertambah sehingga akan mendorong masyarakat untuk berbelanja.
Akibatnya akan meningkatkan permintaan sehingga permintaan agregat
pun akan bertambah. Selain itu juga akan meningkatkan tabungan,

DY

% Para ahli ekonomi klasik meyakini jika terjadi peningkatan pengangguran,
maka mekanisme pasar akan tercipta penyesuaian dengan sendirinya, sehingga tingkat
pengangguran akan turun atau bahkan terhapus dengan sendirinya. Asumsinya adalah
para pengusaha pada prinsipnya akan selalu mencari keuntungan yang maksimal.
Sedangkan upah maksimum akan tercapai jika besaran upah sama dengan jumlah
prosukai marjinal. Sehingga jumlah pengangguran akan terserap semua, sehingga akan
terjadi kondisi pengangguran tenaga kerja penuh. M. Kertajaya, [lnspirasi Ekonomi
Yang Mengubah Dunia (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2012), him. 16-17.

? Sukron Kamil, Ekonomi, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan dari
Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro, 18.
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sehingga dapat dipergunakan untuk modal investasi. Akhirnya keadaan
perekonomian akan berada pada tingkat normal kembali.*’

Pandangan para ekonom klasik yang menyatakan bahwa produksi
akan selalu menciptakan permintaanya sendiri ditentang oleh Keynesian.
Teori tersebut hanya berlaku untuk perekonomian tertutup sederhana
yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan saja. Karena pada
tingkat ekonomi seperti itu semua pendapatan yang diterima biasanya
langsung digunakan untuk kebutuhan konsumsi tanpa menyisakan untuk
tabungan. Sehingga terjadi kondisi dimana tingkat penawaran akan sama
dengan tingkat penawaran agregat. Keadaan tersebut tidak cocok pada
tingkat perekonomian yang lebih maju, di mana masyarakatnya sudah
mengenal tabungan. Hasil pendapatan yang mereka dapatkan akan
disimpan dalam bentuk tabungan, sehingga arus pengeluaran tidak akan
sama dengan arus pendapatan. Akibatnya permintaan agregat akan lebih
kecil dari penawaran agregat. Keynes menggagas konsep negara
kesejahteraan. Peranan negara dalam menciptakan kesejahteraan
masyarakat tidak hanya dibatasi sebagai pembuat aturan, tetapi juga
meliputi kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal, khususnya untuk
menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja.’'

Pandangan ekonom klasik tentang konsep penawaran akan
menciptakan penawarannya sendiri ditentang oleh Keynes. Padangan itu
dianggap tidak melihat kenyataan empiris. Karena pada kenyataannya
permintaan lebih kecil dari penawaran. Masyarakat tidak akan
membelanjakan seluruh upahnya untuk kebutuhan. Mereka akan
menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung.”?

‘Hukum penawaran dan permintaan yang digagasan oleh ekonom
klasik ditentang oleh Keynesian. Teori klasik yang menyatakan bahwa
pengangguran tercipta karena memang orang tersebut tidak mau bekerja
karena pilih-pilih gekeij; aan. Jadi tidak ada istilah pengangguran terpaksa,

0 Mark Skousen, Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro Teori-Teori
Ekonomi Modern, hlm. 427

3! Komaruddin Sastradipoera, Sejarah Pemikiran Ekonomi, (Bandung: Kappa-
Sigma, 2007), hlm. 234. Lihat juga L.J. Zimmerman, Sejarah Pendapat-Pendapat Para
Ekonomi Terkemuka, terj. K. Siagian (Bandung: Sumur Bandung, 1955), him. 196.

32 Berdasarkan hukum say, bahwa semua penawaran akan habis terjual, maka
para produsen melakukan produksi besar-besaran. Produksi yang tak terkendali dengan
tidak diimbangi permintaan yang seimbang mengakibatkan stok barang melimpah.
Akibatnya guna mengurangi kerugian biaya produksi, produsen menempuh dua jalan:
yaitu mengurangi besaran upah karyawan atau mengurangi jumlah pekerja. Akibatnya
pendapatan masyarakat sebagai buruh akan merosot, sehingga tingkat konsumsi
masyarakat akan menurun. Maka terjadilah depresi ekonomi. Inilah yang menjadi sebab
terjadinya depresi besar-besaran pada tahun 1930. Lihat Deliarnov, Perkembangan
Pemikiran Ekonomi (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1995), him. 142.
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yang ada hanyalah pengangguran sukarela. Menurut Keynes, teori
tersebut tidak dapat diterapkan dalam praktik perekonomian. Karena,
justru yang terjadi adalah para pekerja menolak pemotongan upah dan
akan melakukan hal-hal negatif walaupun harus kehilangan pekerjaan.
Demikian juga kenyataanya bahwa selama depresi ekonomi, para pekerja
justru tidak mendapatkan pekerjaan walaupun dengan upah minimum.™*
Berdasarkan kenyataan ini, maka Keynes menyatakan bahwa dalam
keadaan depresi besar, pemerintah harus ikut campur dalam
menyelesaikan keadaan tersebut dengan jalan banyak melakukan belanja.

Keyakinan lain dari Keynesian dalam hal mengatasi depresi adalah
dari teori tabungan dan konsumsi. Teori klasik meyakini bahwa bahwa
kesimbangan antara tabungan masyarakat dengan jumlah investasi akan
terjadi karena mekanisme pasar. Pasar akan mengatur dengan sendirinya
secara alamiah. Pandangan ini ternyata tidak sesuai dengan kenyataan.
Kenyataan yang berlaku adalah jumlah tabungan masyarakat berbeda-
beda dan tidak semuanya digunakan untuk investasi. Hal itu terjadi
karena perbedaan faktor yang melatarbelakangi motif masyarakat untuk
melakukan konsumsi atau disebut propensity to consum (kecenderungan
berkonsumsi). Menurut Keynesian ada motif untuk berjaga-jaga dari
masyarakat yang menyebabkan jumlah tabungan tidak sama dengan
jumlah investasi. Tingkat besaran tabungan tergantung pada besaran
pendapatan yang didapat. Kenyataannya memang orang miskin tidak
akan punya tabungan karena penghasilannya akan habis untuk konsumsi.
Orang kaya akan sebaliknya. Untuk itu, Keynesian menyatakan bahwa
besaran tabungan akan tergantung pada perubahan kencenderungan
berkonsumsi yang diakibatkan oleh perubahan pada tingkat pendapatan.®

Pemerintah berupaya untuk manaikkan jumlah tabungan dengan
jalan meningkatkan belanja dan mendorong peningkatan konsumsi
masyarakat sehingga akan meningkatkan tabungan. Kelompok Keynesian
mengharuskan pemerintah untuk melakukan intervensi melalui kebijakan
fiskal dan moneter. Hal itu untuk mendorong kesempatan kerja penuh,
stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Diantara jalan yang bisa
ditempuh oleh pemerintah adalah menambah pasokan uang untuk
menurunkan suku bunga. Sehingga akan mendorong peningkatan
investasi. Jika terjadi inflasi berlebihan yang disebabkan oleh permintaan
barang yang tinggi, maka pemerintah harus mengurangi belanja atau
menyesuaikan tarif pajak untuk menguranggi belanja konsumtif dari

3 George Soule, Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka (Yogyakarta:
Kanisius, 1994), him. 162.

** Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, hlm. 143. Lihat juga George
Soule, Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka, him. 166.
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sektor swasta atau juga mengurangi pasokan uang untuk meningkatkan
suku bunga. Upaya-upaya ini akan mampu meredam belanja investasi
yang berlebihan.*

Kelompok Keynesian menyatakan bahwa fluktuasi ekonomi yang
terjadi di dunia disebabkan oleh dua hal, yaitu: perubahan tingkat
investasi yang diiringi rendahnya tingkat konsumsi, dan tidak adanya
mekanisme pengawasan dari pemerintah untuk menciptakan kesempatan
kerja penuh disebabkan tingkat harga barang yang tinggi dan tingkat
upah yang rendah. Perubahan tingkat bunga akan berpengaruh terhadap
tingkat investasi dan juga mempengaruhi pendapatan masyarakat. Jika di
sebuah negara terjadi kenaikan money supply dan kurangnya money
demand, maka tingkat bunga akan menurun, investasi dan penghasilan
akan meningkat. Sehingga akan meningkatkan konsumsi masyarakat.
Namun sebaliknya, jika terjadi kenaikan money demand tebih tinggi dari
money supply, maka suku bunga akan meningkat, maka akan menurunkan
tingkat investasi dan pendapatan.’ A\\\\x\ \ \\\ A\

Untuk mengahadapi kondisi ekonomi yang sedang lesu, maka
Keynesian lebih menekankan pentingnya peningkatan permintaan agregat
untuk menggerakkan perekonomian. Kebijakan pemerintah diyakini
mampu meningkatkan permintaan pada level makro untuk mengurangi
pengangguran dan deflasi. Jika penguasa meningkatkan belanja, maka
uang yang beredar di masyarakat akan melimpah sehingga akan
mendorong peningkatan belanja dan tentunya akan meningkatkan
permintaan. Selanjutnya, akan meningkatkan tabungan sebagai modal
investasi. Pada akhirnya kondisi gc)rekonomian akan mencapai tingkat
keseimbangan,”’ N 00 NN

Pemikiran Keynes sejalan dengan apa yang dikatakan Ibn
Khaldun, tentang intervensi pemerintah dalam stabilitas harga. Ibn
Khaldun berpendapat bahwa negara merupakan penguasa pasar (Al-suq
al-a‘zam). Pemerintah harus mampu menyediakan kebutuhan pokok bagi
rakyat, akan tetapi harga tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah. Harga
dipasar akan mencapai kestabilan dengan sendiri, berdasarkan hukum
penawaran dan permintaan. Ibn Khaldun memaparkan teori harga
berdasarkan besaran keuntungan atau margin keuntungan. Jika
keuntungan yang ditetapkan oleh pedagang terlalu tinggi, maka
perdagangan akan sepi. Namun juga jika besaran keuntungan terlalu kecil,

3% Komaruddin Sastradipoera, Sejarah Pemikiran Ekonomi, hlm. 247.

3% Sumitro Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi Edisi 1
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), him. 148.

37 Boediono, Teori Pertumbuhan Ekonomi (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm.
196.
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maka para produsen akan enggan untuk berproduksi karena rendahnya
keuntungan. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah menawarkan harga
wajar bagi produsen maupun konsumen.*®

Ibn Khaldun membagi jenis barang menjadi tiga macam, yaitu
barang kebutuhan pokok, barang kebutuhan tambahan dan barang
mewah.”” Ibn Khaldun menyatakan bahwa apabila suatu kota terdapat
penduduk bertambah banyak, maka prioritas pemerintah yaitu
menyediakan barang-barang kebutuhan pokok, sehingga akan terjadi
peningkatan penawaran yang berakibat terhadap penurunan harga barang-
barang kebutuhan pokok. Berbeda dengan barang-barang mewabh,
perkembangan dan perubahan gaya hidup masyarakat di kota, menjadikan
permintaan barang-barang mewah meningkat, dan berakibat terhadap
menaikkan harga-harga barang tersebut.** Mekanisme keseimbangan
pasar, menurut Ibn Khaldun, ditentukan oleh mekanisme penawaran dan
permintaan, serta dipengaruhi oleh jarak daerah penyedia barang.*'

Pasar bebas yang ditawarkan"\ke ok idak- sejalan

dengan pemikiran yang digagas oleh] iSte yang
digagas kelompok neoklasik adalah sistex onemi. kebe alamiah
dan persaingan menjadi sebuah i i isa~mengatur diri
sendiri. Penggagas teori cbebasan ekonomi
adalah kebebasan orang ~ ng diinginkan tanpa
campur tangan negara C : angan terhadap orang
lain untuk menggunaka adalah pelanggaran terhadap

ekonomi
oleh piha
diatur oleh
pasti akan habi

acharga barang yang beredar di pasar tidak perlu
. )‘%Ac\ed\g meyakini bahwa barang yang diproduksi
ast utuhkan oleh konsumen. Sehingga tidak
mungkin ada kele ran d1 pasar. Pasar barang akan mengatur diri
mereka sendiri un& neapai keseimbangan antara supply dan demand.
Jika harga barang-barang di pasar menjadi mahal, maka hal itu tidak
berlangsung lama dan akan mencapai keseimbangannya secara alamiah. 42
Pasar bebas yang dimaksud oleh Ibn Khaldun berbeda dengan

Adam Smith, mengenai ikut campur pemerintah dalam perdagangan. Ibn
Khaldun menyatakan bahwa penguasa merupakan pasar besar (a/-suq al-

%% Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 286

%% Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 286-287

% Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 287-288

“! Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 288

2 Adam Smith, The Wealth Nations New York: Modern Library, 1965), him.
549.
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a‘zam) dari seluruh ekonomi di sebuah Ilegara,43 namun Ibn Khaldun
menentang penguasa yang ikut langsung dalam bisnis di masyarakat. Ibn
Khaldun dengan tegas menyatakan bahwa perdagangan yang dilakukan
oleh penguasa akan berdampak negatif terhadap penerimaan negara.*
Penguasa sebagai regulator dalam kebijakan ekonomi dan tidak perlu ikut
terjun dalam ekonomi dan bisnis serta menjadi saingan masyarakat.
Akibatnya masyarakat akan enggan untuk bekerja dan berusaha.
Akhirnya kegiatan ekonomi akan sepi dan tidak ada lagi objek pajak yang
bisa ditarik oleh penguasa.45

Ibn Khaldun menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab harga
barang naik, yaitu di ataranya biaya produksi yang tinggi, yang
diakibatkan tarif bea cukai yang mahal, pajak dan retribusi serta
pungutan lainnya yang dibebankan pemerintah.** Faktor lain yaitu
dipengaruhi oleh adanya penimbunan, biaya transportasi dan biaya
keamanan.”’ AN QNN

Ibn Khaldun menjelaskan, bahwa akibat negatif dari harga yang
terlalu rendah akan menurunkan motivasi produsen untuk berproduksi.
Sebaliknya harga yang terlalu mahal akan mengakibatkan kurangnya
minat konsumen untuk membeli barang, akibatnya pasar akan lesu.
Menurut Ibn Khladun mengambil keuntungan yang wajar akan
mendorong peningkatan perdagangan. Sebaliknya, jika keuntungan yang
ditetapkan rendah akan menyebabkan perdagangan menjadi lesu.
Demikian pula jika para pedagang menetapkan laba yang sangat tinggi,
juga akan menurunkan perdagangan disebabkan permintaan menurun.

Jbn Khaldun menolak penetapan harga oleh penguasa. Ibn
Khaldun menuntut adanya harga wajar. Penguasa harus membuat
kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Kepentingan penjual dan
pembeli harus mendapat Qiﬂlindungan yang sama. Penguasa harus berbuat

 Ibn Khaldun h&atakan secara tegas di beberapa tempat bahwa negara atau
penguasa adalah pasar besar atau a/-Sug al-a‘zam. Tbn Khaldun, Mugaddimah, him. 317.

* Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 219. Tbn Khladun menulis satu bab khusus
yang membahas tentang pengaruh negatif jika penguasa sebuah negara ikut berdagang.
Ibn Khaldun membuat judul bab :

gladd Biie Lo b 5ae Olakedl e 3ylondd) OF 3 103, Y) Juad)

* Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 220. Mekanisme harga yang digagas oleh
Ibn Khaldun dituangkan dalam bab khusus dengan judul F7 ‘as’ar al-mudun (harga-harga
di kota). Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 286.

% Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 286-287.

*" Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 312

* Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 288. Intrepetasi seperti ini juga dinyatakan
oleh Charles Issawi. Lihat lebih jelas pada Charles Issawi, /bnu Khaldun’S Analysis of
Economics Issues dalam Abdul Hasan M. Shadeq dan Aidit Ghazali (ed), Reading in
Islamic Thought (Malaysia: Logman, 1992), hlm. 224.
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adil. Hal itu bersandar kepada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah
saw. pernah diminta oleh sekelompok orang untuk menetapkan harga di
pasar. Ketika itu terjadi peningkatan harga-harga yang sangat tinggi pada
barang-barang perdagangan, namun demikian Rasulullah saw. menolak
untuk menetapkan harga.*’ Hadis tersebut dipahami sebagai dasar bagi
penguasa untuk megendalikan pasar bukan membebaskan pasar.
Pengendalian pasar bukan dengan penetapan harga, namun menyelesaikan
penyebab ketidak wajaran harga di pasaran. Penetapan harga akan
mendzalami pihak penjual.”® Pemerintah, menurut Ibn Khaldun,

¥ Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ole
berbunyi sebagai berikut:
Lol aal) G ad) gn B0 s ey ade B o 1 Jsy JUB AL S 2 B 3! JB

perawi hadis, yang

oF Y 3l 5 Sl
ndari itu

4]lah adalah
ki. "Sungguh aku
lian tuntut kepada ku
kan 0 ¢h beberapa perawi.
[imiyah, tt), jilid 3, hlm.

KISy ), jld 2, hlm. 741. Imam
b Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt), jld

saw. tidak melakukan bahkan melarangnya. Kedua,
penetapan harga adal uah ketidak adilan yang diharamkan. Lihat Ibn Quddamabh,
al-Mughni (Beirut: Dar ikr, 1980), juz 8, hlm. 401. Sedangkan Madhab Maliki
membolehkan penguasa menetapkan harga jika memang hal itu diperlukan demi
kemaslahatan rakyat. Hal ini berdasar pendapat Imam al-Laith yang menyatakan bahwa
penguasa boleh menetapkan harga untuk kemaslahatan rakyat. Lihat Ibn ‘Abd al-Bar, a/-
Istidkar (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), juz 6, hlm. 412. Al-‘Azim Abadi juga
menukil pendapat Malik tentang kebolehan penguasa menetapkan harga. Lihat al-*Azim
Abadi, ‘Aun al-Ma‘bud Sharh Sunan Abi Dawud (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,
1415 H), Juz 9, hlm. 230. Al-Mubarakfuri menjelaskan kandungan hadis tentang tas’rr,
bahwa jika penguasa hanya melindungi kepentingan salah satu pihak yaitu pembeli saja
dengan menetapkan harga, maka akan bertentangan dengan firman Allah swt. bahwa
jual beli harus berdasarkan sama-sama rido. Lihat Al-Mubarakfuri, Tuhfah al-Ahwadhi
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), Juz 4. Hlm. 452. Hal ini dipahami bahwa
makna hadis di atas tidak menunjukkan larangan zas 7rbagi penguasa tapi menunjukkan
peran penguasa untuk mengendalikan pasar. Hadis tersebut dapat dipahami dengan
penjelasan:
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merupakan pengatur pasar, mengatur kebijakan jika terjadi
ketidakstabilan di pasar.51

Pemerintah, menurut Ibn Khaldun, sebagai pengawas atas prilaku
produsen dan konsumen yang berlaku curang. Pengawasan penguasa
tersebut memang menjadi bagian dari tugas penguasa, yaitu menerapkan
pengawasan pasar dengan ketat demi menciptakan kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi.”> Pemerintah harus jujur dan tegas dalam
menerapkan aturan dalam pengawasan pasar.”> Pemerintah pun harus
mengangkat keamanan pasar untuk menjaga dari pencurian.>

Masalah lain yang sangat penting dalam ekonomi adalah fiskal.
Kelompok Keynesian menyatakan bahwa ketika keadaan ekonomi sebuah
negara mengalami perlambatan atau disebut dengan kontraksional gap,”
maka solusi yang tepat adalah pemerintah harus memotong pajak dan
atau meningkatkan belanja. Pada saat kondisi ekonomi mengalami
kontraksi gap, kemampuan daya beli masyarakat cenderung melemah,
maka diperlukan stimulus dari penguasa untuk meningkatkan daya beli
masyarakat menjadi stabil. Kebijakan ini disebut sebagai kebijakan fiskal
ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif ditetapkan melalui cara menaikkan
belanja pemerintah atau menurunkan pajak. Pada saat pengeluaran
pemerintah meningkat atau selisih pajak turun, maka akan menaikkan
pendapatan. Akhirnya akan menaikkan konsumsi. Kebijakan fiskal
ekspansif dengan cara mengurangi jumlah penerimaan negara dari pajak
serta menaikkan anggaran belanja negara, maka negara akan bisa
menyesuaikan kondisi keuangan dengan lebih fleksibel mengatur keadaan
ekonomi. Teori kebijakan fiskal ekspansif telah teruji untuk memperbaiki
perekonomian di Indonesia pada tahun 2013. Kebijakan pemerintah

& v \\_,\ N
AN

ulb 0,85 gl oy W\p%@a ¢ Ui 523 U Sehingga penguasa boleh menetapkan harga
demi kemaslahatan rakyat. Lihat al-Mula ‘Ala al-Qari, Mirqah al-Mafatih Sharh
Mishkah al-Masabih (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999), juz 2, him. 320.

*! Lihat lebih lengkap pada Ibn ‘Asakir, Tar7kh Madinah Dimashq (Beirut: Dar
al-Fikr, tt), juz 70, hlm. 252.

52 Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Tabari, Tarikh al-Rusul wa al-Mulik
(Cairo: Dar al-Ma“arif, 1966), jilid 8, hlm. 96.

> Lihat Ahmad bin Ali al-Qalqashandi, Subhu al-A‘sha i Sina‘at al-Insha
(Cairo: al-Matba‘ah al-Amiriyah, 1964), him. 38.

> Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah, him. 241.

> Kontraksional gap merupakan suatu keadaan dimana output potensial lebih
besar dibanding dengan output sebenarnya. Salah satu ciri yang muncul pada saat
keadaan ekonomi sedang mengalami kontraksional gap adalah adanya tingkat
pengangguran yang tinggi. Lihat Nopirin, Pengantar Ekonomi Makro dan Mikro edisi
pertama (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 176.
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ketika itu mampu memperbaiki defisit anggaran negara dan mampu
meningkatkan alur perekonomian.

Kedua, kebijakan fiskal kontraktif yaitu dalam kondisi
perekonomian sedang mengalami inflasi yang tinggi atau pada saat
perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh. Mereka berpendapat
bahwa kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah
meningkatkan pajak atau memotong belanja. Kebijakan fiskal kontraktif
dilakukan untuk membuat pemasukan pemerintah lebih besar dari
pengeluaran. Tujuannya untuk menurunkan daya beli masyarakat dan
mengatasi inflasi. Kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat
dan juga menurunkan output industri sehingga inflasi akan turun.’’

Ibn Khaldun diakui sebagai pelatak dasar-dasar teori perpajakan
modern. Teori pajak Ibn Khaldun dikembangkan oleh Keynes dengan
istilah Agregate effective demand, multiplier effect dan equality of
income and expenditure.”® Bahkan Chapra menyatakan bahwa Keynes

adalah penurus Ibn Khaldun.>
Ibn Khaldun menulis dalam bukunya ddm judul

‘fi al-jibayah wa sababu Qillatiha wa kathratiha’ (faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat penerimaan pajak), menyatakan bahwa pajak
merupakan komponen utama dalam keuangan publik, selanjutnya
dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi sebuah negara sangat
tergantung kepada struktur pajak dan pengelolaan keuangan negara.®’

Ibn Khaldun menjelaskan teori pajak yang dibangun oleh Ibn
Khaldun adalah ketika pajak rendah, kegiatan ekonomi akan berjalan
maka pendapatan negara dari sektor pajak akan meningkat. Begitu juga
sebaliknya, jika tarif pajak tinggi, kegiatan ekonomi akan lesu maka
pendapatan negara dari pajak akan turun.’’ Ibn Khaldun, selanjutnya
menyatakan bahwa peningkatan produksi, laba dan pajak dapat
dipengaruhi oleh pert\umb\u>han populasi.”?

% Lihat  di \h’ftp://www.ﬁskal.co.id/berita/ﬁskal—13/739/kebijakan—ﬁskal-
ekspansif.Vvce VOIKLTMx

°7 Thomas f. Derburg, Makro Ekonomi: Konsep, Teori dan Kebijakan, terj.
Karyaman Muchtar (Jakarta: Erlangga, 1994), him. 243.

*¥ Euis Amalia, Sejarah Pemikiran ekonomi Islam, hlm. 192.

* M. Umer Chapra, The Future of Economics: A Islamic Perspective
(Leicester, UK: The Islamic Foundations, 2000), hlm. 194. Lihat juga dalam terjemahan
bahasa Indonesia M. Umer Chapra, 7he Future of Economics: An Islamic Perspective,
trjm. Amdiar Amir dkk (Jakarta: Shari’ah in Economics and Banking Instituts, 2001),
hlm. 333-337.

% Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 218.

%! Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 218.

%2 Jean David C Boulakia, ‘Ibn Khaldun: A Fourteenth-Century Economist’,
Journal of Political Economy, 1971, vol. 79, issue 5, pages 1105-1118. Lihat di

166



Ibn Khaldun menegaskan perluasan obyek-obyek pajak, yang
menjadikan usaha-usaha kecil terkena pajak dan pungutan, dapat
berdampak negatif. Perluasan objek pajak tersebut, menurut Ibn Khaldun,
dapat menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi lesu, masyarakat semakin
enggan berusaha. Akibatnya pajak yang diterima pemerintah juga
sedikit.®

Ibn Khaldun menegaskan Penguasa tidak boleh menjadi pedagang
dan tidak boleh dekat dengan pedagang. Ibn Khaldun tidak setuju, apabila
pemerintah terjun langsung dalam bisnis demi menggali keuntungan
untuk menambal kekurang penerimaan pajak. Ibn Khaldun
menghawatirkan jika pemerintah ikut berdagang, maka masyarakat akan
kalah bersaing sehingga tidak ada lagi usaha perdagang maupun pertanian
oleh rakyat. Akibatnya tidak ada objek pajak yang bisa dipungut.
Pemerintah, apabila ikut berdagang, kemungkinan besar, tidak akan
mengeluarkan pajak atas usaha mereka sendiri. Ibn Khaldun juga
mengkiritk pemerintah yang dekat dengan pengusaha. Karena akan
terpengaruh oleh bisikan pengusaha tersebut, sehingga akan berlaku tidak
adil dalam pungutan pajak.®* . \\\\\ \\\\\\\\\\v

Ibn Khaldun menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara
haruslah dilakukan secara tepat. Pendapatan Pemerintah dari hasil
pungutan pajak, harus digunakan secara baik dan bijak. Pengawasan
tergadap penggunaan anggara harus dilakukan secara ketat untuk
menghindarai penyalahgunaan anggaran. Anggaran belanja pemerintahan,
harus memperioritaskan kebutuhan masyarakat umum. Jangan sampai
anggaran belanja dipergunakan untuk kebutuhan foya-foya para pegawai,
termasuk pembelian barang-barang mewah untuk kebutuhan pegawai.
Sehingga akan menguras imggaran negara.®

)

http://dx.doi.org/10.1086/259818. lihat juga http://www.jstor.org/stable/1830276
diakses tanggal 20 Februari 2016.

53 Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 219.

% Tbn Khaldun, Mugaddimah, him. 219-221. Dalam hal kaitannya penguasa
sekaligus menjadi pengusaha, pernah dikritik keras oleh menteri kabinet Presiden Joko
Widodo dan Yusuf Kalla. Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Maritim dan
Sumber daya, menyatakan bahwa penguasa yang menjadi pengusaha akan menjadi
malapetaka bagi rakyat Indonesia. Bahkan beliau juga menyatakan bahwa hal itu
termasuk mengkhianati demokrasi. Lihat
http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/01/12/00tjex365-rizal-ramli-
penguasa-sekaligus-pengusaha-malapetaka-untuk-rakyat. diakses tanggal 26 Februari
2016.

 bn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 221-223. Termasuk dalam pemborosan
anggaran misalnya pembelian mobil mewah bagi pejabat dan pengadaan barang-barang
dan jasa yang berlebihan. Dalam pemerintahan Indonesia saat ini diberitakan bahwa
Presiden RI sering melakukan pemotongan anggaran yang dianggap pemborosan
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Peran penguasa, menurut Ibn Khaldun, harus dapat memberikan
stimulus ekonomi yang mempunyai dampak terhadap peningkatan
pendapatan pajak. Ibn Khaldun menegaskan bahwa tugas Pemerintah
harus mendorong rakyat agar giat berusaha, dengan menyediakan
lapangan kerja yang luas. Ibn Khaldun menyatakan bahwa pemerintah
dan penguasa merupakan pasar utama dan terbesar bagi seluruh rakyat.
Pemerintah merupakan penguasa pasar terbesar. Pemerintah harus
menjadi sumber utama uang. Artinya pemerintah adalah pencipta uang
untuk berjalananya ekonomi.®

Pemerintah harus mengeluarkan anggaran belanjanya untuk
mendorong dunia bisnis. Sehingga nantinya akan benyak mengumpulkan
pemasukan dari kegiatan ekonomi yang berjalan. Kelesuan-kelesuan pasar
disebabkan oleh tidak adanya belanja oleh pemerintah. Ibn Khaldun
menegaskan bahwa sejatinya harta kekayaan hanya berputar antara rakyat
dan penguasa.”” AN QNN

Keynesian mempunyai kesamaan pendapat dengan Ibn Khaldun,
mengenai pajak rendah dan peningkatan belanja oleh pemerintah untuk
peningkatan ekonomi. Penguasa atau pemerintah harus menerapkan
kebijakan fiskal ekspansif ketika kondisi ekonomi sedang mengalami
kontraksi gap dan pasar mengalami kelesuan. Keynes menggagas
penyelesaian ekonomi yang sedang mengalami kontraksi gap dengan
memotong tarif pajak dan memperbesar belanja negara. Keynes meyakini
bahwa dengan cara ekspansi fiskal akan memiliki efek pengganda
(multiplier effect) terhadap permintaan agregat dan output. Ekspansi
fiskal akan meningkatkan permintaan agregat melalui salah satu dari dua
jalan. Pertama, jika penguasa meningkatkan belanja dan penerimaan
pajak tetap, maka permintaan agregat akan bertambah secara langsung.
Kedua, jika penguasa memotong pendapatan dari pajak (Zax cuts) atau
menaikkan fransfer payments, maka penghasilan masyarakat yang dapat
dibelanjakan (disposable income) justru bisa bertambah, maka
masyarakat cenderung akan meningkatkan konsumsi.®®

Ibn khaldun menegaskan bahwa penyebab terjadinya inflasi atau
naiknya nilai mata uang yang ditandai dengan kenaikan harga-harga

anggaran negara. Seperti membeli mobil dinas yang sangat mahal dan lain-lain. Lihat
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/10/074121326/Ini.Sumber-
sumber.Pemborosan.di. RAPBN.2015.

%L ihat ‘Adil ‘Abdu al-Mahdi, A/-Thawabit wa al-Mutaghayyirat fi al-Tarikh
al-Iqtisaq Ii al-Bilad al-Islamiyyah (Baghdad: Markaz Dirasaat Falsafat al-Din, al-Dar
al-‘Arabiyah 1i al-‘Ulum Nashirun, 2009), him. 449.

%7 Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 223.

% M. Suparmoko, Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta:
Penerbit BPFE, 2000), hlm. 128.
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kebutuhan adalah karena faktor alam dan ulah manusia yaitu 7ihAtikar
(menimbun).” Ibn Khaldun menyebut dengan istilah: al-Afat al-
Samawiyah (il o831 dan ihtikar (1),

Ibn Khaldun menyebutkan tiga macam kebutuhan manusia atas
barang, yaitu barang primer, skunder dan tersier.’”' Tiga jebis barang
tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda ketika mengalami
inflasi. Kebutuhan pokok mengalami kenaikkan harga ketika terjadi
bencana alam dan penimbunan. Barang sekunder akan mengalami
kenaikan harga, ketika kesejahteraan masyarakat membaik dan keadaan
ekonomi sudah baik. Barang tersier mengalami kenaikkan harga
disebabkan karena 3 faktor: Pertama, permintaan yang sangat tingi
karena kelebihan kekayaan. Kedua, rasa gengsi dari kalangan golongan
menengah karena kebutuhan pokoknya sudah lebih dari tercukupi. Ketiga,
Rasa sombong dan berbangga banggaan atas orang lain dan pamer kepada
orang lain. Karena semua kebutuhan pokok dan sekunder sudah terpenuhi
maka orang yang kelebihan harta tidak ingin orang lain melampaui
dirinya.” ) PON\SANNEN NN\

Ibn Khaldun menegaskan bahwa kenaikan harga yang terus
menerus tidak sebabkan sedikitnya persediaan bahan makanan. Ibn
Khaldun menyebutkan beberapa bukti bahwa beberapa negara yang subur
dan melimpah ruah sumber daya alamnya justru barang-barang yang
diperdagangkan sangat mahal harganya. Dan negara yang sumber daya
alamnya minim justru harga-harga barangnya sangat murah.”

Keynes menyatakan bahwa faktor utama terjadinya inflasi
disebabkan peningkatan permintaan agregat atau penurunan penawaran
agregat. Menurut Keynes faktor effective demand (permintaan) dan
penawaran merupakan penentu kestabilan ekonomi nasional. Rendahnya
jumlah barang dan jasa yang diproduksi diiringi tingginya permintaan
berakibat naiknya harga. Tandanya adalah adanya peningkatan
permintaan barang-barang oleh masyarakat melebihi barang yang
tersedia. Hal itu akan menimbulkan inflationary gap atau celah inflasi

% Lihat Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 286.

70 Lihat Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 286.

! Barang primer termasuk diantaranya adalah makanan pokok, seperti gandum,
biji-bijian, bawang, cabe, dan bumbu masak lainnya. Adapun barang sekunder meliputi
daging, buah-buahan dll. Barang tersier meliputi kendaraan pribadi dll. Lihat Ibn
Khaldun, Mugaddimah, him. 286.

72 Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 286.

7 Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 287.
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yaitu keadaan dimana permintaan masyarakat terhadap barang-barang
melebihi jumlah barang yang tersedia.”*

Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran agregat) ini
terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat
dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat.
Kemudian dia mengusulkan bahwa untuk mengatasi inflasi tersebut maka
pemerintah harus ikut campur dan menerapkan kebijakan fiskal tertentu.
Kebijakan fiskal akan lebih baik dalam hal menangani inflasi dari pada
kebijakan moneter. Kebijakan fiskal ekspansif akan meningkatkan
output.” Pemerintah, oleh karena itu, harus mengurangi jumlah
pengeluaran agregat. Jalan lain yang bisa ditempuh adalah dengan

meningkatkan pajak dan menentukan kebijakan u yang ketat. Teori
Keynes ini diterapkan untuk menerangkan fenome %dalam jangka

pendek.”® N\
Pengangguran juga menjadi masalah penting dalam perekonomian

employment. Peng
yaitu  voluntary
Pengangguran

Keynes mel

- ahwa kesempatan kerja penuh tidak selalu
bisa tercapai. Dal e

konomian akan selalu menghadapi masalah
)

™ Lihat Thomas M. Humphrey, ‘Keynes on Inflation’, makalah di

https://www.richmondfed.org/-
/media/richmondfedorg/publications/research/economic_review/1981/pdf/er670101.pdf.
diakses tanggal 20 februari 2016. Lihat juga di Robert J. Gordon, Macroeconomics:
Theory and Policy, 2nd ed. (London: McGraw-Hill.U, 1998), 2ed ed., him. 224.

» Nopirin, Fkonomi Moneter (Yogyakarta: BPFE, 1998), Buku I, Edisi ke-5,
2000, hlm. 72-100

7 Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.

52-55.
" Jacob Viner, Mr. Keynes on The Causes of Unemployment, Oxford
University Press: The Quarterly journal of Economics, Vol, 51, No. 1 (nov., 1936), pp.

147-167. Lihat http://www.jstor.org/stable/1882505. Diakses tanggal 20-12 -2015.
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pengangguran. Tenaga kerja yang tersedia tidak digunakan semuanya
dalam kegiatan produksi, sehingga muncul pengangguran. Hal itu
diakibatkan karena pengeluaran agregat lebih rendah dari yang diperlukan
untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Artinya bahwa keinginan
masyarakat untuk belanja lebih rendah dari kemampuan perekonomian
dalam memproduksi barang dan jasa.78 Solusi yang ditawarkan oleh
Keynes adalah dengan cara pengelolaan permintaan masyarakat melalui
peranan pemerintah dengan melalui manajemen yang mengarahkan
permintaan-permintaan masyarakat ke barang dan jasa yang tersedia
dengan jumlah melimpah. Jika pemerintah ingin mengurangi tingkat
pengangguran, dapat dilakukan dengan meningkatkan agregat demands
dengan meningkatkan lapangan kerja. Dalam hal ini pemerintah harus
banyak melakukan belanja untuk membuk kerja yang lebih
banyak.” Sehingga lapangan kerja aka an  akan menarik
pekerja sehingga mengurangi pengangsg

Pengangguran diistilahkan ole

yad ‘an al-i‘timar™ yaitu keterbe gan para
pemikir konvensional yang rai merupakan
kondisi terpaksa karena neg cdiakan lapangan
kerja. Ibn Khaldun ngangguran adalah
memberdayakan rakya ping upaya pemerintah
untuk menyediaka

Ibn Khaldun “menyat: a\_kemakmuran suatu negara

ditentukan-oleh banya
masyar(akgﬁu@é@ d \

ay}qr Keynes,~The General Theory of Employment, Interest, and
i il dari ok bersumber dari www.isn.ethz.ch.

_Keynes on The Causes of Unemployment, Oxford
University Press: 'l‘h\f; rly journal of Economics, Vol, 51, No. 1 (nov., 1936), pp.
147-167. Lihat http://www.jstor.org/stable/1882505. Diakses tanggal 20-12 -2015.
Lihat juga Geoff —Riley, The Phillips Curve, 2012. Lihat juga
http://tutor2u.net/economics/revesion-notes/a2-macro-phlillips-cueve.html. Diakses 21-
12-2015.

% Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 280.

81 Teori pengangguran Ibn Khaldun telah diungkap oleh sarjana UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta dalam disertasi yang berjudul ‘Kajian Pengangguran Dalam
Perspektif Pemikiran Ibn Khaldun’. Ali Murtadho menyimpulkan bahwa: pertama, teori
pengangguran Ibn Khaldun lebih komprehensif dibanding dengan teori konvensional.
Karena kerangka kajiannya beorientasi pada kemakmuran bukan sekedar terciptanya
tenaga kerja berupah tertentu. Kedua, Ibn Khaldun mendorong terciptanya tenaga kerja
yang kreatif kontributif bagi kemajuan ekonomi. Ketiga, Ibn Khaldun menekankan
bahwa pada pekerjaan natural yaitu berusaha dengan upaya mandiri bukan bekerja pada
pihak lain. Lihat Ali Murtadho, ‘Kajian Pengangguran Dalam Perspektif Pemikiran Ibn
Khaldun’, disertasi UIN Syaraif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Money, hlm.
79
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manusia. Negara-negara yang memiliki sumber daya alam melimpah
tidak otomatis menjadikan masyarakatnya sejahtera. Aktivitas ekonomi
masyarakat memegang peranan penting untuk meningkatkan
penghasilan.®® Jadi tingkat pengangguran akan berakibat pada
menurunnya tingkat kemakmuran.

Indikator pertumbuhan ekonomi yang digagas oleh Keynes
berdasarkan peningkatan tabungan. Menurut Keynes, ekonomi suatu
negara yang mengalami pertumbuhan jika dibarengi dengan peningkatan
tabungan. Pengeluaran seseorang untuk konsumsi® dan tabungan
dipengaruhi oleh pendapatannya. Tinggi rendahnya tingkat konsumsi dan
tabungan seseorang ditentukan banyak dan sedikitnya pendapatannya.
Sebaliknya, jika tingkat pendapatan seseorang akin kecil, maka
seluruh pendapatannya akan digunakan untuk Konsumsi dan tidak akan

punya tabungan. Teori ekonomi yang diusulka i Keynes berdasakan
atas hipotesis siklus mata uang. Peni belanj konsumsi
dalam suatu perekonomian akan men pada
akhirnya akan mendorong peningkata ' ¥ atan. Selain itu

juga akan meningkatkan tabungan.

Jumlah tabungan yang s ’ umeningkatkan
produksi. Dengan demikian ekonomi

an pertumbuhan
ekonomi akan dicapa me dari setiap uang
peningkatan penda gkonsumsi sebagian dan
menabung sebagian menjadi penentu utama
konsumsi ada
Ke ~ pada sisi permintaan dalam
peningkatan i sebuah negara. Keynes melihat bahwa
permintaan ; an_faktor utama dalam pertumbuhan

ekonomi. Ma

)

%2 Salman SyN}c}onomic Thought of Ibn Khaldun (1332-1406 A.D), him.
13-14.

% Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi
kebutuhan hidup. Sehingga barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak
termasuk konsumsi karena tidak digunakan untuk kebutuhan hidup. Lihat Michael
James, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Jakarta: Ghalia, 2001), hlm. 49. Lihat
juga Todaro, Ekonomi Dalam Pandangan Modern, terj. (Jakarta: Bina Aksara, 2002),
hlm. 213.

¥ Lebih lanjut lihat artikel yang berjudul ‘what is keynesian economics?’
http://www.wisegeek.org/what-is-keynesian-economics.htm. Diakses tanggal 20-12-
2015.

¥ N. Gregory Mankiw, Makroekonomi, Terj. Nachrowi dan Usman (Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006) , hlm. 245. Lihat juga John Maynard Keynes, The
General Theory of Employment, Interest and Money, dalam ebook. Lihat www.
isn.etzh.ch. Diakses 25 Desember 2015.
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seperti pengangguran dan deflasi harus ditangani pemerintah dengan jalan
meningkatkan permintaan pada level makro. Pemerintah harus
meningkatkan pengeluaran agar uang yang beredar di masysyarakat
bertambah sehingga akan mendorong tingkat belanja dan meningkatkan
permintaan agregat. Upaya pemerintah dengan peningkatan pengeluaran
akan menaikkan belanja sekaligus juga meningkatkan tabungan sebagai
modal investasi. Katika investasi meningkat maka pendapatan akan
meningkat sehingga ekonomi akan stabil dan akan diikuti pertumbuhan
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut Keynes dapat dinyatakan
bahwa perubahan permintaan barang dan jasa akan merubah produksi,
perubahan produksi akan merubah pendapatan dan perubahan pendapatan
akan merubah permintaan barang.®

Ibn Khaldun menyatakan bahwa pe
ekonomi ditandai dengan ramainya pasa

dan kesejahteraan
berbagai  aktifitas

ekonomi. Pemerintah harus mendorong bersama-sama
untuk membangun ekonomi. Inte gat diperlukan
untuk mengatur dan mengarahka nasyarakat yang
giat bekerja dan berusaha .unt idup akan
menumbuhkan perekonomian g semua unsur
masyarakat untuk ber a adalah penguasa
akan mengumpulka dari masyarakat.

B. Transformasi%i aan Anggaran Negara
Kemajuan ekonomi sebuah negara, menurut Ibn Khaldun,
ditentukan oleh jumlah pemasukan dan pengeluaran anggaran belanja.
Semakin besar pemasukan sebuah negara maka akan semakin besar
pengeluaran, dan semakin besar anggaran belanja sebuah negara untuk
pembangunan maka akan semakin besar pula pendapatan negara tersebut
dari berbagai macam pajak dan pumungutan.!’ Ibn Khaldun juga
menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara harus diupayakan
secara bersama-sama.”® Kebersaman dalam segala usaha dalam bidang
bisnis dan ekonomi mendorong tercipta berbagai macam aktifitas
ekonomi sehingga akan menghasilkan keuntungan yang dibelanjakan
kembali untuk kegiatan ekonomi. Teori ini sejalan dengan pendapat

86 Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, hlm. 197.
¥7 Ibn Khaldun menyatakan dengan tegas
bl gy 5 SUA il a2 ol o ooy S A e el e s
Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 285
% Ibn Khaldun menyatakan bahwa:
Bl wasite o SV 3,0 s gt 2l Oglan bad g Al
Lihat Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 284.
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Keynes tentang ekonomi makro. Bahwasanya ketika ekonomi sedang
mengalami kelesuan maka pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang
besar untuk memberi rangsangan sehingga ekonomi akan tumbuh.

Teori pertumbuhan ekoniomi suatu bangsa, menurut Ibn Khaldun
mengalami lima fase perkembangan. Perkembangan tersebut mirip
dengan yang dikemukakan oleh Rostow. Perbedaanya, Ibn Khaldun
menyinggung campur tangan penguasa dalam kebijakan pembangunan
ekonomi. Sedangkan Rostow nampak mengemukakan teori pertumbuhan
dari sisi aspek sejarah, dimana antar fase akan berubah dengan sendirinya
tanpa campur tangan penguasa. Perubahan antar fase akan berjalan secara
alamiah.”

ekonomi politik. Pertumbuhan el
telah terorganisir di baw emerin
kehidupan, memperkuat ki

Konsep pertumbuhan ekonomi sebuah negara yang dlpaparkan
oleh Ibn Khaldun nampak lebih cocok dengan realitas sekarang. Seperti
negara Indonesia, saat ini baru mulai pada fase ketiga. Fase pertama dan
kedua telah kita rasakan. Yaitu fase merebut kemerdekaan dengan sistem

\%\\ \\\‘\)

% Ibn Khaldl}lw?addlmab, hlm. 138-139. Lihat juga Rostow, W.W., The
Stage of Economic Growth: A Non Communist Manifesto (Cambridge: Cambridge
University Press, 1990), edisi ke 3, him. 16-48.

% EM. Sattar, Ibn Khaldun The Author of al-Mugaddimah (Dacca: Shaikh
Fazlur Rahman Islamic Foundation Bangladesh, 1980), hlm. 25.

'V EM. Sattar, /bn Khaldun The Author of al-Muqaddimah, hlm. 25-26. Sattar
memberi kesimpulan yang berbeda dengan apa yang ditulis oleh Ibn Khaldun dalam
Mugaddimah. Menurut penulis, Sattar agak menyimpang dalam mentimpulkan teori
IbnKhaldun tentang teori pertumbuhan pembangunan sebuah negara. ada kemungkinan
Sattar menyimpulkan demikian beradasarkan pemahaman bahwa teori pembangunan Ibn
Khaldun jika dianalisa maka akan dapat diambil kesimpulan bahwa negara akan
mengalami fase besar, yaitu fase nomaden, fase menetap dan fase urban dan
perkembangan berbagai macam pekerjaan. Padahal Ibn Khaldun menjelaskan secara
rinci tahapan pertumbuhan negara ada lima fase pertumbuhan. Lihat Ibn Khaldun,
Muqgaddimah, him. 138-139
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ekonomi pasar bebas. Kemudian fase otoriter dan saat ini sudah mulai
banyak pembangunan dibidang ekonomi.”

Ibn Khaldun menegaskan bahwa keseimbangan pendapatan dan
pengeluaran menentukan perkembangan ekonomi suatu negara. APBN
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). APBN berfungsi sebagai
pendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah APBN suatu negara dapat
mempengaruhi pengendalian inflasi. Akhirnya akan mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi.”

Ibn Khaldun juga membahas masalah stabilitas harga.
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari stabilitas harga di pasar.
Fluktuasi harga menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal itu
terjadi karena terkait dengan faktor pendorong masyarakat untuk
melakukan aktivitas ekonomi. Ibn Khladun menyatakan bahwa jika
keadaan harga barang-barang di pasar mengalami penurunan yang
berlangsung cukup lama maka akan mengakibatkan turunnya tingkat
keuntungan pihak pensuplai. Sehingga tidak dapat mengakumulasikan
keuntungannya untuk investasi ulang. Akibat jangka panjangnya adalah
tidak bisa menutupi biaya produksi maupun belanja barang yang akhirnya
bisnis akan jatuh.”* Dalam ekonomi modern konsep ini disebut sebagai
deflasi. AQ0 AR Y

Fenomena inflasi, dimana harga barang-barang cenderung naik
akibat banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Maka keadaan
seperti itu juga akan menyengsarakan masyarakat. Inflasi dan deflasi akan
mengancam mata pencaharian dan pendapatan para pengusaha dan juga
masyarakat pada umumnya. Jika hal itu terjadi dalam jangka waktu yang

D

92 TNy ) \ ) .
Lihat a dalam h tp://andrypunya.blogspot.co.id/2014/01/perkembangan-
sistem-perekonomian. . Diakses tanggal 25 Februari 2016

93 \ i@t pada artikel di

apbn.html. Diakses tanggal 20 Februari 2016. Dalam sebuah artikel hasil penelitian
Febrian Dwi Prakarsa yang berjudul ‘Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan
Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi’ menyimpulkan
bahwa besar kecilnya belanja pemerintah berdampak positif terhadap pertumbuhan
ekonomi. Ini membuktikan bahwa tingkat belanja akan sebanding dengan tingkat
pendapatan. Lihat Febrian Dwi Prakarsa, ‘Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah
dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi’, Jurnal Ilmiyah
Universitas Brawijaya, 2014. Sumber
http://www.academia.edu/11577823/ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI_
DAERAH DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTU
MBUHAN_EKONOMI. diakses tanggal 25 Februari 2016.

% Salman Syed Ali, Economic Thought of Ibn Khaldun (1332-1406 A.D.)
(Jeddah: IRTI, Islamic Devolopment Bank, Agustus 2006), him 10. Lihat juga Ibn
Khaldun, Mugaddimah, hlm. 313.
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lama maka ekonomi tidak akan mengalami pertumbuhan, bahkan akan
terjadi sebaliknya.”> Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat terkait
dengan kestabilan harga. Inflasi maupun deflasi sangat berpengaruh pada
atas motivasi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dampak
negatif deflasi maupun inflasi dalam kajian ekonomi modern memiliki
kesamaan dengan apa yang dikemukan oleh Ibn Khaldun. Hal ini
menunjukkan bahwa pemikiran Ibn Khaldun telah mendahului dari semua
teori inflasi maupun deflasi manapun.

Ibn Khaldun juga mengemukakan teori penawaran dan permintaan
untuk menciptakan keseimbangan harga. Persaingan antar konsumen
akan mempengaruhi sisi permintaan. Faktor lain yang mempengaruhi
kesimbangan harga adalah biaya produksi. Kenaikan tarif pajak, cukai
dan pungutan lainnya, akan berpengaruh pada sisi penawaran.”®

Teori tersebut diilhami dari fenomena naik dan turunya
permintaan dan penawaran yang berbeda antara penduduk kota dan desa.
Ibn Khaldun menyatakan, jika suatu kota yang berkembang pesat,
perekonomiannya maju dan penduduknya ramai, maka persediaan bahan
makanan pokok melimpah sehingga penawaran meningkat yang berakibat
pada murahnya harga barang pokok tersebut. Sehingga fenomena yang
terjadi adalah barang-barang kebutuhan pokok diperkotaan cenderung
lebih murah, karena persediaan yang berlebih.97\\\\y

Sedangkan barang-barang mewah akan mengalami kenaikan. Hal
itu bisa dikaji dengan teori permintaan dan penawaran. Teori supplay dan
demand tersebut dalam kajian ekonomi modern disebutkan sebagai
terjadinya peningkatan disposable income di kalangan penduduk kota. Di
daerah perkotaan sering kali mengalami kelebihan pendapatan sehinga
akan menaikkan marginal propersity to consume (kecenderungan
marginal untuk mengkonsumsi) terhadap barang-barang mewah.
Sehingga menciptakan demand baru. Barang-barang mewah cenderung
akan meningkat.gg\\\> \\>

Faktor lain yang menjadi sebab naiknya harga barang adalah
karena tingginya biaya produksi diakibatkan tarif bea cukai, pajak dan
pungutan lainnya yang dibebankan pemerintah atas barang.”

Ibn Khaldun juga menyororti naiknya harga barang-barang yang
disebabkan oleh adanya prilaku 7htikar atau penimbunan oleh oknum

% Tbn Khaldun, Mugaddimah, him. 314.

% Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 315.

°7 Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 286-287.

% Euis Amalia, Sejarah Pemikiran ekonomi Islam, him. 238.
% Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 286-287.

176



pedagang.'” Faktor lain yang mempengaruhi naiknya harga barang

adalah biaya distribusi. Barang yang diperoleh dari daerah yang jaraknya
jauh akan menjadi lebih mahal dibanding dengan barang yang dihasilkan
dari daerah lokal. Jika biaya distribusi tidak mahal maka barang tersebut
juga akan murah.'”!

Menurut Ibn Khaldun harga barang sangat mempengaruhi
perdagangan. Harga wajar sangat diperlukan untuk keberlangsungan
perdagangan. Produsen akan menurunkan produksi barang jika harga jual
terlalu rendah, sedangkan harga yang terlalu tinggi akan mengakibatkan
rendahnya minat konsumen untuk membeli barang. hal itu akan
mengakibatkan pasar menjadi lesu.'”” Di sinilah pentingnya harga wajar
dalam bisnis. Pengawasan pemerintah sangat diperlukan untuk
menciptakan harga wajar di masyarakat. Bukan dibebaskan menjadi liar
atau dikekang menjadi terikat, namun dikendali dan diawasi. Penguasa
harus mampu mewadahi kepentingan produsen untuk mendapat
keuntungan wajar dan kepentingan konsumen untuk mendapat harga
wajar. ~ QAN NN NN

Untuk membuktikan teorinya, Ibn Khaldun memberikan contoh
pada bidang pertanian. Jika harga-harga hasil pertanian murah, maka akan
berdampak negatif terhadap kehidupan banyak pihak, mulai dari petani,
penggarap sawah, buruh tani, pengolah hasil pertanian hingga penguasa.
Petani akan bankrut karena tidak punya keuntungan disebabkan harga
panen rendah, bahkan petani akan menambah modal kerja untuk musim
tanam berikutnya. Pemerintah juga akan mengalami kerugian, karena
jumlah pajak yang bisa ditarik dari pertanian akan berkurang. Jika
pendapatan negara dari pajak berkurang maka akan mempengaruhi
pembangunan dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.'®’

Kehidupan petani yang digambarkan Ibn Khaldun tidak jauh
berbeda dengan petani di Indonesia saat ini. Indonesia harus mengimpor
beras padahal negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Keadaan
ekonomi petani di Indonesia belum sejahtera. Harga-harga hasil pertanian

1% Ibn Khaldun membahas tentang pengaruh negatif dari penimbunan barang

dalam sebuah bab yang berjudul i al-iAtikar. Penimbunan yang terjadi umumnya pada
barang-barang pertanian dan kebutuhan pokok. Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 312.

% Tbn Khaldun menyatakan bahwa barang-barang yang dikirim dari tempat
yang jauh membutuhkan biaya yang banyak untuk keamanan dan transportasi, sehingga
akan membuat harga barang tersebut menjadi mahal.

i gl 1] g Loogmg s Lehale Ji8 e b 3 0 B o WIS i Sism A5 0055 i sl o) OY
U e
Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 312.
' Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 286-287.
' Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 313.
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seperti padi, jagung dan kedelai sangat murah. Biaya produksi tidak bisa
tercukupi dari hasil panen. Sehinga untuk masa tanam berikutnya para

petani kita harus berhutang.'®
Fenomena sebaliknya adalah deflasi. Deflasi adalah proses
penurunan harga-harga secara umum dan terus menerus dalam periode
tertentu.'”> Deflasi akan menimbulkan dampak negatif terhadap
pertumbuhan ekonomi. Aktivitas ekonomi akan melambat disebabkan
oleh kurangnya persediaan uang. Masyarakat akan mengurangi atau
menunda belanja sehingga berakibat pada turunnya harga barang. Pada
akhirnya produsen akan mengurangi tenaga kerja atau bahkan pemutusan
kerja karena tidak ada barang yang terjual. Deflasi akan mengakibatkan
merosotnya pendapatan sektor bisnis, penurunan pendapatan dan
pemutusan hubungan kerja. Pengangguran akan meningkat dan investasi
menurun.'” Kebalikan dari deflasi adalah inflasi. Ibn Khaldun juga
menyatakan bahwa jika terjadi kenaikkan tinggi harga-harga barang maka
juga akan merusak ckonomi.'” Dalam ekonomi modern inflasi
didefinisikan dengan kenaikan tingkat harga umum secara terus menerus
dalam periode tertentu.'® Samuelson mendefiniskian inflasi secara
ringkas yaitu kenaikan harga umum.'” Inflasi berdampak buruk pada
pertumbuhan  ekonomi. Inflasi akan menurunkan pendapatan,
perdagangan menjadi lesu, produksi akan menurun karena biaya semakin
mahal dan distribusi juga akag tergzglggu karena mahalnya biaya
esejahteraan Keluarga Petani Mengapa

R
Sulit  Diwuj %\éﬁikql tp://demografi.bps.go.id/.../Sunarti-Jurnal-

Kesejahteraan Kelurga P etani. pdf. Lihat juga
https://gapoktansekarsari, ordpgs\.gom/ZO 16/01/19/bagaimana-keadaan-pertanian-
W

_J

indonesia-saat-ini/

195 Lihat lebi N. Gregory Mankiw, Makroekonomi, hlm. 311.

1% ihat lebih jelas pada N. Gregory Mankiw, Makroekonomi, hlm. 314.

7 Tbn Khaldun hanya menyatakan secara singkat tentang dampak buruk
kenaikan harga barang yang tidak terkendali. Ibn Khaldun menyebutnya dengan istilah
al-Ghala’ al-Muftit. Tbn Khaldun, Muqgaddimah, him. 313.

1% Tumpal Rumapea, Posman Haloho (Penj), Dictionary of Economics, second
edition (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994), him. 416-417.

1% paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Makro Ekonomi (tejmh).
(Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 307. Para ekonomi berbeda pendapat dalam
mendefinisikan inflasi. Murray N. Rothbard mendefinisikan inflasi adalah suatu keadaan
yang menunjukkan jumlah peredaran uang yang lebih banyak dari pada jumlah barang
yang beredar, sehingga menyebabkan penurunan daya beli auang dan selanjutnya
menyebabkan kenaikan harga. Lihat Murray N. Rothbard, What has Goverment Done to
Our Money?, cet 1 (Jakarta: Granit, 2007), hlm. xiii-xiv. Lihat juga Aliminsyah dan
Padji, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan (Bandung: Yrama Widya, 2006), cet. II,
hlm. 370.
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sehingga invetasi akan berkurang dan tingkat kehidupan dan
kesejahteraan masyarakat merosot.' '

Dampak negatif deflasi dan inflasi yang dikemukan oleh Ibn
Khaldun secara umum sama dengan kajian ekonomi makro modern. Hal
ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibn Khaldun telah mendahului dari
semua teori inflasi maupun deflasi manapun.

Teori permintaan dan penawaran barang dikenal dalam ilmu
ekonomi dengan istilah teori demand dan supplay. ITbon Khaldun membuat
gambaran sederhana tentang teori permintaan dan penawaran. Ibn
Khaldun menyatakan bahwa jika permintaan barang-barang terus
meningkat maka barang tersebut akan menempati posisi seperti barang
kebutuhan pokok yang diperebutkan oleh seluruh masysarakat.
Sebaliknya, jika permintaan atas barang-barang cenderung menurun maka
harga akan cenderung turun. ''' Permintaan dipengaruhi oleh tingkat
pendapatan, jumlah penduduk, keinginan atau selera, harga barang, harga
barang komplemennya dan politik.''* Ibn Khaldun menyebutkan bahwa
seiring pertambahan penduduk maka permintaan akan barang-barang
kebutuhan akan meningkat pula. “3\\\\ \\\\\\\\\\v

Penawaran atau suppl/ay, menurut Ibn Khaldun, jika harga barang-
barang turun, maka produsen akan mengurangi produksi dan barang-
barang yang tersedia di pasaran menjadi berkurang, untuk menghindari
kerugian.''* Faktor lain yang dapat menaikkan harga barang, menurut
Ibn Khaldun, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas barang, dengan
demikian Pemerintah harus mendorong produsen untuk menghasilkan
barang yang bagus untuk meningkatkan harga jual, baik melalui
pendidikan atau pelatihan bagi pengusaha.''®

Penguasa harus menetapkan kebijakan demi menciptakan harga
yang wajar atas barang-barang di pasar. Penguasa harus adil dalam
menentukan kebij Ekan dalam perdagangan. Dari sisi produsen tidak boleh

"0 1 ihat lebih jelas pada N. Gregory Mankiw, Makroekonomi, hlm. 302-305.
! Secara sederhana Ibn Khadin mengungkapka teori permintaan dengan
menyatakan:
ol A Wi 345 ) ALl Bl delia)) due IS BU L) w5 Rsllas Bsliall IS O

Aitinya: Jika permintaan atas barang-barang terus meningkat, maka barang tersebut
akan seperti barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak sehingga
harga akan mahal. Tbn Khaldun, Mugaddimah, him. 317.

"2 T, Gilarso, Pengantar IImu Ekonomi Mikro, hlm. 57. Lihat juga Mochar
Danniel, Pengantar Ekonomi Pertanian (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 24.

"3 Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 288.

"4 Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 313.

"5 Al-Sug al-A ‘zam dapat diartikan penguasa pasar atau pusat pasar atau pasar
yang paling besar yang harus menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pasar. Lihat
Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 317.
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mengambil keuntungan yang besar karena konsumen tidak mampu
membeli barang-barang kebutuhannya. Hal itu akan berdampak pada
turunnya penjualan. Namun jika harga terlalu rendah sehinga produsen
tidak mendapat keuntungan. Akibatnya produsen akan menurunkan
kualitas barang, sehingga konsumen akan mendapat barang yang tidak
berkualitas. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang membuat
harga wajar sehingga semua unsur dalam kegiatan ekonomi tidak akan
mengalami kerugian.''®

Teori pembagian kerja yang diungkapkan oleh Ibn Khaldun
diungkapkan kembali oleh Adam Smith (1729-1790 M) dalam sebuah
konsep division of labour. Adam Smith menyatakan bahwa produktivitas
tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian tenaga kerja dan
spesialisasi. Namun karena manusia memiliki sifat.hedonisme yang jika
dibiarkan berkembang maka akan mampu al pemerataan

kekayaan ketika semua kebutuhan hidup -man nuhi, maka
perlu diberi kebebasan dan harus dihilangka a bagi
sekelompok masyarakat tertentu

Adam Smith lebih meneka alisasi kerja
untuk mencapai out put yang besar d a’peningkatan
kekayaan.'"™® Adam Smith 1 dvantage) yaitu
keunggulan mutlak. anya rja spesialisasi kerja,
maka suatu negara rduksi barang-barang dengan biaya yang

Sehingga suatu negara akan
menjadi spesialisasinya karena

negara terseb
elakukan hal sama sehingga akan sahng
| 119

tidak meng
Demikian pula- an
mendapatkan keun %
i Divis Labour yang dikemukakan Adam Smith ini

Teori Divi
mirip dengan peéng%sg'a kerja yang dijelaskan oleh Plato. Plato
menyatakan bahwa seseorang memiliki pekerjaan yang secara alamiah
akan sesuai dengan individu masing-masing. Plato menyatakan bahwa
manusia telah ditakdirkan untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan
bakatnya masing-masing. Namun manusia akan membutuhkan pihak lain
untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan penganekaragaman

"1 Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 315.

"7 Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, him. 13. Lihat juga Gary. S.
Becker, Economic Theory (New Jersey: Transaction Publisher, 2007), him 23.

"8 Henry W. Spiegel, The Growth of Economic Thought (Durham: Duke
University Press, 1983), hlm. 7.

" Yanuar Ikbar, Ekonomi Politik Internasional: Konsep dan Teori (Bandung:
Refika Aditama, 2006), hl. 38.
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pekerjaan di masyarakat, maka mereka tidak perlu menyiapkan semua
keperluannya secara sendirian. Plato menyatakan bahwa jika manusia
melakukan pekerjaannya sesuai dengan fungsi alamiahnya, maka
produktifitas akan lebih banyak, lebih mudah dan lebih baik.'*

Pendapat Plato tersebut didasarkan pada pembagian pekerjaan.
Plato menjelaskan bahwa ada tiga jenis pekerjaan yang menjadi profesi
manusia yang berbeda beda, yaitu: penguasa atau pengatur, tentara atau
pasukan dan pekerja. Perbedaan antara teori pembagian kerja Plato dan
Smith bahwa menurut Plato sifat hedonisme harus dikikis karena manusia
diciptakan dengan sifat dan kecederungan berbeda beda, jika dibiarkan
akan menjadi hambatan untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dam
makmur secara merata. Sedangkan Adam Smith lebih setuju sifat
hedonisme merupakan hak asasi maka ha argai dan dibiarkan
berkembang karena akan tercapai keseimba:
sendirinya.'”!

Teori pembagian kerja Adan

rnasional tidak membawa kesejahteraan
ntungkan sepihak. Sehingga teori mereka

‘e’ Advantage yang dikembangkan Adam Smith
maupun Comparative Advantage yang digagas Ricardo telah dibahas oleh
Ibn Khaldun. Ibn Khaldun menyatakan bahwa setiap negara memiliki
kekhususan atau spesialisasi dalam memproduksi suatu barang. Ibn
Khaldun memberikan aturan dan batasan agar pembagian kerja dapat
tercapai dengan sempurna. Batasan tersebut adalah tarif bea cukai yang

120 Henry W. Spiegel, The Growyh of Economic Thought, hlm. 8. Lihat juga
Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, him. 14.

121 Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Fkonomi, him. 14.

'22 Lia Amalia, Ekonomi Intrenasional (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), him.
10.

' Joseph E. Stiglitz, Dekade Keserakahan (Serpong: Marjin Kiri, 2006), him.
54.
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rendah dan pengendalian perdagangan ekspor dan impor yang seimbang
diikuti penekanan terhadap sifat hedonisme.'**

Ibn Khaldun menyatakan bahwa setiap jenis kegiatan ekonomi
memerlukan orang yang memiliki keterampilan khusus untuk
melakukannya. Ibn Khaldun juga menyatakan bahwa seseorang yang
telah menjadi ahli dalam suatu profesi maka dia akan kesulitan untuk
menjadi profesi yang lain.'* Ibn Khaldun ingin menegaskan bahwa setiap
orang harus memiliki satu keahlian yang menjadi profesinya dan terus
dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah proses produksi
mengharuskan adanya pembagian keahlian dan keterampilan. Tujuanya
adalah untuk mencapai hasil produksi yang maksimal. Namun demikian
sifat hedonisme manusia harus dibersihkan.'*® Hal<ni sama dengan teori
yang dikemukakan oleh Plato.

Ibn Khaldun juga mengungkapks: profesi di
masyarakat. Sebagaimana Plato yang membagi. peker;j njadi tiga
kelompok, Ibn Khaldun juga mem ilakukan

2 pada
K™ maupun
sehari-hari

tambahan. Pekerjaan yang fo |
seperti: petani, tukang potong, tukang

Kelompok kedua ada esi p perti penulis, guru,
penyanyi dan perceta 1 profesi sebagai tentara
dan termasuk pega ini hampir sama dengan
pembagian y

m mencapai keseimbangan out put dalam
h atau kesadaran bersama antar kelompok
ar térpenuhi kebutuhan ekonomi.'*® Teori ini

untuk bekerja bef@n

124

Ibn Khaldﬁn}eﬂéungkapkan bahwa setiap negara memiliki spesialisai yang
berbeda beda. Ibn Khaldun mebahas tentang spesialisasi sebuah negara dalam sub bab
dengan judul:

o 093 lal) jany L) jan olaz) 3

Lihat Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 298.

125 1bn Khaldun, muqaddimah, hlm. 319.

126 pembagian kerja yang digagas oleh Ibn Khaldun lebih detail. Ibn Khadlun
menyebutkan contoh-contoh yang banyak tentang profesi-profesi mulai yang paling
rendah hingga tinggi. Ibn Khaldun menulis satu bab tentang pembagian kerja disertai
bentuk-bentuk profesi dan pekrjaan lain. Dalam satu bab tersebut terdiri dari 32 sub
yang mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembagian kerja. Lihat Ibn
Khadun, Mugaddimah, him. 300-339.

27 Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 315.

128 1bn Khadun, Mugaddimah, him. 314.
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untuk menghilangkan egoisme dan serakah. Sehingga dengan kerjasama
kesejahteraan ekonomi akan dirasakan oleh semua lapisan. Ibn Khaldun
juga memberikan contoh pembagian kerja yang efektif. Misalnya dalam
bidang pertanian, ternyata tidak hanya petani yang melakukan aktifitas
ekonomi namun bidang lain. Faktor-faktor produksi lainya seperti pande
besi, pembuat cangkul, pembuat bajak dan pabrik traktor juga akan
berjalan. Pembagian kerja yang merata akan menghasilkan produksi
maksimum sehingga negara akan mencapai swasembada barang dan
sekaligus mempunyai kelebihan suppl/ay. Sehingga negara bisa malakukan
ekspor barang ke luar negeri. Maka akan muncul perdagangan
internasional. Pembagian kerja yang merata akan menimbulkan efesiensi
produksi. Karena akan menekan biaya produksi
akan lebih kompetitif ketika masuk ke pasar
akan mampu menciptakan pertumbuhan-ek

akan me %
dalam mengi ematikan industri dalam negeri. Harus
ada keseimbang al

7 %elakukan transaksi ekspor dan impor untuk
mencapai kesei nba harga barang.'**

Teori in%%:‘ embedakan antara Ibn Khaldun dengan David
Ricardo. Ricardo menekankan peningkatan perdagangan ekspor dan
impor untuk mendorong penerimaan pendapatan negara dari keuntungan
yang tinggi dan tarif bea cukai yang tinggi. Namun Ibn Khaldun
menekankan keseimbangan perdagangan internasional demi menjaga
stabilitas harga dan pemerataan kesejahteraan. Ibn Khaldun menekankan
rendahnya tarif bea cukai dan keuntungan yang wajar.

C. Demokrasi Ekonomi Religius dalam UUD 1945.

12 Buis Amalia, Sejarah Pemikiran ekonomi Islam, hlm. 242.

0 Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 312
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Sri Edi Swasono menyatakan bahwa perekonomian diartikan
sebagai sebuah tatanan ekonomi ataupun peri kehidupan berekonomi.
Meliputi keseluruhan wadah ekonomi baik koperasi, perusahaan negara
maupun swasta, termasuk juga wadah ekonomi rakyat, baik formal
maupun informal."”' Sedangkan pengertian pembangunan ekonomi, Sri
Edi Swasono mengutip pendapat Amartya Sen (1987) yang menyatakan
bahwa pembangunan adalah suatu expansion of people’s capabilities. Hal
itu mengandung arti bahwa pembangunan merupakan proses human
empowerment tanpa menghilangkan titik tolak dasarnya yaitu proses
humanissasi.'>

Sri Edi Swasono mendukung pendapat Sen yang menurutnya
inkonvensional. Dukungan tersebut dituangkan dalam sebuah ungkapan
bahwa ilmu ekonomi harus mampu mendeka mimpi rakyat tanpa

masyarakat.'*® Hal ini diartikan bahwa i
nilai-nilai keindonesiaan. Ilmu ekonom

pembangunan jika sejalan deng
Pernyataan Sri Edi S

kekeluargaan.
B2 Qri % onesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan
Kemandirian (Yogya 2UST-Press, 2015), hlm. 56. Dalam bukunya Sri Edi Swasono
mengutip tulisan Amarn\a s, “..natur ilmu ekonomi modern telah secara subtansial
dimiskinkan oleh jarak yang ‘telah tumbuh antara ilmu ekonomi dan etika...” Amartya
Sen (1987), On Ethics and Economics, (Oxford: Basil Black-well, 1991), hlm.7. dikutip
dari buku Sri Edi Swasono, Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan
Kemandirian (Yogyakarta: UST-Press, 2015), hlm. 55. Sri Edi Swasono juga mengutip
pendapat Lester Thurow (1983) yang menyatakan bahwa: “...ilmu ekonomi berada
dalam kacau-balau...ilmu ekonomi memerlukan (lebih banyak) analisa-analisa empirik,
termasuk dari ahli-ahli sejarah, psikologi, sosiologi, dan ilmuwan pilitik...”. Lester
Thurow, The Dangerous Currents: The State of Economics (New York: Random House,
1983), hlm. 236-237. Dikutip dari buku Sri Edi Swasono, Keindonesiaan: Demokrasi
Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian (Y ogyakarta: UST-Press, 2015), hlm. 55
33 Sri Edi Swasono, Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan
Kemandirian (Yogyakarta: UST-Press, 2015), hlm. 55. Sri Edi Swasono mengatakan:
“Ilmu ekonomi akan kehilangan peran unggulnya bila menjauhkan diri dari mimpinya
masyarakat, ideologi, budaya, dan tradisi yang hidup dipangkuan masyarakat yang
bersangkutan”.

)
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istilah ‘asabiyah yang berarti nasionalisme. Bahkan Ibn Khaldun
menyatakan bahwa nasionalisme merupakan prasarat utama untuk
membangun sebuah negara.** ‘Asabiyah adalah sebuah kata yang
menunjukkan rasa kebersamaan untuk menjalin hubungan antara suku.'*
Ibn Khaldun menegaskan bahwa sebuah negara akan mencapai
kesuksesan dan kemakmuran jika ada jiwa nasionalisme yang kuat.
Bahkan Ibn Khaldun menegaskan berulang kali bahwa kekuatan sebuah
negara terletak pada kekuatan nasionalismenya. Ibn Khaldun menyatakan
al-dawlah bi al-hagiqah al-fa‘ilah fi maddat al-‘umran innama hiya al-
‘asbiyyah wa al-shawkah. Pada sebuah sub bab, Ibn Khaldun menjelaskan
secara rinci sebab-sebab kemajuan dan kemakmuran sebuah negara. Ibn
Khlasun menyatakan /7 anna ‘azama al-daulah wa-ittisa‘i nitagiha wa tuli
amadiha ‘ala nisbat al-qaimina biha fi al-
sabab fi dzalika anna al-mulka innama yakui sabiyah (kejayaan,

. Lo 136 -
jiwa nasionalisme). ™ Teori

Khladtn juga telah dianalisa secara mend W Muhamniad *Abid al-

sebuah buku yang ber kr b % al-*Asabiyyah wa al-

Dawlah. Karya Jabiri i beliau untuk
menyelesaikan kuli :

bn Khaldun al-‘Asabiyah wa al-Dawlah
al>‘Arabiyah, 1994), hlm. 165. Al-Jabiri

dal) ot e 955 30 LA Reluk) e AV e ST

) Lesap o g
36 Lihat p \l bn Khaldun pada bab 3 halaman 122 yang menjelaskan
bahwa negara akan bangkit” jika ada jiwa nasionalisme, sub bab 8 halaman 129 yang
menjelaskan bahwa kebeésaran sutau negara juga ditentukan adanya jiwa nasionalisme
dan juga sub bab 9 halaman 130 yang menjelaskan bahwa negara akan terpecah belah
jika mengedepankan sifat kesukuan. Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 122-130.

7 Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Fikr Ibn Khaldin al-‘Asabiyah wa al-Dawlah
(Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyah, 1994), hlm. 121. Dalam pengantar
buku tersebut, Muhammad ‘Abid al-Jabiri menyebutkan bahwa buku tersebut
merupakan karya untuk meraih gelas doktor. Teori ‘asabiyah ini merupakan bagian dari
pembahasan tentang teori dalam ilmu sosial. Al-Jabiri juga menyimpulkan bahwa
keberhasilan negara-negar atau kerajaan kerajaan dalam membangun masysarakatnya
tidak bisa terlepas dari jiwa nasionalisme atau ‘asabiyah. Selain al-Jabiri, ‘abd al-Halim
‘Uwais juga menulis artikel dalam website dengan judul a/-Fikr al-Khaldini fi al-
‘Asabiyah wa al-‘Arubah. Beliai juga menyatakan bahwa Ibn Khaldun menekankan
nasionalisme dalam pembangunan sebuah rezim. Lihat ‘Abd al-Halim ‘Uwais, a/-Fikr al-
Khalduni fi al-‘Asabiyah wa al-‘Arubah, artikel diunggah tanggal 30 Juli 2013 pada
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Hal ini menunjukkan bahwa syarat utama dalam pembangunan
sebuah negara adalah nasionalisme. Pembangunan suatu negara harus
melalui dua unsur yaitu ekonomi dan ‘asabiyah.””® Konsep ‘wmran yang
digagas Ibn Khaldun akan berdiri tegak dengan dasar utama yaitu sosial
budaya dan ekonomi.'” Makna nasionalisme secara bahasa kesadaran
keanggotaan di sutau negara yang secara potensial atau aktual bersama-
sama mencapai, memepertahankan dan mengabadikan identitas,
integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa.'*” Nasionalisme yang
dibangun di Indonesia adalah nasionalisme yang berdeminsi religius
karena didasarkan pada pancasila yang dibuka dengan sila pertama yaitu
Ketuhanan Yang Maha Esa.'"!

Prinsip keindonesiaan ini yang menjadi fokus kajian Sri Edi
Swasono dalam sebuah buku yang berjudul
Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian. Bat
tersebut, Sri Edi Swasono menyatakan de
Hatta, Ki Hajar Dewantara da
“kenasionalan”, yang kemudlan dite '
sebagai arti dari “keindonesiaan”., . Hal ini‘me

Khaldun tentang ‘asabiyah sem

tentang kenasionalan ata@on

inEdi Swasono
Kontekstualisasi

mampu me ayaan bagi negaranya. Lihat artikel berjudul
‘Negara Tinggi’. Lihat di
http://w -nasionalismenya-tinggi.html. diakses
tanggal 6 februarl ﬁn
hak‘ah, al-Usus al-Islamiyah fi Fikr Ibn Khladun wa
Nazariyatih (Kairo: al- isriyah al-Lubnaniyah, 1988), hlm. 114-115
% Majid Mas‘ud, ‘Camhah Min ‘Ata’ Ibn Khaldun ‘an al-Hayah al-Iqtisadiyah’,
lihat artikel pada http//www.an-

nour.com/index.php?Itemid=44&id=1425&option=com_content&task=view.  Diakses
18 Februari 2016.

0 Tim Readksi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
2001), hlm. 775-776.

141 Akhmad Farhan, ‘Makna  Nasionalisme Religius’, lihat di
http://akhmadfarhan.com/makna-nasionalisme-religius/. Diakses tanggal 12 Februari
2016.

"2 Sri Edi Swasono menggambarkan arti “keindonesiaan” sebagai kristalisasi,
corak atau watak Indonesia. Beliau juga menyatakan bahwa “Keindonesiaan” diartika
dengan /ndonesianism. Lihat lebih jelas pada Sri Edi Swasono, Keindonesiaan:
Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian (Yogyakarta: UST-Press, 2015),
hlm. v.
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dari makna asabiyah dari teori Ibn Khaldun dalam wadah negara republik
Indonesia adalah jiwa nasionalisme atau jiwa keindonesiaan dalam
naungan Bhinneka Tunggal Ika. Sri Edi Swasono menulis satu bab khusus
yang diberi judul nasionalisme Indonesia. Dalam bab tersebut Sri Edi
Swasono menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia tidak pernah dan
tidak boleh usang.143

Sri Edi Swasono berpendapat bahwa pembangunan seharusnya
bukan hanya menitik beratkan kepada pertumbuhan, akan tetapi harus
menekankan sisi humanisme dan kebersamaan. Pembangunan selayaknya
memperhatikan pemerataan untuk rakyat, dan membangunan kemampuan
produktif (produktif capability) rakyat, serta pembangunan mempunyai
implikasi peningkatan kemampuan rakyat sebagai sumber kemakmuran
dan kesejahteraan. Pembangunan bukan hanya menjadikan masyarakat

humanisasi,
sebagai

mempunyai nilai tambah sosial kult
proses ditingkatkannya harkat
manusia.'*

bukan hanya
namun rakyatlah

yang menjadi s gunan “ters Sri Edi Swasono
menyatakan bahwa pe kan hanya untuk mencapai
nilai tambah ekono namun harus dibarengi
untuk meraih nilai\t ocial-cultural added-value).""
Pembangunan yang Swasono adalah
pemba an : >~ Pembangunan nasional adalah
mencapﬁg\%s> nasional terhadap manusia agar lebih bermakna
dan pro i nan nasional Indonesia seharusnya merupakan

pembangun

maupun menta S{
nasional Indor@

%Wuhnya, baik jiwa maupun raga, baik fisik
i Swasono sering mengkritik bahwa pembangunan

“hanya menitik beratkan pada pertumbuhan
)

3 Qri Edi Swasono, Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan
Kemandirian, hlm. 67-93.

4 Sri Edi Swasono, “Kelengahan Kultur dalam Pemikiran Ekonomi:
Neoliberalisme adalah Penjajahan Baru”, Mimeo, Bahan Kuliah Sistem Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2011), 23-24. Lihat Juga Sri Edi Swasono,
“Pembangunan Berwawasan Pancasila”, Mimeo, BAPPENAS 2011, 29-31.

5 Sri Edi Swasono, Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisasi dan Pasar
Bebas (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila, 2010), hlm. 58-59.

146 Sri Edi Swasosno, Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan
Kemandirian, hlm. 56.

7 Sri Edi Swasosno, Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan
Kemandirian, hlm. 56-57
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ekonomi,'”® baik GDP maupun GNP.'* Target utama pembangunan
seharusnya mengutamakan ketersediaan lapangan kerja bukan
pertumbuhan ekonomi. Pembangunan nasional harus menganut paham
baru yaitu: “Jet us take care of employment, employment will take care of
growth.’

Pembangunan Indonesia telah digariskan dalam lirik Lagu
Kebangsaan Indonesia Raya. Pemerintah maupun rakyat selalu diingatkan
tentang inti dari pembangunan nasional Indonesia dalam lagu tersebut.""
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang sering dinyanyikan oleh rakyat
Indonesia mengandung pokok-pokok tentang pembangunan nasional.
Pada bait kesebelas, duabelas dan tigabelas berbunyi “Bangsaku
Rakyatku Semuanya. Bangunlah Jiwanya. Bangunle ”. Pada
bait kesebelas dinyatakan bahwa kita adalak
Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa p

raga, fisik dan mental.
Jika direnungkan dari

3 alam megeri maupun di luar negeri, kecuali
warga negara a g i dalany negeri. Adapun GDP (Gross Domistic
Product) atau &\ duk~Domistik-Bruto) adalah nilai perkiraan jumlah semua dari
nilai mata uang yang diproduk i sutau negara pada tahun tertentu atau berari jumlah
total dari semua prod

iNndustriypekerjaan, pejualan, bisnis dan aktivitas sektar jasa di
sebuah negara te at artikel ‘Apa beda PDB dan PNB?" di
http://www.fiskal.co.id 1ta iskal-15/2463/apa-beda-pdb-dan-pnb.VxzFANSLTMw.
Diakses tanggal 16 Februari 2016.

50 Sri Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan dari Klasikal dan
Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-faire (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010),
him. 45.

5! Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikarang oleh seorang pemuda bernama
Wage Rudolf Supratman (9 Maret 1903-17 Agustus 1938). Lagu ini diperdengarkan
pertama kali pada kogres pemuda pada Desember 1928. Dua bulan kemudian lagu itu
menjadi sangat populer karena sering dinyanykan oleh Kepanduan Bangsa Indonesia.
Pada tahun 1930 pemerintah Belanda sempat melarang lagu ini dinyanyikan. WR
Supratman merupakan putra Sersan KNIL Djoermeno Senen Sastrosoehardjo. Lihat
Tatik Wardayati, ‘Sejarah Lagu Indonesai Raya’, artikel di
http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/08/sejarah-lagu-indonesia-raya
http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/08/sejarah-lagu-indonesia-raya. tanggal 17
agustus 2013. Diakses tanggal 17 Februari 2016.
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pembangunan fisik. Pembangunan nasional memiliki tujuan yang telah
digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea
ke-4 UUD 1945 ditegaskan bahwa: “...untuk membentuk suatu
pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,......dst”. Kalimat ini secara tegas
menyatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab tidak hanya
melindungi atau membangun fisik warga negaranya. Namun juga
bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat secara luas, baik fisik
maupun mental. Oleh sebab itu, Sri Edi Swasono menegaskan bahwa
pembangunan Indonesia merupakan pemberdayaan nasional terhadap
manusia. Pembangunan nasional tidak boleh hanya meningkatkan nilai
ekonomi saja, namun juga sosial kultural.

Sri Edi Swasono menyatakan bak
ilmu moral. Namun pengajaran ilm
parsialistik neoklasikal. Karena asional jika
berdasarkan inisiatif individun i” optimal.
Hanya mengejar kepuasan prib a 1gindahka alitas. Sri Edi

aat ini masih

Swasono menegaskan bahws i seharusnya
disampaikan secara komyj i siah > S¢bagai suatu ilmu
moral maka ilmu 9 | artis mengenal keadilan,
kemanusiaan, ke .

Ide utama ilmu ekonomi merupakan ilmu
moral. Ib ik ~kebiasaan para penguasa yang
berfoya- enyebabkan runtuhnya ekonomi
negara\ > bahwa pembangunan ekonomi harus
diiringi e\Kiia Jilmu ekonomi adalah ilmu moral. Ibn

Khaldun juga se meﬁ%ditik kebijakan penguasa yang tidak memihak
rakyat. Seperti, botan tanah rakyat untuk diberikan kepada para
kroni—kroninya.% a tidak memihak kepada rakyat, namun membela
pihak-pihak terde dengan kekuasaan. Pembangunan seharusnya
memberi kesempatan yang luas bagi seluruh rakyat. Penguasa harus
berupaya mendorong semua rakyatnya untuk beraktifitas dalam ekonomi
dan berproduksi. '>* Hal ini jelas menunjukkan bahwa pembangunan
ekonomi harus mengandung nilai kemanusiaan. Pembangunan tidak boleh
hanya fisik saja namun harus proses humanisasi. Teori pembangunan
nasional yang mengandung makna human empowerment sejalan dengan

32 Sri Edi Swasono, Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisasi dan Pasar
Bebas, him. 3

153 Ibn Khaldun, Mugaddimah, 134-137.

'3 Ibn Khaldun, Mugaddimah, hl. 287.
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gagasan Ibn Khaldun tentang ‘umran.”” Teori ‘umran yang dibangun Ibn
Khaldun diterjemahkan sebagai konsep menciptakan peradaban manusia
atau civilisation. °°

Pembangunan  nasional merupakan upaya  menciptakan
kemakmuran bersama. Ibn Khaldun menyebutnya dengan istilah a/-
‘marah dan al-i‘timar”” Tbn Khaldun menyebutkan bahwasanya
tercapainya kemakmuran dan peradaban yang maju hanya bisa tercapai
jika produktifitas masyarakatnya tinggi."® Ukuran kemakmuran suatu
negara tidak ditentukan oleh sumberdaya alam saja, namun ditentukan
oleh banyaknya aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat.'>

Ibn Khaldun memperingatkan jika strategi pembangunan yang
diterapkan oleh sebuah negara tanpa mengikutsertakan masyarakatnya,
maka mereka akan enggan berproduksi sehi
kehancuran negara.'® Makna inilah yan
empowerment atau pemberdayaan manusi
oleh Sri Edi Swasono. Pemberdayaan «

economic enterprise. Lihat A<M,
College, May 2006) pa
terminology.pdf. diakses

. 2 . a ‘ a %
. * )
Kri 20&&\\{)@
uas darisgkedar pemberdayaan manusia.
anusi \A}g\ erperadaban. Proses mencapai
peradaban tersebut. h embe akan manusia. Konsep Ibn Khaldun untuk
i 1sion e menuju masyarakat Indonesai yang
bersatu, bermarta an tercapai masyarakat yang berperadaban.
‘Umran. diterj __sebagain_Jsarjana modern sebagai peradaban atau
civilisation. Lih i j
Khaldun’ di http://ww rg/issues/04/04-Tahir.htm. diakses tanggal 18

Februari 2016. Liha%k@qailah Zain al-‘Abidin, ‘Nazariyah al-‘Umran kama
aldun’,

Tasawwuruha Ibn Kh di www.islamstory.com/osi=— yi-ae-0la- k. diakses
tanggal 18 Februari 2016. Lihat juga Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 47. Lihat juga
Muhammad  Maliki,  ‘Ibn  Khaldun = wa  al-‘Umran  al-Bashari’, di
http://www.taddart.org/?p=12014. Diakses tanggal 18 Februari 2016.

57 Ton Khaldun, Mugaddimah, hlm. 218.

'8 Ibn Khaldun menyatakan dengan ungkapan:
3 enbasl 5 oblol 0 5 alal Jlsnl coandt a1 7 5 wlem 3 ooV i 5 WY1 e e 3 L O el

DLV 587 e oS Lo als” Bl (3 ol 5 1eSLE 5 ohgs calae

Artinya: “Sesungguhnya terciptanya kemakmuran dan peradaban suatu negara yang
ditandai dengan kekayaan melimpah, stabilitas keamanan terjamin, pembangunan yang
merata, hal itu hanya bisa tercapai dengan sebab produktifitas yang tinggi dari
masyarakatnya’. Lihat Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 288.

' Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 308.

10 Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 286.
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pembangunan demi kemakmuran bersama. Semakin banyak pembagian
kerja dan spesialisasi pekerjaan maka akan semakin besar surplus
produksi dari perdagangan sehingga keuntungan akan semakin tinggi
negara akan makmur.'®' Semakin banyak rakyat yang aktif dan produktif
dalam kegiatan ekonomi semakin banyak pula nilai tambah ekonomi di
dalam negeri.'® Hal ini jelas berbeda dengan jika pembangunan hanya
mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa meningkatkan keikutsertaan
masyarakatnya.

Perwujudan konsep human empowerment tertera pada Pasal 27
ayat 2'® dan Pasal 34 Undang-Undang 1945. Sri Edi Swasono
mentafsirkan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 sebagai dasar untuk menetapkan
kebijakan ekonomi yang mampu mengangkat keSejahteraan sosial rakyat

dengan jalan penciptaan pekerjaan bagi raky Bukan berdasarkan
caritas, sumbangan atau bantuan.'® Negara h ncipatakan lapangan
kerja yang seluas-luasnya untuk membe . Pemerintah
harus mendorong masyarakat agar. ekonomi
untuk mencapai menciptakan
lapangan kerja sekaligus mendorong epreneur. Hal
ini menuntut anggaran bela ar, baik untuk

naka pemerintah harus

ijakan :\n celuatan anggaran belanja yang
gagasan Ibn Khaldun. Ibn

merubaka
- dengan jumlah besar dari
\:% a lapangan kerja.'® Gagasan Ibn

g'dalam Pasal 27 ayat 2 di atas.

melakukan kebij
besar demi kemal

161 7 ouis BaecNhe Global Vison of Ibn Khaldun” dalam The Mediterranian
Tradition in Economic Thought (Routledge, 1994), him. 116.

162 Sri-Edi Swasono, Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme
(Jakarta: Penerbit Yasasan Hatta, 2010), hlm. 86, 88.

'3 Bunyi Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 sebagai berikut: “Tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian”.

' Sri Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan dari Klasikal dan
Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-faire, hlm. 76.

15 Sri Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan dari Klasikal dan
Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-faire, hlm. 78.

1% Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 223.

'7 Bunyi Pasal 34 UUD 1945 sebagai berikut: (1) Fakir miskin dan anak-anak
yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu
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anak terlantar dipelihara oleh negara mengandung dimensi bahwa negara
harus merubah mereka menjadi berdaya dalam memenuhi kehidupan yang
layak. Mereka tidak sekedar disantuni atau dibri bantuan, namun harus
dimampukan dengan berbagai pendidikan dan pengasuhan.'®
Pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar yang tertuang dalam Pasal
34 UUD 1945 ini mengadung nilai yang terdapat dalam al-Qur’an surat
al-Ma‘un ayat 1-7."® Hal ini juga menunjukkan bahwa sistem ekonomi
Indonesia merupakan sistem ekonomi yang islami.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung demokrasi dan
kedaulatan rakyat. Demokrasi Republik Indonesia adalah berdasarkan
pada semangat persatuan dan kesatuan. Hal ini berarti bahwa demokrasi
Indonesia merupakan demokrasi sosial yang menelak demokrasi liberal
yang berdasarkan individualisme.'”” Aneka 1 Suku dan budaya
Bangsa Indonesia diakomodasi dalam sebua ah\Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan demokrasi : a1y Demokrasi

berlandaskan pada lima sila Pan

Sri Edi Swasono me :
merupakan paham keber; eluargaa yaitu demokrasi
kerakyatan Indonesia. ekonomi harus

faire, hlm. 80-81.

alah:

&Ky’“ ¥ (2) s Es ol AU (1) iy D3 e it

(7) 550 3585 (6) Lyt i ol () Bshl v
170 Sri Edi Swasono mengutip tulisan Bung Hatta yang menyatakan bahwa cita-
cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Demokrasi
Pancasila sama dengan demokrasi sosial. Lihat Sri Edi Swasosno, Keindonesiaan:
Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian, hlm. 19.

"1 Sri Edi Swasono membandingkan pemikiran tokoh-tokoh ekonom strukturalis
tentang pengertian sistem Ekonomi Pancasila. Mubyarto menyatakan bahwa sistem
ekonomi pancasila memiliki lima ciri: 1. Ekonomi sosial dan moral. 2. Pemerataan sosial
(egalitarianisme). 3. Nasionalisme. 4. Koperasi. 5. Keadilan ekonomi. Menurut Hatta,
sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi berdasarkan ‘“sosialisme-religius”.
Sedangkan menurut Sri Edi Swasono, sistem ekonomi Pancasila adalah berorientasi
pada lima sila, 1. Ketuhanan. 2. Kemanusian. 3. Persatuan. 4. Kerakyatan. 5. Keadilan
soial. Lihat Sri Edi Swasono, /ndonesia dan Doktrin Kesejahteraan dari Klasikal dan
Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-faire, hlm. 61-62.

72 Sri Edi Swasosno, Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan
Kemandirian, hlm. 24.
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bahwa semestinya rakyat ditempatkan dalam posisi sentral-substansial
bukan tereduksi pada posisi marginal-residual. Pembangunan nasional
harus menjadikan rakyat pada posisi dan kepentingan yang utama
(primus). Pemerintah harus benar-benar menjalankan kehendak rakyat,
bukan kepentingan golongan atau pihak-pihak tertentu.'”

Sri Edi Swasono menegaskan bahwa demokrasi ekonomi harus
segera direalisasikan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Demokrasi
ekonomi akan sangat ampuh untuk menangkal konglomerasi, konsentrasi
kekuasaan ekonomi, liberalisasi dan privatisasi ekonomi yang makin
berkembang. Sri Edi menjelaskan bahwa demokrasi ekonomi menuntut
terselengaranya pastisipasi dan emansipasi masyarakat dalam ekonomi.
Rakyat memiliki kedaulatan ekonomi. Kedaulatan rakyat yang
dikedepankan bukan kedaulatan pasar. '

Demokrasi ekonomi Indonesia atau dj demokrasi sosial
merupakan nilai-nilai yang terkadnung Ibn Khaldun
tentang 7 ‘timar. I‘timar dipahami s masyarakat
untuk membangun negara. Ibn K] hwapenguasa
harus menjadikan rakyat sebagaj am pembangunan.
Kebijakan penguasa tidak dibena ni rakyat. Rakyat
merupakan aktor utama Ibn Khaldun

menyatakan secara ekerja menciptakan

atas dasar kepentingan

kepentingan rak ebut penguasa yang tidak
menguta erupakan penguasa yang zalim.
Jika k an, maka negara itu tidak akan
makm an penguasa diantaranya adalah tidak

memberi g luas- kepada rakyat untuk bekerja dan lebih
mengutamakan a(%b untuk bekerja dalam negaranya.'”’” Menarik

'3 Sri Edi Mmo menyebut dengan istilah “Tahta untuk rakyat”, artinya
kebijakan pembangunan harus didasarkan pada kehendak dan kepentingan rakyat. Posisi
rakyat adalah “sentral-substansial”. Lihat Sri Edi Swasosno, Keindonesiaan: Demokrasi
Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian, hlm. 135.

7% Sri Edi Swasosno, Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan
Kemandirian, hlm. 162.

'75 Ibn Khaldun menyatakan:

3 U 5 o8l 5 3 el Al 130 2l (hlazel a ngrelSe y pgilen UL Bladdl & clesall 22 OB
ord) e ol Oslgane pag (S pgles Bad It g o e oy pgdles

Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 226-227.

176 Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 223-226.

"7 Hal ini dipahami dari gambaran Ibn Khaldun ketika menerangkan bagaimana
sebuah negara akan mengalami kemerosotan. Yaitu apabila penguasa tidak lagi
mengutamakan rakyatnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Pemerintah
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pajak yang memberatkan rakyat sehingga rakyat enggan bekerja termasuk
kedzaliman penguasa.

Teori 7‘timar yang dimunculkan Ibn Khaldun dimungkinkan
didasari oleh situasi yang terjadi pada masa kekuasaan Dinasti Mamluk.
Pada era tersebut banyak terjadi pengangguran yang disebabkan kelalian
penguasa yang hidup mewah dan berfoya-foya, suap serta banyaknya
korupsi. Mereka lalai terhadap kesejahteraan rakyatnya. Amani Lubis
menyatakan bahwa pada masa Dinasti Mamluk telah terjadi suap
menyuap dan korupsi secara besar-besaran.'”®

Teori 7‘timar yang digagas oleh Ibn Khadun mengandung makna
pentingnya aktifitas rakyat dalam segala kegiatan ekonomi, baik produksi
maupun lainnya.'” Karena fungsi rakyat sangat-menentukan dalam

pembangunan negara maka segala kebijakan p ntah harus memihak
kepada kepentingan rakyat. i
Makna demokrasi ekonomi yang. dij i \Edi Swasono

sejalan dengan nilai-nilai teori 7¢imar da

ekonomi. Hal ini berbeda deng donesia
Kebijakan-kebijakan pemerintah\ nampak ‘mengesampingkan rakyat
sendiri. Sri Edi Swasono, sang it inya konglomerasi,
liberalisasi dan privati idan no o sangat tinggi. Republik
Indonesia sebagian bes § ang vital sudah hampir
dikuasai pihak asing kapkan\data hasil penelitian AEPI

yang mencat ra‘pada tah 015-tercatat investor asing telah
menguasai- pe n% 1P pada saham BUMN. Bank-bank
BUMN jt asing.Se BRI yang berjumlah 43,25% telah

vasai asing. Modal asing telah menguasai

g
i yadik
67,87% dalamstru in(@sl:{si di Indonesia. Para investor asing telah

banyak menguasa;'“b'{ eksplotasi kekayaan alam yang butuh lahan
sangat luas. '*° %‘{

Keprihatinan Sri’ Edi Swasono diungkapkan dengan mengkritik
pemerintah. Sri Edi Swasono menyatakan bahwa yang dilakukan
pemerintah saat ini adalah mengadakan pembangunan di Indonesia bukan

justru banyak mendatangkan orang asing daripada rakyatnya sendiri untuk
diperdayakan. Ibn Khaldum mengilustriskan negara yang lebih senang menyewa tentara
asing dari pada rakyatnya sendiri. Lihat Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 133-134.

'78 Amani Lubis, Sistem Pemerintahan Oligarki dalam Sejarah Islam, hlm. 214-
215.

7 Mustafa al-Shak‘ah, a/-Usus al-Islamiyah fi Fikr Ibn Khaldin wa Nazariyatih,
him. 69.

180 1 ihat Sri Edi Swasosno, Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan
dan Kemandirian, hlm. 91-93.
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membangun Indonesia. Pembangunan yang ada justru menggusur orang
miskin bukan menghilangkan kemiskinan. Pemerintah lebih membela
pasar dari pada memperjuangkan rakyatnya. Masyarakat hanya menjadi
pelayan atas kepentingan global. Rakyat hanya dijadikan penonton untuk
pembangunan. Hal ini juga dipahami bahwa pembangunan nasional lebih
besar pada fisik daripada manusianya. Pemerintah lebih suka
mendatangkan tenaga dari luar untuk mengerjakan usaha-usaha ekonomi
yang strategis.181

Makna yang sejalan antara demokrasi ekonomi Indonesia dengan
konsep 7‘timar adalah harus mengutamakan kepentingan rakyat. Ibn
Khaldun menggunakan istilah a/-‘umran al-bashari®’. Al-‘Umran al-
bashari dapat diartikan dengan pembangun peradaban manusia

Dasar utama demokrasi
kekeluargaan. Kebersamaan yang. n

masyarakat adalah yang pal merupakan
perwujudan dari konsep 7¢/m ar kekeluargaan
dalam demokrasi Indon dari konsep ukhuwah
dalam Islam. Dua d ia mendasari budaya
musyawarah d 10 Ibn Khaldun juga
menyatakan konse rarah ‘umran. Tbn Khaldun
mengutip sebuah sura seorang raja kepada anaknya yang
menjab bermusyawarah dengan para
cendik}@.

konsep 7‘timar dari Ibn Khaldun yang

mengandung._ni

Q asar demokrasi ekonomi Indonesia berupa

kebersamaan d u

Dasar 1945. B%) Ty
)

a gﬁan tertuang dalam Pasal 33 Undang-undang
okroaminoto menyatakan bahwa Pasal 33 UUD

'81'Sri Edi Swasono sering menyindir mahasiswa dengan mengungkapkan sebuah
pertanyaan: “Mengapa yang terjadi sekedar pembangunan di Indonesia dan bukan
pembangunan Indonesia?. Lihat Sri Edi Swasono, Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi
Keberdaulatan dan Kemandirian, him. 135.

'82 Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 238.

183 Sri Edi Swasono, Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan
Kemandirian, him. 13.

'8¢ Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 242.
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1945 merupakan a master piece dalam pemikiran ekonomi Indonesia.'®

Bunyi Pasal 33 UUD 1945 adalah:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
mengusai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesar kemakmuran
rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan,  berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta._ dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan eko inasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelak a\ini_ diatur dalam

undang-undang. \

UubD
biarkan
bersama

Kemandirian. Lihat Swasono, Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi
Keberdaulatan dan Kemandirian, hlm. 163.

186 Sri Edi Swasono, Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan
Kemandirian, hlm. 186.

'8 Kaum elit dan akademisi Indonesia dianggap sudah kelewat batas dalam
mengagumi pasar-bebas. Mereka dinggap telah menetapkan pasar-bebas yang berdaulat
bukan rakyat. Sri Edi Swasono menolak dengan tegas pasar-bebas. Dia menyatakan
bahwa tidak ada pasar-bebas sepenuhnya. Kepentingan politik yang mendestorsi pasar-
bebas. Pasar bebas akan menghalangi cita-cita untuk mencapai keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Pasar-bebas bertentang dengan demokrasi ekonomi Indonesia.
Lebih jelas lihat Sri Edi Swasono, Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisasi dan
Pasar-Bebas (Yogyakarta, Pustep-UGM, 2010), hlm. 73-76.

88 Sri Edi Swasono, Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan
Kemandirian, hlm. 182.

'8 Tbn Khaldun menyatakan:
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Pada sub bab ke 51 buku Muqaddimah ditegaskan oleh Ibn
Khaldun bahwa untuk menciptakan al/-‘umran al-bashari (pembangunan
yang berperadaban) harus dengan strategi yang disusun dengan baik.'"
Pemerintah harus menyusun strategi pembangunan dengan baik. Tanpa
adanya strategi yang disusun dengan baik, maka pembangunan tidak akan
berhasil.

Daulat pasar akan menyebabkan orang yang punya modal besar
saja yang akan menguasai pasar. Rakyat kecil akan terpinggirkan oleh
keserakahan pasar. Konsep daulat pasar merupakan tafsiran dari firman
Allah SWT dalam al-Qur’an yang memerintahkan agar harta kekayaan
tidak hanya dikuasai oleh orang-orang kaya (the haves) saja. Harta harus
berputar secara merata kepada seluruh lapisan. Ra yat harus mempunyai

a faktor utama
ebersamaan. Ibn

mengutamakan
193

.disusun sebagai usaha bersama
Khaldun menyatakan bahwa

disusu s mengutamakan kepentingan bersama,
;%\tl gan penguasa.'

)

\ HUTCRRE TPV IR IR Al a1 Gpdl s Ol gl o
Ibn Khaldun, ddimah, hlm. 223.

1% Tbn Khaldun menulis judul pasal ini dengan mengatakan:
ot s lany Al e d 0 Y (g Ol OF
Ibn Kahldun, Mugaddimah, him. 238.

"1 Hal itu dinyatakan dalam al-Qur’an surat al-Hasyr ayat 7:

B o o 08 086 ¥ o5

Art1nya ”...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara
kamu.”

192 Qri Edi Swasono, Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan
Kemandirian, hlm. 182.

'3 Tbn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 238.

% Ibn Khaldun memperhatikan dua kepentingan, yaitu kepentingan umum dan
penguasa. Kebijakan pembangunan harus disusun untuk memenuhi kepentingan bersama
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Ayat selanjutnya yang menyatakan “penting bagi negara” dan
“hajat hidup orang banyak”, bahwa sumber-sumber kekayaan negara yang
vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai dan
diatur oleh negara.'” Faktor-faktor ekonomi yang menyangkut kebutuhan
pokok masyarakat yang menjadi unsur utama untuk kelangusngan hidup
yang layak seperti sembilan atau dua puluh tujuh bahan pokok,
pendidikan, kesehatan dan lain-lain harus dikuasai dan dikelola oleh
pemerintah.'”® Sri edi Swasono menegaskan bahwa doktrin yang harus
ditegakkan adalah ‘“Negara Pengurus’. Hal ini mengandung bahwa
pemerintahan dijalankan atas kehendak dan kepentingan rakyat."”’

Pasal 33 UUD 1945 mengandung nilai-nilai ajaran Islam. Pasal ini
merupakan perwujudan dari hadis Rasulullah SAW yang menyatakan
bahwa manusia itu berserikat atas tiga : air, api dan
rerumputan.'”® Maksud berserikat adalah tids ikuasai secara

seperti lautan, danau sungai, sumber mata ‘ai in-lain. gkan api

adalah meliputi bahan bakar, minyak bumi, & istrik \dan-barang
tambang lainnnya. Adapun reru biji-bijia tan dan lain-
lain."”’

tanpa mengabaikan kepentinga a. K&Q uasa juga punya kepentingan
untuk melanggengkan kekuasaz 3 % h mengorbankan kepentingan

S Dkl flas 5 sl s ALl U sl

195 Qi : indonesiaan; Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan
Kemandirian, . \ -
1% Sri Edi~Swa [@Jnesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan

Kemandirian, him. 18

Y7 Sri Edi Sw%:;, onesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial dari Klasikal
dan Neoklasikal sampai ke_The End of Laissez-faire (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa,
2010), hlm. 56.

'8 Bunyi hadis ini adalah:

DU S5 W 3 e 35185 WU

Artinya: “Manusia itu bersekutu atas tiga hal: air,rerumputan dan api”. Hadis ini
diriwayat oleh Muawiyah. Lihat Nur al-Din al-Haithami, Bughyat al-Bahith ‘an Zawaid
musnad al-Harith bin Abi Usamah (Madinah Munawwarah: Markaz Khidmah al-Sunnah
wa al-Sirah al-Nabawiyah, 1992), jilid 1, hlm. 508. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu
Dawud berbunyi : ,uly 3l sW 3 &3 & 5558 0saldi . Lihat Abu Dawud, Sunan abi Dawud
(Beirut: Dar al-Fikr, 1988), jilid 2, 300. Lihat juga Ibn Majah, Sunan Ibn Majah (Beirut:
Dar al-Fikr, 1979), jilid 2, hlm. 826. Lihat juga Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam
Ahmad bin Hanbal (Kairo: Muassasah Qurtubah, 1982), jilid 5, him. 364.

% Kata air, rerumputan dan api dapat ditafsir seiring perkembangan jaman.
Sehingga ada mengartikan api merupakan bebatuan, karena batu bisa menyebabkan
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Berdasakan hal itu, maka Sri Edi Swasono menyatakan bahwa
pasal ini sangat Islami. Pasal ini merupakan konsep ekonomi Islam.
Konsep kebersamaan atau mutualism merupakan nilai Islam yang
utama.”” Sri Edi Swasono menyatakan bahwa Ekonomi Pancasila yang
didalamnya mengandung penguatan ekonomi berdasar UUD 1945 sudah
seiring dan selaras dengan Ekonomi Islam. **'

Pasal 33 UUD 1945 ini juga merupakan perwujudan dari konsep-
konsep yang telah digagas oleh Ibn Khaldun. Teori-teori a/-‘umran al-
bashari dan 7 ‘timarsudah terkandung dalam Pasal ini. Hal itu disimpulkan
bahwa demokrasi Ekonomi Pancasila merupakan demokrasi Ekonomi
Religius.

Teori neoklasikal dengan mekanisme pasar-bebasnya telah gagal

kaya semakin
di Swasono
d-of laissez-

ketimpangan ekonomi yang sangat ting
berkuasa dan kaum miskin semaki

mi negara yang sedang
persoalan utama dalam

munculnya\api\.ls
Diakses pada 20 F

% Sri Edi
Kemandirian, hlm. 186-1

21 Sri Edi Swasono Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan
Kemandirian, hlm. 187.

22 The End of Laissez-faire telah dinyatakan sebanyak lima kali secara tegas oleh
para ekonom. Pertama, John Maynard Keynes (1926), Kedua, Moh. Hatta dan Karl
Polanyi (1934 dan 1944). Ketiga, Gunnar Myrdal, John Kenneth Galbraith, Francis
Bator, Paul Baran dll (1957-1960). Keempat, Robert Kuttner, Lester Thurow, George
Soros, Joseph Stiglitz (1990-2002). Kelima, Eric Maskin, Leonid hurwicz, Roger
Myerson (2007), Paul Krugman (2008), Elinor Ostrom dan George Akerlof (2009). Lihat
Sri Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial dari Klasikal dan
Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-faire, hlm. 18. Sri Edi Swasono juga bisa
dimasukkan dalam jajaran ekonom yang menyatakan 7he End of Laissez-faire periode
berikutnya yaitu tahun 2010-2016.

% Sri Edi Swasono, Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar-
Bebas, hlm. 28-29.

di \ht ://muntada.sawtalummah.com/showthread.php?2264.

Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan
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M. Umer Chapra juga berpendapat yang sama, ekonomi pasar-
bebas tidak mampu menggapai full employment dan kemakmuran.
Ekonomi mejadi sangat terpuruk kedalam depresi.®®* Teori Keynesian
juga menciptakan beban defisit fiskal dan inflasi yang sangat berat bagi
pemerintah. Konsensus Keynesian yang menyatakan bahwa peran
pemerintah merupakan satu-satunya jalan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan lowongan kerja telah meningkatkan defisit
fiskal dan inflasi pada tahun 1970an, tanpa adanya perbaikan dalam
mengatasi pengangguran. Hal ini membuktikan bahwa kedua teori, baik
laissez-faire maupun teori Keynesian telah ~gagal menciptakan
kemakmuran dan keadilan.”®> Ekonomi kenvensional yang tidak didasari
dengan norma dan fokus utamanya hanya pada imalisasi kekayaan
dan pemuasan keinginan individual telah
ekonomi dalam wujud globalisasi ekonom
memunculkan berbabagai macam pe
akibatnya adalah krisis keuangan globa
belakangan ini.””°

yang akan
Salah  satu
a waktu

Kelompok  Strukturali ang \ t : nmienentang
ketimpangan-ketimpangan terstt ( umber  dalam
terciptanya ketidak i : pangan yang
menjadi persoalan ekonomi mej um strukturalis.

Ketimpangan-ketimpan pemusatan  penguasaan,
kepemilikan aset, i pendapatan, produktifitas,
kesempatan kerja NgaNgEULa kemiskinan struktural, masalah

ketergant
untuk m
strukturalis
dengan negara-ber
ekonomi di negara.

ekonomi, pendidiliﬁ(b

lah perencanaan ekonomi atau struturisasi
berkembang yang meliputi segala aspek, yakni
atan, kependudukan dan semua sektor.*’

g{:l jurang ketimpangan antara negara maju

294 M. Umer Chapra, The Future of Economics An Islamic Perpective (Jakarta;

SEBI, 2001), him. 31.

295 M. Umer Chapra, The Future of Economics An Islamic Perpective, tjmh. Tim.
(Jakarta; SEBI, 2001), him. 32.

2% M. Umer Chapra, The Future of Economics An Islamic Perpective, tjmh. Tim.
(Jakarta; SEBI, 2001), hlm. 33.

27 Sri Edi Swasono, Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisasi dan Pasar-
Bebas, him. 26-27.

2% Joel H. Busch, ‘review: Asian Drama: An Inquiry into The Poverty of nations
by Gunnar Myrdal’, (Australia: The Australia Quarterly, december 1968), him. 118-121.
Lihat https:/www.jstor.org/stable/20634250?seq=1page_scan_tab_contents. Diakses
tanggal 1 Maret 2016. Lihat Juga The Journal of Asian Studies/Volume 28/Issue
02/February 1968, PP 391-392.
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Sri Edi Swasono menegaskan bahwa gagasan utama kaum
strukturalisme adalah strukturisasi dan restrukturisasi ekonomi dengan
intervensi ekonomi dan kontrol atas mekanisme pasar. Orientasi utama
yang digagas oleh ekonomi strukturalis adalah mengutamakan
redistribusi dan keadilan sosial dalam lapangan kerja. >’

Obat mujarab untuk menghadapi persaingan sempurna dari konsep
kaum neoklsikal adalah kerjasama. Persaingan dan kerjasama merupakan
dua kekuatan kembar untuk menggerakkan kehidupan ekonomi. Konsep
utama yang akan diterapkan adalah kerjasama untuk mengatur persaingan
atau bersaing dalam konteks kerjasama untuk saling tolong menolong.*"
Filosofi dasar kaum strukturalisme adalah manusia sebagai homo ethicus,
berlawanan dengan kaum neoklasikal yang menganggap manusia sebagai
homo economicus.

Nilai-nilai dasar yang digagas
mengatasi  ketimpangan-ketimpangan

Swasono
pemerintah
kepada kepentingan 4
untuk melaksanka at UUL \ qana-masyarakat berhak untuk
mendapatkan pekerja idupan yang layak. Ketiga,
perdagangan bebas seha A dianali ang, apakah bisa mengkooptasi
pereko ian ~Keempat stonalisme perlu menjadi landasan,
sehingP:\&l? i : bangun berlandaskan kepentingan
bersama

Sri “Edi S enekankan agar ekonomi Indonesia bisa

mandiri dan ma capa)l kedigdayaan nasional. Rakyat harus menjadi
komandan dan %ﬂ/ nari atas kendang orang lain. Beliau menegaskan
let us learn to fight, niot to surrender.””” Sri Edi Swasono menyatakan ada

http://journals.cambridge.org/action/display Abstract?fromPage=online&aid=6807836&f
ileId=S0021911800035439. Diakses 1 Maret 2016.

29 pakem ekonomi kaum strukturalisme adalah “if is employment that will take
care of growth’. Lihat Sri Edi Swasono, Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi
dan Pasar-Bebas, him. 32-33.

19 Sri Edi Swasono, Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar-
Bebas, him. 34.

2! Sri Edi Swasono, “AC-FTA: Kementrian Perdagangan Jangan Melempem”,
Memio, Fakuitas Ekonomi UI (3 Mei 2011), hlm. 4-5.

12 Sri Edi Swasono, Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisai dan Pasar-
Bebas (Yogyakarta: Pusat studi Ekonomi Pancasila-UGM, 2010), him. 164.
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beberapa langkah yang harus dilakukan secara simultan untuk mencapai
kemandirian ekonomi terutama dalam perdagang. Langkah-langkah
tersebut adalah pertama, meningkatkan kemampuan diplomasi, meraih
optimal bargaining position dengan berani menolak untuk mengorbankan
kepentingan nasional. Kedua, menggugah kesadaran nasional untuk
bersama-sama tidak membiarkan Indonesia terjajah secara ekonomi dan
tergerus oleh perdagangan bebas. Ketiga, memperkuat nilai tukar rupiah
untuk mendorong ekspor dan mengurangi impor.213

Konsep Ibn Khaldun dalam membangun sebuah bangsa juga
berpijak pada moral. Ibn Khaldun menekankan adab dan moralitas. Dia
menyebutnya dengan istilah adab khulugivah. *'* Hal ini diilhami dari
nilai luhur ajaran Islam yaitu akhlak. Inti ajaran Islam adalah Iman, Islam
dan Thsan atau akhlak.*"” Nilai moral juga diny
bahwa Rasulullah SAW diutus hanya u

catatan kaki.
21 1bn Khaldun, Mugaddimah, t
*13 Tiga pokok ajaran Islan
dalam hadis, ketika Rasulullah

bersaksi tidak ada_ty alin tanpa menyekutukan-Nya, mengerjakan shalat,
. Lalu dia bertanya lagi, apakah Ilhsan?. Beliau
menjawab. kamu m nbah Allah)seakan-akan kamu berhadapan dengan Allah atau
kamu merasa diawasi_te oleh Allah’. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak Imam
Hadis. Lihat Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987), juz 1, hlm.
27. Lihat juga Imam Muslim, Sahihi Muslim (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi,
1987), jus 1, hlm. 39. Lihat Juga Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, jus 2, hlm. 630. Lihat
juga Imam al-Nasai, Sunan al-Nasai, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1420H), Jus 8, hlm. 475.
Lihat juga Imam al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi (Beirut: Dar al-Jil, 1998), jus 4, hlm.
355. Lihat juga Imam Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), jus 1,
hlm. 88. Lihat juga Imam Ahmad, Musnad Ahmad bin Hanba, (Kairo: Muassasah
Qurtubah, 1988), jus 1, hlm. 319. Lihat Juga Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, (Beirut:
Muassasah al-Risalah, 1993), jus 1, hlm. 375. Lihat juga Ibn Khuzaimah, Sahih Ibn
Khuzaimah (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1970), jusl, hlm 158. Lihat juga Imam
Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al-Kubra (Makkah Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz,
1994), jus 6, hlm. 294. Makna dari Thsan dalam hadis ini adalah akhlak, dimana segala
kegiatannya terkendali dan terkontrol dengan moral yang meyakini bahwa segala
sesuatau harus dengan niat karena Allah.
21 Rasulullah saw bersabda:
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Seluruh sendi dan aspek dalam kehidupan harus didasari dengan moral
atau akhlak, termasuk dalam kegiatan ekonomi.

Penguasa atau pemerintah menurut konsep ekonomi Islam Ibn
Khaldun diumpamakan seperti penggembala sedangkan rakyat adalah
gembalaan.”'” Penggembala harus bertanggung jawab untuk membuat
binatang ternaknya sehat dan gemuk secara merata dan adil. Semua
anggota binatang ternak harus terkendali dan menikmati hal yang sama
dirasakan oleh anggota lainnya. Ibn Khaldun menegaskan bahwa
penguasa harus membuat kebijakan yang memihak kepentingan rakyat.
Penguasa harus mendistribusikan kekayaan dengan adil dan merata.
Pembagian kerja yang merata harus diatur oleh penguasa.”'® Bagaikan
penggembala yang mengatur gembalaannya. Konsep dasar redistribusi
dan pemerataan antara gagasan Ibn Khaldu i
kuat dengan konsep sturkturalisme.

Konsep lain yang digagas ole
dalam kerjasama juga memiliki ke

e d (Lo & gy JU
aiki akhlak” Lihat Imam

7 ra‘in (penggembala) dan ra%yah
aldun menyatakan:
.w;r«;bw%ijﬂ;«uu

imah, hlm. 243. Konsep ini diilhami dari hadis Rasulullah
Jss L eI “Penguasa adalah penggembala atas rakyatnya’
Hadis ini diriway beberapa Imam Hadis. Lihat Imam Bukhari, Sahih al-
Bukhari, , juz 1, hlm: 04) Lihat Juga Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, jus 2, him. 145,
Lihat juga Imam al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, jus , hlm. 322. Lihat juga Imam
Ahmad, Musnad Ahmad bin Hanbal, jus 2, hlm. 111.
2% Tbn Khaldon menukil sebuah surat khalifah kepada seorang gubernurnya
sebagai pedoman atau peraturan pemerintah :
5 el s T ol e Jomial 5 omal cansh 5 pgmdlo g el o183 L 5 pagde e el L g s
..... G @ s oy Ol 5 Bl el g o dall 500 2
Artinya: “Ambillah dari mereka sebanding dengan apa yang diberikan mereka kepadamu
(tegakkan keadilan sosial), tegakkan keadilan, ciptakan kekamuran, buatlah mereka
lebih berdaya.....). Lihat Ibn Khaldun, Mugaddimah, him. 243
1% Al-Qur’an menjelaskan tentang bersaing mencapai kebaikan bersama dalam
dua ayat. Ayat pertama pada surat al-Baqarah ayat 148 dan surat al-Maidah ayat 48.
Ayat pertama:

28 e05 38 Jo i B ts i DB K0 b o e s 584 18
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saling menjatuhkan dan membinasakan, namun persaingan dalam upaya
agar semuanya memiliki semangat dalam menggerakkan ekonomi.
Perwujudan konsep-konseop ekonomi politik untuk pembangunan
ekonomi sebuah negara yang digagas oleh Ibn Khaldun dapat dituangkan
dalam sebuah kebijakan ekonomi negara yang disebut dengan istilah a/-
siyvasah al-igtisadiyah (ekonomi politik). Kebijikan-kebijakan tersebut
dituangkan dalam aturan-aturan pemerintah yang mengikat.”’ Dalam
konteks Indonesia, nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang memiliki
kesamaan kuat dengan strukturalisme telah menjiwai Pancasila dan UUD
1945, terutama pasal 23, 23A dan 23C serta pasal 27 ayat 2, Pasal 28,
Pasal 33 dan pasal 34. Kemudian dibuatlah turunannya menjadi peraturan
pemerintah  berbentuk undang-undang atau < peraturan lainnya.
Reaktualisasi dari konsep-konsep polotik angg m yang digagas
Ibn Khaldun adalah tertuang dalam Pasal-Pas rdapat dalam
UUD 1945 khususnya yang berkaitan 12g egara dan
pembanguna ekonomi masyarakat.

Ayat kedua :

S o5 1 G K Gt s ) o 2 8T 1 8l oy S 10 (KL i g

Dalam kedua ayat tersebut menunjukkan kejamaahan karena menggunaka dhamir
Jjama“ (kata ganti jamak). Allah SWT. memerintahkan kepada umat manusia untuk
bersaing dalam keberjamaahan. Sri Edi Swasono menyatakan kerjasama untuk mengatur
persaingan atau bersaing dalam konteks kerjasama untuk saling tolong menolong. Lihat
catatan kaki no. 281.

% Tbn Khaldun menyatakan bahwa hukum yang dipakai oleh negara untuk
menciptakan kesejahteraan ada dua: ketetapan Allah SWT dan politik ekonomi (siyasah
aqgliyah). Lihat Ibn Khaldun, Mugaddimah, hlm. 238. Jika nilai-nilai dasar ajaran Islam
telah masuk dalam Pancasila dan UUD 1945, maka dasar filosofi ekonomi negara
Indonesia telah sejalan dengan Islam.

204



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, disertasi ini menyimpulkan bahwa konsep politik
anggaran untuk menciptakan kesejahteraan negara yang digagas oleh Ibn
Khaldun merupakan sebuah konsep ekonomi politik pembangunan Islam.
Ibn Khaldun menyatakan bahwa pemerintah merupakan pasar terbesar
atau al-suq al-a‘zam yang harus mengawasi dan mengendalikan ekonomi
negara bersama-sama dengan masyarakat. Intervensi pemerintah
merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan yang

merata dengan regulasi yang menguntungkan-rakyat. Konsep keuangan

publik yang digagas Ibn Khaldun sangat r ekonomi modern
saat ini. Dimana pertumbuhan ekonomi berbanding terbalik dengan tarif

pajak. Semakin tinggi tarif pajak. ma emaki ckonomian
negara. Negara maju akan membe :
rakyatnya. Ibn Khaldun menyataka
sumber pendapatan neg

anggaran negara, pakan cara utama untuk
mendapatkan kekaya omi politik Ibnu Khaldun
merupaka nomi Islam karena mengandung
nilai-n bersumber dari al-Qur’an maupun

€j hter@o enurut Ibn Khaldun adalah negara yang
memiliki kedav konomi yang kuat. Faktor-faktor utama penggerak

t
ekonomi yang :%ya

negara dan diupay kan secara berjamaah untuk menggerakkan rakyat

ut hajat hidup orang banyak harus tetap dikuasai

untuk melakukan segala aktifitas ekonomi. Teori pengawasan dan
pengendalian pasar merupakan pengembangan dari teori al-suq al-a‘zam
yang kebablasan. Padasarnya pemerintah harus mampu menciptakan
iklim ekonomi yang terus berkembang.

Kedua, konsep dasar ekonomi politik khususnya penganggaran
negara yang digagas oleh Ibn Khaldun sejalan dengan nilai-nilai dasar
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, dan Pasal 33 dan Pasal 34.
Politik anggaran Indonesia harus mampu mengangkat kesejahteraan
sosial rakyat dengan jalan menciptakan dan membuka lapangan kerja
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yang luas bagi rakyat. Perekonomian Indonesia harus disusun bersama
dalam musyawarah dengan menolak fundamentalisme pasar. Demokrasi
ekonomi Indonesia harus melawan pasar bebas. Nilai-nilai dasar
demokrasi ekonomi yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 27, Pasal 33
dan Pasal 34 merupakan fagnin dari teori 7 ‘timar yang telah digagas Ibn
Khaldun. Pembangunan ekonomi harus memihak rakyat, bukan kebijakan
yang menguntungkan kelompok tertentu saja. Negara harus mampu
meciptakan a/- ‘umran al-bashari yaitu pembangunan yang berperadaban.
Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945 mengandung nilai luhur dari
ajaran Islam. Sehingga demokrasi ekonomi Indonesia merupakan
gagas oleh Sri Edi

demokrasi ekonomi religius, sebagaimana yang. d

Swasono.

B. Saran-Saran

Disertasi ini merekomend
publik demi terciptakan kesejahteraan-raky donesia harus berorientasi
pada pemerataan kesejahteraan ebijaka nbangunan ekonomi

harus berlandaskan pada{pen akyat. Proyeksi>proyeksi anggaran
belanja negara seharusnya \ akya ebijakan ekonomi
negara tidak boleh i dan menggusur pihak yang
lemah. Untu an i okrasi ekonomi religius maka
hendaknya-

pro rakyat, dengan jalan musywarah

ak)ahli; ya ¢ berkaitan. Sehingga undang-undang
ataupu pera at%mg yang dibuta tidak merugukan rakyat.

2.  Menetapkan \%: fiskal yang mampu meningkatkan aktifittas
ekonomi rakyat. Misalnya menetapkan tarif pajak yang relatif ringan
bagi semua pihak.

3. Mengurangi pos-pos anggaran negara yang tidak penting, seperti
pengurangan perjalan dinas dan lain-lain, untuk mengurungai

pemborosan anggaran negara.

4. Mendukung dan mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi rakyat
sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan.

5. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran
negara untuk mencegah kebocoran.
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Pemerintah harus menjadikan UUD 1945 sebagai dasar utama dalam
menetapkan kebijiakan ekonomi Indonesia guna tercipta demokrasi
ekonomi religius untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia.
Melakukan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang menggangu
stabilitas ekonomi. Seperti mafia migas, mafia pajak dan lain-lain.

&
&
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GLOSSARY

*Adl . Sama berat Berada; tidak berat sebelah;
tidak memihak; ditengah-tengah; tidak
sewenang. Yaitu sikap yang bebas
diskriminasi.

‘Ajzu al-muwazanah :  Anggaran belanja lebih besar daripada
pendapatan atau disebut dengan istilah
defisit anggaran.

‘Asabiyah : Jiwa rela berkorban dan berjuang untuk
bangsa da @ a disebut dengan
alism u_ jiwa cintah

Al-‘imarah : AVa . 1eciptakan \kemakmuran

Al-‘umran al-bashari

‘Ushur j ng ditarik oleh negara dari hasil
an dan bisnis,biasanya untuk
dagngan luar negeri.

ahapan suatu negara era konsumsi
masal tingkat tinggi.

Ahl al-suffah Kelompok ahli sufi

Ahli dzimmah : Para penganut non-Islam di antara
warga Negara Islam yang mempunyai
ikatan dan perjanjian dzimmah, yakni
keamanan, kehormatan dan jaminan
hubungan mereka dengan negara Islam
dan kaum Muslimin.

Al-afat al-samawiyah :  Bencana yang terjadi secara alam bukan
seperti banjir, lonsong, gempa dan lain-
lain.
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Al-hisab al-khitami

Al-i‘timar

Al-ijtima‘

Al-sahifah

Al-siyasah al-iqtisadiyyah

Al-suq al-a‘zam

Baitul mal

Baznas

Budgeter

Capital budget

Perhitungan final

langkah-langkah yang ditempuh untuk
menciptakan kemakmuran.

Masyarakat atau rakyat

Piagam Madinah yang isinya adalah
kesepakatan antara kaum Muslim,
Nasrani dan Yahudi untuk bersama-
sama membangun kota Madinah

ekonomi politi penguasa untuk

e
Pasar besar atau penguasa

NN

awal Islam)

agar tercapai

tugas  khusus
arta umat, baik

berimbang yaitu suatu
keadaan dimana pengeluaran sama

Badan Amil Zakat Nasional, suatu
lembaga milik nirlaba pememerintah
yang bertugas mengumpulkan,
mengelola dan menyalurkan dana zakat,
infaq dan sedekah.

Anggaran penerimaan dan pengeluaran.

Garis besar rencana pengeluaran aktiva
tetap. Sedangkan Capital Budgeting
adalah proses menyeluruh menganalisa
proyek-proyek dan penentuan mana saja
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yang dimasukkan ke dalam anggaran
modal.

Civilisation :  Peradaban, yaitu perkembangan
kebudayaan yang telah mencapai
tingkat tertentu yang diperoleh manusia
atau keseluruhan komplesitas produk
pikiran  kelompok manusia yang
mengatasi negara, ras, suku atau agama
yang membedakannya dari yang lain
tetapi tidak

monolitik  dengan

Continuous growth

Crowding-out

Daribah

anggaran ketika  terjadi
geluaran lebih besar dari pajak
penerimaan) atau selisih antara jumlah
uang yang dibelanjakan pemerintah dan
penerimaan pajak.

Deflasi : Kebalikan inflasi, kondisi dimana
jumlah uang yang beredar di masyarakat
mengalami kekuarangan.

Demand : Jumlah barang atau jasa tertentu yang
diminta oleh konsumen pada tingkat
harga tertentu dan pada situasi tertentu
pula.

Dependent variable : Tipe wvariabel yang dijelaskan atau
dipengaruhi oleh variabel independen.
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Depresi ekonomi . suatu kondisi ~ jika  penurunan
pertumbuhan ekonomi riil lebih dari
10%.

Resesi ekonomi : Kondisi jika titik pertumbuhan ekonomi
riil sudah mencapai puncak dan mulai
mengalami penurunan sampai titik yang

paling rendah.
Development expenditure : Pengeluaran pembangunan.
Dinar : Koin emas 22 kara

91,7) dengan berat

1ata vang

Dirham : in\pe . engan berat 2,975

Disposable income : T\otal pendapatan pribadi dikurangi
\pajak atau pendapatan yang siap
dlbelanjakan dan siap dimanfaatkan

§ guna membeli barang dan jasa kosumsi

dan selebihnya menjadi tabungan yang
disalurkan menjadi investasi.

\
Division of labour\ : Konsep pengelolaan organisasi yang
membagi tenaga kerja ke dalam fokus-
fokus bidang pekerjaan tertentu guna
meningkatkan produktivitas dan

efesiensi.
Diwan : lembaga atau dewan.
Ekonomi makro : Studi  tentang  ekonomi  secara

keseluruhan, menjelaskan perubahan
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ekonomi yang mempengaruhi banyak
masyarakat, perusahaan dan pasar.

Ekonomi mikro :  Cabang ilmu ekonomi yang mempelajari
tentang perilaku konsumen, perusahaan
dan penentuan harga-harga pasar serta
kuantitas faktor input, barang dan jasa
yang diperjual belikan.

Entrepreneur : Orang vyang melakukan aktivitas
wirausaha dicirikan dengan pandai atau

oduksi  baru,
pengadaan
1ya, serta

Equality : ; : enjalin hubungan

Equity esarnya hak atau kepentingan pemilik
fs Q ¢rusahaan pada harta perusahaan.

Expen(&%\ § :~ Pengeluaran

Extension % : Perluasan

Fay’ : Harta yanng diperoleh pemerintah
muslim dari orang yang bukan muslim
dan tidak sebagai rampasan perang.

Fiscal policy . kebijakan fiskal, yaitu implementasi

dari bentuk operasional kebijakan
anggaran yang dilakukan pemerintah
dalam mengubah penerimaan dan
pengeluaran guna mengarahkan kondisi
ekonomi yang lebih baik..
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Fiskal :  Berhubungan dengan keuangan/pajak.

Full-employment :  Kondisi perekonomian nasional, dimana
semua atau hampir semua orang mau
dan mampu bekerja di upah yang
berlaku dan kondisi kerja yang mampu
melakukannya.

GDP : Gross Domestic Product (Produk
Domestik Bruto) merupakan jumlah
nilai produk berupa barang dan jasa
yang dihasilkan oleh unit-unit produksi
di dalam batas wilayah suatu negara

selama satu tahl\lil (termasuk produksi

Ghanimah eh kaum
ereka ketika
disebut harta

GNP Product  (Produk

Q | Bruto) merupakan nilai produk
S uba

oleh penduduk suatu negara selama

barang dan jasa yang dihasilkan

\

N setahun (termasuk hasil produksi barang
dan jasa yang dihasilkan warga negara

di luar negeri).

Goverment expenditure : Belanja pemerintah yang mencakup
semua  kunsumsi ~ dan  investasi
pemerintah  tetapi tidak termasuk
pembayaran transfer yang dibuat

pemerintah.

Grant :  Uang bantuan atau hibah

Hima : Kawasan konservasi atau kawasan
lindung
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Hawashi : Jamak dari Hashiyah yang berarti
komentar atau catatan yang dialkukan
terhadap suatu kitab syarah.

Hermenetik : Salah satu jenis filsafat yang
mempelajari tentang interpretasi makna
dari sebuah teks.

Hubb al-watan : Jiwa cinta tanah air dan jiwa
patriotisme.
Human empowerment :  Pemberdayaa nusia, jadi manusia

disiapkan
I‘timar . Upay@k\ uran
Ihtikar :  Menimbun barang-barang pokok
“\manusia untuk dapat meraih
keuntungan dengan menaikkan

harganya serta menunggu melonjaknya

harga.@
N
\bu.é ahan tanah mati dan belum

digunakan sehingga tanah
ebut dapat memberikan manfaat
_Jyang lebih.

Ihya al-mawat

[lmu aqliyah [lmu filsafat yang bersifat alami dan
diperoleh melalui kemapuan berfikir,
meliputi ilmu logika, ilmu fisika, ilmu

metafisika dan ilmu matematika

[lmu naqliyah : Ilmu yang bersumber dari al-Qur’an dan
hadis yang dalam peran akal hanyalah
menghubungkan cabang permasalahan
dengan cabang utama, seperti: ilmu
tagsir, ilmu qiraat, ilmu hadis dan lain-
lain.
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Inflasi : Kondisi perekonomian dimana harga-
harga secara keseluruhan mengalami
kenaikan dalam waktu yang panjang.

Inflationary gap :  Kelebihan pembelanjaan agregat diatas
pengeluaran agregat pada penggunaan
tenaga kerja penuh yang menimbulkan

kekurangan barang serta menaikkan
harga. (Jumlah investasi lebih besar
daripada jumlah tabungan).

Ingibad al-yad ‘an al-i‘timar

IMF

Involuntary unemployment

ekerjaan pada tingkat gaji
berlaku namun pekerjaan itu tidak

Itawah

Jizyah Pajak untuk jaminan keamanan

Kebijakan fiskal ekspansif ~ : Salah satu kebijakan fiskal yang
dialkukan oleh pemerintah dimana
pemerintah melakukan sebuah pengubah
dengan menurunkan penerimaan pajak
serta meningkatkan anggaran belanja
negara.

Keuangan publik : Bagian ilmu ekonomi yang mempelajari

aktivitas finansial pemerintah.
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Kharraj : Cukai hasil tanah yang dikenakan atas
orang bukan muslim.

Laissez-faire . Doktrin ekonomi yang tidak
menginginkan adanya campur tangan
pemerintah dalam perekonomian.

Neoklasik : Istilah  yang  digunakan  untuk
mendefinisikan beberapa aliran
pemikiran  ilmu  ekonomi  yang

menjabarkan _tentang  pembentukan

dan

distribusi

mekanisme

Magharim kepada
Market failur : Kegagalan pasar dimana pasar gagal
mengalokasikan sumber daya secara
efesmn®\>
Mizanlya belanja
Mutas \ ma-ulama sufi
PIRAC : Organisasi sumber daya nirlaba dan
\x\) independen yang memberikan pelayanan
\ dalam bentuk penelitian, pelatihan,
advokasi dan penyebaran informasi di
bidang filantropi.
Qira‘ah ‘ashrah : Bacaan Al-qur’an yang disandarkan

kepada sepuluh orang ahli gira’ah, yaitu
Abu Ja’far Yazid ibnul Qa’qa, Abu
Muhammad Ya’qub, Abu Muhmmad
khalaf, Nafi’, ‘Ashim, Hamzah, Ibn
Katsir dan Qunbul.
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Revenues : Istilah  yang  digunakan  untuk
menunjukkan jumlah uang kotor yang
diterima oleh perusahaan atau individu.

Sadaqat :  Bentuk jamak dari kata sedekah, lebih
umum daripada infaq dan zakat, yang
berarti semua perbuatan kebaikan yang
dilakukan seseorang baik untuk diri
sendiri maupun untuk orang lain.

Misalnya
Siyasah darbiyah : Kebijakan fiska
Siyasah maliyah : Kebijakan ¢
Stagflasi '
a kegiatan perekonomian yang
Surplus budget A an\_ surp yaitu anggaran

i. pengeluaran.
daan masyarakat hidup mengalami

Tamaddu Q eada
- § ajuan.
The dark ages & ¢ Sebuah masa dimana Eropa diatur oleh

gereja dan Eropa sedang mengalami
keterpurukan dalam berbagai bidang.

The great crash :  Kegagalan pasar modal

The great depression :  Kegagalan perbankan

Umran . Sosiologi

Volatilitas : Besaran pergerakan harga dari waktu ke
waktu.
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Voluntary unemployment

Workfare

Zakat

&

Pengagguran yang disengaja yaitu
pengguraan terjadi karena ada pekerjaan
yang ditawarkan tetap orang yang
meanggur tidak mau  menerima
pekerjaan tersebut dengan upah yang
berlaku.

Kesejahteraan

Kewajiban kepada kaum muslimin atas
harta dengan batas yang telah ditetapka
masya

S
&
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